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WALIKOTA BENGKULU
PROVINSI BENGKULU

PERATURAN DAERAH KOTA BENGKULU
NOMOR 5 TAHUN 2020
TENTANG
PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,
WAILIKOTA BENGKULU,

bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 105 Peraturan
Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan

Barang Milik Negara/Daerah dan Pasal 511 ayat (1) Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang
Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, perlu menetapkan
Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-undang Nomor Drt. 6 Tahun 1956 tentang
Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil Dalam
Lingkungan Daerah Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara
Repukblik Indonesia Tahun 1956 Nomor &7, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091 );

3. Undang-andang Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha
Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995
Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3611};

4, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4286);

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran )
Negara Republik Indonesia Nomor 5589) sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Permerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik indonesia Nomor 5679);




Menetapkan

7. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1968 tentang
Berlakunya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 dan
Pelaksanaan Pemerintahan di Provinsi Bengkulu
(Lembaran Negara Republik [ndonesia Tahun 1968
Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 2854];

8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang
Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran
Negara Republik indonesia Tahun 2014 Nomor 92,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5533);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2014 tentang
Penjualan  Barang Milik Negara/Daerah Berupa
Kendaraan Perorangan Dinas (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 305, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5610);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016
tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah

{Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016
Nomor 547),;

11. Peraturan Daerah Xota Bengkulu Nomor 10 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
Kota Bengkulu (Lembaran Daerah Kota Bengkulu Tahun
2016 Nomor 10);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BENGKU.U
Dan
WALIKOTA BENGKULU

MEMUTUSKAN:

PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELO[AAN BARANG
MILIK DAERAH.

BAB 1
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:
1. Kota adalah Kota Bengkulu.
2 Pemerintah Kota adalah Walikota sebagal unsur
penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin

pelaksanaan urusan pemerintahan  yang menjadi
kewenangan daerah otonom.

3 Walikota adalah Walikota Bengkulu.

4. Pemegang kekuasaan pengelolaan barang milik daerah
adalah Walikota.

5. Dewan Perwalkilan Rakyat Daerah yang selanjutnya
disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat
daerah Kota Bengkulu yung berkedudukan sebagal unsur
penyelenggara pemerintahan daerah.



10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

Sekretaris Daerah adalah Pengelola Barang milik daerah.
Pengelola Barang Milik Daerah yang selanjutnya disebut
Pengelola Barang adalah pejabat yang berwenang dan

bertanggung jawab melakukan koordinasi pengelolaan
barang milik daerah.

Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala
Daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan
pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

Pejabat Penatausahaan Barang adalah kepala Perangkai
Daerah yang mempunyai fungsi pengelolaan barang milik
daerah selaku pejabat per:gelola keuangan daerah.

Pengguna barang adalah pejabat pemegang kewenangan
penggunaan barang milik daerah.

Unit kerja adaleh bagian Perangkat Daerah yang
melaksanakan satu atau beberapa program.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang
selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan

tahunan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan
Daerah.

Barang milik daerah adalah semua barang yang dibeli
atau diperoleh atas beban APBD atau berasal dan
perolehan lainnya yang sah.

Kuasa Pengguna Barang Milik Daerah selanjutnya
disebut sebagai Kuasa Pengguna Barang adalah kepala
unit kerja atau pegjabat yang ditunjuk oleh Pengguna
Barang untuk menggunakan barang milik daerah yang
berada dalam penguasaannya dengan sebaik-baiknya.
Pejabat Penztausahaan Pengguna Barang adalah Pejabat
yang melaksanakan fungsi tata usaha barang milik
daerah pada Pengguna Barang.

Pengurus Barang Milik Daerah vang selanjumya disebut
Pengurus Barang adalah Pejabat dan/atau Jabatan
Fungsional Umum yang diserahi tugas mengurus barang.
Pengurus Barang Pengelola adalah pejabat yang diserahi
tugas menerima, menyimpan, mengeluarkan, dan
menatausahakan barang milik daerah pada Pejabat
Penatausahaan Barang.

Pengurus Barang Pengguna adalah Jabatan Fungsional
Umum vang diserahi tugas menerima, menyimpan,
mengeluarkan, menatausahakan barang milik daerah
pada Pengguna Barang.

Pembantu Pengurus Barang Pengelola adalah pengurus
barang yang membantu dalam penyiapan administrasi

maupun teknis penatausahaan barang milik daerah pada
Pengelola Barang.

Pembantu Pengurus Barang Pengguna adalah pengurus
barang yang membantu dalam penyiapan administrasi
maupun teknis penatausahaan barang milik daerah pada
Penegeuna Barang.
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Pengurus Barang Pembantu adalah yang diserahi tugas
menerima, menyimpan, mengeluarkan, menatausahakan
dan mempertanggung jawabkan barang milik daerah
pada Kuasa Pengguna Barang.

Penilai adalah pihak yang melakukan penilaian secara
independen berdasarkan kompetensi yang dimilikinya.

Penilaian adalah proses kegiatan untuk memberikan
suatu opini nilai atas suatu objek penilaian berupa
barang mwmilik daerah pada saat tertentu.

Penilai Pemerintah adalah Penilai Pemerintah Pusat dan
Penilai Pemerintah Kota.

Pengelolaan Barang Milik Daerah adalah keseluruhan
kegiatan yang meliputi perencanaan kebutuhan dan
penganggaran, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan,
pengamanar dan pemeliharaan, penilaian,
pemindahtanganan, pemusnahan, penghapusan,
penatausahaan dan pembinaan, pengawasan dan
pengendalian.

Perencanaan Kebutuhan adalah kegiatan merumuskan
rincian kebutuhan barang milik daerah untuk
menghubungkan pengadaan barang yang telah lalu
dengan keadaan yang sedang berjalan sebagai dasar
dalam melakukan tindakan yang akan datang.

Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah, yang
selanjutnya disingkat RKBMD, adalah dokumen
perencanaan kebutuhan barang milik daerah untuk
periode 1 {satu)} tahun.

Penggunaan adalah kegiatan yang dilakukan oleh
Pengguna Barang dalam mengelola dan menatausahakan
barang milik daerah yang sesuai dengan tugas dan fungs=i
Perangkat Daerah yang bersanglkutan.

Pemanfaatan adalah pendayagunaan barang milik daerah
yang adak digunakan untuk penyelenggaraan tugas dan
fungsi Perangkat Daerah dan/atau optimalisasi barang
milik daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan.

Sewa adalah pemanfaatan barang milik daerah oleh

pihak lain dalam jangka waktu tertentu dan menerima
imbalan uang tunai.

Pinjam pakai adalah penyerahan penggunaan Barang
antara pemerintah pusat dan Pemerintah Kota atau
antar Pemerintah Daerah dalam jangka waktu tertentu
tanpa menerima imbalan dan setelah jangka waktu
tersebut berakhir diserahkan kembali kepada Walikota.

Kerja Sama Pemanfaatan yang selanjutnya disingkat KSP
adalah pendayagunaan barang milik daerah oleh pihak
lain dalam jangka waktu tertentu dalam rangka
peningkatan pendapatan daerah atau sumber
pembiayaan lainnya.
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Bangun Guna Serah yang selanjutnya disingkat BGS
adalah pemanfaatan barang milik daerah berupa tanah
oleh pihak lain dengan cara mendirikan bangunan
dan/atau sarana Dberikut fasilitasnya, kemudian
didayagunakan oleh pihak lain tersebut dalam jangka
waktu tertentu yang telah disepakati, untuk selanjutnya
diserankan kembali tanah beserta bangunan dan/atau

sarana berikut fasilitasnya setelah berakhirmya jangka
walktu.

Bangun Serah Guna yang selanjutnya disingkat BSG
adalan pemanfaatan barang milik daerah berupa tanah
oleh pihak lain dengan cara mendirikan bangunan
dan/atau sarana berikut fasilitasnya, dan seiclah selesai
pembangunannya diserahkan untuk didayagunakan oleh
pihak lain tersebut dalam jangka waktu tertentu yang
disepakati.

Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur yang selanjutnya
disingkat KSPI adalah kerjasama antara pemerintah dan
badan usaha untuk kegiatan penyediaan infrastruktur
scsuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan. :

Penanggung Jawab Proyek Kerjasama yang selanjutnya
disingkat PJPK adalah Menteri/Kepala Lembaga/Kepala
Daerah, atau badan usaha milik negara/badan usaha
milik daerah sebagai penyedia atau penyelenggara
infrastruktur berdasarkan peraturan perundang-
undangan.

Pemindahtanganan adalah pengalihan kepemilikan
barang milik daerah.

Penjualan adalah pengalihan kepemilikan barang milik
daerah kepada pihak lain dengan menerima penggantian
dalam bentuk uang.

Tukar Menukar adalab pengalihan kepemilikan harang
milik daerah yang dilakukan antara pemerintan .pusat
dengan Pemerintah Kota, antar Pemerintah Daerah, atau
antara Pemerintah Kota dengan pihak lain, dengan
menerima penggantian utama dalam bentuk barang,
paling sedikit dengan nilai seimbang.

Hibah adalah pengalihan kepemilikan barang dar
pemerintah pusat kepada Pemerintah Kota, antar
Pemerintah Daerah, atat dari Pemerintah Kota kepada
pihak lain, tanpa memperoleh penggantian.

Penvertaan Modal Pemerintah Kota adalah pengalihan
kepemilikan barang milik daerah yang semula
merupakan kekayaan yang tidak dipisahkan menjadi
kekayaan yang dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai
modal/saham daerah pada badan usaha milik negara,
badan usaha milik daerah, atau badan hukum lainnya
vang dimiliki negara.

Pemusnahan adalah tindakan memusnahkan fisik
dan/atau kegunaan barang milik daerah.
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Penghapusan adalah tindakan menghapus barang milik
daerah dani daftar barang dengan menerbitkan
keputusan dari pejabat yang berwenang untuk
membebzaskan Pengelola Barang, Pengguna Barang
dan/atau Kuasa Pengguna Barang dari tanggung jawab
administrasi dan fisik atas barang yang berada dalam
penguasaannya.

Penatausahaan adalah rangkaian kegiatan yang meliputi
pembukuan, inventarisasi, dan pelaporan barang milik
daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

Inventarisasi adalah kegiatan untuk melakukan
pendataan, pencatatan, dan pelaporan hasil pendataan
barang milik daerah.

Dokumen kepemilikan adalah dokumen sah yang
merupakan bukti kepemilikan atas barang milik daerah.
Daftar barang milik daerah adalah daftar yang memuat
data seluruh barang milik daerah. _
Daftar barang pengguna adalah daftar yang memuat
data barang milik daerah yang digunakan oleh masing-
masing Pengguna Barang.

Daftar Barang Kuasa Pengguna adalah daftar yang
memuat data barang milik daeran yang dimiliki oleh
masing-masing Kuasa Pengguna Barang.

Rumah Negara adalah bangunan yang dimiliki
Pemerintah Kota dan berfungsi sebagai tempat tinggal
atau hunian dan sarana pembinaan keluarga serta
menunjang pelaksanaan tugas pejabat dan/atau pegawai
neegeri sipil Permerintah Fota yang bersangkutan.

Pihak 1ain adalah pihak-pihak selain Kementerian/
Lembaga dan Pemerintah Kota.

BAR i1
RUANG LINGKYP
Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini adalah:

RS IR0 A0

3

pejabat Pengelola Barang milik daerah;

perencanaan kebutuhan dan penganggaran;

pengadaan; '

penggunaan;

pemanfaatan;

pengamanan dan pemeliharaan;

penilaian;

pemindahtanganan;

pemusnahan;

penghapusan;

penatausahaan;

pengawasan dan pengendalian;

pengelolaan barang milik daerah pada Ferangkat Daerah
yang menggunakan .pola pengelolaan keuangan Badan
Layanan Umum Daerah:

J R ——



n. barang milik daerah berupa rumah negara; dan
0. gant rugt dan sanksi.

Pasal 3
Barang milik daerah meliputi:

a. barang milik daerah yang dibeli atau diperoleh atas
beban APBD; atau

b. barang milik daerah yang berasal dar perolehan lainnya
yang sah.

Pasal 4

(1) Barang milik dacrah sebagaimana dimaksud dalam Pasal
3 dilarang digadaikan/dijaminkan untuk mendapatkan
pinjaman atau diserahkan kepada pihak lain sebagai
pembayaran atas tagihan kepada Pemerintah Kota.

(2) Barang milik daerah sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 3 tidak dapat disita sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

(i} Barang milik daerah yang dibeli atau diperoleh atas
beban APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf
a, dilengkapi dokumen pengadaan.

(2) barang milik daerah yang berasal dari perolehan lainnya
yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b,
dilengkapi dokumen perolehan.

(3) Barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dan ayat (2) bersifat bLerwujud maupun  tidak
berwyujud.

Pasal 6

Barang milik daerah yang berasal dari peroiehan iainnya yang
sah, meliputi:

a. barang yang dipe.oleh dari hibah/sumbangan atau yang

sejenis;

b. barang yang diperoleh sebagai pelaksanaan dari
perjanjian/kontrak;

C. barang yang diperoleh berdasarkan ketentuan peraturan

perundang-undangan;
d. barang yang diperoleh berdasarkan putusan pengadiian
yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap; atau

e. barang yang diperoleh kembali dari hasil divestasi atas
penyertaan modal Pemerintah Kota.

Pasal 7

Barang yang diperoleh dar hibah/sumbangan atau sejenis
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a meliputi
hibah/sumbangan atau yang sejenis darn negara/flembaga
internasional sesuai peraturan perundang-undangan.



Pasal 8

Barang yang diperoleh sebagai pelaksanaan darn perjanjian/
kontrak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b antara
lain berasal dan:

a.

no g

(1

(2)

kontrak karya;

kontrak bagi hasil;

kontrak kerjasama;

perjanjian dengan negara lain/lembaga internasional;
dan

kerja sama Pemerintah Kota dengan badan usahz dalam
penyediaan infrastruktur.

BAB Il
PEJABAT PENGELOLA BARANG MILIK DAERAH

Bagian Kesatu ' .
Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Barang Milik Daerah-
Pasal 9
Walikota adalah pemegang kekuasaan pengelolaan
barang milik daerah.

Pemegang kekuasaan pengelolaan barang milik daerah

sebagaimana dimaksud pada ayat (1}, berwenang dan

bertanggungjawab:

a. menetapkan kebijakan pengelolaan barang milik
daerah;

b. menetapkan penggunaan, pemanfaatan, atau
pemindahtanganan barang milik daerah;

c. menetapkan kebijakan pengamainan dan
pemeliharaan barang milik daerah;
4. menetapkan peiabat vang mengurus aan

menyimpan barang milik daerah;
e. mengajukan usul pemindahtanganan barang milik
daerah yang memerlukan persetujuan DFPRD;

f menyetujui usul pemindahtanganan, pemusnahan,
dan penghapusan barang milik daerah sesuai batas
kewenangannya,

g. menyetujui usul pernanfaatan barang milik daerah
selain tanah dan/atau bangunan; dan

h. menyetujui usul pemanfaatan barang milik daerah
dalam bentuk kerjasama penyediaan infrastruktur.

Bagian Kedua
Pengelola Barang
Pasal 10

Sekretaris daerah selaku Pengelola Barang, berwenang dan
bertanggung jawab:

L. 1L



(1)

(2)

(3)

meneliti dan menyetujui rencana kebutuhan barang
milik daerah;

meneliti dan menyetujui rencana kebutuhan
pemeliharaan/perawatan barang milik daerah;

mengajukan usul pemanfaatan dan pemindahtanganan
barang milik daerah yang memerlukan persetujuan
Walikota ;

mengatur pelaksanaan penggunaan, pemanfaatan,
pemusnahan, dan penghapusan barang milik daerah;

mengatur pelaksanaan pemindahtanganan barang milik
daerah yang telah disetujui oleh Walikota atau DPRD;

melakukan koordinasi dalam pelaksanaan inventarisasi
barang milik daerah; dan

melakukan pengawasan dan pengcndalian atas
pengelolaan barang mitik daerah.

Bagian Ketiga
Pejabat Penatausahaan Barang
Pasal 11

-Kepala Perangkat Daerah yang mempunyai fungsi

pengelolaan barang milik daerah selaku Pejabat
Penatausahaan Barang.

Pejabat Penatausahaan Barang sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota. '
Pejabat Penatausahaan Barang sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), mempunyai wewenang dan
tanggunyjawab:

a. membantu meneliti dan memberikan pertimbangan

persetujuan dalam penyusunan rencana kebutuhan
barang milik daerah kepada Pengelola Barang;

membantu meneli dan mcmberikan pertimbangan
perseiujuan daiam penyusunan rencana kebutuhan
pemeliharaan/perawatan barang milik daerah
kepada Pengelola Barang;

C. memberikan pertimbangan kepada Pengelola Barang
atas pengajuan usul pemanfaatan dan
pemindahtanganan barang milik daerah yang
memerlukan persetujuan Walikota ;

&2

d. memberikan pertmbangan kepada Pengelola Barang
untuk mengatur pelaksanaan penggunaarn,
pemanfaatan, pemusnahan, dan penghapusan
barang milik daerah;

e. memberikan pertimbangan kepada Pengelola Barang
atas pelaksanaan pemindahtanganan barang milik
daerah yang telah disetujui oleh Walikota atau
DPRD;

f. membantu Pengelola Barang dalam pelaksanaan
koordinasi inventarisasi barang milik daerah;

T T AT



(1}
(2)

(3)
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melakukan pencatatan barang milik daerah berupa
tanah danfatau bangunan yang telah diserahkan
dari Pengguna Barang yang tidak digunakan untuk
kepentingan penyelenggaraan tugas dan fungsi
Perangkat Daerah dan sedang tidak dimanfaatkan
pihak lain kepada Walikota melalui Pengelola
Barang, serta barang milik daerah yang berada pada
Pengelola Barang;

mengamankan dan memelihara barang milik daerah
sebagaimana dimaksud pada huruf g;

membantu Pengelola Barang dalam pengawasan dan
pengendalian atas pengelolaan barang milik daerah;
dan

menyusun laporan barang milik daerah.

Bagian Keempat
Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang
Pasal 12

Kepala Perangkat Daerah selaku Pengguna Ba.ra.ng.'
Pengguna Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
ditetapkan dengan Keputusan Walikoia.

Pengguna Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
berwenang dan bertanggung jawab:

a.

(4%

mengajukan rencana kebutuhan dan penganggaran
barang milik daerah bagi Perangkat Daerah yang
dipimpinnya;

mengajukan permohonan penectapan status
penggunaan barang vyang diperoleh dari beban
APBD dan perolehan lainnya yang sah,;

melakukan pencatatan dan inventarisasi barang
milik daerch yang berada dalam penguasaannya;
minggunakan barang milik daerah yang berada
dalam penguasaannya untuk kepentingan
penvelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah
yang dipimpinnya;

mengamankan dan memelihara barang milik daerah
yang berada dalam penguasaannya;

mengajukan usul pemanfaatan dan
pemindahtanganan barang milik daerah berupa
tanah dan/atau bangunan yang tidak memeriukan
persetujuan DPRD dan barang milik daerah selain
tanah dan/atau bangunan;

menverahkan barang milik daerah berupa tanah
dan/atau bangunan yang tidak digunakan untuk
kepentingan penyelenggaraan tugas dan fungsi
Perangkat Daerah yang dinimpinnya dan sedang
tidak dimanfaatkan pihak lain, kepada Walikota
melalui Pengelola Barang;

mengajukan usul pemusnahan dan penghapusan
barang milik daerah;



(1)

(2)

(3)

(1)

(2)

3)

(4)
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i. melakukan pembinaan, pengawasan, dan
pengendalian atas penggunaan barang milik daerah
yang ada dalam penguasaannya; dan

J- menyusun dan menyampaikan laporan barang
pengguna semesteran dan laporan barang pengguna
tahunan yang berada dalam penguasaannya kepada
Pengelola Barang.

Pasal 13

Pengguna Barang dapat melimpahkan sebagian
kewenangan dan tanggung jawab kepada Kuasa
Pengguna Barang.

Pelimpahan sebagian wewenang dan tanggungjawab
kepada Kuasa Pengguna Barang sebagaima.ia dimaksud
pada ayat (1) ditetapkan oleh Walikota atas usul
Pengguna Barang.

Penetapan kuasa pengguna barang sebagaimana
dimaksud pada avat (1) berdasarkan pertimbangan
jumlah barang yang dikelola, beban kerja, lokasi,
kompetensi, dan/atau rentang kendali dan pertimbangan
objektif lainnya.

Bagian Kelima
Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang
Pasal 14

Pengguna Baramg dibantu oleh Pejabat Penatauszhaan
Pengguna Barang.

Pejabat Penatausahaan Penggura Barang sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Walikota atas
usul Pengguna Barang.

Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang sebagaimana
dimaksud pada ayat {2} yaitu Fejabat yang membidangi
fungsi pengelolaan barang milik daerah pada Pengguna
Barang. ‘

Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) berwenang dan bertanggung
jawab:

a menyiapkan rencana kebutuhan dan penganggaran

barang milik daerah pada Pengguna Barang;

b.  meneliti usulan permohonan penetapan status
penggunaan bharang yang diperoleh dari beban
APBD dan perolehan lainnya yang sah;

C. meneliti pencatatan dan inventarisasi barang milik
daerah yang dilaksanakan oleh Pengurus Barang
dan/atau Pengurus Barang Pembantu;

d. menusun  pengajuan usulan pemanfaatan dan
pemindahtanganan barang milik daerah berupa
tanah dan/atau bangunan yang tidak memerlukan
persetujuan DPRD dan barang milik daerah selain
tanah dan/atau bangunan:

fw T A
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e. mengusulkan rencana penyerahan barang milik
daerah berupa tanah dan/atau bangunan yang tidak
digunakan untuk kepentingan penyelenggaraan
tugas dan fungsi Pengguna Barang dan secang tidak
dimanfaatkan oleh pihak lain;

f. menyiapkan usulan pemusnahan dan penghapusan
barang milik daerah;

g. meneliti laporan barang semesteran dan tahunan
yang dilaksanakan oleh Pengurus Barang dan/atau
Pengurus Barang Pembantu;

h. memberikan persetujuan atas Surat Permintaan
Barang (SPB) dengan menerbitkan Surat Perintah
Penyaluran Barang {SPPB) untuk mengeluarkan
barang milik dacrah dari gudang penyimpanan;

i. menelii dan memwverifikasi Kartu Inventaris
Ruangan (KIR) setiap semester dan sctiap tahun;

j- melakukan verifikasi scbagai dasar memberikan

- persetujuan atas perubahan kondisi fisik barang
milik daerah; dan

k. meneliti laporan mutasi barang setiap bulan yang
disampaikan olch Pengurus Barang Pengguna
dan/atau Pengurus Barang Pembantu.

Bagian Keenam
Pengurus Barang Pengelola
Pasal 15

Pengurus Barang Pengelola ditetapkan oleh Walikota
atas usul Pejabat Penatausahaan Barang.

Pengurus Barang Pengelola sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) adalah pejabat yang membidangi fungsi
pengelolaan barang milik daerah pada Pejabat
Fenatausahaan Barang.

Pengurus Barang Pengelola sebagaimana dimaksud padz

ayat (1) berwenang dan bertanggungjawab:

a. membantu menelii dan menyiapkan bahan
pertimbangan persetujuan dalam penyusunan
rencana kebutuhan barang milik daerah kepada
Pejabat Penatausahaan Barang;

b. membantu meneliti dan menyiapkan bahan
pertimbangan persetujuan dalam penyusunan
rencana kebutuhan pemeliharaan/perawatan
barang milik daerah kepada Pejabat Penatausahaan
Barang;

c. menylapkan dokumen pengajuan usulan
pemanfaatan dan pemindahtanganan barang milik
daerah yang memerlukan persetujuan Walikota ;

d. meneliti dokumen usulan penggunaan,
pemanfaatan, pemusnahan, dan penghapusan dari
Pengguna Barang, sebagai bahan pertimbangan oleh
Pejabat Penatausahaan Barang dalam pengaturan

pelaksanaan penggunaan, pemanfaatan,
pemusnahan, dan penghapusan barang milik
daerah;

—w T A
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(5)

(6)

(1)

(2)

e. menyviapkan bahan pencatatan barang milik daerah
berupa tanah dan/atau bangunan yang telah
diserahkan dari Pengguna Barang yang tidak
digunakan untuk kepentingan penyelenggaraan
tugas dan fungsi Perangkat Daerah dan sedang tidak -
dimanfaatkan pihak lain kepada Walikota melalui
Pengelola Barang;

f. menyimpan dokumen asli kepemilikan barang milik
daerah;

g. mmenyimpan salinan dokumen Laporan Barang
Pengguna /Kuasa Pengguna Barang;

h. melakukan rekonsiliasi dalam rangka penyusunan
laporan barang milik daerah; dan

i merekapitulasi dan menghimpun Laporan Barang
Pengguna semesteran -dan tahunan serta Laporan
Barang Pengelola sebagai bahan penyusunan
Laporan barang milik daerah.

Pengurus Barang Pengelola secara administratif dan

secara fungsional bertanggung jawab atas pelaksanaan

tugasaya kepada Pengelola Barang melalui Pejabat

Penatausahaan Barang.

Dalam hal melaksanakan tugas dan fungsi administrasi

Pengurus Barang Pengelola dapat dibantu oleh Pembantu

Pengurus Barang Pengelola yang ditetapkan oleh Pejabat

Penatausahaan Barang.

Pengurus Barang Pengelola dilarang melakukan kegiatan

perdagangan, pekerjaan pemborongan dan penjualan

jasa atau bertindak sebagai penjamin atas kegiatan/

pekerjaan/penjualan tersebut yang anggarennya

dibebankan pada APBD.

Bagian Ketujuh
Pengurus Barang Pengguna
Pasal 10

Pengurus Barang Pengguna ditetapkan oleh  Walikota

atas usul Pengguna Barang.

Pengurus Barang Pengguna sebagaimana dimaksud

pada ayat (1), berwenang dan bertanggungjawab:

a. membantu menyiapkan dokumen rencana
kebutuhan dan penganggaran barang milik daerah;

b. menyiapkan usulan permohonan penetapan status
penggunaan barang milik daerah yang diperoleh dari
beban APBD dan perolehan lainnya yang sah;

C. melaksanakan pencatatan dan inventarisasi barang
milik daerah;

d. membantu mengamankan barang milik daerah yang
berada pada Pengguna Barang;

e. menyiapkan dokumen pengajuan usulan
pemanfaatan dan pemindahtanganan bairang milik
daerah berupa tanah dan/atau bangunan yang tidak
memerlukan persetujuan DPRD dan barang milik
daerah selain tanah dan/atau bangunan,

G -



(3)

(4)

(5)

14 -

f. menyiapkan dokumen penyerahan barang milik
daerah berupa tanah dan/atau bangunan yang tidak
digunakan untuk kepentingan penyelenggaraan
tugas dan fungsi Pengguna Barang dan sedang tidak
dimanfaatkan pihak lain;

g. menyiapkan dokumen pengajuan usulan
pemusnahan dan penghapusan barang milik daerah;

h. menyusun laporan barang semesteran  dan
tahunan,

i menyiapkan Surat Permintaan Barang berdasarkan

nota permintaan barang;

3. mengajukan Surat Permintaan Barang kepada
Pejabat Penatausahaan Barang Pengguna;

k. menyerahkan barang berdasarkan Surat Perintah
Penyaluran Barang yang dituangkan dalam berita
acara penyerahan barang;

i. membuat Kartu Inventaris Ruangan semesteran dan
tahunan,; '

m. memberilabel barang milik daerah;

mengajukan permochonan persetujuan  kepada
Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang atas
perubahan kondisi fisik barang milik daerah
berdasarkan pengecekan fisik barang;

o. melakukan stock opname barang persediaan;

p. menyimpan dokumen, antara lain: fotokopi/salinan
dokumen kepemilikan barang milik daerah dan
menyimpan asli/fotokopi/ salinan dokumen
penatausahaan;

q. melakukan rekonsiliasi dalam rangka penyusunan
laporan barang Pengguna Barang dan laporan
barang milik daerah; dan

r. membuat laporan mutasi barang setiap bulan yang
disampaikan kepada Pengeloia Barang meiaiui
Pengguna Barang setelah diteliti oleh Pejabat
Penatausahaan Pengguna Barang.

Pengurus Barang Pengguna sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) secara administratif bertanggung jawab
kepada Pengguna Barang dan secara fungsional
bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada
Pengelola Barang melalui Pejabat Penatausahaan Barang.

Dalam hal melaksanakan tugas dan fungsi administrasi
Pengurus Barang Pengguna dapat dibantu oleh

Pembantu Pengurus Barang Pengguna yang ditetapkan
oleh Pengguna Barang.

H

Pengurus Barang Pengguna dilarang melakukan
kegiatan perdagangan, pekerjaan pemborongan dan
penjualan jasa atau bertindak sebagai penjamin atas
kegiatan/ pekerjaan/penjualan tersebut vang
anggarannya dibebankan pada APBD.



(1)
(2)

3)

Bagian Kedelapan
Pengurus Barang Pembantu
Pasal 17

Walikota menetapkan Pengurus Barang Pembantu atas
usul Kuasa Pengguna Barang melalui Pengguna Barang.

Pembentukan Pengurus Barang Pembantu sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan
pertimbangan jumlah barang yang dikelola, beban kerja,
lokasi, kompetensi dan/atau rentang kendali dan
pertimbangan objektif lainnya.

Pengurus Barang Pembantu sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) berwenang dan bertanggungjawab:

a. menyiapkan dokumen rencana kebutuhan dan
penganggaran barang milik daerah;

b. menyiapkan usulan permohonan penctapan status
barang milik daerah yang diperoleh dari
beban APBD dan perolehan lainnya yang sah; '
c. melaksanakan pencatatan dan inventarisasi barang
milik daerah;
d. membantu mengamankan barang milik daerah yang
berada pada Kuasa Pengguna Barang;

e. menyiapkan dokumen pengajuan usulan
pemanfaatan dan pemindahtanganan barang milik
daerah berupa tanah dan/atau bangunan yang tdak
memeriukan persetujuan DPRD dan barang milik
daerah selain tanah dan/atau bangunan,

f. menyiapkan dokumen penyerahan barang milik
daeran berupa tanah dan/atau bangunan yang tidak
digunakan untuk kepentingan penyelenggaraan
tugas dan fungsi Kuasa Pengecuna Barang dan
sedang tidak dimanfaatkan pihak lain;

g. menviapkan dokumen pengajuan usulan
pemusnahan dan penghapusan barang malik daerah;

h. menyusun laporan barang semesteran dan
tahunan;

i. menyiapkan Surat Permintaan Barang berdasarkan
nota permintaan barang;

i mengajukan Surat Permintaan Barang kepada

Kuasa Pengguna DBarang;

k. menyerahkan barang berdasarkan Surat Perintah
Penyaluran Barang yang dituangkan dalam berita
acara penyerahan barang;

1. membuat Kartu Inventanis Ruangan semesteran dan
tahunan;

m. memberi label barang milik daerah;

H

mengajukan  permohonan persetujuan kepada
Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang melalul
Kuasa Pengguna Barang atas perubahan kondisi
fisik barang milik daerah pengecekan fisik barang;

o. melakukan stock opname barang persediaan;
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p. menyimpan dokumen, antara lain: fotokopi/salinan
dokumen kepemilikan barang milik daerah dan
menyimpan asli/fotokopi/salinan dokumen
penatausahaan;

q. melakukan rekonsiliasi dalam rangka penyusunan
laporan barang Kuasa Pengguna Barang dan
laporan barang milik daerah; dan

r. membuat laporan mutasi barang setiap bulan yang
disampaikan pada Pengguna Barang melalui Kuasa
Pengguna Barang setelah diteliti oleh Pejabat
Penatausahaan Pengguna Barang dan Pengurus
Barang Pengguna.

Pengurus Barang Pembantu baik secara langsung
maupun tidak langsuug dilarang melakukan kegiatan
perdagangan, pekerjaan pemborongan dan penjualan
jasa atau bertindak scbagai penjamin atas
kegiatan/pekerjaan/ penjualan tersebut yang
anggarannya dibebankan pada APBD.

BAB IV

PERENCANAAN KEBUTUHAN BARANG MILIK DAERAH

Bagian Kesatu
Prinsip Umum
Pasal 18

Perencanaan kebutuhan barang milik daerahh disusun
dengan memperhatikan kebutuhan pelaksanaan tugas
dan fungsi Perangkat Daeral. serta ketercediaan barang
milik daerah vang ada.

Ketersediaan barang milik daerah sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) merupakan barang milik daerah
vang ada pada Pengelola Barang dan/atau Pengguna
Barang.

Perencanaan barang milik daerah sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dan ayat (2) harus dapat mencerminkan
kebutuhan riil barang milik daerah pada Perangkat
Daerah sehingga dapat dijadikan dasar dalam
penyusunan RKBMD.

Pasal 19

Perencanaan kebutuhan barang milik daerah
dilaksanakan setiap tahun setelah rencana kerja
Perangkat Daerah ditetapkan.

Perencanaan Kebutuhan sebagaimana dimaksud ayat (1)
merupakan salah satu dasar bagi Perangkat Daerah
dalam pengusulan penyediaan anggaran untux
kebutuhan baru (new initiative) dan angka dasar
{baseline) serta penyusunan rencana kerja dan anggaran.

EREe
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Pasal 20

Perencanaan kebutuhan barang milik daerah mengacu
pada Rencana Kerja Perangkat Daerah.

Perencanaan kebutuhan barang milik daerah
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1), kecuali
untuk penghapusan, berpedoman pada:

a. standar barang;

b. standar kebutuhan; dan/atau

c. standar harga.

Standar barang sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
huruf a adalah spesifikasi barang yang ditetapkan
sebagai acuan penghitungan pengadaan barang milik
daerah dalam perencanaan kebutuhan.

Standar kebutuhan barang sebagaimana dimaksud pada
ayat (2} huruf b adalah satuan jumlah barang yang
dibutuhkan sebagai acuan perhitungan pengadaan dan
penggunaan barang milik daerah dalam perencanaan
kebutuhan barang milik daerah pada Perangkat Daerah.
Standar harga sebagaimana dimaksud pada ayat (2}
huruf ¢ adalah besaran harga yang ditetapkan sebagai
acuan pengadaan Dparang milik daerah dalam
perencanaan kebutuhan.

Standar barang, standar kebutuhan dan standar harga

sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ayat (4) dan ayat
(S) ditetapkan oleh Walikota.

Pasal 21

Penetapan standar kebutuhan sebagaimana dimaksud
dalam Passl 20 ayat (2) huruf b mempedomani peraturan
perundang-undangan.

-Penetapan standar barang dan standar kebutuhan

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat {2) hurufa
dan huruf b dilakukan setelah berkoordinasi dengan
dinas teknis terkait.

Pasal 22

Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang
mengusulkan RKBMD pengadaan barang milik daerah
mempedornani standar barang dan standar kebutuhan.

(1)

(2)

(3)

Pasal 23

Pengguna Barang menghimpun usulan RKBMD yang
diajukan oleh Kuasa Pengguna Barang yang berada di
lingkungan Perangkat Daerah yang dipimpinnya.
Pengguna Barang menyampaikan usulan RKBMD
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Pengelola
Barang.

Pengelola Barang melakukan penelaahan atas usulan
RKBMD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bersama
Pengguna Barang dengan memperhatikan data barang
pada Pengguna Barang dan/atau Pengelola Barang.
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Data barang pada Pengguna Barang dan/atau Pengelola
Barang, sebagaimana dimaksud pada ayat (3) antara lain:
laporan Daftar Barang Pengguna bulanan,

laporan Daftar Barang Pengguna semesteran;
laporan Daftar Barang Pengguna tahunan;

laporan Daftar Barang Pengelola bulanan;

laporan Daftar Barang Pengelola semesteran;
laporan Daftar Barang Pengelola tahunan;

laporan Daftar Barang milik daerah semesteran; dan
. laporan Daftar Barang milik daerah tahunan.
Pengelola Barang dalam melakukan  penelaahan
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibantu Pejabat
Penatausahaan Barang dan Pengurus Barang Pengelola.
Pejabat Penatausahaan Barang sebagaimana dimaksud
pada ayat (5) merupakan anggcta Tim Anggaran
Pemerintah Kota.

Hasil penelazhan scbagaiinana dimaksud pada ayat (3}
merupakan dasar penyusunan RKBMD.

FSRoOOA0Te

Pasal 24

RKBMD yang telah ditetapkan oleh Pengelola Barang
digunakan oleh Pengguna Barang scbagai dasar penyusunan
Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah.

(1)

(2)

(3)

(1)

Pasal 25

RKBMD pemeliharaan barang milik daerah tidak dapat

diusulkan oleh Pengguna Barang dan/atau Kuasa

Pengguna Barang terhadap:

a. barang miiik daerah yang berada dalam kondisi
rusak berat;

b. barang milik daerah yang scdang dalam status
penggunaan sementara;

c. barang milik daerah yang sedang dalam status
untuk dioperasikan oleh pihak lain; dan Jatau

d. bharang milik daerah vang sedang menjadi obiek
pemanfaatan.

RKBMD pemeliharaan barang milik daerah sebagaimana

dimaksud pada ayat (1} huruf b diusulkan oleh Pengguna

Barang yang menggunakan sementara barang milik

daerah.

RKBMD pemeliharaan barang milik daerah sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) huruf d tidak termasuk

pemanfaatan dalam benituk pinjam pakai dengan jangka

waktu kurang dari 6 {enam) bulan.

Bagian Kedua

Lingkup Perencanaan Kebutuhan
Barang Milik Daerah
Pasal 26
Perencanaan kebutuhan barang milik daerah meliput:

a. perencanaan pengadaan barang milik daerah;

® (M
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b. perencanaan pemeliharaan barang milik daerah;

C. perencanaan pemaniaatan barang milik daerah;

d. perencanaan pemindahtanganan barang milik
daerah; dan

e. perericanaan penghapusan barang milik daerah.

Perencanaan pengadaan barang milik daerah
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dituangkan
dalam dokumen RKBMD Pengadaan.

Perencansan pemeliharaan barang milik  daerah
scbagaimana dimaksud pada ayat (1} huruf b dituangkan
dalam dokumen RKBMD Pemeliharaan.

Perencanaan pemanfaatan barang milik daerah
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf ¢ dituangkan
dalam dokumen RKBMD Pemanfaatan. .
Perencanaan pemindahtanganan barang milik daerah
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dituangkan
dalam dokumen RKBMD Pemindahtanganan.

Perencanaan penghapusan barang milik daerah
scbagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dituangkan
dalam dokumen RKBMD Penghapusan.

Bagian Ketiga
Tata Cara Penyusunan RKBMD Pengadaan
Barang Milik Daerah Pada Pengguna Barang

Pasal 27

Kuasa Pengguna Barang menyusun usulan RKBMD
Pengadaan barang mitik daerah di lingkungan Kuasa
Pengguna Barang yaag dipimpinnya.

Kuasa Pengguna Barang menyampaikan usulan RKBMD
Pengadaan sebagaimana dirmaksud pada ayat (1) kepada
Pengguna Barang selambat-lambatnya minggu kedua
bulan Mei.

Pasal 28

Pengguna Barang melakukan penelaahan atas usulan
RKBMD Pengadaan yang disampaikan oleh Kuasa
Pengguna Barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27
ayat (2) pada minggu ketiga bulan Mei.

Dalam penelaahan usulan RKBMD pengadaan yang
disampaikan oleh Kuasa Pengguna Barang sebagaimana
dimaksud pada avat {1), Pengguna Barang
mengikutsertakan Pejabat Penatausahaan Pengguna
Barang dan Pengurus Barang Pengguna untuk
melakukan review terhadap kebenaran dan kelengkapan
usulan RKBMD Pengadaan.

Penelaahan atas usulan RKBMD Pengadaan yang
disampaikan oleh Kuasa Pengguna Barang sebagaimana
dimaksud pada ayat {1} diutamakan untuk memastikan
kebenaran data masukan (inpuf§ penyusunan usulan
RKBMD Pengadaan yang sekurang-kurangnya
mempertimbangkan:



4)

(1)

(@)

(1)

(2)

(1)

a. kesesuaian program perencanaan dan standar
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1} dan
ayat (2); dan

b. ketersediaan barang milik daerah di lingkungan
Pengguna Barang.

Hasil penelaahan atas usulan RKBMD Pengadaan yang
disampaikan oleh Kuasa Pengguna Barang sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) digunakan oleh Pengguna Barang
dalam menyusun RKBMD Pengadaan barang milik
daerah pada tingkat Pengguna Barang yang sekurang-
kurangnya memuat informasi:

a. nama Kuasa Pengguna Barang;
b. nama Pengguna Barang;

c.  program;

d. kegiatan;

€.

data daftar barang pada Pengguna Barang dan/atau
daftar barang pada I{uasa Pengguna Barang; dan
rencana kebutuhan pengadaan barang yang
disetujui.

[
H ]

Pasal 29

Hasil penelaghan Pengguna Barang atas usulan RKBMD
Pengadaan yang disampaikan oleh Kuasa Pengguna
Barang scbagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (4)
ditandatangani Pengguna Barang.

Kuasa Pengguna Barang menyusun RKBMD Pengadaan
barang milik daerah berdasarkan hasil penelaahan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk disampaikan
kepada Pengguna Barang paling lambat minggu keempat
bulan Mei.

Bagian Keempat
Tata Cara Penvusunan RKBMD Pemeliharaan
Barang Milik Daerah Pada Pengguna Barang

Pasal 30

Kuasa Pengguna Barang menyusun usulan RKEMD
Pemeliharaan barang milik daerah di lingkungan Kuasa
Pengguna Barang yang dipimpinnya.

Kuasa Pengguna Barang menyampaikan usulan RKBMD
Pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1}
kepada Pengguna Barang selambat-lambatnya minggu
kedua bulan Mei.

Pasal 31

Pengguna Barang melakukan penelaahan atas usulan
RKBMD Pemeliharaan yang disampaikan oleh Kuasa
Pengguna Barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36
ayat (2) pada minggu ketiga bulan Mei.

Dalam penclaahan usulan RKBMD pemeliharaan usulan
RKBMD Pemeliharaan yang disampaikan oleh Kuasa
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Pengguna Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1},
Pengguna Barang mengikutsertakan Pejabat
Penatausahaan Pengguna Barang dan Pengurus Barang
Pengguna untuk melakukan peneliian terhadap
kebenaran dan kelengkapan usulan RKBMD
pemeliharaan.

Penelaahan atas usulan RKBMD Pemeliharaan yang
disampaikan olch Kuasa Pengguna Barang sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) diutamakan untuk memastikan
kebenaran data masukan (input) penyusunan RKBMD
pemeliharaan yang sekurang-kurangnya mengacu pada
daftar barang Kuasa Pengguna Barang yang memuat
informasi mengenai barang yang dipelihara.

Hasil peneclaahan scbagaimana dimaksud pada ayat (3)
digunakan oleh Pengguna Barang dalam menyusun
RKBMD Pemeliharaan barang milik daerah tingkat

b

c.

d. usulan kebutuhan pemeliharaan; dan

e rencana kebutuhan barang milik daerah yang
disctujui.

Pasal 32

Hasil penelaahan Pengguna Barang atas usulan RKBMD
Pemelibaraan yang disampaikan oleh Kuasa Pengguna
Barang sebagaimana dimaksud dalam Peasal 31 ayat (4)
ditandatangani Penggrina Barang.

Kuasa Pengguna Barang menyusun RKBMD
Pemeliharaan barang milik daerah berdasarkan hasil
i a dimaksud pada ayat (1) untuk

kepada Pengguna Barang paling lambat
minggs keemmnat bulan Mei.

|
:

Pasal 33

Pengguna Barang menghimpun RKBMD Pengadaan dan
RKEBMD Pemeliharaan dari Kuasa Pengguna Barang
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2) dan
Pasal 32 ayat (2) untuk disampaikan kepada Pengelola
Barang.

Penyampaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1}
dilengkapi surat pengantar RKBMD yang ditandatangani
oleh Pengguna Barang dan data barang sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 23 ayat (4).

Penyampaian RKBMD Pengadaan dan RKBMD
Pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh
Pengguna Barang kepada Pengelola Barang dilakukan
selambat-lambatnya minggu kesatu bulan Juni.
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Bagian Kelima
Tata Cara Penelaahan RKBMD Pengadaan
Barang Milik Daerah Pada Pengelola Barang

Pasal 34

Penelaahan atas RKBMD Pengadaan barang milik daerah
dilakukan terhadap:

a. Relevansi program dengan rencana keluaran (output)
Pengguna Barang;

b. Optimalisasi penggunaan barang milik daerah yang
berada pada Pengguna Barang; dan

c. Efektivitas penggunaan barang milik daerah yang
berada pada Pengguna Barang telah sesuai
peruntukannya dalam rangka menunjang tugas dan
fungsi Perangkat Daerah.

Penelashan atas RKBMD Pengadaan barang milik daerah

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-

kurangnya memperhatikan: _

a. Kesesuaian program perencanaan dan standar
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) dan
ayat (2); dan

b. data barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23
ayat {4).

Penelaahan atas RKBMD Pengadaan barang milik daerah

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam

Hasil Penelaahan RKBMD Pengadaan barang milik

daerah yang sekurang-kurangnya memuat:

a. nama Kuasa Pengguna Barang;

b. nama Pengguna Barang:

c. program,

d. kegiatan;

e. data daftar barang pada Pengguna Barang
dan/atau daftar barang pada Kuasa Pengguna
Barang; dan

f. rencana kebutuhan pengadaan barang vang

disetujui.

Dalam meiaksanakan penelaahan barang milik daerah
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pengelola Barang
mengikutsertakan Pejabat Penatausahaan Barang dan
Pengurus Barang Pengelola untuk menyiapkan dan
memberikan pertimbangan terhadap kebenaran dan
kelengkapan usulan RKBMD Pengadaan yang
dilaksanakan selambat-lambatnya minggu kedua bulan
Juni.

Pasal 35

Hasil Penelaahan RKBMD Pengadaan barang milik
daerah dari Pengguna Barang sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 34 ayat (3) ditandatangani oleh Pengelola
Rarang.
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(2)
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(2}
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(2)
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Pengguna Barang menyusun RKBMD Pengadaan
berdasarkan hasil penelaahan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1).

RKBMD Pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
disampaikan oleh Pengguna Barang kepada Pengelola
Barang paling lambat minggu ketiga bulan Juni.

Bagian Keenam
Tata Cara Penelaahan RKBMD Pemeliharaan
Barang Milik Daerah Pada Pengelola Barang

Pasal 36

Penelaahan atas RKBMD Pemeliharaan barang milik
daerah dilakukan untuk melakukan telaahan terhadap
data barang milik daerah yang diusulkan rencana
pemeliharaannya. :

Penelaahan atas RKBMD Pemeliharaan barang milik
daerah sebagaimana dimaksud pada ayat {1) sekurang-
kurangnya memperhatikan daftar barang pada Pengguna
Barang yang memuat inforrmasi mengenai status barang
dan kondisi barang.

Penelaahan atas RKBMD Pemeliharaan barang milik
daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan
dalam hasil penelaahan RKBMD Pemeliharaan barang
milik daerah yang sekurang-kurangnya memuat:

nama Kuasa Pengguna Barang;

nama Pengguna Barang;

nama barang yang dipelihara;

usulan kebutuhan pemeiiharaan; dan

rencana kebutuhan barang milik daerah yang
disetujui.

Dalam melaksanakan penelaahan barang milik daerah
scuagaimana Jdimaksud pada ayat {1}, Pengelola Barang
mengiltutsertakan Pejabat Penatausahaan Barang dan
Pengurus Barang Fengelola untuk menyiapkan dan
memberikan pertimbangan terhadap kebenaran dan
kelengkapan usulan RKBMD Pemeliharaan yang

dilaksanakan selambat-lambatnya minggu kedua bulan
Juni.

ppoop

Pasal 37

Hasil Penelaahan RKBMD Pemeliharaan barang milik
daerah dari Pengguna Barang sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 36 ayat (3) ditandatangani oleh Pengelola
Barang.

Pengguna Barang menyusun RKBMD Pemeliharaan
berdasarkan hasil penelaahan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1).

RKBMD Pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) disampaikan oleh Pengguna Barang kepada Pengelola
Barang paling lambat minggu ketiga bulan Juni.
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Pasal 38
(1} RKBMD Pengadaan dan RKBMD Pemeliharaan barang
milik daerah dari Pengguna Barang sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 35 ayat (3) dan Pasal 37 ayat (3)

ditetapkan menjadi RKBMD Pemerintah Kota oleh
Pengelola Barang.

(2) RKBMD Pengadaan dan RKBMD Pemeliharaan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan paling
lambat minggu keempat bulan Juni.

Bagian Ketujuh
Penyusunan Perubahan RKBMD
Pasal 39
(1) Pengguna Barang dapat melakukan perubahan RKBMD.

(2) Perubahan RKBMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan sebelum penyusunan Perubahan APBD.

(3) Penyusunan RKBMD sebagaiinana dimaksud dalam
Pasal 15 sampai dengan Pasal 38 berlaku secara mutatis
mutandis terhadap penyusunan perubahan RKBMD.

Bagian Kedelapan
Penyusunan RKBMD Untuk Kondisi Darurat

Pasal 40

{1) Dalam hal setelah batas akhir penyampaian RKBMD
terdapat kondisi darurat, pengusulan penvediaan
anggaran untuk kebutuhan baru (new initiative) dan
penyediaan anggaran angka dasar (baseline) dalam
rangka rencana pengadaan dan/atau rencana
pemeliharaan barang milik daerah dilakukan
berdasarkan mekanisme pengauggatan sesuai ketentuan
peraturan perundang-undangan.

(2) Kondisi darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1}

meliputi bencana alam dan gangguan keamanan skala
besar.

(3) Hasil pengusulan penyediaan anggaran sebagaimana
dimaksud pada ayat {1} harus dilaporkan oleh Pengguna
Barang kepada Pengelola Barang bersamaan dengan

penyampaian RKBMD Perubabhan dan/atau RKBMD
tahun berikutnya.

{4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digunakan
oleh Pengelola Barang sebagai bahan pertimbangan
tambahan dalam penelaahan atas RKBMD yang
disampaikan oleh Pengguna Barang bersangkutan pada ™
APBI) Perubahan tahun anggaran berkenaan dan/atau
APBD tahun anggaran berikutnya.
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BAB V
PENGADAAN
Pasal 41
Pengadaan barang milik daerah dilaksanakan

berdasarkan prinsip efisien, efektif, transparan dan
terbuka, bersaing, adil, dan akuntabel.
Pelaksanaan pengadaan barang milik daerah dilakukan

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

Pasal 42

Pengguna Barang wajib menyampaikan laporan hasil
pengadean barang milik daerah kepada Walikota melalui
Pengelola Barang milik daerah untuk ditetapkan status

PeNggunaannya.

Laporax: hasil pengadaan barang milik daerah
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari laporan
hasil pengadaan buianan, semesteran dan tahunan.

BAB Vi
PENGGUNAAN

Bagian Kesatu
Prinsip Umum
Pasal 43

Walikota menetapkan status penggiunaan barang milik
daerah.

Walikota dapat mendelegaéikan penetapan status
penggunaan atas barang milik daerah sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) selain tanah dan/atau bangunan
dengan kondisi tertentu kepada Pengelola Barang.
Kondisi tertentu sebagaimana dimaksud pada avat (2).
antara lamn adalah barang milik daerah yang tidak
mempunyai bukti kepemilikan atau dengan nilai tertentu.
Milai tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
ditetapkan oleh Walikota.

Penetapan status penggunaan barang milik daerah
sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2)
dilaksanakan secara tahunan.

Pasal 44
Penggunaan barang milik daerah meliputi:
a. Penetapan status penggunaan barang milik daerah;
b. Pengalihan status penggunaan barang milik daerah;
C. Penggunaan sementara barang milik daerah; dan
d.

Penetapan status penggunaan barang milik daerah
untuk dioperasikan oleh pihak lain.

Penetapan status penggunaan sebagaimana dimaksud
pada avyat (1) dilakukan untuk:



a. penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat
Daerah; dan

b. dioperasikan oleh pihak lain dalam rangka
menjalankan pelayanan umum sesuai tugas dan
fungsi Perangkat Daerah yang bersangkutan.

Pasal 45
Penetapan status penggunaan tidak dilakukan terhadap:
a. barang persediaan;
b. Konstruksi Dalam Pengerjaan;

c. barang yang dari awal pengadaannya direncanakan
untuk dihibahkan; dan

d. Aset Tetap Renovasi.

Pasal 46

(1) Penetapan status penggunaan barang milik daerah
berupa tanah dan/atan bangunan dilakukan apabila
diperlukan untuk kepentingan penyelenggaraan tugas
dan fungsi Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna
Barang yang bersangkutan.

(2) Pengguna Barang wajib menyerahkan barang milik
daerah berupa tanah dan/atau bangunan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) yang tidak digunakan dalam
penyelenggaraan tugas dan fungsi Pengguna Barang
kepada Walikota melalui Pengelola Barang.

(3) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud
pada ayat (2}, apabila tanah dan/atau bangunan
sebagaimana dimaksud pada avat (2) telah direncanakan
untuk digunakan atau dimanfaatkan dalam jangka
waktu tertentu yang ditetapkan oleh Walikota.

Walikota mencabut status penggunaan atas barang milik
daerah berupa tanah dan/atau bangunan yang tidak
digunakan dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi
Fengguna Barang sebagaimana dimaksud ayat (2).

(5) Dalam hal barang milik daerah berupa tanah dan/atau
bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak
diserahkan kepada Walikota, Pengguna Barang
dikenakan sanksi berupa pembekuan dana pemeliharaan
atas barang milik daerah berkenaan.

e
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Pasal 47
(1) Walikota menetapkan barang milik daerah yang harus
diserahkan oleh Pengguna Barang karena tidak

digunakan untuk kepentingan penyelenggaraan tugas

dan fungsi Pengguna Barang dan/atau kuasa Pengguna

Barang dan tidak dimanfaatkan oleh pihak lain. -

(2} Dalam menetapkan penyerahan sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) Walikota memperhatikan:

a. standar kebutuhan barang milik daerah untuk
menyelenggarakan dan menunjang tugas dan fungsi
Pengguna Barang;

la T ]
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b. hasil audit atas penggunaan tanah dan/atau
bangunan; dan/atau

C. laporan, data, dan informasi yang diperoleh darn
sumber lain.

Sumber lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2} huruf

¢ antara lain termasuk hasil pelaksanaan pengawasan

dan pengendalian yang dilakukan oleh Pengelola Barang
atau Walikota dan lapuran dari masyarakat.

Tindak lanjut pengelolaan atas penyerahan barang milik
daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a. penctapan status penggunaan;

b. pemanfaatan, atau

c. pemindahtanganan.

Bagian Kedua
Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Daerah

Paragraf Kesatu
Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Daerah
Oleh Walikota

Pasal 48

Pengguna Barang mengajukan permohonan penetapan
status penggunaan barang milik daerah yang diperoleh
dari beban APBD dan perolehan lainnya yang sah kepada
Walikota.

Pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dilal:ukan setelah diterimarya barang milik
daerah berdasarkan dokumen penerimaan barang pada
tahun anggaran yang berkenaan.

Permohonan penetapan status penggunaan barang milik
daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan
secara tertulls oleh Pengguna Barang kepada Walikota
paling lambat pada akhir tahun berkenaan.

Walikota menerbitkan keputusan penetapan status

penggunaan barang milik daerah setiap tahun.

Pasal 49

Pengajuan permohonan penetapan status penggunaarn
barang milik daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal
48 ayat (2) disertai dokumen.

Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk
barang milik daerah berupa tanah yaitu fotokopi
sertifikat.

Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk
barang milik daerah berupa bangunan yang diperoleh
dari APBD yaitu:

a. fotokopi lzin Mendirikan Bangunan; dan

b. fotokopi dokumen perolehan.
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Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk

barang milik daerah berupa bangunan yang diperoleh

dari perolehan lainnya yang sah sekurang-kurangnya

berupa dokumen Berita Acara Serah Terima .

Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk

barang milik daerah berupa tanah dan bangunan yang

diperoleh dari APBD yaitu:

a. fotokopi sertifikat;

b. fotokopi Izin Mendirikan Bangunan; dan

c. fotokopi dokumen perolehan.

Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk

barang milik daerah berupa tanah dan bangunan dari

perolehan lainnya yang sah sckurang-kurangnya berupa

dokumen Berita Acara Serah Terima .

Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk

barang milik daerah selain tanah dan/atau bangunan

yang memiliki dokumen yaitu:

a. fotokopi dokumen kepemilikan; dan/atau

b. fotokopi dokumen perolehan.

Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk

barang milik daerah yang dan awal pengadaan

direncanakan untuk dilakukan pemindahtanganan

dengan cara penyertaan modal Pemerintah Kota yaitu:

a. fotokopi dokumen pelaksanaan anggaran,

b. {fotokopi dokumen kepemilikan, untuk barang milik
daerah berupa tanah;

c. fotokopi Izin Mendirikan Bangunan , untuk barang
milik daerah berupa bangunan; dan/atau

d. fotokopi dokumen perolel.an.

Pasal 50
Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 49 ayat (2) dan ayat (5} huruf a apabila
barang milik daerah bhempa fanah helum memilili

fotokopi sertifikat, maka dokumen dimaksud dapat
diganti dengan:

akta jual beli;

girik;

letter C;

surat pernyataan pelepasan hak atas tanah;

surat keterangan lurah atau kepala desa, ijika ada;

o a0 gp

berita acara penerimaan terkait perolehan barang;
atau

g. dokumen lain yang setara dengan bu_kti kepemilikan.

Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 49 ayat (3) apabila barang milik daerah
berupa bangunan belum memiliki IMB dan dokumen
peroclehan dapat diganti dengan surat pernyataan dari
Pengguna Barang yang menyatakan bahwa bangunan
tersebut digunakan untuk penyelenggaraan tugas dan
fungsi Perangkat Daerah.
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Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 49 ayat (5) apabila barang milik daerah
berupa tanah dan bangunan yang diperoleh dari APBD
belum memiliki sertfikat, IMB, dan dokumen perolehan
dapat diganti dengan surat pernyataan dari Pengguna
Barang yang menyatakan bahwa tanah dan bangunan
tersebut digunakan untuk penyelenggaran tugas dan
fungsi Perangkat Daerah.

Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 49 ayat (7) apabila barang milik daerah
berupa selain tanah dan bangunan yang diperoleh dari
APBD belum memiliki dokumen kepemilikan, maka
dokumen dimaksud dapat diganti dengan surat
pernyataan dari Pengguna Barang Yyang menyatakan
bahwa barang milik daerah selain tanah dan/atau

tugas dan fungsi Perangkat Daerah.

Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 49 ayat (8} huruf b, huruf ¢, dan huruf d
belum ada, maka pengajuan usul permohonan
penerbitan status penggunaan disertai surat pernyataan
dari Pengguna Barang bersangkutan yang menyatakan
bahwa barang tersebut adalah barang milik daerah yang
dari awal pengadaannya direncanakan untuk dilakukan
pemindahtanganan dengan cara penyertaan modal
Pemerintah Kota.

Barang mihk daerah yang belunr memiliki dokumen
kepemilikan tetap harus menyelesaikan pengurusan
dokumen kenemilikan meskipun telah ditetapkan status
penggunaan barang milik daerah.

Pasal 51

Pengelola Barang melakukan penelitian atas permohonan
penetapan status penggunaan barang mulik daerah dan
Pengguna Barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48

Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan terhadap kelengkapan dan kesesuaian
dokumen yang dipersyaratkan.

Dalam hal hasil peneiitian sebagaimana dimaksud pada
ayat (2} betum mencukupi, Pengelola Barang dapat:

a. meminta keterangan atau data tambahan kepada
Pengguna Barang yang mengajukan permohonan
penetapan status penggunaan barang milik daerah;
dan /atau

b. melakukan pengecekan lapangan.

Kegiatan Pengelola Barang sebagaimana dimaksud pada
avat (3) dilakukan terhadap barang milik daerah berupa
tanah dan/atau bangunan serta barang milik daerah
selain tanah dan/atau bangunan yang memiliki dokumen
kepemilikan atau dokumen lain yang sah.
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Pasal 52

Berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud
dalamn Pasal 51 ayat (1), Walikota menetapkan status
penggunaan barang milik daerah.

Status penggunaan barang milik daerah sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan
Walikota.

Dalam hal Walikota tidak menyetujui permohonan
Pengguna Barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48
avat (1), Walikota melalui Pengelola Barang menerbitkan
surat penolakan kepada Pengguna Barang disertai
alasan.

Paragraf Kedua
Penetapan Status Penggunaan Barang milik daerah
Oleh Pengelola Barang

Pasal 53

Pengelola Barang menetapkan status penggunaan barang

berdasarkan kewenangan yang didelegasikan . oieh

Walikota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (2).

Penetapan status penggunaan barang oleh Pengelola

Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan

mekanisme:

a. Pengguna Barang mengajukan permohonan
penetapan status penggunaan barang milik daerah
yvang diperoleh dari beban APBD dan perolehan
lainnya yang sah kepada Pengelola Barang.

b. Peugajuan permchonan sebagaimana dimaksud
pada huruf a dilakukan setelah diterimianya barang
milik daerah berdasarkan dokumen penerimaan
barang pada tahun anggaran yang berkenaan.

C. Permohonan penetapan status penggunaan barang
milik daerah diajukan secara tertulis oleh Pengguna
Barang kepada Pengeilola Barang paling lambat
pada akhir tahun berkenaan.

Pengajuan permohonan penetapan status penggunaan

barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat {2)

disertai dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49

dan Pasal 50.

Terhadap pengajuan permohonan penetapan status
penggunaan barang milik daerah sebagaimana dimaksud
pada avat {2} diakukan penelitian sebagaimana
ketentuan Pasal 51.

SBerdasarkan hasil peneliian sebagaimana dimaksud

pada ayat (4), Pengelola Barang menetapkan status
penggunaan barang milik daerah.

Dalam  hal Pengelola Barang  tdak menyetujui
permohonan Pengguna Barang sebagaimana dimaksud
pada ayat (2), Pengelola Barang menerbitkan surat
penolakan kepada Pengguna Barang disertai alasan.
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Bagian Ketiga
Pengalihan Status Penggunaan Barang Milik Daerah

Pasal 54

Barang milik daerah dapat dilakukan pengalihan status
penggunaan.

Pengalihan status penggunaan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dilakukan berdasarkan:

a. Inisiatif dari Walikota ;: dan

b. Permohonan dari Pengguna Barang lama.

Pasal 55

Pengalihan status penggunaan barang milik daerah
berdasarkan inisiati dari Walikota sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 54 ayat 2 hkuruf a dilakukan

dengan pemberitahuan terlebih dahulu kepada Pengguna
Barang. '

Pengalihan status penggunaan barang milik daerah
scbaegaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat 2 huruf b
dari Pengguna Barang kepada Pengguna Barang lainnya
untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi dilakukan
berdasarkan persetujuan Walikota.

Pengalihan status penggunaan sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) dilakukan terhadap barang milik daerah
yang berada dalam penguasaan Pengguna Barang dan
tidak digunakan oieh Pengguna Barang yang
bersangkutan.

Pengalihan status penggunaan sebagaimana dimaksud-
pada ayat (2) dilakukan tanpa kompensasi dan tidak
diikuti dengan pengadaan barang milik daerah pengganti.

Pasal 56
Pengalihan status DENGEUNAan Larang mihk daerah
berdasarkan permohonan dari Pengguna Barang lama
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat 2 huruf b
dilakukan dengan pengajuan permohonan secara tertulis
oleh Pengguna Barang kepada Walikota.
Pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) paling sedikit mermuat:
a. data barang milik daerah yang akan dialihkan status
penggunaannya,
calon Pengguna Barang baru: dan
C. penjelasan serta pertimbangan pengalihan status
penggunaan barang milik daerah.
Data barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada
avat (2) huruf a, antara lain:
a. kode barang;
b kode register;
C. nama barang;
d jumlah;
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e.  jenis;

f. nilai perolehan;
g  nilai penyusutan;
h. nilai buku;

i lokasi;

J- luas; dan

k.

tahun perolehan.

Pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) dilampiri:

a. fotokopi daftar barang milik daerah sebagaimana
dimaksud pada ayat (3);

b. surat pernyataan yang memuat kesediaan calon
Pengguna Barang baru untuk menerima pengalihan
barang milik daerah dari Pengguna Barang lama.

Pasal 57

Pengelola Barang melakukan penelitian atas permohonan
pengalihan status penggunaan barang milik daerah dari
Pengguna Barang scbagaimana dimaksud dalam Pasal 56
ayat (1). . .
Penelitian sebagaimana dimaksud pada avat (1)
dilakukan terhadap kelengkapan dan kesesuaian
dokumen yang dipersyaratkan.

Dalam hal hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada

ayat (2) belum mencukupi, Pengelola Barang dapat:

a. meminta keterangan atau data tambahan kepada
Pengguna Barang vang mengajukan permmohonan
pengalihan status penggunaan barang milik daerah;
dan

b. meminta konfirmasi kepada calon Pengguna Barang
baru.

Pacal S8 -

Berdasarkan hasil peneliian sebagaimana dimaksud
dalam Pasal S7, Walikota memberikan persetujuan
pengalihan status penggunaan barang milik daerah.
Persetujuan sebagaim~ana dimaksud pada ayat (1) berupa
Surat Persetujuan Walikota.

Surat persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat {2)
paling sedikit memuat:

a. data barang milik daerah yang akan dialihkan status

penggunaannya;

b. Pengguna Barang lama dan Pengguna Barang baru;
dan

c. kewajiban Pengguna Barang lama.

Kewajiban Pengguna Barang lama sebagaimana

dimaksud pada ayat (3) huruf ¢ vaitu:

a. melakukan serah terima barang milik daerah kepada
Pengguna Barang baru vang selanjutnya dituangkan
dalam Berita Acara Serah Terima;dan
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b. melakukan penghapusan terhadap barang milik
daerah yang telah dialihkan dari daftar barang pada
Pengguna Barang berdasarkan surat keputusan
penghapusan barang.

Dalam hal Walikota tidak menyetujui permohonan

Pengguna Barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56

ayat (1), Walikota menerbitkan surat penolakan kepada

Pengguna Barang dengan disertai alasan.

Pasal 59
Berdasarkan persetujuan Walikota sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 58 ayat (2), Pengguna Barang
lama melakukan serah terima barang milik daerah
kepada Pengguna Barang baru.
Serah terima barang milik daerah kepada Pengguna
Barang baru scbagaimana dimaksud pada ayat (1) paling
lama 1 (satu) bulan sejak persetujuan alih status
penggunaan barang milik daerah yang dituangkan dalam
Berita Acara Serah Terima . _
Berdasarkan Berita Acara Serah Terima sebagaimana
dimaksud pada ayat (2), Pengguna Barang lama
melakukan usulan penghapusan kepada Pengelola
Barang atas barang milik daerah yang dialihkan status
penggunaannya kepada Pengguna Barang baru dari
daftar barang pada Pengguna Barang.
Usulan penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat
(3) paling lama 1 (satu) minggu sejak tanggal Berita Acara
Serah Terima .
Penghapusan barang milik daerah sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan
tengelola Barang.

Pasal 66

Berita Acara Seralh Terima sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 59 avat (2) dan Keputusan Pengelola Barang
tentang penghapusan barang miiik daeran sebasaimana
dimaksud dalam Pasal 59 ayat (5) dilaporkan kepada
Walikota dengan tembusan kepada Pengguna Barang
baru paling lama 1 (satu) minggu sejak keputusan
penghapusan ditetapkan.

Pengguna Barang dalam penatausahaan barang milik
daerah melakukan pencatatan berdasarkan persetujuan
Walikota, Berita Acara Serah Terima, dan keputusan
penghapusan barang milik daerah.

Bagian Keempat
Penggunaan Sementara Barang Milik Daerah

Pasal 61
Barang milik daerah yang telah ditetapkan status
penggunaannya pada Pengguna Barang dapat digunakan
sementara oleh Pengguna Barang lainnya dalam jangka:
waktu tertentu tanpa harus mengubah status
penggunaan barang milik daerah tersebut setelah terlebih
dahulu mendapatkan persetujuan Walikota.
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Penggunaan sementara barang milik daerah sebagaimana
dimaksud pada ayat (1} dapat dilakukan untuk jangka
walktu:

a. paling lama 5 (lima} tahun dan dapat diperpanjang
untuk barang milik daerah berupa tanah dan/atau
bangunan,;

b. paling lama 2 (dua} tahun dan dapat diperpanjang
untuk barang milik daerah selain tanah dan/atau
bangunan.

Penggunaan sementara barang milik daerah dalam
jangka waktu kurang dari 6 (enam) bulan dilakukan
tanpa persetujuan Walikota.

Pasal 62

Penggunaan sementara barang milik daerah sebagaimana
dimaksud daiam Pasal 61 dituangkan dalam perjanjian
antara Pengguna Barang dengan Pengguna Barang
sementara.

Biaya pemeliharaan barang milik daerah yang timbul
selama jangka waktu penggunaarn sementars
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan kepada
Pengguna Barang/Kuvasa Pengguna Barang yang
mengguilakan sementara barang milik daerah
bersangkutan.

Pasal 63
Permohonan penggunaan sementara barang milik daerah
diajukan secara tertulis kepada Walikota.
Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling
sedikit memuat:

a. data barang milik daerah yang akan digunakan
sementara,

b. Pengguna Barang yang akan menggunakai
sementara barang milik daerah: dan

c. penjelasan serta peridmbangan penggunaan
sementara barang milik daerah.

Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat {1) harus

dilengkapi dokumen:

a. fotokopi keputusan penectapan status penggunaan
barang milik daerah; dan

b. fotokopi surat permintaan penggunaan sementara
barang milik daerah dari Pengguna Barang yang.

akan menggunakan sementara barang milik daerah
kepada Pengguna Barang.

Pasal 64

Pengelola Barang melakukan penelitian atas permochonan
penggunaan sementara sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 63 ayat(1}.

EES
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Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan terhadap kelengkapan dan kesesuaian
dokumen yvang dipersyaratkan.

Dalam hal hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) belum mencukupi, Pengelola Barang dapat:

a. meminta keterangan kepada Pengguna Barang yang
mengajukan permochonan penggunaan sementara
barang milik daerah; dan

b. meminta konfirmasi dan klarifikasi kepada
Pengguna Barang yang akan menggunakan
sementara barang milik daerah.

Pasal 65

Berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 64 ayat (1), Walikota memberikan

persctujuan atas penggunaan sementara barang milik
daerah. .

Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan dengan menerbitkan surat persetujuan
Walikota.

Surat persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

paling sedikit memuat:

a. data barang milik daerah yang akan digunakan
sementara;

b. Pengguna Barang yang menggunakan sementara
barang milik daerah;

C. kewajiban Pengguna Bamang yang menggunakan
sementara barang milik daerah untuk memelihara
dan mengamankan barang milik daerah yang
digunakan sementara;

!3.

jangka wakt penggunaan sementara;
pembebanan biaya pemeliharazn; dan

e

f. kewajiban Pengguna Barang untuk menindaklanjuti
dalam perjanjian.

Dalam hal Walikota tidak menyetujui permohonan

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (1), Walikota

menerbitkan surat penolakan kepada Pengguna Barang

disertai alasain.

Pasal 66

Apabila jangka waktu penggunaan sementara atas
barang milik daerah telah berakhir sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 61 ayat (2), maka:

a. Pengguna Barang sementara mengembz likan barang
milik daerah kepada Pengguna Barang; atau

b. dilakukan pengalihan status penggunaan kepada
Pengguna Barang yang menggunakan sementara
barang milik daerah.

i TA i
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Mekanisme pengalihan status penggunaan barang milik
daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 sampai
dengan Pasal 60 berlaku mutatis mutandis terhadap
mekanisme pengalihan status penggunaan kepada
pengguna sementara sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf b.

Pasal 67

Pengguna Barang Sementara dapat mengajukan
permohonan perpanjangan waktu penggunaan sementara
atas barang milik daerah sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 61 ayat (2). ' '

Perpanjangan waktu sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) diajukan Pengguna Barang kepada Walikota paling
lambat 3 (tiga) bulan sebelum jangka waktu penggunaan
sementara barang milik daerah berakhir.

Mckanisme pengajuan permohonan, penelitian,
persetujuan, dan penetapan oleh Walikota sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 62 sampai dengan Pasal 66
berlaku mutatis mutandis pada mekanisme pengajuan
permmohonan, penelitian, persetujuan dan penetapan oleh
Walikota terhadap perpanjangan penggunaan sementara
barang milik daerah.

Bagian Kelima
Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Daerah
Untuk Dioperasikan Oleh Pihak Lain

Pasal 68

Barang milik daerah yang telah ditetapkan status
penggunaannya pada Pengguna Barang, dapat digunakan
untuk dioperasikan oleh pihak lain.

Penggunaan barang milik daciah untuk dioperasikan
vieh pihak a0 sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan dalam rangka menjalankan pelayanan umum
sesual tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang
bersangkutan.

Penggunaan barang milik daerah untuk dioperasikan
oleh pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
dituangkan dalam perjanjian antara Pengguna Barang
dengan pimpinan pibak lain.

Biaya pemeliharaan barang milik daerah yang timbul
selama jangka waktu penggunaan barang milik daerah
untuk dioperasikan oleh pihak lain dibebankan pada
pihak lain yang mengoperasikan barang milik daerah.

Pihak lain yang mengoperasikan barang milik daerah
dilarang melakukan pengalihan atas pengoperasian
barang milik daerah tersebut kepada pihak lainnya
dan/atau memindahtangankan barang milik daerah
bersangkutan.

RS
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Walikota dapat menarik penetapan status barang milik
daerah untuk dioperasikan oleh pihak lain dalam hal
Pemerintah Kota akan menggunakan kembali untuk
penyelenggaraan Pemerintah Kota atau pthak lainnya.

Pasal 69

Permohonan penggu‘naan barang milik daerah untuk
dioperasikan oleh pihak lain diajukan secara tertulis oleh
Pengguna Barang bersangkutan kepada Walikota.

Pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) paling sedikit memuat:

a. data barang milik daerah;

b.  pihak lain yang akan menggunakan barang milik
daerah untuk dioperasikan;

c. jangka waktu penggunaan barang milik daerah yang
. dioperasikan oleh pihak lain;
d. penjelasan serta Pertimbangan penggunaan barang
milik daerah yang dioperasikan oleh pihak lain; dan

e. materi yang diatur dalam perjanjian.

Pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dilampiri dokumen:

a. fotokopi keputusan penetapan status penggunaan
barang milik daerah;

b. totokopi sura: permintaan pengoperasian dan pihak
lain yang akan mengoperasikan barang milik daerah
kepada Pengguna Barang; dan

C. fotokopi surat pernyataan dari pihak lain vang akan
mengaperasikan  barang milik  daerah kepada
Pengguna Barang.

Surat pernyataan dari pihak lain sebagaimana dimaksud
pada ayat (3) huruf ¢ merupakan pernyataan pihak lain
yYang memuat:

a. barang milik daerah yang akan dioperasionalkan
dalam rangka pelayanan umum sesuai tugas dan
fungsi Perangkat Daerah /Unit Kerja;

b, menanggung seluruh biava pemeliharaan barang
milik daerah yang timbul selama jangka waktu
pengoperasian barang milik daerah;

C. tidak mengalihkan pengoperasian dan /atau
pemindahtanganan barang milik daerah selama
Jjangka waktu pengoperasian barang milik daerah;
dan

c. mengembalikan barang milik daerah kepada
Penggina Barang, apabila Jjangka waktu
pengoperasian barang milik daerah telah selesai.
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Pasal 70

Pengelola Barang melakukan peneciitian atas permnohonan
penggunaan barang milik daerah untuk dioperasikan
oleh pihak lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69
ayat (1).

Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dilakukan terhadap kelengkapan dan kesesuaian

dokumen yang dipersyaratkan.

Dalam hal hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada

ayat (2) belum mencukupi, Pengelola Barang dapat:

a. meminta keterangan kepada Pengguna Barang yang
mengajukan permohonan penggunaan barang milik
daerah yang dioperasikan oleh pihak lain;

b. meminta konfirmasi dan klarifikasi kepada pihak

lain yang akan mengoperasikan barang milik

daeral:;

mencari informasi dari sumber lainnya;

melakukan pengecekan lapangan dengan
- mempertimbangkan analisis biaya dan manfaat.

A o

Pasal 71
Berdasarkan hasil penelidan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 70 ayat (2), Walikota menetapkan
penggunaan barang milik daerah untuk dioperasikan
oleh pihak lain.
Penggunaan barang milik daerah untuk dioperasikan
oleh pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
Keputusan Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) paling sedikit memnuat:

a. data barang milik daerah;

b. jangka waktu penggunaan barang milik daerah
untuk dioperasionalkan pihak lain;

C. pihak lain yang akan mengoperasionalkan barang
milik daerah;

d. kewajiban pihak lain yang mengoperasikan barang
milik daerah; dan

e. kewajiban Pengguna Barang.

Kewajiban pihak lain yang mengoperasikan barang milik

daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d

antara lain memelihara dan mengamankan barang milik

daerah yang dioperasikan.

Kewajiban Pengguna Barang sebagaimana dimaksud

pada ayat (3) huruf e meliputi:

a. menindaklanjuti penggunaan barang milik daerah
untuk dioperasikan oleh pihak lain dengan
perjanjian; dan

b. melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap
Barang milik daerah yang dioperasikan oleh pihak

lain.
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Dalam hal Walikota tidak menyetujui permohonan
Pengguna Barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal
69 ayvyat (1}, Walikota menerbitkan surat penolakan
kepada Pengguna Barang disertai alasan.

Pasal 72

Fenggunaan barang milik daerah oleh Pengguna Barang
untuk dioperasikan oleh pihak lain dituangkan dalam
perjanjian yang ditandatangani oleh Pengguna Barang
dengan pihak lain.

Perjanjian penggunaan barang milik daerah untuk
dioperasilkcan oleh pihak lain sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) paling lama 5 (lima) tahun dan dapat
diperpanjang.

Penandatanganan perjanjian sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) dilakukan setelah adanya Keputusan
Walikota.

Pasal 73

Perjanjianr - penggunaan barang milik daerah untuk
dioperasikan olech pihak lain sebagaimana dimaksud dalain
Pasal 72 ayat (1), sekurang-kurangnya memuat:

a.
b.
c.
d.
e.
f.

= 0

(1)

(2)

(3)

datz barang milik daerah yang menjadi objek;

Pengguna Barang;

pihak lain yang mengoperasikan bararg milik daerah;
peruntukan pengoperasian barang milik daerah;

jangka waktu pengoperasian barang milik daerah;

hak dan kewajiban Pengguna Barang dan pihak lain
yang mengoperasikan barang milik daerah, termasuk
kewaiiban pihak lain tersebut untuk melakukan
pengamanan dan pemeliharaan barang milik daerah;

nengaltthiran pengoperasian barang mililk daernh; dan

penyelesaran perselisihan.

: Pasal 74
Pengguna Barang dapat melakukan perpanjangan
penggunaan barang milik daerah untuk dioperasikan
oleh pihak lain.

Perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
diajukan Pengguna Barang kepada Walikota paling
lambat 3 (Hga) bulan sebelurmn jangka waktu penggunaan
barang milik daerah berakhir.

Ketentuan Pasal 69 sampai dengan Pasal 71 berlaku
mutatis mutandis pada mekanisme permohonan,
penelitian, dan penetapan perpanjangan jangka waktu
penggunaan barang milik daerah untuk dioperasikuan
oleh pthak lain.

i T4
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Pasal 75

Pengawasan dan pengendahan tethadap pelaksanaan
penggunaan barang milik daerah dilakukan sesuai ketentuan
peraturan perundang-undangan.

(1)

(2)

(3)

(1)

(2)

Pasal 76

Penggunaan barang milik daerah untuk dioperasikan
oleh pihak lain berakhir apabila:

a. berakhimya jangka waktu penggunaan barang milik
daerah untuk dioperasikan oleh pihak lain,
sebagaimana tertuang dalam perjanjian;

b. perjanjian diakhiri secara scpihak oleh Pengguna
Barang;

c. ketentuan lain sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

Perjanjian diakhiri secara sepihak oleh Pengguna Barang
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Luruf b dapat
dilakukan apabila:

a. pihak lain yang mengoperasikan barang milik
daerah tidak mcmenuhi kewajibannya yang tertuang
dalam perjanjian; atau

b. terdapat kondisi yang mengakibatkan pengakhiran
penggurniaan barang milik daerah untuk
dioperasikan oleh pihak lain sebagaimana
dituangkan dalam perjanjian.

Dalam melakukan pengakhiran pengoperasian barang
milik daerah yang didasarkan pada kondisi sebagaimana
dimaksud pada ayat (2), Pengguna Barang meminta
persetujuan Walikota.

Pasal 77

Pada saat jangka waktu penggunaan barang milik daerah
untuk dioperasikan oleh pihak lain telah berakhir, pihak
lain yang mengoperasikan barang milik daerah
mengembalikan barang milik daerah tersebut kepada
Pengguna Barang dengan Berita Acara Serah Terima .

Pengguna Barang melaporkan berakhimya penggunaan
barang milik daerah untuk dioperasikan pihak lain
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Walikota
paling lama 1 (satu} bulan sejak ditandatanganinya
Berita Acara Serah Terima |}, dengan melampirkan
fotokopi Berita Acara Serah Ternima .
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BAB VII
PEMANFAATAN

Bagian Kesatu
Prinsip Umum
Pasal 78
Pemanfaatan barang milik daerah dilaksanakan oleh:

a. Pengelola Barang dengan persetyjuan Walikota,
untuk barang milik daerah yang berada dalam
penguasaan Pengelola Barang; dan

b. Penggunu Barang dengan persetujuan Pengelola
Barang, untuk barang milik daerah berupa sebagian
tanah dan/atau bangunan vang masih digunakan
oleh Pengguna Barang, dan selain tanah dan/atau
bangunan.

Pemanfaatan barang milik daerah dilaksanakan

berdasarkan = pertimbangan = teknis dengan

. mmemperhatiken kepentingan daerah dan kepentingan

umum.

Pemanfaatan barang milik daerah dapat dilakukan
sepanjang tidak mengganggu pelaksanaan tugas dan
fungsi penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Pemanfaatan barang milik daerah dilakukan tanpa
memerlukan persetujuan DPRD.

FPasal 79

Biaya pemeliharaan dan pengamanan barang milik
daerah serta biaya pelaksanaan yang menjadi objek
pemanfaatan dibebankan pada mitra pemanfaatan.

Biaya persiapan pemanfaataan barang milik daeran
sampai dengan penunjukkan mitta Pemanfaatan
dibebankan pada APBD.

Pendapatan daerah dari pemanfaatan barang milik
daerah merupakan penerimaan daerah yang wajib
disetorkan seluruhnya ke rekening Kas Umum Daerah.

Pendapatan daerah dari pemanfaatan barang milik
daerah dalam rangka penyelenggaraan pelayanan urmum
sesuai dengan tugas dan fungsi Badan Layanan Umum
Daerah merupakan penerimaan daerah yang disetorkan
seluruhnya ke rekening kas Badan Layanan Umum
Daerah.

Pendapatan daerah dari pemanfaatan barang milik
daerah dalam rangka selain penyelenggaraan tugas dan
fungsi Badan Layanan Umum Daerah merupakan
penerimaan daerah yang disetorkan seluruhnya ke
rekening Kas Umum Daerah.
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Pasal 80
Barang milik daerah yang menjadi objek pemanfaatan
dilarang dijaminkan atau digadaikan.
Barang milik daerah yang merupakan objek retribusi

daerah tidak dapat dikenakan sebagai objek pemanfaatan
barang milik daerah.

KSP;
BGS atau BSG; dan
KSPI.
Bagian Kedua
Mitra Pemanfaatan

Pasal 82

Mitra Pemanfeatan meliputi:

a.

b.

penyewa, untuk pemanfaatan barang milik daerah dalam
bentuk Sewa;

peminjam pakai, untuk pemaniaatan barang milik daerah
dalam bentuk Pinjam Pakai;

mitra KSP, untuk pemanfaatan barang milik daerah
dalam bentuk KSP;

mitra BGS/BSG, untuk pemanfaatan barang milik
daerahdalam bentuk BGS/BSG; dan

mitra KSPI, untuk pemanfaatan barang milik daerah
dalam bentuk KSPIL.

Pasal 83

Mitra Pemanfaatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82
memilild tanggung jawab:

a.

b.

(1)

melakukan pembayaran ‘atas pemanfaatan barang milik
daerah sesuai bentuk pemanfaatan; '

menyerahkan hasil pelaksanaan pemanfaatan sesuai
ketentuan bentuk pemanfaatan;

melakukan pengamanan dan pemeliharaan atas barang
milik daerah yang dilakukan pemanfaatan dan hasil
pelaksanaan pemanfaatan barang milik daerah;

mengembalikan barang milik daerah setelah berakhimya
pelaksanaan; dan

memenuhi kewajiban lainnya yang ditentukan dalam
perianjian pemanfaatan barang milik daerah.

Pasal 84
Objek pemanfaatan barang milik daerah meliputi:
a. tanah dan/atau bangunan;dan

b. selain tanah dan/atau bangunan.
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Objek pemanfaatan barang milik daerah berupa tanah
dan/atau bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf a, dapat dilakukan wuntuk sebagian atau
keseluruhannya.

Dalam hal objek pemanfaatan barang milik daerah
berupa sebagian tanah dan/atau bangunan sebagaimana
dimaksud pada ayat {2), luas tanah dan/atau bangunan
yang menjadi objek pemanfaatan barang milik daerah
adalah sebesar luas bagian tanah dan/atau bangunan
yang dimanfaatkan.

Bagian Ketiga
Pemilihan Dan Penetapan Mitra Pemanfaatan
Barang Milik Daerah

Pasal 85

Pemilihan mitra didasarkan pada prinsip-prinsip:

aoop

a1

(1)

(2)

(1)
(2)

(1)

dilaksanakan secara terbuka;

sekurang-kurangnya diikuti oleh 3 (dga) peserta;
memperoleh manfaat yang optimsal bagi daerah;
dilaksanakan oleh panitia pemilihan yang memiliki
integritas, handal dan locompeten;

tertib administrasi; dan

tertib pelaporan.

Pasal 86

Pelaksana pemilihan mitra pemanfaatan beru pa KSP
pada Pengelola Barang stau BGS/BSG terdiri atas:

a. Pengelola Barang; dan

b. panitia pemilihan yang dibentuk oleh Pengelola
Barang.

Pelaksana pemilihan mitra pemanfaatan berupa KSP

pada Fengguna Barang terdin atas:

a. Pengguna Barang; dan

b. panitia pemilihan, yang dibentuk oleh Pengguna
Barang.

Pasal 87
Pemilihan mitra dilakukan melalui Tender.

Dalam hal objek pemanfaatan dalam bentuk KSP
merupakan barang milik daerah yang bersifat khusus,
pemilihan mitra dapat dilakukan melalui Penunjukan
Langsung.

Pasal 88

Dalam pemilihan mitra Pemanfaatan KSP atau
BGS/BSG, Pengelola Barang/Pengguna Barang memiliki
tugas dan kewenangan sebagai berikut:

Y AV



(2)

(1)

(2)

a. menetapkan rencana umum pemilihan, antara lain
persyaratan peserta calon mitra dan prosedur kerja
panitia pemilihan; '

b. menetapkan rencana pelaksanaan pemilihan, yang
meliputi:

- 1. kemampuan keuangan;
2. spesifikasi tekmis; dan
3. rancangan perjanjian.

C. menetapkan panitia pemilihan;

menetapkan jadwal proses pemilihan mitra

berdasarkan usulan dari panitia pemilihan;

e. menyelesaikan perselisihan antara peserta calon
mitra dengan panitia pemilihan, dalam hal terjadi
perbedaan pendapat;

f. membatalkan Tender, dalam hal:

1. pelaksanaan pemilihan tidak sesuai atau
menyimpang dari dokumen pemilihan;

2. pengaduan masyarakat adanya dugaan kolusi,
korupsi, nepotisme yang melibatkan panitia
pemilihan ternyata terbukti benar;

menetapkan mitra;

mengawasi penyimpanan dan pemeliharaan

dokumen permilihan mitra; dan

i melaporkan hasil pelaksanaan pemilihan mitra
kepada Walikota.

Selain tugas dan kewenangan sebagaimana dimaksud

pada ayat (1), dalam hal diperlukan, Pengelola Barang/

Pengguna Sarang _dapa::

a. rmenetapkan Tim pendukung; dan/atau

b. melakukan tugas dan kewenangan lain dalam
kedudukannya selaku Pengelola Barang/Pengguna
Barang sebagzaimana dimaksud dalam Pasal 10 dan
Pasal 12.

a

> m

Pasal 89

Panitia pemilihan sekurang-kurangnya terdiri atas:

a. ketua;

b. sekretaris; dan

C. anggota. _

Keanggotaan panitia pemilihan sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) berjumlah gasal ditetapkan sesuai

kebutuhan, paling sedikit 5 (lima} orang, yang terdiri
atas:

a. unsur dari Penigelola Barang dan dapat
mengikutsertakan unsur dari Perangkat
Daerah/unit kerja lain yvyang kompeten, untuk
pemilihan mitra pemanfaatan KSP barang milik
daerah pada Pengelola Barang;

&
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b. unsur dari Pengguna Barang dan dapat
mengikutsertakan unsur dari Perangkat Daerah
/unit kerja lain yang kompeten, untuk pemilihan
mitra pemanfaatan KSP barang milik daerah pada
Pengguna Barang; dan

C. unsur dari Pengelola Barang serta dapat
mengikutsertakan unsur dari Perangkat Daerah
/unit kerja lain yang kompeten, untuk pemilihan
mitra BGS/BSG.

Panitia pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1},

diketuai oleh:

a. Unsur dari Pengelola Barang, untuk pemilihan mitra
Pemanfaatan KSP barang milik daerah pada
Pengelola Barang atau BGS/BSG; dan

b. unsur dari Pengguna Barang, untuk pemilihan mitra
Pemanfaatan KSP barang milik daerah pada
Pengguna Barang.

Aparat Pengawasan Intern Pemerintah dilarang ditunjuk

dalam keanggotaan panitia pemilihan.

Pasal 90

Persyaratan yang harus dipenuhi untuk ditetapkan

sebagai panitia pemilihan:

a. memiliki integritas, yang dinyatakan dengan pakta
integritas;

b. memiliki tanggung jawab dan pengetahuan teknis
untuk melaksanakan tugas;

C. memiliki pengetahuan yang memadai di bidang
pengelolaan barang milik daerah;

d. mampu mengambil keputusan dan bertindak tegas;
dan

e. tidak menjabat sebagai pengelola keuangan.

Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

sekurang-kurangnya meiipui:

a. Dberstatus pegawal negeri sipil Pemerintah Kota
dengan golongan paling rendah 1I/b atau yang

setara;
b. tidak sedang menjalani hukurnan disiplin; dan
C. memiliki kemampuan kerja secara berkelompok

dalam melaksanakan setiap tugas/pekerjaannya.

Pasal 91
Tugas dan kewenangan panitia pernilihan meliputi:
a. menyusun rencana jadwal proses pemilihan mitra

dan menyampaikannya kepada Pengelola Barang/
Pengguna Barang untuk mendapatkai penetapan;

b. menetapkan dokumen pemilihan;

C. mengumumkan pelaksanaan pemilihan mitra di
media massa nasional dan di website Pemenntah

(& [/ ]
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Kota;

d. melakukan penelitian kualifikasi peserta calon
mitra;

e. melakukan evaluasi administrasi dan teknis

terhadap penawaran vang masuk;
f. menyatakan tender gagal;

g. melakukan tender dengan peserta calon mitra yang
lulus kualifikasi;

h. melakukan negosiasi denjgan calon mitra dalam hal

tender gagal atau pemilihan mitra tidak dilakukan
melalui tender;

i. mengusulkan calon mitra berdasarkan hasil
tender/ seleksi langsung/penunjukan langsung
kepada Pengelola Barang/Pengguna Barang;

menyimpan dokumen asli pemilihan;

k. membuat laporan pertanggungjawaban mengenai
proses dan hasil pemilihan kepada Pengelola
Barang/ Pengguna Barang; dan

1. mengusulkan perubahan spesifikasi teknis dan/atau
perubahan materi perjanjian kepada Pengelola
Barang/Pengguna Barang, dalam hal diperlukan.

Perubahan spesifikasi teknis dan perubahan materi
perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf 1
dilaksanakan setelah mendapat persetujuan dari
Walikota untuk barang milik daerah yang usulan
pemanfaatannya atas persetujuan Walikota.

[

Pzrubahan spesifikasi teknis dan perubahan materi
perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1} huruf 1
dilaksanakan setelah mendapat persetujuan dan
Pengelola Barang untuk barang milik daerah yang usulan
pemanfaatannya atas persetujuan Pengeloia Barang.

Pasal 92

Pemilihan mitra yang dilakukan melalui mekanisme
tender, calon mitra Pemanfaatan KSP dan/atau

BGS/BSG wajib memenuhi persyaratan kualifikasi
sebagai berikut:

a. Persyaratan administratf sekurang-kurarngnva
meliputi:

1. berbentuk badan hukum,;

2 memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
3. membuat surat Pakta Integritas;
4

menyampaikan dokumen penawaran beserta
dokumen pendukungnya; dan

S. memiliki domisili tetap dan alamat yang jelas.
b. Persyaratan teknis sekurang-kurangnya meliputi:
1. cakap menurut hukum;

RENEVE
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2. tidak masuk dalam daftar hitamm pada
pengadaan barang/jasa Pemerintah;
3. memilild keahlian, pengalaman, dan
kemampuan teknis dan manajerial; dan
4. memiliki sumber daya manusia, modal,
peralatan dan fasilitas lain yang diperlukan
dalam pelaksanaan pekerjaan.
Pejabat/pegawai pada Pemerintah Kota atau pihak yang
memiliki  hubungan keluarga, baik dengan Pengelola
Barang/Pengguna Barang, Tim pemanfaatan, maupun
panitia pemilihan, sampai dengan derajat ketiga dilarang
menjadi calon mitra.

Pasal 93
Pengelola Barang/Pengguna Barang menyediakan biaya
untuk persiapan dan pelaksanaan pemilihan mitra yang
dibiayai dari APBD, yang meliputi:
a. honorarium pamnitia pemilihan mitra;
b. |biaya pengumuman, termasuk biaya pengumuman
ulang;
C. biaya penggandaan dokumen; dan
d.  |biaya lainnya yang diperlukan untuk mendukung

Honorarium panitia pemilihan mitra sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan dengan
Keputusan Walikota.

Bagian Keenmipat

Tender

Paragraf Kesatu
Prinsip Umum
Pasal 94

Tender dilakukan untuk mengalokasikan hak
pemanfaatan bharang milikk daerah kepada mitra yang
tepat dalam rangka rnewujudkan pemanfaatan barang
milik daerah yang efisien, efektif, dan optimal.

Pasal! 95

Tahapan tender meliputi:

TR Ao

pengumuman;

pengambilan dokumen pemilihan;
pemasukan dolumen penawaran;
pembukaan dokumen penawaran;
penelitian kualifikasi;
pemanggilan peserta calon mitra;
pelaksanaan tender; dan
pengusulan calon mitra.



(1)

(2)
(3)

(1)

(2)

——
-
—

(2)

(1)

(2)

- 48 -

Paragraf Kedua

Pengumuman

Pasal 96

Panitia pemilihan mengumumkan rencana pelaksanaan
tender di media massa nasional sekurang-kurangnya
melalui surat kabar harian nasional dan website
Pemerintah Kota.

Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan paling sedikit 2 (dua) kali.

Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (2}
sekurang-kurangnya memuat:

a. nama dan alamat Pengelola Barang/Pengguna
Barang;

identitas barang milik daerah objek pemanfaatan;
bentuk pemanfaatan;

peruntukan objek pemanfaatan; dan

jadwal dan lokasi pengambilan dokumen pemilihan.

SR

Paragraf Ketiga
Pengambilan Dokumen Pemilihan

Pasal 97
Peserta calon mitra dapat mengambil dokumen pemilihan
secara langsung kepada panitia pemilihan dan/aiau
mengunduh dari website sesual waktu dan tempat yang
ditentukan dalam pengurnuman.

Panitia pemilihan membuat daftar peserta calon mitra
yang melakukan pengambilan dokumen pemilihan.

Paragraf Keempat
Pemasukan Dokumen Penawaran
Pasal 98

Peserta calon mitra dapat mengombil dokumen pemilihan
secara langsung kepada panitia pemilihan dan/atau
mengunduh dari website sesuai waktu dan tempat yang
ditentukan dalam pengumuman.

Panitia pemilihan membuat daftar peserta calon mrtra
yang melakukan pengambilan dokumen pemilihan.

Paragraf Kelima
Pembukaan Dokumen Penawaran
Pasal 99

Pembukaan dokumen penawaran dilakukan secara
terbuka di hadapan peserta calon mitra pada waktu dan
tempat yang ditentukan dalam dokumen pemilihan.

Pembukaan dokumen penawaran dituangkan dalam
berita acara vang ditandatangani oleh panitia pemilihan
dan 2 (dua) orang saksi dari peserta calon mitra yang

hadir.
& W]
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Paragraf Keenam
Penelitian Kualifikasi
Pasal 100

(1) Panitia pemilihan melaksanakan penelitian kualifikasi
terhadap peserta calon mitra yang telah mengajukan
dokumen penawaran secara lengkap, benar, dan tepat
waktu untuk memperolech mitra yang memenuhi
kualifikasi dan persyaratan untuk mengikuti tender
pemanfaatan.

(2) Hasil penelitian kualifikasi dituangkan dalam Gterita
acara yang ditandatangani oleh panitia pemilihan.

Paragraf Ketujuh
Pemanggilan Peserta Calon Mitra
Pasal 101
Panitia pemilihan melakukan pemanggilan peserta calon mitra
yang dinyatakan lulus kualifikasi untuk mengikut
pelaksanaan tender melalui surat tertulis dan/atau surat

elektronik (e-mail).

Paragraf Kedelapan
Pelaksanaan Tender
Pasai 102

(1) Tender dilakukan untuk mengalokasikan hak
pcmanfaatan  barang milik daerah  berdasarkan
spesifikasi teknis vang telah ditentukan oleh Pengelola
Barang/Pengguna Barang kepada mitra yang tepat dari
peserta calon mitra yang Julus kualifikasi sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 100 ayat (1).

(2j Tender sebagaimana dimaksud pada ayat (i)
dilaksanakan sepanjang terdapat paiing sedikit 3 (0Oga)
peserta calon mitra yang memasukkan penawaran.

(3) Hasil tender dituangkan dalam berita acara Yyang
ditandatangani oleh panitia pemilihan dan calon mitra
selaku pemenang tender.

Paragraf Kesembilan
Pengusulan Dan Penetapan Mitra Pemanfaatan

Pasal 103

(1) Pengusulan pemenang tender sebagai calon mitra
pemaniaatan disampaikan secara tertulis oleh panitia
pemilihan kepada Pengelola Barang/Pengguna Barang
berdasarkan berita acara hasil tender.

(2) Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
melampirkan dokumen pemilihan.

¥ A !
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Pasal 104

Pengelola Barang/Pengguna Barang menetapkan pemenang
tender sebagai mitra pemanfaatan berdasarkan usulan panitia
pemilihan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103 ayat (1)
dengan keputusan.

(1)

(2)

{1)

(2)

(3)

(1

(2)

Pa.régraf Kesepuluh
Tender Gagal
Pasal 105
Panitia pemilihan menyatakan tender gagal apabila:
a. tidak terdapat peserta calon mitra yang lulus
kualifikasi;
b. ditemukan bukti/indikasi terjadi persaingan tidak
schat; .
c. dckumen pemilihan tidaik sesuai dengan Peraturan
Menteri ini; atau
d. calon mitra mengundurkan diri.
Apabila tender gagal, tidak diberikan gant rugi kepada
peserta calon mitra.

Paragraf Kesebelas
Tender Ulang
Pasal 106

Panitia pemilihan menyatakan tender ulang apabila:
a. Tender dinyatakan gagal sebagaimana dimaksud

dalaur Pasal 105 ayat (1); atau
b. peserta calon mitra yang mengikuti Tender kurang

dari 3 (tiga) peserta.
Terhadap tender yang dinyatakan panitia pemilihan
sebagai tender ulang, panitia pemilihan segera
melakukan pengumuman ulang di media massa nasional
dan website Pemerintah Kota. .
Dalam hal tender ulang sebagaimana dimaksucd pada
ayat (2) terdapat paling sedildt 3 (tiga) orang peserta
calon mitra, proses dilanjutkan dengan mekanisme
tender.

Paragraf Keduabelas
Seleksi Langsung
Pasal 107
Dalam ha! setelah dilakuxan pengumuman ulang
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (2), peserta
calon mitra yang mengikuti tender ulang terdiri atas 2
{dua) peserta, maka panitia pemilihan menyatakan tender
ulang gagal dan selanjutnya melakukan seleksi langsung.
Seleksi langsung dilakukan cengan 2 {dua) calon mitra

vang mengikuti tender ulang sebagaimana dimalksud
pada ayat{l}.

[ 14!
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(3)

(1)
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Tahapan seleksi langsung terdiri atas:

a. pembukaan dokumen penawaran;

b. negosiasi; dan

C. Pengusulan calon mitra kepada Pengelola
Barang/Pengguna Barang.

Proses dalam tahapan seleksi langsung dilakukan seperti
halnya proses tender sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 103
Negoasiasi dilakukan terhadap teknis pelaksanaan
pPemanfaatan dan konsep materi perjanjian.
Selain hal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk
Pemanfaatan BGS/BSG, negosiasi juga dilakukan
terhadap porsi bagian Pemerintsh Kota dari objek
BGS/BsSC yang dilakukan pemanfaatan_

Segala sesuatu yang dibicarakan dalam forum ncgosiasi
dan hasil negosiasi dituangkan dalam berita acara

negosiasi masing-masing peserta calon mitra.

Panitia pemilihan menyampaikan usulan peserta calon
mitra dengan hasil negosiasi terbaik kepada Pengelnia
Barang_chnggunn Rarang untulk dapat ditetapkan
sebagai mitra.

Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disertaj
dengan dasar pPertimbangan dan melampirkan dokumen
Pemilihan.

Paragraf Ketiga Belas
Penunjukkan Langsung
Pasal 110
Dala_tn_ hal setelah dilakukan pengumuman ulang

atas 1 (satu) peserta, maka panitia pemilihan
menyatakan tender ulang gagal! dan selanjutnya
melakukan penunjukan langsung.

Penunjukan langsung dilakukan terhadap 1 (satu) calon
mitra  yang mengikuti  tender ulang sebagaimana

dimaksud pada ayat (1),
M T A
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(3} Proses tahapan seleksi langsung sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 107 berlaku mutatis mutandis terhadap
proses dalam tahapan penunjukan langsung.

Pasal 111
Tahapan penunjukkan langsung dar. proses daiam tahapan
penunjukkan langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal
110 ayat (2) dan ayat (3), berlaku mutatis mutandis terhadap
penunjukkan langsung pada KSP atas barang milik daerah
yang bersifat khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87
ayat (2).

Bagian Kelima
Sewa
Paragraf Kesatu
Prinsip Umum
Pasal 112
(1) Penyewaan barang milik daerah dilakukan dengan
tujuan:

a. mengoptimalkan pendayagunaan barang milik
daerah yang belum/tidak dilakukan penggunaan
dalam peclaksanaan tugas dan fungsi
penyelenggaraan pemerintzhan daerah;

b. memperoleh fasilitas yang diperiukan dalam rangka

menunjang tugas dan fungsi Pengguna Barang;
dan/atau
c. mencegah penggunaan barang milik daerah oleh
pihak lain secara tidak sah.
(2) Penyewaan barang milik daerah dilakukan secpanjang
tidak merugikan Pemerintah Kota dan tidak mengganggu’

pelaksanaan tugas dan fungsi penyelenggaraan
pemerintahan daerah.

Pasal 113
(1) Barang milik dacrah yang dapat disewa berupa:
a. Tanah dan/atau bangunan yvang sudah diserahkan
oleh Pengguna Barang kepada Walikota ;

b. sebagian tanah dan/atau bangunan yang masih
digunakan oleh Pergguna Barang; dan/atau
¢.  selain tanah dan/atau bangunan.

(2) Sewa barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf a dilaksanakan oleh Pengelola Barang
setelah mendapat persetujuan Walikota.

{3) Sewa barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf b, dan huruf ¢ dilaksanakan oleh Penggi'na
Barang setelah mendapat persetujuan dari Pengelola
Barang.

(4) Pihak lain yang dapat menyewa barang milik daerah,

meliputi:
ENEE
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Badan Usaha Milik Negara;

Badan Usaha Milik Daerah;

Swasta; dan

Badan hukum lainnya.

Swasta sebagaimena dimaksud pada ayat (4] huruf c,
antara kain:

a. perorangan;

b. persekutuan perdata;

C. persekutuan firms;

d. persekutuan komanditer;

e. perseroan terbatas;

f. lembaga/organisasi internasional /asing;
g yayasan,; atau

h. koperasi

apooy

Paragraf Kedua
Jangka Waktu Sewa

Pasal 114

Jangka waktu sevra barang milik daerah pallng lama 5

{lima) tahun sejak ditandatangani perjanjian dan dapat

diperpanjang.

Jangka waktu sewa barang milik daerah sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) dapat lebih dari S (lima) tahun

dan dapat diperpanjang untuk:

a. kerja sama infrastruktur;

b. kegiatan dengain karakteristik usaha yvang
memeriukan waktu sewa lebih dari 5 {lima) tahun;
atau

C. ditentukan lain dalam Undang-Undang.

Jangikas wakitu sewa barang milik daerah untuk kegiatan

rfengan karakreristik usaha yang memeriukan lebih dan

S (lima) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

huruf b dilakukan berdasarkan perhitungan hasil kajian

atas Sewa yang dilakukan cleh pihak yang berkompeten.

Jangka waktu sewa sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dapat dihitung berdasarkan periodesitas Sewa yang

dikelompokkan sebagai berikut:

a. per tahun;

b. per bulan;

C. per hari; dan

d. per jam.

Jangka waktu sewa barang milik daerah dalam rangka
kerja sama infrastruktur sebzgaimana dimaksud pada
ayat (2) huruf a paling lama 10 (sepuluh) tahun dan
dapat diperpanjang 1 (satu) kali.

P Tasl
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Pasal 115

Lingkup pemanfaatan barang milik daerah dalam rangka kerja
sama infrastruktur dapat dilaksanakan melalui sewa
mempedomani ketentuan perundang-undangan.

Paragraf Ketiga
Formula Tarif/Besaran Sewa

Pasal 116

{1} Formula tarif/besaran sewa barang milik daerah
ditetapkan oleh Walikota :

a. untuk barang milik daerah berupa tanah dan/atau
bangunan; dan

b. untuk barang milik daerah berupa selain tanah
dan/atau bangunan dengan berpedoman pada
kebijakan pengelolaan barang milik daerah.

(2) Besaran sewa, sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
adalah besaran nilai nominal sewa barang milik daerah
yang ditentukan.

(3) Besaran sewa atas barang milik daerah untuk KSPI
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 ayat (2) huruf a
atau untuk kegiatan dengan karakteristik usaha yang
memerlukan waktu sewa lebih dari S5 (lima) tahun
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 ayat (2) huruf b
dapat mempertimbangkan nilai keekonomian dari
masing-masing jenis infrastruktur.

(4) Mempertimbangkan nilai keekonomian, sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) antara lain dengan
mempertimbangkan daya beli/kemampuan membayar
(ability to pay) masyarakat dan/atau kemauan membayar
(willingness to pay) masyarakat.

Pasal 117
Formula tarif sewa barang milik daeran merupakan hasii
perkalian dari:
a. tarif pokok sewa; dan
b. faktor penyesuai sewa.

Pasal 118
(1) Tarif pokok sewa sebagaimana dimaksud dalam Pasal
117 huruf a adalah hasil perkalian antara nilai indeks
barang milik daerah dengan luas tanah dan/atau
bangunan dan nilai wajar tanah dan/atau bangunan

(2) Tarif pokok sewa sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
dibedakan untuk:

a. barang milik daerah berupa tanah;

b. barang milik daerah berupa bangunan;

c. barang milik daerah berupa sebagian tanah dan
bangunan; dan

d. barang milik daerah selain tanali dan/atau
bangunan.

J
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Tarif pokok sewa barang milik daerah berupa tanah
dan/atau bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) huruf a, huruf b dan huruf c dapat termasuk formula
sewa barang milik daerah berupa prasarana bangunan.

Tarif pokok sewa barang milik daerah ditetapkan oleh
Walikota.

Pasal 119

Tarif pokok sewa untuk barang milik daerah berupa
tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 118 ayat (2)
huruf a merupakan hasil perkalian dari:

a. faktor variabel sewa tanah;

b. luas tanah (Lt); dan

c. mnilai tanah (Nt}.

Faktor variabel sewa tanah sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) hun a besarannya ditetapkan oleh Walikota.
Luas tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b
dihitung berdasarkan gambar situasi/peta tanah atau
sertifikat tanah.

Nilai tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf ¢
merupakan nilai wajar atas tanah.

Pasal 120
Luas tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 19 ayat
(3) dihitung dalam meter persegi.
Dalam hal tanah yang disewakan hanya sebagian tanah,
maka luas tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal
116 ayat (3) adalah sebesar luas bagian tanah jyang
disewakan.
Dalamn hal pemanfaatan bagian tanah yang disewakan
memiliki dampak terhadap bagian tanah yang lainnya,
maka luas tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal
119 avat (3} dapat ditambahkan jumiah tertentu yang
diyakini terkena dampak pemanfaatan tersebut.

Nilai tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 119 ayat
(4) dihitung dalam rupiah per meter persegi.

Pasal 121

Tarif pokok sewa untuk barang milik daerah berupa
bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 118 ayat
{2) huruf b merupakan hasil perkahan darn:

a. faktor variabel sewa bangunan;

b. luas bangunan (lb); dan

C. nilai bangunan.

Dalam hal sewa bangunan termasuk prasarana

bangunan, maka  tarif pokok sewa banguian
ditambahkan tarif pokok sewa prasarana bangunan.
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Pasal 122

Faktor variabel sewa bangunan sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 121 ayat (1) huruf a ditetapkan oleh
Walikota.

Luas bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 121
ayat (1) huruf b merupakan luas lantai bangunan sesuai
gambar dalam meter persegi.

Nilai bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 121
avat (1) huruf ¢ merupakan nilai wajar atas bangunan.

Pasal 123

Dalam kal bangunan yang disewakan hanya sebagian
dari bangunan, maka luas bangunan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 121 ayat (1) huruf b adalan
sebesar luas lantai dari bagian bangunan yang
disewakan.

Dalam hal pemanfaatan bagian bangunan yang
disewakan memiliki dampak terhadap bagian bangunan
yvang lainnya, maka luas bangunan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 121 ayat (1) huruf b dapat
ditambahkan jumlah tertentu dari luas bangunan yang
diyakini terkena dampak dari pemanfaatan tersebut.

Nilai bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 121
ayat (1) huruf ¢ dihitung dalam rupiah per meter persegi.

Pasal 124
Tarif pokok sewa untuk barang milik daerah berupa
sebagian tanah dan tangunan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 118 ayat {2} huruf ¢ merupakan hasil
penjumlahan dari:
a. tarif pokok sewa tanah; dan

b. tarif pokok sewa bangunan.

Penghitungan tarif pokok sewa tanah sebagaimana
dimaksud pada ayat (1} huruf a berlaku mutats
mutandis ketentuan dalam Pasal 119 dan Pasal 120.
Penghitungan tarif pokok sewa bangunan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf b berlaku mutatis

mutandis ketentuan dalam Pasal 121, Pasal 122 dan
Pasal 123.

Pasal 125

Tarif pokok sewa untuk prasarana bangunan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 121 ayat (2)
merupakan hasil perkalian dart: ‘
a. faktor variabel sewa prasarana bangunan; dan
b. nilai prasarana bangunan {Hp).
Faktor variabel sewa prasarana bangunan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan sama besar
dengan faktor variabel sewa bangunan.

[
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Nilai prasarana bangunan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf b merupakan nilai wajar atas prasarana
bangunan.

Nilai prasarana bangunan dihitung dalam rupiah.

Pasal 126

Faktor penyesuai sewa sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 117 huruf b meliputi:

a. jenis kegiatan usaha penyewa;
b. bentuk kelembagaan penvewa; dan
C. periodesitas sewa.

Faktor penyesuai sewa scbagaimana dimaksud pada ayat
(1) dihitung dalam persentase.

Faktor penyesuai sewa sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) ditetapian oleh Walikota.

Paragraf Keempat
Jenis Kegiatan Usaha Penyewa

Pasal 127

Jenis kegiatan usaha penyewa sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 126 ayat (1) huruf a dikelompokkan atas:

a.
b.
c.

(1)

(2}

(3)

kegiatan bisnis;
kegiatan non bisnis; dan
kegiatan sosial.

Pasal 128

Kelompok kegiatail bisnis sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 127 huruf a diperuntukkan bagi kegiatan yang

berorientasi untuk mencari keuntungan, antara lain:

a. perdagangan;

b iasa; dan

c. industri.

Kelompok kegiatan non bisnis sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 127 huruf b diperuntukkan bagi kegiatan

yang menarik imbalan atas barang atau jasa yang

diberikan namun tidak mencari keuntungan, antara lain:

a. pelayanan kepentingan umum yang memungut
biaya dalam jumlah tertentu atau terdapat potensi
keuntungan, baik materil maupun immateril;

b. penyelenggaraan pendidikan nasional;

C. upaya pemenuhan kebutuhan pegawai atau fasilitas
yang diperlukan dalam rangka menunjang tugas dan
fungsi Pengguna Barang; dan

d. kegiatan lainnya yang memenuhi kriteria non bisnis.

Kelompok kegiatan sosial sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 127 huruf ¢ diperuntukkan bagi kegiatan yang

tidak menarik imbalan atas barang/jasa yang diberikan

dan/atau tidak bercrientasi mencari keuntungan, antara
lain:




(1)

(2)

3)

(4)

(1)

(2)

a. pelayanan kepentingan umum yang tidak memungut
biaya dan/atau tidak terdapat potensi keuntungan;

b. kegiatan sosial; ;

c. kegiatan keagamazan,;

d. kegiatan kemanusiaan;

e. Kkegiatan penunjang penyelenggaraan kegiatan

pemerintahan; dan
f. kegiatan lainnya yang memenuhi kriteria sosiai.

Paragraf Kelima
Peganjian Sewa
Pasal 129
Penyewaan  barang milik daerah dituangkan dalam
perjanjian sewa yang ditandatangani oleh penyewa dan:
a. Walikota, untuk barang milik daerah yang berada
pada Pengelola Barang; dan
b. Pengelola Barang, untuk barang milik daerah yang
berada pada Pengguna Barang.
Perjanjian sewa sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
paling sedikit memuat:

‘a. dasar perjanjian;

b. para pthak yang terikat dalam perjanjian;

2. jenis, luas atau jumlah barang, besaran sewa, dan
Jjangka waktu;

d. besarun dan jangka waktu sewa, termasuk

periodesitas sewa;
e. tanggung jawab penyewa atas biaya operasional dan
pemeliharaan selama jangka waktu sewa;

f peruntukan sewa, termasuk kelompok jenis kegiatan
usaha dan kategeri bentuk kelembagaar penyewa;

g hak dan kewajiban para pihak; dan
h. hal lain yang dianggap periu.
Penandatanganan perjanjian sewsa sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) dilakukan di kertas bermaterai
sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Seluruh biaya yang timbul dalam rangka pembuatan
perjanjian sewa ditanggung penyewa.

Paragraf Keenam
Pembayaran Sewa

Pasal 130

Hasil sewa barang milik daerah merupakan penerimaan
daerah dan seluruhnya wajib disetorkan ke rekening Kas
Umum Daerah.

Penyetoran uang sewa harus dilakukan sekaligus secara
tunai paling lambat 2 (dua) hari kerja sebelum
ditandatanganinya petjanjian sewa barang milik daerah.
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Pembayaran uang sewa sebagaimana dimaksud pada
ayat (2), dapat dilakukan dengan cam pembayaran
secara tunai kepada bendahara penerimaan atau
menyetorkannya ke rekening Kas Umum Daerah.

Penibayaran uang sewa sebagaimana dimaksud pada
ayat (2), dan ayat (3) dibuktikan dengan menyerahkan
bukti setor sebagai salah satu dokumcn pada lampiran
yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari perjanjian
sewa.

Pasal 131

Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud
dalarn Pasal 130 ayat (2), penyetoran uang sewa barang
milik daerah untuk KSPI dapat dilakukan secara
bertahap dengan persetujuan Pengelola Barang.

Persetujuan Pengelola Barang sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) wajib dilaporkan kepada Walikota.
Penyetoran uang sewa secara bertahap sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam perjanjian
Sewa.

Penyetoran uang sewa barang milik daerah secara
bertahap sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan
dengan memperhitungkan nilai sekarang dari setiap
tahap pembayaran berdasarkari besaran sewa barang
milik daerah hasil perhitungan sesuai ketentuan

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 116 sampai dengan
Pasal 126.

Perhitungan sebagaimana dimaksud pada ayat {4) dapat
meminta rnasikan dari Penilai.

Penyetoran uang sewa barang milik daerah secara
bertahap sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan
sepanjang penyewa tidesk memiliki kemampuan yang
cukup dari aspek finansial untuk membayar secara
sekaligus dibuiciikan dengan surat pernyaiacui.

Surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (6)
ditandatangani oleh penyewa yang sekurang-kurangnya
memuat keterangan mengenai ketidakniampuan tersebut

dan pernyataan tanggung jawab untuk membayar lunas
secara bertahap.

Paragraf Ketujuh
Perpanjangan Jangka Waktu Sewa

Pasal 132

Jangka waktu sewa barang milik daerah dapat

diperpanjang dengan persetujuan:

a. Walikota, untuk barang milik daerah yang berada
pada Pengelola Barang; dan

b. Pengelola Barang, untuk barang milik daerah yang
berada pada Pengguna Barang.

Penyewa dapat mengajukan permohonan perpanjangan

Jangka waktu sewa kepada:
RV YR



(3)

(4)

(5)

(6)

a. Walikota, untuk barang milik daerah pada Pengelola
Barang; dan

b. Pengelola Barang, untuk barang milik daerah pada
Pengguna Barang.

Pengajuan permohonan perpanjangan jangka waktu sewa

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan

ketentuan:

a. untuk jangka walctu sewa lebih dari 1 (satu) tahun,
permohunan perpanjangan harus disampaikan
paling lambat 4 (empat) bulan sebelum berakhirmnya
jangka waktu sewa;

b. untuk jangka waktu sewa per tahun, permohonan
harus disampaikan paling lambat 3 (tiga) bulan
sebelum berakhirnya jangka waktu sewa;

. untuk jangka waktu sewa per bulan, permohonan

‘harus disampaikan paling larnbat 10 (sepuluh) hari
sebelum bemkhirnya jangka waktu sewa;

d. wuntuk periodesitas sewa per hari atau per jam,
permohonan harus disampaikan sebelum
berakhirnyg jangka waktu sewa.

Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf
a dan huruf b diajukan dengan melengkapi persyaratan
sebagaimana permohonan sewa pertama kali.

Tata cara pengajuan usulan perpanjangan jangka waktu
sewa scbagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan
huruf b dilaksanalkan dengan mekanisme sebagaimana
pengajuan usulan sewa baru.

Penetapan  jangka wakitu dan perpanjangannya
sehagaimana dimaksud dalamm Pasal 114 ayat (5)
dilakukan dengan mempertimbangkan:

a. karakteristik jenis infrastruktur;
b kebutuhan penvediaan infrastruktur:

C. ketentuan untuk masing-rnasing jenis infrastruktur
daiam peraturan perundang-undangarl;, dan

d. pertimbangan lain dari Walikota.

Paragraf Kedelapan
Pengakhiran Sewa

Pasal 133

Sewa berakhir apabila:

a.
b.

Berakhimya jangka waktu sewa;

Berlakunya syarat batal sesuai perjanjian yang
ditindaklanjuti dengan pencabutan persetujuan sewa
oleh Walikota atau Pengelola Barang;

Walikota atau Pengelola Barang mencabut persetujuan
sewa dalam rangka pengawasan dan pengendalian; dan

Ketentuan lain sesuai peraturan perundang-undangan.
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Pasal 134
Penyewa wajib menyerahkan barang milik daerah pada
saat berakhimya sewa dalam keadaan baik dan layak
digunakan secara optimal sesuai fungsi dan
peruntukannya.
Penyerahan barang milik daerah sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dituangkan dalam Berita Acara Serah
Terima.
Pengelola Barang/Pengguna Barang harus melakukan
pengecekan barang milik daerah yang disewakan
sebelum ditandatanganinya Berita Acara Serah Terima
guna memastikan kelayakan kondisi barang milik daerah
bersangkutan.
Penandatanganan Berita Acara Serah Terima
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan setelah
semua kewajiban penyewa dipenuhi.

Paragraf Kesembilan
Tata Cara Pelaksanaan Sewa Oleh Pengelola Barang

Pasal 135

Calon Penyewa mengajukan surat permohonan disertai

dengan dokumen pendukung.

Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), .

memuat:

a. data calon penyewa;

b. latar belakang permohonan;

c. Jjangka waktu penyewaan, termasuk periodesitas
Sewa; dan

d. peruntukan Sewa.

Dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) terdini dari:

&. Pernyataan/persetujuan dari pemilik/pengurus,
perwakilan vemuik/penguras, ataw luiass
pemilik/pengurus dalam hal calon penyewa
berbentuk hukum/badan usaha;

b. Permnyataan kesediaan dari calon penyewa untuk
menjaga dan memelihara barang milik daerah serta
mengikuti ketentuan yang berlaku selama jangka
waktu sewa; dan

C. data barang milik daerah yang diajukan untuk
dilakukan sewa.

Pasal 136

Data calon penyewa sebagaimana dimaksud dalam Pasal
135 ayat (2) huruf a terdiri dari:

a. fotokopi KTP;

b. fotokopi NPWP;

C. fotokopi SIUP; dan
d. data lainnya.




(2)

(3)

f1)

(2)

(3)

(4}

(3)

(6)

(7)

(8)

(9)

Dalam hal calon penyewa adalah perorangan, data calon
penyewa hanya dibuktikan dengan fotokopi KTP
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hurufa.

Data barang milik daerah sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 135 ayat (3) huruf ¢ terdiri dari:

Aa. foto atau gambar barang milik daerah, berupa:

. gambar Ilokasi dan/atau site plan tanah
dan/atau bangunan yang akan disewa; dan

2. foto bangunan dan bagian bangunan yang akan
disewa.

alamat objek yang akan disewakan; dan/atau

perkiraan luas tanah dan/atau bangunan yang akan

disewakan. ‘

oo

Pasal 137

Pengelola Barang melakukan penelitian terhadap surat
permohonan dan dokumen pendukung sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 135 untuk menguji atas
kelayakan penyewaar terkait permohonan dari calon
penyewa.

Dalam melakukan penelitian terhadap barang yang akan
disewa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 135 ayat (3)
huruf ¢, Pengelola Barang dapat meminta keterangan
kepada Pengguna Barang yang menyerahkan barang
milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan yang
diajukan untuk disewakan.

Pengelola Barang menugaskan Penilai Pemerintah atau
Penilai Publik untuk melakukan penilaian objek sewa
guna memperoleh nilai wajar barang milik daerah
berupa tanah dan/atau bangunan yang akan disewakan.

Penilai publik sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
ditetapkan oleh Walikota.

Hasil penilaian berupa nilai wajar sebagaimana dimaksud
pada avat (3) diperlakukan sebagai tarif pokok sewa
sebageimana dimaksud dalamn Pasal 118 adalah

- perhitungan besaran Sewa.

Hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (5)
digunakan oleh Pengelola Barang dalam melakukan
kajian kelayakan penyewaan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dan perhitungan besaran sewa.

Seluruh biaya yang timbul dalam rangka penilaian
dibebankan pada APBD.

Dalam hal terdapat usulan sewa dari beberapa calon
penyewa dalam waktu yang bersamaan, Pengelola Barang
menentukan periyewa dengan didasarkan pada
pertimbangan aspek pengamanan dan pemeliharaan
barang milik daerah serta usulan sewa vang paling
menguntungkan Pemecintah Kota.

Berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud
pada ayat (1}, Pengeloia Barang mengajukan usulan
permohonan sewa barang milik daerah kepada Walikota
untuk mendapat persetujuan.
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Pasal 138

Walikota memberikan persetujuan atas permohonan
Sewa yang diajukan dengan mempertimbangkan hasil
penelitian dan kajian kelayakan penyewaan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 137 ayat (9).

Apabila Walikota tidak menyetujui permchonan tersebut,
Walikota menerbitkan surat penolakan kepada pihak
yang mengajukan permintaan sewa dengan disertai
alasan. N

Apabila Walikota menyetujui permohonan tersebut,
Walikota menerbitkan surat persetujuan penyewaan
barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan.
Surat persetujuan penyewaan barang milik daerah
berupa tanah dan/atau bangunan sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) sekurang-kurangnya memauat:

2. data barang milik daerah yang akan disewakan;

b. data penyewn;

Besaran sewa yang dicantumkan dalam surat
persetujuan sewa barang milik daerah berupa tanah
dan/atau bangunan merupakan nilai hasil perhitungan
berdasarkan formula tarif sewa.

Dalam hal terdapat usulan nilai sewa yang diajukan oleh
calon penyewa dan nilai usulan tersebut lebih besar dari
hasil perhitungan berdasarkan formula tarif sewa,
besaran sewa yang dicantumkan dalam surat
persstujuan sewa adalah sebesar usulan besaran sewa
dari calon penyewa.

Paragraf Kesepuiuh

Tatz Cara Pelaksanaan Sewa Olah Pengoiina Barang

Pasal 139

Pengguna Barang dapat membentuk Tim dalam rangka
pemanfaatan sewa untuk mempersiapkan usulan sewa.

(1)

(2)

(3)

Pasal 140

Pengajuan permohonan sewa oleh calon penyewa
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 135 dan Pasal 136
berlalau mutatis mutandis terhadap pengajuan
permohonan sewa oleh calon penyewa pada Pengguna
Barang. ' ‘

Pengguna Barang melakukan penelitian atas kelayakan
penyewaan permohonan sewa oleh calon penyewa
sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pengguna Barang melakukan penilaian terhadap barang
railik daerah berupa sebagian tanah dan/atau bangunan
atau selain tanah dan/atau bangunan yang akan
disewakan.



(4) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (3} dilakukan
oleh:

a. Penilai Pemerintah atau Penilai Publik yang
" ditetapkan oleh Walikota, untuk barang milik daerah
berupa tanah dan/atau bangunan.

b. Tim yang ditetapkan oleh Walikota dan dapat
melibatkan penilai yang ditetapkan oleh Walikota,
untuk barang milik daerah berupa selain tanah
dan/atau bangunan.

(5) Berdasarkan hasil penelitian kelayakan dan hasil
penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat {2) dan ayat

(3), Pengguna Barang mengajukan usulan permohonan

sewa barang milik daerah kepada Pengelola Barang

untuk mendapat persetujuan.

Pasal 141

(1) Usulan permohonan sewa sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 140 ayat (5) disertai:

a. data barang milik daerah yang diusuikan;
'b.  usulan jangka waktu sewa;
C. usulan nilai sewa berdasarkan formulasi tarif 14
besaran sewa;
d. surat pernyataan dari Pengguna Barang; dan

€. surat pernyataan dari calon penyewa.

(2) Dalam hal usulan sewa yang diajukan oleh Pengguna
Barang sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1)
bukan berdasarkan permohonan dari calon penyewa,
maka usuiar sewa kepada Pengelola Barang tidak periu
disertai surat permyataan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf e.

Pasal 142

(1) Surat vernyataan Pengguna Barang sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 141 ayat (1) huruf d, menyatakan
bahwa:

a. Barang milik daerah yang akan disewakan tidak
sedang digunakan dalam rangka penyelenggaraan
tugas dan fungsi Perangkat Daerah /unit kerja; dan

b. penyewaan barang milik daerah tidak akan
mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi
Perangkat Daerah/unit kerja.

(2) Surat pernyataan calon penyewa sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 141 ayat (1) huruf e, menyatakan bahwa
calon penyewa bersedia untuk menjaga dan memelihara
barang milik daerah serta mengikuti ketentuan yang
berlaku selama jangka waktu sewa.

Pasal 143
{1) Pengelola Barang melakukan penelitian atas kelayakan
penvewaan yang diusulkan Pengpguna Barang

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 140 ayat (9).
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(2)

(3)

4

(5}

(6)

(7)

3

-~

(1)

(2)

Dalam melakukan penelitian sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), Pengelola Barang dapat meminta
keterangan kepada Pengguna Barang yang mengajukan
sewa.

Pengelola Barang dapat menugaskan Penilai untuk
melakuian penilaian guna menghitung nilai wajar atas
nilai sewa pasar apabila Pengelola Barang memiliki
keyakinan yang memadai bahwa:

a. luas tanah dan/atau bangunan yang disewakan
tidak mencerminkan kondisi peruntukan sewa; ateu

b. estimasi perhitungan tarif dasar sewa dengan
menggunakan formula sewa dianggap sangat jauh
berbeda dengan kondisi pasar. -

Hasil penilaian berupa nilai wajar atas nilai sewa pasar
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diperlakukan
sebagai tarif pokok sewa sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 118 dalam penghitungan besaran sewa.

Datam hal! yang diusulkan untuk disewakan merupakan
barang milik daerah berupa selain tanah dan/atau
bangunan, Pengelola Barang melakukan penelitian atas
besaran sewa yang diusulkan oleh Pengguna Barang.

Pelaksanaan penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat
(3) dilakukan dengan berpedoman pada standas penilaian
dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Hasil penilaian seovagaimana dimaksud pada ayat 6)
dipergunakan oleh Pengelola Barang dalam melakukan
kajian kelayakan penyewaan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dan perhitungan besaran sewa.

Seluruk biaya yang tmbu! dalam ranigka Penilaio-

dibebankan pada APBD.

Pasal 144

Pengelola Barang memberikan surat persetujuan atas
permohonan sewa yang diajukan Pengguna Barang
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 140 ayat {5), dengan
mempertimbangkan hasil penelitian sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 143 ayat (1) dan kajian kelayakan
penyewaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 143 ayat
(7).

Berdasarkan surat persetujuan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) Pengelola Barang mengajukan penetapan
formulasi/besaran sewa kepada Walikota dengan
melampirkan hasil penelitian dan kaj.an kelayakan
penyewaan.
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Pasal 145

(1) Apabila Pengelola Barang tidak menyetujui permohonan
sewa yang diajukan Pengguna Barang sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 140 ayat (5), Pengelola Barang
memberitahukan kepada pihak yang mengajukan
permintaan sewa dengan disertai alasan.

{(2) Apabila Pengelola Barang menyetujui permohonan sewa
vang diajukan Pengguna Barang sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 140 ayat (5), Pengelola Barang

menerbitkan surat persetujuan penyewaan barang milik
daerah.

(3) Surat persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
paling sedikit memuat:

a. data barang milik daerah yang akan disewakan;
b. data penyewa;
C. data sewa, antara lain:

1. besaran tarif sewa; dan

2. Jjangka waktu, termasuk periodesitas sewa.

(4) Apabila usulan sewa yang diajukan oleh Pengguna
Barang tidak disertai data calon penyewa, maka
persetujuan sewa tidak perlu disertai data calon penyewa
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b.

(5) Besaran sewa yang dicantumkan dalamn surat
persetujuan sewa barang milik daerah berupa tanah

dan/atau bangunan merupakan nilai hasil perhitungan
berdasarkan formula tarif sewa.

(6) Apabila usulan nilai sewa yang diajukan oleh calon
penyewa dan/atau Pengguna Barang lebih besar dari
hasil perhitungan sebagaimana dimaksud pada ayat (5),
maka besaran sewa yang dicantumkan dalam surat
persetujuan sewa untuk barang milik daerah berupa
sebagian tanah dan/atau bangunan adalah sebesar
usulan besaran sewa dari calon penyewa dan/atau
Pengguna Barang.

(7) DBesaran sewa yang dicantumkan dalam surat
persetujuan sewa barang milik daerah berupa selain
tanah dan/atau bangunan berdasarkan nilai sewa.

Pasal 146

(1) Pengguna Barang melaksanakan sewa berdasarkan
persetujuan Pengelola Barang sebagairnana dimaksud
dalam Pasal 145 ayat {2) paling lambat 1 (satu) bulan
sejak dikeluarkannya persetujuan sewa oleh Pengelola
Barang.

(2) Dalam hal usulan sewa yang diajukan oleh Pengguna
Barang tidak disertai data calon penyewa sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 145 ayat (4), Pengguna Barang
mengupayakan agar informasi mengenai pelaksanaan

sewa sebagaimana dimaksud pada ayat (1} dapat
diperoleh dengan mudah dan jelas oleh para calon
penyewa.
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Dalam hal terdapat usulan sewa dari beberapa calon
penyewa dalam waktu yang bersamaan, Pengguna
Barang menentukan penyewa dengan
mempertimbangkan aspek pengamanan dan
pemeliharaan bLarang milik daerah serta pertimbangan
usulan sewa yang dianggap paling menguntungkan.

Paragraf Kesebelas
Pemeliharaan Sewa

Pasal 147

Penyewa wajib melakukan pemeliharaan atas barang
milik daerah yang disewa.

Seluruh biaya pemeliharaan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) termasuk biaya yang timbul dari pemakaian
cdan pemanfaatan barang milik daerah menjadi tanggung
jawab sepenuhnya dari penyewa.

Pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2}
ditujukan untuk menjaga kondisi dan memperbaiki
barang agar selalu dalam keadaan baik dan siap untuk
digunakan secara berdaya guna dan berhasil guna.
Perbaikan barang milik daerah sebagaimana dimaksud
pada ayat (3) harus sudah selesai dilaksanakan paling
lambat pada saat berakhirnya jangka waktu sewa.

Dalam hal barang milik daerah yang disewa rusak akibat
keadaan kahar (force majeur), perbaikan dapat dilakukan
berdasarkan kesepakatan oleh Pengelola Barang/
Pengguna Barang dan Penyewa.

Paragraf Keduabelas
Perubahan Bentuk Rarang Milik Daerah
Pasal 148

Perubahan bentuk barang milik daerah dilakukan
dengan persetujuan: i
a. Walikota, untuk barang milik daerah yang berada

pada Pengelola Barang; dan
b. Pengelola Barang, untuk barang milik daerah vang

berada pada Pengguna Barang.
Perubahan bentuk barang milik daerah sebagaimana
dinaksud pads ayat (1) dilaksanakan tanpa mengubah
konstruksi dasar bangunan. .
Dalam hal perubahan bentuk barang milik daerah
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengakibatkan
adanya penambahan, bagian yang ditambahkan menjadi
barang milik daerah dan disertakan dalam Berita Acara
Serah Terima pada saat berakhirnya jangka waktu sewa.

T T Y
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Paragraf Ketigabelas
Ganti Rugi
Pasal 149

Dalam hal barang milik daerah selain tanah dan/atau
bangunan yang disewakan hilang selama jangka waktu sewa,
penyewa wajib melakukan ganti rugi sesuai ketentuan
peraturan perundang-undangan.

Paragrai Keempatbelas
Denda Sanksi
Pasal 150

Penyewa dikenakan sanksi administratif berupa surat teguran
apabila:

a.

b.

(1)

(2)

(1)

(2)

penyewa belum menyerahkan barang milik daerah yang
disewsa pada saat berakhirnya jangka waktu sewa;
perbaikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 147 ayat
(4) belum dilakukan atau diperkirakan belum selesai
menjelang berakhirnya jangka waktu sewa; dan/atau
penggantian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 149
belum saclesai dilaksanakan paling lambat sebelum
berakhirnya jangka waktu sewa.

Pasal 151

Dalam hal penyerahan, perbaikan, dan atau penggantian
barang milik daerah belum dilakukan terhitung 1 (satu)
bulan sejak diterbitkannya surat teguran sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 150, penyewa dikenakan sanksi
administratif berupa surat peringatan.

Dalam hal penyerahan, perbaikan, dan atau per.ggantian
barang milik daerah belum dilakukan terhitung 1 (bulan)
sejak diterbitkannya surat peringatan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), penyewa dikenakan sanksi
administratif berupa denda, sebagaimana ketentuan
Pperaturan perundang-undangen.

Bagian Keenam
Pinjam Pakai
Paragraf Kesatu
Prinsip Umum
Pasal 152
Pinjam pakai dilaksanakan dengan pertimbangan:
a. mengoptimalkan barang milik daerah yang belum
atau tidak dilakukan penggunaan untuk

penyelenggaraan tugas dan fungsi Pengguna Barang;
dan

b. menunjang pelaksanaan penyelenggaraan
pemerintahan daerah.

Peminjam pakai dilarang untuk melakukan pemanfaatan

atas objek pinjam pakai.
ENY
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Paragraf Kedua
Pihak Pelaksana Pinjam Pakai
Pasal 153
Pinjam pakai bamang milik daerah dilaksanaikan antara
pemerintah pusat dan Pemerintah Kota atau antar

Pemerintah Daerah dalam rangka penyelenggaraan

pemerintahan.

Pelaksanaan pinjam pakai barang milik daerah dilakukan

oleh:

a. Pengelola Barang, untuk barang milik daerah yang
berada pada Pengrlola Barang; dan

b. Pengguna Barang untuk barang milik daerah yang
berada pada Pengguna Barang.

Pelaksanaan Pinjamn Pakai oleh Pengelola Barang/

Pengguna Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

dilaksanakan setelah mendapatkan persetujuan

Walikota.

Paragraf Ketiga
Objek Pinjam Pakai
Pasal 154

Objek pinjam pakai meliputi barang milik daerah berupa
tanah dan/atau bangunan dan selain tanah dan/atau
bangunan yang berada pada Pengelola Barang/ Pengguna
Barang.

Objek pinjam pakai barang milik daerah berupa tanah
dan/atau bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat

(1), dapat dilakukan untuk sebagian atau
keseluruhannya.
Paragraf Keempat
Jangka Waldhu Pinjain Paka::
Pasal 155

Jangka waktu pinjam pakai barang milik daerah paling
lama 5 (lirna) tahun dan dapat diperpanjang 1 (satu) kali.

Perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan dengan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 152 ayat (1).

Apabila jangka waktu pinjam pakai akan diperpanjang,
permohonan perpanjangan jangka waktu pinjam pakai
disampaikan kepada Pengelola Barang/Pengguna Barang
paling lambat 2 (dua) bulan sebelum jangka walktu
pinjam pakai berakhir.

Dalam hal permobhonan perpanjangan jangka waktu
pinjam pakai disampaikan kepada Pengelola Barang/
Pengguna Barang melewati batas waktu sebagaimana
dimaksud pada ayat (3), proses pinjam pakai dilakukan
dengan mengikuti tata cara permohonan pinjam pakai
baru.
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Paragraf Kelima
Perubahan Bentuk Barang Milik Daerah

Pasal 156
(1) Selama jangka waktu pinjam pakai, peminjam pakai
dapat mengubah bentuk barang milik daerah, sepanjang
tidak mengakibatkan perubahan fungsi dan/atau
penurunan nilai barang milik daerah.

(2) Perubahan bentuk barang milik daerah sebagaimana
dimaksud pada ayat (1):
a. tanpa disertai dengan perubahan bentuk dan/atau
konstruksi dasar barang milik daerah; atau

b. disertai _dengan perubahan bentuk dan/atau
konstruksi dasar barang milik daerah.

(3) Usulan perubahan bentuk barang milik daerah
sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan dengan
mengajukan permohonan perubahan bentuk oleh
peminjam pakai kepada: '
a. Walikota, untuk barang milik daerah yang berada

pada Pengelola Barang; dan

b. Pengelola Barang, untuk barang milik daerah yang
' berada pada Pengguna Barang.

{4) Perubahan bentuk barang milik daerah sebagaimana
dimaksud pada ayat {2) huruf b, dilakukan setelah
mendapat persetujuan Walikota.

Paragraf Keenam
Perjanjian Pinjam Pakai
Pasal 157 . ;
(1} Pelaksanaan Pinjam Pakai dituangkan dalam perjanjian
serta ditandatangani olzh:
d. TFeminjoui: panal Gall  walikoia, antuk barang milik
daerah yang berada pada Pengelola Barang; dan
b. Peminjam pakai dan Pengelola Barang, untuk
barang milik daerah yang berada pada Pengguna
Barang.
(2} Perganjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling
sedikit memuat:
para pihak yang terikat dalam perjanjian;
dasar perjanjian;
identitas para pihak yang terkait dalam perjanjian;
jenis, luas atau jumlan barang yang dipinjamkan,
dan jangka waktu;
tanggung jawab peminjam atas biaya operasional
dan pemehiharaan selama jangka walktu
peminiaman;
f. hak dan kewajiban para pihak: dan
£. persyaratan lain vang dianggap perlu.
{3) Salinan petjanjian' pinjam pakal disampaikan kepada
Pengguna Barang.

acop

o

R A



(1)
(2)
3)

(4)

(1)

(2)

(3)

(4)

(1)

-71 -

Paragraf Ketujuh
Tata Cara Pelaksanaan Pinjam Pakai
Barang Milik Daerah Pada Pengelola Barang

Pasal 158
Calon peminjam pakai mengajukan permchonan pinjam
pakai kepada Pengelola Barang.
Pengelola Barang melakukan penelitian atas perrnchonan
pinjam pakai sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
Penelitian atas permochonan pinjam pakai sebagsimana
dizmnaksud pada ayat (2) meliputi:
a. kepastian belum digunakan atau tidak adanya

peuggunaan barang milik daerah;
b. tujuan penggunaan objek pinjam pakai; dan
c. jangka waktu pinjam pakai.
Hasil Peneliian sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
merupakan dasar pertimbangan Walikota dalam
memberikan persetujuan/penolakan atas permohonan
injam pakai

Pasal 159

Berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud
dalam pasal 158 ayat {3), Pengelola Barang mengajukan

.permohonan persetujuan pinjam pakai kepada Walikota.

Permohonan persetujuan pinjam pakai paling sedikit
memuat:

a. pertimbangaii yang mendasari permohonan pinjam
b. identitas peminjam pakai;

c. tujuan penggunaan objek pinjam pakai;

d. vincian data objek pinjam pakai yang dibutuhkan;

dan

e. jangka waktu pinjam pakai.

Apabila objek pinjam pakai berupa tanah dan/atau
bangunan atau sebagian tanah dan/atau bangunan,
rincian data objek pinjam pakai sebagaimana dimaksud
pada ayat {2) huruf d, termasuk luas dan lokasi tanah
dan/atau bangunan.

Apabila objek pinjam pakai berupa selain tanah dan/atau
bangunan, rincian data objek pinjam pakai sebagaimana
dimaksud pada ayat (2} huruf d, termasuk nama dan
jumilah barang milik daerah.

Pasal 160
Pemberian persetujuan/penolakan oleh Wahkota atas
permohonan pinjam pakai dilakzukan dengan

mempertimbangkan:
a. barang milik daerah yang dimohon dalam kondisi
belum atau tidak sedang digunakan untuk tugas

dan fungsi Pengelola Barang; dan
T T A
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(2)
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(4)

(5)

b. barang milik daerah yang dimohon akan digunakan
untuk menunjang pelaksanaan penyelenggaraan
pemerintah pusat/pemerintahan daerah lainnya.

Apabila Walikota menyetujui permohonan pinjam pakai,

Walikota menerbitkan surat persetujuan pinjam pakai.

Surat persetujuan Walikota scbagaimana dimaksud pada

ayat (2), paling sedikit memuat:

a. identitas peminjam pakai;

b. data objek pinjam pakai;

c. jangka waktu pinjam pakai; dan

d. kewajiban peminjam pakai.

Apabila Walikota tidak menyetujui permohonan pinjam

pakai, Walikota menerbitkan surat penolakan pinjam

pakai kepada calon peminjam pakai dengan disertai
alasan.

Pasal 161

Pelaksanaan pinjam pakai barang milik daerah
dituangkan dalam perjanjian pinjam pakai yang
ditandatangani oleh Walikots daa Peminjam pakai.
Perjanjian sebagaimana dimmaksud padz ayat (1}
ditindaklanjuti dengan penyerahan objek pinjam pakai
cdari Pengelola Barang kepada peminjam pakai yang
ditugngkan dalam Berita Acara Serah Terima .

Pasal 162

Selama jangka walktu pinjam pakai, peminjam pakai
wajib memelihara dan mengamankan objek pinjam pakai
dengan biaya yang dibetankan pada Peminjam pakai.
Sebelum jangka waktu pinjam pakai berakhir, peminjam
pakai harus memberitahukan kepada Pengelola Barang
akan mengakhiri atau memperpanjang pinjam pakai.
Dalam hal pinjam pakai akan diperpanjang, peminiam
pakai mengajukan permohonan perpanjangan jangka
waktu pminjam pakai kepada Pengelola Barang.

Pengelola Barang menyampaikan pengajuan
permohonan persetujuan perpanjangan pinjam pakait
kepada Walikota.

Pengajuan perpanjangan permohonan persetujuan

pinjam pakai sebagaimana dimaksud pada ayat (4}

dilampiri dengan:

a. surat persetujuan pinjam pakai sebelumnya dari
Walikota ;

b. surat pernyataan dari peminjam pakai bahwa objek
pinjam pakai masih digunakan untuk menunjang
pelaksanaan penyelenggaraan pemerintah pusat/
pemerintahan daerah lainnya; dan

C. surat pernyataan darni Perngelola Barang bahwa
pelaksanaan pinjam pakai tidak mengganggu
pelaksanaan tugas dan fungsi penyelenggaraan
pemerintahan daerah.

% | Aas |
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Pasal 163

(1} Dalam hal pemnjam pakai akan mengakhiri pinjam
pakai sebelum masa pinjam pakai berakhir, peminjam
pakai harus memberitahukan kepada Pengelola Barang.

(2) Peminjam pakai dalam mengakhiri pinjam pakai
sebagaimana dimaksud pada avat (1) dituangkan dalam
Berita Acara Serah Terima .

(3) Pengelola Barang melaporkan Berita Acara Serah Terima
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Walikota.

Paragraf Kedelapan
Tata Cara Pelaksamaan Pinjam Pakai Barang Milik Daerah
Pada Pengguna Barang
Pasal 164

(1) Calon peminjam pakai mengajukan permchonan pinjam
paka.i kepada Pengguna Barang.

(2) Pengguna Barang mengajukan permohonan persetujuan
pinjam pakui sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
kepada Walikota melalui Pengelola Barang berdasarkan
permohonan dari calon peminjam pakai dengan

melampirkan:
a. surat permohonan pinjam pakai dari calon
peminjarmn pakai;

b. surat pernyataan dari Pengguna Barang bahwa
pelaksanaan pinjam pakai tidak mengganggu
pelaksanaan tugas dan fungsi penyelenggaraan
pemerintahan daerah; dan

c. daua objek pinjam pakai, antara lain kartu identitas
barang, untuk barang milik daerah yang memiliki
kartu identitas barang.

(3) Permohonan persetujuan pinjarn pakal dari Pengguna

Barang selcurang-kurangnya memuat:

a. pertimbangan yang mendasari permchonan pinjam

pakai;

identitas peminjam palkai;

tujuan penggunaan objek pinjam pakai;

rincian data objek pinjam pakai yang dibutuhkan,
termasuk luas dan lokasi tanah dan/atau
bangunan; dan

e. jangka waktu pinjam pakai.

paec o

Pasal 165

(1) Pengelola Barang melakukan penelitian atas
permohonan persetujuan pinjam pakai dari Pengguna
Barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 164 ayat (2).

{2) Penelitian sebagaimasna dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a. kepastian belum digunakan atau tidak adanya

penggunaan barang milik daerah;

b. tujuan pemggunaan objek pinjam pakai; dan

lmem el srrllrtis marviavrm o lrail
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(3) Hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
disampaikan Walikota sebagai dasar pertimbangan
persetujuan/penclakan permohonan persetujuan pinjam
pakai oleh Walikota.

Pasal 166

(1) Pemberian persetujuan/pencolakan oleh Walikota atas
permochonan pinjam pakai dilakukan dengan
mempertimbangkan:

a. barang milik daerah yang dimohon dalam kondisi
belum atau tidak digunakan untuk tugas dan fungsi
Pemerintah Kota;

b. barang milik daerah yang dimohon akan digunakan
untuk menunjang pelaksanaan penyelenggaraan
pemerintah pusat/pemerintahan daerah lainnya;
dan

c. jangka waktu pinjamn pakai paling lama 5 (lima)
tahun sejak ditandatanganinya perjanjian pinjam
pakai. ‘

(2) Dalam hal Walikota menyetujui permohonan pinjam
pakai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 164 ayat (2],
Walikota menerbitkan surat persetujuan pinjam pakai
yang sekurang-kurangnya memuat:

a. identitas peminjam pakai;

b. dats barang milik dacrah objek pinjam pakai;

c. jangka waktu pinjam pakai; dan

d. kewajiban peminjam pakai.

(3) Dalam hal Walikota tidak menyetujui permohonan
pinjam pakali sebagaimana dimaksud dalam Pasai 164
ayat (2), Walikota melalui Pengelola Barang
memberitahukan kepada Pengguna Barang disertai
alasannya.

Pasai 167

(1) Pelaksanaan pinjam pakai barang milik daerah yang
berada pada Pengguna Barang dituangkan dalam
peganjlan pinjam pakai antara Pengelola Barang dengan
peminjam pakai.

(2) Perjanjian pinjam pakai sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) ditindaklanjuti dengan penyerahan ob_]ek pinjam
pakai dari Pengguna Barang kepada peminjam pakai
yang dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima .

(3) Selama jangka waktu pinjam pakai, peminjam pakai
wajib memelihara dan mengamankan objek pinjam paka:
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan biaya yang
dibebankan pada peminjarn pakai.

(4) Sebelum jangka waktu pinjam pakai berakhir, peminjam
pakai harus memberitahukan kepada Pengguna Barang
akan mengakhiri atau memperpanjang pinjam pakai.

(5} Dalam hal pinjam pakai akan diperpanjang, peminjam
pakai mengajukan permchonan perpanjangan jangka
waktu pinjam pakai kepada Pengguna Barang.

4 W]
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(6) Pengguna Barang menyampaikan pengajuan permohonan
persetujuan perpanjangan pinjam pakai kepada Walikota
melalui Pengelola Barang.

(7) Pengajuan permchonan persetujuan perpanjangan
pinjamn pakai sebagaimana dimaksud pada ayat (6)
dilampiri dengan: .

a. surat persetujuan pinjam pakai sebelumnya dari
Walikota ;

b. surat pernyataan dari peminjam pakai bahwa objek
pinjam pakai masih digunakan untuk menunjang
pelaksanaan penyelenggaraan pemerintsh pusat/
pemerintahan daerah lainnya; dan

C. surat pernyataan dari Pengguna Barang bahwa
pelaksanaan pinjam pakai tidak mengganggu
pelaksanaan tugas dan fungsi penyelenggaraan
pemerintahan daerah, dalam - hal pinjam pakai
dilaksanakan oleh Pengguna Barang.

Pasal 168

(1) Dalam hal p2minjam pakai akan mengakhiri pinjam
vakai sebelum masa pinjam pakai berakhir, peminjam
pakai harus memberitahukan kepada Pengguna Barang.

(2) Peminjam pakai dalam mengakhiri pinjam pakai
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam
Berita Acara Serah Terima .

(3) Pengguna Barang melaporkan Berita Acara Serah Terima
sebagaimana diniaksud pada ayat (2) kepada Walikota
melalui Pengeiola Barang.

Bagian Ketujuh
KSP

Paragraf Kesatu
Prinsip Umum

Pasal 169
KSP barang milik daerah dengan pihak lain dilaksanakan
dalam rangka:
a. mengoptimalkan daya guna dan hasil guna barang milik
daerah; dan/atau

b. meningkatkan penerimaan pendapatan daerah.
Pasal 170

(1} KSP atas barang milik daerah dilaksanakan apabila tidak
tersedia atau tidak cuxup tersedia dana dalam APBD
untuk memenuhi biaya operasional, pemeliharaan,
dan/atau perbaikan yang diperlukan terhadap barang
mnilik daerah yang dikerjasamakan.

(2) Mitra KSP ditetapkan melalui tender, kecuali untuk
barang milik daerah yang bersifat khusus dapat
dilakukan penunjukan langsung.
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(3) Barang milik daerah yang bersifat khusus sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) memiliki karakteristik:
a. barang yang mempunyai spesifikasi tertentu sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

b. barang yang memiliki tingkat kompieksitas khusus
seperti bandara udara, pelabuhan laut. kilang,
instalasi listrik, dan bendungan/waduk;

¢. barang yang dikerjasamakan dalam investasi yang
berdasarkan perjanjian hubungan bilateral antar
negara,; atau

d. barang lain yang ditetapkan Walikota.

(4) Penunjukan langsung mitta KSP atas barang milik
daerah yang bersifat khusus sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) dilekukan oleh Pengelola Barang atau
Pengguna Barang terhadap Badan Usaha Milik Negara/
Daerah yang memiliki bidang dan/atau wilayah kerja
tertentu  sesuai ketentuan peraturan perundang-
undangan.

(5) Mitra KSP harus membayar kontribusi tetap setiap tahun
selama jangka waktu pengoperasian yang telah
ditetapkan dan menyetor pembagian keuntungan hasil
KSP ke rekening Kas Umum Daerah.

(6) Perhitungan besaran kontribusi pernbagian keuntungan
sebagaimana dimaksud pada ayat (5) yang merupakan
bagian Pemerintah Kota, harus memperhatikan
perbandingan nilai barang milik daerah yang dijadikan
objek KSP dan manfaat lain yang diterima Pemeiintah
Kota dengan nilai investasi mitra dalam KSP.

Pasal 171
Selama jangka waktu pengoperasian, mitra KSF dilc.ang
menjaminkan atau menggadaikan barang milik daerah
vang menjadi objek KSP.

(2) Biaya persiapan KSP yang dikeluarkan Pengelola Barang
atau Pengguna Barang sampai dengan penunjukan mitra
KSP dibebankan pada APBD.

(3) Biaya persiapan KSP yang terjadi setelah ditetapkannya
mitra KSP dan biaya pelaksanaan KSP menjadi beban
mitra KSP.

(4) Cicilan pokok dan biaya yang timbul atas pinjaman mitra
KSP, dibebankan pada mitra KSP dan tidak
diperhitungkan dalam pembagian keuntungan.

{5) Pengawasan atas pelaksanaan KSP oleh mitra KSP
dilakukan oleh:

a. TDengelola Barang, untuk barang milik daerah pada
Pengelola Barang; dan

b. Pengguna Barang, untuk barang milik daerah pada
Pengguna Barang.
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Paragraf Kedua
Pihak Pelaksana KSP

Pasal 172

Pihak yang dapat melaksanakari KSP adalah:

a. Pengelola Barang dengan persetujuan Walikota,
untuk barang milik daerah yang berada pada
Pengelola Barang; atau _

b. Pengguna Barang dengan persetujuan Pengelola
Barang, untuk barang milik daerah yang berada
pada Pengguna Barang.

Persetujuan Pengelola Barang sebagaimana dimaksud

pada ayat (1j huruf b setelah mendapat pertimbangan

dari Walikota.

Pihak yang dapat menjadi mitra KSP barang milik daerah

meliputi:

a. Badan Usaha Milik Negara;

b. Badan Usaha Milik Daerah; dan/atau
c. Swasta, kecuali perorangan.

Paragraf Ketiga
Objek KSP
Pasal 173
Objek KSP meliputi barang milik daerah berupa:

a. tanah dan/atau bangunan; dan

b. selain tanah dan/atau bangunan, yang berada pada
Pengelola Barang /Pengguna Barang.

Objek KSP barang milik daerah berupa tanah dan/atau

bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a,

dapat dilakukan untuk sebagian atau keseluruhannya.

Paragraf Kcompat

Hasil KSP

Pasal 174 .
Hasil KSP dapat berupa tanah, gedung, bangunan, serta
sarana dan fasilitas yang diadakan oleh mitra KSP.
Sarana dan fasilitas hasil KSPP sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), antara lain:
a. peralatan dan mesin;
b. jalan, irigasi, dan jaringan;
c. aset tetap lainnya; dan
d. aset lainnya.
Hasil KSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi
bagian dari pelaksanaan KSP.

Hasil KSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi
barang milik daerah sejak diserahkan kepada Pemerintah
Kota sesuai perjanjian atau pada saat berakhirmnya
perjanjian.
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Pasal 175

Hasil KSP barang milik daerah dalam rangka penyediaan
infrastruktur terdiri atas:

a. penerimaan daerah yang harus disetorkan selama
jangka waktu KSP barang milik daerah; dan

b. infrastruktur beserta fasilitasnya hasil KSP barang
milik daerah.

Penerimaan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf a terdiri atas:

a. kontribusi tetap; dan
b. pembagian keuntungan.

Pasal 176

Dalam pelaksanaan KSP, mitra KSP dapat melakukan

perubahan dan/atau penambahan hasil KSP.

Perubahan dan/atau penambahan hasil KSP

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan

cara addendum perjanjian.

Addendum perjanjian KSP sebagaimana dimaksud pada

ayat (2) ditujukan untuk menghitung kembali besaran

kontribusi tetap dan pembagian keuntungan.

Besaran kontribusi tetap dan pembagian keuntungan

sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Tim

berdasarkan hasil perhitungan.

Tim sebagaimana dimaksud pada ayat {(4) ditetapkan:

a. Walikota, untuk barang milik aaerah berupa tanah
dan/atau bangunan; atau

b. Pengelola Barang, untuk barang milik daerah selain
tanah dan/atau bangunan.

Perubahan dan/atau penambahan hasil KSP dilakukan
setelah memperoleh persetujuan Walikota.

Paragraf Kelima
Jangka Waktu KSP

Pasal 177
Jangka waktu KSP paling lama 30 {tiga puluh} tahun
sejak perjanjian ditandatangani dan dapat diperpanjang.
Dalam hal KSP atas barang milik daerah dilakukan
untuk penyediaan infrastruktur, jangka waktu KSP
paling lama 50 (lima puluh) tahun sejak perjanjian KSP
ditandatangani dan dapat diperpanjang.

Pasal 178

Perpanjangan jangka waktu dilakukan oleh mitra KSP
dengan cara mengajukan permohonan persetujuan
perpanjangan jangka waktu KSP paling lambat 2 {dua)
tahun sebelum jangka waktu berakhir.

Perpanjangan jangka waktu dilaksanakan dengan

pertimbangan:
o[ A
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a. sepanjang tidak mengganggu pelaksanaan tugas dan
fungsi penyelenggaraan pemerintahan daerah; dan

b. selama pelaksanaan KSP terdahulu, mitra KSP
mematuhi peraturan dan perjanjian KSP.

Paragraf Keenam
Perjanjian KSP
Pasal 179

Pelaksanaan KSP dituangken dalam perjanjian KSP
antara Walikota atau Pengelola Barang dengan mitra
KSP setelah diterbitkan keputusan pelaksanaan KSP oleh
Walikota.
Perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
ditandatangani oleh mitra KSP dan:
a. Walikota, untuk barang milik daerah yang berada

pada Pengelola Barang; atau
b. Pengelola Barang, untuk barang milik daerah yang

berada pada-Pengguna Barang.
Perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling
sedildét memuat:
dasar perjanjian;
identitas para pihak yang terikat dalam perjanjian;
objek KSP;
hasil KSP berupa barang, jika ada;
peruntukan KSP;
jangka waktu KSP;
besaran kontribusi tetap dan pembagian
keuntungan serta mekanisme pembayarannya;
hiak dan kevrajiban para pihak yang terikat dalam
perjanjian;
i ketentuan mengenai berakhirnya KSP;
J- sanksi; dan
k. penyelesaian perselisihan.
Perjanjian KSP sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
dituangkan dalam bentuk Akta Notaris.
Penandatanganan perjanjian KSP dilakukan setelah mitra
KSP menyampaikan bukti setor pembayaran kontribusi
tetap pertama kepada Pengelola Barang/ Pengguna
Barang.
Bukti setor pembayaran kontribusi tetap pertama
sebagaimana dimaksud pada ayat (5) merupakan salah
satu dokumen pada lampiran yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari perjanjian KSP.

FoRmMOoQOCTE

Paragraf Ketujuh
Kontribusi Tetap dan Pembagian Keuntungan

Pasal 180
Mitra KSP wajib menyetorkan:
a. kontribusi tetap; dan
b. pembagian keuntungan KSP.
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Penyetoran scbagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan setiap tahun selama jangka waktu KSP.

Kontribusi tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf a dan pembagian keuntungan KS¢ sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf b, merupakan penerimaan

.daerah.

Besaran kontribusi tetap dan pembagian keuntungan
hasil KSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
ditetapkan oleh Walikota.

Dalam KSP barang milik daerah berupa tanah dan/atau
bangunan, sebagian kontribusi tetap dan pembagian
keuntungannya dapat berupa bangunan beserta
fasilitasnya yang dibangun dalam satu kesatuan
percncanaan.

Sebagian kontribusi tetap dan pembagian
keuntungannya yang berupa bangunan beserta
fasilitasnya scbagaimana dimaksud ayat (5) bukan
merupalan objek KSP.

Pasal 181

Besaran nilai bangunan beserta iasilitasnya sebagai
bagian dari kontribusi tetap can kontribusi pembagian
keuntungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 180
ayat (5) paling banyak 10% (sepuluh persen) dari total
penerimaan kontribusi tetap dan pembagian keuntungan
selama masa KSP.

Bangunan yang dibangun dengan biaya sebagian
kontribusi tetap dan pembagian keuntungan dari awal
pengadaannya merupakan barang miiik daerah.

Besaran kontribusi tetap dan persentase pembagian
keuntungan KSP barang milik daerah berupa tanah
dan/atau bangunan dan sebagian tanah dan/atau
bangunan ditetapkan dari hasil perhitungan Tim vang
dibentuk oleh Walikota, berdasarkan dan/atau
mempertimbangkan hasil penilaian.
Besaran kontribusi tetap dan persentase pembagian
keuntungan KSP barang milik daerah berupa selain
tanah dan/atau bangunan ditetapkan dari hasil
perhitungan Tim yang dibentuk oleh Pengelola Barang,
berdasarkan dan/atau mempertimbangkan hasil
penilaian.
Pasal 182
Perhitungan kontribusi tetap merupakan hasil perkalian
dari:
a. besaran persentase kontribusi tetap; dan
b. nilai wajar barang milik daerah yang menjadi objek
KSP.

Besaran persentase kontrbusi tetap sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf a ditentukan oleh Walikota
dari hasil perhitungan Tim berdasarkan dan/atau
mempertimbangkan hasil penilaian.

e 1A
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(3) Nilai v!faja.r barang milik daerah dalam rangka KSP
sebagaimana dimaksud pada ayat (1} huruf b
berdasarkan:

a. hasil penilaian oleh Penilai Pemerintah atau Penilai
Publik yang ditetapkan oleh Walikota, untuk barang
milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan;

b. hasil penilaian oleh Tim yang ditetapkan oleh
Walikota dan dapat melibatkan Penilai yang
ditetapkan Walikota, untuk barang milik daerah
sclain tanah dan/atau bangunan.

(4) Apabila terdapat nilai barang milik daerah yang berbeda
dengan nilai wajar hasil penilaian sebagaimana dimaksud
pada ayat (3] huruf a, dalam rangka pemanfaatan barang
milik daerah digunakan nilai wajar hasil penilaian
sebagaimana dimalksud pada ayat (3) huruf a.

Pasel 183

(1) Besaran persentase kontribusi tetap pelaksanaan KSP
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 182 ayat (1) huruf a
meningkat setiap tahun, yang dihitung berdasarkan
kontribusi tetap tahun pertama dengan memperhatikan
estimasi tingkat inflasi.

(2) Besaran peningkatan persentase kontribusi tetap
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam
persetujuan pelaksanaan KSP dan dituangkan dalam
perjanjian KSP.

Pasal 184

(1) Perhitungan pembagian keuntungan dilakukan dengan
mempertimbangkan:

a. nilai investasi Pemerintah Kota;
b. nilai investasi mitra KSP; dan
c. risiko yang ditanggung mitra KSP.

(2) Perhitungan pembagian keuntungan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) ditentukan oleh Walikota dari
hasil perhitungan Tim berdasarkan dan/atau
mempertimbangkan hasil penilaian.

(3) Besaran nilai investasi Pemerintah Kota sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf a didasarkan pada nilai
wajar barang milik daerah yang menjadi objek KSP.

(4) Besaran nilai investasi mitra KSP sebagaimana dimaksud
pada ayat {1) huruf b didasarkan pada estimasi investasi
dalam proposal KSP.

Pasal 185
(1) Besaran pembagian keuntungan dapat ditinjau kembali
oleh Walikota dalam hal realisasi investasi vang
dikeluarkan oleh mitra KSP lebih rendah dari estimasi
investasi sebagaimana tertuang dalam perjanjian.

(2) Realisasi investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
didasarkan dari hasil audit yang dilakukan oleh auditor
independen.

rea
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Pasal 186

KSP atas barang milik daerah dapat dilakukan untuk
mengoperasionalkan barang milik daerah.

KSP operasional atas barang milik daerah sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) bukan merupakan penggunaan
barang milik daerah yang dioperasikan oleh pihak lain.
Apabila mitra KSP hanya mengoperasionalkan barang
milik daerah, bagian keuntungan yang menjadi bagian
mitra KSP ditentukan oleh Walikota berdasarkan
persentase tertentu dari besaran keuntungan yang
diperoleh mitra KSP terkait pelzksanaan KSP.

Pasal 187

Apabila mitra KSP barang milik daerah untuk penyediaan
imfrastruktur berbentuk Badan Usaha Milik
Negara/Daerah, kontribusi tetap dan pembagian
keuntungan yang disetorkan kepada Pemerintah Kota
dapat ditetapkan paling tinggi sebesar 70% (tujuh puluh
persen) dari hasil perhitungan Tim KSP sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 176 ayat (5).
Penetapan kontribusi tetap dan pembagian keuntungan
i dimaksud pada ayat {1) didasarkan pada
kondisi keuangan Badan Usaha Milik Negara/Daerah dan
hasil analisis kelayal:an bisnis KSP.
Besaran penetapan kontribusi tetap dan pembagian
keuntungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
ditetapkan oleh Walikota. :

Paragraf Kedelapan
Pembayaran Kontribusi Tetap dan Pembagian
Keuntungan

Pasal 188

Pembayaran kontribusi tetap tahun pertama ke rekening
Kas Umum Daerah oleh mitra KSP harus dilakukan
paling lambat 2 (dua) hari kerja sebelum
penandatanganan perjanjian KSP.

Pembayaran kontribusi tetap tahun  berikutnya
disetorkan ke rekening Kas Umum Daerah paling lambat
dilakukan sesuai dengan tanggal yang ditetapkan dalam
perjanjian dan dilakukan setiap tahun sampai dengan
berakhirmya perjanjian KSP.

Pembayaran kontribusi tetap sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dan ayat (2) dibuktikan dengan bukti setor.

Pasal 189

FPembagian keuntungan hasil pelaksanaan KSP tahun
sebelumnya harus disetor ke rekening Kas Umum Daerah
paling lambat dilakukan sesuai dengan tanggal yang
ditetapkan dalam perjanjian dan dilakukan setiap tahun
sampai dengan berakhirmya perjanjian KSP.

e T .
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Pembayaran pembagian keuntungan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dilakukan ocleh mitra KSP
berdasarkan persetujuan Walikota.

Paragraf Kesembilan
Berakhimya KSP

Pasal 190

KSP berakhir dalam hal:

a. berakhirnya jangka waktu KSP sebagaimana
tertuang delam perjanjian;

b. pengakhiran perjanjian KSP secara sepihak oleh
Walikota atau Pengelola Barang;

¢. berakhirmya perjanjian KSP; dan

d. ketentuan lain sesuai peraturan perundang-
undangan.

Pengakhiran KSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf b, dapat dilakukan dalam hal mitra KSP:

a tidak membaysar kontribusi tetap selama 3 (tiga)
tahun berturut-turut;

b. tidak membayar pembagian keuntungan seclama 3
(dga) tahun berturut-turut sesuai perjanjian KSP,
atau

c. tidak memenuhi kewajiban selain sebagaimana
dimaksud pada huruf a dan huruf b sebagaimana
tertuang dalam perjanjian KSP.

Pengakhiran KSP sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

dilaicukan oleh:

a. Walikota, untuk barang milik daerah yang berada
pada Pengelola Barang; atau

b. Pengelola Barang, untuk barang milik daerah yang
twrada nada Pengguna bBarang.

Pengakhiran KSP sebagaimana dimaksud pada ayat (3)

dilakukan secara tertulis.

Pasal 191

Paling lambat 2 (dua) tahun sebelum jangka waktu KSP
berakhir, mitra harus melaporkan akan mengakhiri KSP.

Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), Walikota atau Pengelola Barang meminta auditor
independen /aparat pengawasan intern pemerintah untuk
melakukan audit atas pelaksanaan KSP.

Auditor independen /aparat pengawasan intern
pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
menyampaikan hasil audit kepada Walikota, Pengelola
Barang, dan/atau Pengguna Barang.

Walikota, Pengelola Barang, dan/atau Pengguna Barang
menyampaikan hasil audit sebagaimana dimaksud pada
ayat (3] kepada mitra KSP.

I i [ a.
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{S) Mitra KSP menindaklanjuti hasil audit sebagaimana
dimaksud pada ayat (4} dan melaporkannya kepada
Walikota, Pengelola Barang, dan/atau Pengguna Barang.

Pasal 192

(1) Serah terima objek KSP dilakukan paling lambat pada
saat berakhirnya jangka waktu KSP.

(2) Serah terima sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
ditvangkan dalam Berita Acara Serah Terima .

{3) Dalam hal Mitra KSP belum selesai menindaklanjuti hasil
audit setelah dilakukannya serah terima sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), Mitra KSP tetap berkewajiban
menindaklanjuti hasil audit.

{(4) Pengguna Barang/Pengelola Barang melaporkan
pengakhiran KSP dan penyerahan objek KSP
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Walikota
paling lambat 1 (satu) bulan setelah penyerahan.

Pasal 193
(1) Pengakhiran perjanjian KSP secara sepihak oleh Walikota
atau Pengelola Barang sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 190 ayat (1) huruf b, dilaksanakan dengan
menerbitkan teguran tertulis pertama kepada mitra KSP.

(2) Apabila mitra KSP tidak melaksanakan teguran
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka
waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sejak diterbitkan
teguran tertulis pertama, Walikota atau Pengelola Barang
menerbitkan teguran tertulis kedua.

(3) Apabila mitra KSP tidak melaksanakan teguran kedua
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam jangka
waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sejak diterbitkan
teguran tertulis kedua, Walikota atau Pengelola Barang
‘menerbitkan teguran tertuiis ketiga aug merupakan
teguran terakhir.

(4) Apabila mitra KSP tidak melaksanakan teguran ketiga
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dalam jangka
waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sejak diterbitkan
teguran tertulis ketiga, Walikota atau Pengelola Barang
menerbitkan surat pengakhiran KSP.

{5) Mitra KSP harus menyerahkan objek KSP kepada
Walikota atau Pengelola Barang dalam jangka waktu
paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah menerima surat
pengakhiran KSP sebagaimana dimaksud pada ayat (4).

Paragraf Keszpuluh

Tata Cara Pelaksanaan KSP Sarang Milik Daerah
Yang Berada Pada Pengeiola Barang

Pasal 194

Tahapan pelaksanaan KSP atas barang milik daerah yang
berada pada Pengelola Barang meliputi:
!jtf__d"'".
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inisiatif atau permohonan;
penelitian administrasi;
pembentukan Tim dan penilaian;

perhitungan besaran penerimaan daerah dari KSP berupa
kontribusi tetap dan persentase pembagian keuntungan;

pemilihan mitra;

penerbitan keputusan;
penandatanganan perjanjian; dan
pelaksanaan.

Pasal 195

KSP atas barang milik daerah yang berada pada Pengelola
Barang dapat dilakukan berdasarkan:

a.
b.

(1)

(2)

(1)

(2)

(3)

(4)

inisiatif Walikota ; atau
permohonan dari pihak lain.

Pasal 196

Inisiatif Walikota terhadap KSP atas barang milik daerah
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 195 huruf a,
dituangkan dalam bentuk rekomendasi KSP barang milik
daerah.

Inisiatif Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dapat berasal dari rencana kebutuhan yang disampaikan
oleh Pengguna Barang/ Kuasa Pengguna Barang.

Pasal 197
Permohonan dari Pihak Lain sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 195 huruf b, diusulkan kepada Walikota.
Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling
sedildt memuat:
a. latar belakang permohonan;
b. rencana peruntukan KSP;
c. jangka waktu KSP; dan
d. usulan besaran penerimaan daerah dari KSP.
Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilengkapi dengan:
a. data barang milik daerah yang direncanakan untuk
dilakukan KSP;
b. data pemohon KSP;
¢. proposal rencana usaha KSP; dan
d. informasi lainnya berkaitan dengan usulan KSP.
Informasi lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
huruf d, antara lain:
a. Rencana Umum Tata Ruang Wilayah dan penataan
kota; dan
b. bukt kepemilikan atau dokurmen vang
dipersamakan.

(Y Ta.



{S5) Kelengkapan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat
(4) tidak diberlakukan untuk KSP dalam rangka
mengoperasionalkan barang milik daerah.

Pasal 198
(1) Pengelola Barang melakukan penelitian administrasi atas
dokumen barang milik daerah yang akan dilakukan KSP.
(2) Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a. bukt kepemilikan atau dokumen yang
dipersamalcan;
b. dokumen pengelolaan barang milik daerah; dan
C. dokumen penatausahaan barang milik daerah.

Pasal 199
Apabila hasil itian administrasi sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 198, barang milik daerah dapat dilakukan KSP,
Walikota :
a. membentuk Tim KSP; dan
b. menugaskan Penilai melalui Pengelola Barang untuk
melakukan penilaian barang milik daerah yang akan
dilakukan KSP guna mengetahui nilai wajar atas barang
milik daerah bersangkutan.

Pasal 200
(1) Dalam hal barang milik daerah dapat dilakukan: KSP
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 199, maka Walikota
membentuk Tim KSP.
(2) Tim KSF bertugas:

a. menyiapkan rincian kebutuhan bangunan dan
fasilitas yang akan ditenderkan apabila KSP
berdasarkan inisiatif Walikota dan bukan dalam
rangka mengoperasionalkan barang milik vacrah;

b. menghitung besaran penerimean daerah dari KSP
berdasarkan dan/atau mempertimbangkan hasil
penilaian;

c. menyiapkan perjanjian KSP;

d. menyiapkan Bernta Acara Serah Terima objek KSP
dari Pengelola Barang kepada mitra KSP; dan

e. melaksanakan kegiatan lain yang ditugaskan oleh
Walikota.

(3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada -
ayat {2), Tim KSP dapat mengikutsertakan Perangkat
Daerah /Unit Kerja teknis yang berkompeten.

Fasal 201

(1) Dalam rangka menentukan kelayakan bisnis KSP,
Wwalikota dapat menugaskan penilai atau pihak lain yang

berkompeten untuk melakukan:
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a. analisis penggunaan atas barang milik daerah vang
akan dilakukan KSP; atau

b. analisis kelayakan bisnis atas proposal KSP.

Hasil penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 199
huruf b dan laporan analisis sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) disampeikan kepada Walikota sebagai
bagian dalam menentukan pelaksanaan KSP.

Pasal 202

Berdasarkan laporan analisis sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 201 ayat {1} dan/atau mempertimbangkan
laporan penilaian nilai wajar barang milik daerah, Tim
KSP menghitung besaran lontribusi tetap dan persentase
pembagian keuntungan.

Penghitungan besaran kontribusi tetap dan persentase
pembagian keuntungan oleh Tim KSP secbagaimana
dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan
ketentuan schageimana diatur dalam Pasal 182 sampai
dengan Pasal 187.

Dalam hal wusulan besaran kontribusi tetap dan
persentase pembagian keuntungan yang diajukan oleh
pihak lain lebih besar dari hasil perhitungan Tim KSP
sebagaimana dimaksud pada ayat (2), besaran kontribusi
tctap dan persentase pembagian keuntungan yang
ditetapkan dalam persetujuan KSP adalah sebesar
usulan besaran kontribusi tetap dan persentase
pembagian keuntungarn yang diajukan oleh pihak lain.

Besaran kontribusi tetap dan persentase pembagian

" keuntungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dijjadikan nilai lmit terendah dalam pelaksanaan
pemilinan mitra K3¢.

Pasal 203

Pemilihan mitra KSP dilakukan oleh panitia pemilihan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 berdasarkan
ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 sampai
dengan Pasal 111.

(1)
(2)

Pasal 204
Walikota menerbitkan keputusan pelaksanaan KSP.
Keputusan pelaksanaan KSP sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) paling sedikit memuat:
objek KSP;
peruntukan KSP;
penerimaan daerah dari KSP;
identitas mitra KSP; dan
jangka waktu XSP.

a0
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Pasal 205

Berdasarkan keputusan pelaksanaan KSP sebagaimana
dimaksud Pasal 204, para pihak sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 179 ayat (1) menandatangani Perjanjian KSP
dilakukan paling lambat 1 (satu) tahun terhitung sejak
tanggal berlaku keputusan pelaksanaan KSP.

Apabila dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak
keputusan pelaksanaan KSP ditetapkan tdak
ditindaklanjuti dengan penandatanganan perjanjian KSP,
keputusan pelaksanaan KSP sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 204 dinyatakan tidak berlaku.
Penandatanganan perjanjian sebagaimana dimaksud
pada aya: (1), dilakukan setelah mitra KSP menunjukkan
bukti pembayaran kontribusi tetap tahun pertama.

Pasal 206

Mitra KSP harus melaksanakan KSP sebagaimana

ditentukan dalam perjanjian KSP.

Apabila KSP dilakukan bukan dalam  rangka

mengoperasionalkan barang milik daerah, maka pada

saat pembangunan selesai dilaksanakan, mitra KSP
wajib:

a. menyerahkan bangunan  hasil KSP  beseria
fasilitasnya yang merupakan bagian dari kontribusi
tetap dan pembagian keuntungan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 180 ayat (5);

b. dapat langsung mengoperasionalkan hasil KSP yang
dibangun sesuai dengan perjanjian KSP.
Paragraf Kesebelas

Tata Cara Pelaksanaan KSP Barang Milik Daerah
Yang Berada Pada Pengguna Barang

Pasal 207

Tahapan pelaksanaan KSP atas barang milik daerah yang
berada pada Pengguna Barang meliputi:

a.

po g

Tl o
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permohonan;
penelitian administrasi;
pembentukan Tim dan penilaian;

perhitungan besaran kontribusi dan persentase
pembagian keuntungan,;

persetujuan;

pemilihan mitra;

penerbitan keputusan;
penandatanganan perjanjian; dan
pelaksanaan.

i
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Pasal 208

Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 207
huruf a diajukan oleh Pengguna Barang untuk
memperoleh persetujuan dari Pengelola Barang.

Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling
sedikit memuat:

a. latar belakang permohonan;

b. rencana peruntukan KSP;

c. jangka waktu KSP; dan

d. usulan besaran penerimaan daerah dari KSP.

Perrnohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dilengkapi dengan:

a. data calon mitra KSP;

b. proposal rencana usaha KSP;

c. data barang milik daerah yang akan dijadikan objek
KSP; dan

d. surat pernyataan dari Pengguna Barang.

Surat pernyataan dari Pengguna Barang sebagaimana

- dimaksud pada ayat (3} huruf d menegaskan bahwa:

a. Barang milik daerah yang akan menjadi cbjek KSP
tidak sedang digunakan dalam rangka
penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat
Daerah; dan

b. Pelaksanaan KSP barang milik daerah tidak akan
mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi
Perangkat Daerah.

Dalam hal Pengguna Barang mengusulkan penetapan
mitra KSP melalui mekanisme penunjukan langsung
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 170 ayat (4), maka
pengajuan permohonan dari Pengguna Barang kepada
Pengelola Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
disertai data calon mitra KSP.

Data calon mits KSP sebagaimana dimzlizud pada ayat
{S) meliputi:

a. nama;

b. alamat;

c.  Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWF};

d. bentuk kelembagaari, jenis kegiatan usaha, fotokopi

Surat Izin Usaha/Tanda Izin Usaha atau yang
sejenis, untuk calon mitra KSP yang berbentuk
badan hukum/badan usaha.

Pasal 209
Persetujuan atas permohonan KSP sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 208 ayat (1) diberikan oleh
Pengelola Barang berdasarkan laporan panitia pemilihan
mitra dan laporan Tim KSP dengan mempertimbangkan
hasil penilaian.

ICIRV



(2) Apabila Pengelola Barang tidak menyetujui permohonan

KSP tersebut, Pengelola Barang memberitahukan kepada
. Pengguna Barang disertai dengan alasan.

(3) Pemberian persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dilakukan oleh Pengelola Barang dengan menerbitkan
surat persetujuan.

(4) Surat Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
paling sedikit memuat:

a. objek KSP;

b. peruntukan KSP;

c. nilai barang milik daerah yang menjadi objek KSF
secbagai besaran nilai investasi pemerintah;

d. minimal besaran kontribusi tetap;

e. minimal persentase pembagian keuntungan; dan

f. jangka waktu KSP.

(5) Berdasarkan Surat Persctujuan KSP sebagaimana
dimaksud pada ayat (4}, Walikota menetapkan keputusan
pelaksanaan KSP.

(6) Berdasarkan keputusan pelaksanaan KSP sebagaimana
dimaksud pada ayat (5), para pihak sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 179 ayat (1) menandatangani
perjanjian KSP dilakukan paling lambat 1 (satu) tahun
terhitung sejak tanggal berlaku keputusan pelaksanaan
KSP.

(7) Surat persetujuan KSP dari Pengelola Barang dinyatakan
fidak berlaku apabila dalam jangka waktu 1 {satu) tahun
sejak ditetapkan tidal- ditindaklanjuti dengan
penandatanganan surat perjanjian KSP.

(8) Penandatanganan perjanjian sebagaimana dimaksud
pada ayat {6), dilakukan setelah mitra KSP menunjukkan
bukti pembayaran kontribusi tetap tahun pertama.

Pasal 210

Ketentuan pelaksanaan KSP barang milik daerah yang berada
pada Pengelola Barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal
197 sampai dengan Pasal 206 mutatis mutandis berlaku
untuk pelaksanaan KSP barang milik daerah yang berada
pada Pengguna Barang.

Paragraf Keduabelas
Perpanjangan Jangka Waktu KSP Yang Berada
Pada Pengelola Barang Dan Pengguna Barang

Pasal 211
(1) Permohonan perpanjangan jangka waktu KSP  atas
barang milik daerah yang berada pada Pengelola Barang
diajukan oleh mitra KSP kepada Walikota paling lambat 2
{dua) tahun sebelum berakhirnya jangka waktu KSP.
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Permohonan sebagaimana dirmaksud ayat (1} dilampiri:

a. proposal perpanjangan KSP;

b. data dan kondisi objek KSP; dan

c. bukti penyetoran kontribusi tetap dan pembaglan
keuntungan dalam 5 (lima) tahun terakhir.

Walikota meneliti permohonan sebagaimana dimaksud

pada ayat (1), serta mengevaluasi  kelayakan

perpanjangan pelaksanaan KSP yang telah berlangsung.

Apabila berdasarkan hasil peneliian sebagaimana

dimaksud pada ayat {3), Walikota menyetujui usulan

perpanjangan jangka waktu KSP, maka Walikota :

a. membeniuk Tim KSP; dan

b. menugaskan penilai untuk melakukan
penghitungan nilai barang milik daerah yang akan
dijadikan objek KSP, besaran kontribusi tetap, dan
persentase pembagian keuntungan KSP.

Tugas Tim KSP sebagaimana dimaksud pada ayat (4)

huruf a antara lain:

a. menyiapkan perjanjian perpanjangan KSP;

b. menghitung besaran kontribusi tetap dan persentase
pembagian keuntungan KSP berdasarkan dan/atau
dengan mempertimbangkan hasil Penilaian; dan
melaksanakan kegiatan lain yang ditugaskan oleh
Walikota.

Pasal 212

Dalam rangka menentukan kelayakan perpanjangan
jangka waktu pelaksanaan KSP sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 211 avat (3), Walikota melalui Pengelola
Barang dapat menugaskan penilai atau pihak yang
berkompeten untuk melakukan analisis kelayakan
perpanjangan pelaksanaan KSP.

Penilai atau pihal: yang berkompeten sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) menyampaikan laporan analisis
kelayakan perpanjangan yang merupakan hasil
pelaksanaan tugas kepada Walikota melalui Pengelola
Barang.

Tim KSP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 211 ayat (5)
menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugas kepada
Walikota melalui Pengelola Barang.

Apabila laporan hasil pelaksanaan tugas Tim KSP
sebagaimana dimaksud pada avat (3) menunjukkan
bahwa permchonan perpanjangan jangka waktu KSP
tidak dapat disetujui, Walikota menerbitkan surat
penolakan perpanjangan jangka waktu KSP vang
ditujukan kepada mitra KSP disertai dengan alasan.

BTN
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Apabila laporan hasil pelaksanaan tugas Tim KSP
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menunjukkan
bahwa permohonan perpanjangan jangka waktu KSP
dapat disetujui, Walikota menerbitkan surat persetujuan
perpanjangan jangka waktu KSP yang ditujukan kepada
mitra KSP.

Berdasarkan surat persetujuan perpanjangan jangka
waktu KSP scbagaimana dimaksud pada ayat (5), Tim
KSP menyusun perjanjian perpanjangan jangka waktu
KSP sekaligus menyiapkan hal-hal teknis yang
diperlukan.

Perpanjangan jangka waktu KSP sebagaimana dimaksud
pada ayat (6) berlaku pada saat penandatanganan

perjanjian KSP antara Walikota dengan mitra KSP

dilakukan.

Pasal 213

Permohonan perpanjangan jangka waktu KSP atas
barang milik daerah yang berada pada Pengguna Barang
diajukan oleh mitra KSP kepada Pengguna Barang.

Permchonan sebagaimana dimaksud ayat (1)

dilampirkan:

a. proposal perpanjangan KSP;

b. data dan kondisi objek KSP; dan

c. bukt penyetoran kontribusi tetap dan pembagian
keuntungan dalam 5 (lima) tahun terakhir.

‘ Pasal 214
Pengguna Barang melakukan penelitian administrasi
atas permohonan perpanjangan jangka waktu KSP yang
disampaikan ofeh mitrc ¥SP sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 213 ayat (1).
Berdasarkan hasil penelitian administrasi sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) Pengguna Barang mengajukan
permohonan persetujuan perpanjangan jangka waktu
KSP kepada Pengelola Barang.
Permohonan perpanjangan jangka waktu KSP
sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilampirkan:
a. proposal perpanjangan KSP;
b. data dan kondisi objek KSP; dan

c. bukt penyetoran kontribusi tetap dan pembagian
keuntungan dalain 5 (lima) tahun terakhir.

Apabila berdasarkan hasil penelitian sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), Pengelola Barang menyetujui
usulan perpanjangan jangka waktu KSP, maka Pengelola
Barang:

a. membentuk Tim KSP; dan

b. menugaskan Penilai.

[0 | Ae

l
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Pasal 215

Tim KSP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 214 ayat (4)
huruf a bertugas antara lain:

a. menyiapkan perjanjian perpanjangan KSP;

b. menghitung besaran kontribusi tetap dan persentase
pembagian keuntungan KSP berdasarkan dan/atau
dengan mempertimbangkan hasil penilaian;

C. melaksanakan kegiatan lain yang ditugaskan oleh
Pengelola Barang.

Tim KSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada

Pengelola Barang.

Apabila hasil pelaksanaan tugas Tim KSP sebagaimana

dimaksud pada ayat (2) menunjukkan bahwa

permohonan perpanjangan jangka waktu KSP tidak dapat
disetujui, Pengelola Barang menerbitkan surat penolakan
perpanjangan jangka waktu KSP yang ditujukan kepada

mitra KSP disertai dengan alasan.

Apabila hasil pelaksanaan tugas Tim KSP sebagaimana
dimaksud pada ayat (2j menunjukkan bahwa
permohonan perpanjangan jangka waktu KSP dapat
disetujui, Pengelola Barang menerbitkan surat
persetujuan perpanjangan jangka waktu KSP yang
ditujukan kepada mitra KSP.

Berdasarkan persetujuan perpanjangan jangka waktu
KSP sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Tim KSP
menyusun perjanjian perpanjangan jangka waktu KSP

sekaligus menyiapkan hal-hal tekns yang diperlukan.

Pasal 216

Penilai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 214 ayat (4)
huruf b bertugas melakukan penghitungan niiai barang
milik daerah yang alan dijadikan objek KSP, besaran
kontribusi tetap dan perseniase pembagian keuntungan
KSP.

Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat {1
meriyampaikan laporan penilaian yang merupakan hasil
pelaksanaan tugas kepada Pengelola Barang.

Pasal 217

Dalam rangka menentukan kelayakan perparjangan
jangka waktu pelaksanaan KSP atas permohonan
perpanjangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 213,
Pengelola Barang dapat menugaskan penilai atau pihak
yang berkompeten untuk melakukan analisis kelayakan
perpanjangan pelaksanaan KSP.

Perpanjangan jangka waktu KSP berlaku pada saat
penandatanganan perjanjian KSP antara Pengelola
Barang dengan mitra KSP dilakukan.
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Pasal 218

Dalamn hal Walikota atau Pengelola Barang tidak

menyetujui permohonan perpanjangan jangka waktu

KSP, objek KSP beserta sarana berikut fasilitasnya

diserahkan kepada Walikota atau Pengelola Barang pada

saat berakhimya jangka waktu KSP sebagaimana diatur

dalam perjanjian KSP.

Penyerahan objek KSP beserta sarana dan prasarananya

sebagaimana dimaksud pada ayat (1}, dilakukan dengan

Berita Acara Serah Terima antara mitra KSP dengan:

a. Walikota, untuk barang milik daerah yang berada
pada Pengelola Barang; atau

b. Pengelola Barang, untuk barang milik daerah yang
berada pada Pengguna Barang.

Bagian Kedelapan
EGS dan BSG
Paragraf Kesatu
Prinsip Umum
Pasal 219

BGS/BSG barang milik daerah dilaksanakan dengan

pertimbangan:

a. Pengguna Barang memerlukan bangunan dan
fasilitas bagi penyelenggaraan pemerintahan daerah
untuk kepettingan pelayanan umum dalam rangka
penyelenggaraan tugas dan fungsi; dan

b. tidak tersedia atau tidak cukup tersedia dana dalam
APBD untuk penyediaan bangunan dan fasilitas

trarcahiit
tersebul.

.Bangunan dan fasilitasnya yang menjadi bagian dari

hasil pelaksanaan BGS/BSG narus dilengkapi dengan
Izin Mendirikan Bangunan atas nama Pemerintah Kota.
Biaya persiapan BGS /BSG yang dikeluarkan Pengelola
Barang atau Pengguna Barang sampai dengan
penunjukan mitra BGS/BSG dibebankan pada APBD.
Biaya persiapan BGS/BSG yang terjadi  setelah
ditetapkannya mitra BGS/BSG dan biaya pelaksanaan
BGS/BSG menjadi beban mitra yang bersangkutan.

Penerimaan hasil pelaksanaan BGS/BSG merupakan
penerimaan daerah yang wajib disetorkan seluruhnya ke
rekening Kas Umum Daerah.

BGS/BSG barang miuk daerah sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pengelola Barang setelah

mendapat persetujuan Walikota.
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Pasal 220
Penetapan status Penggunaan barang milik daerah
sebagai hasil dari pelaksanaan BGS/BSG dilaksanakan
oleh Walikota, dalam rangka penyelenggaraan tugas dan
fungsi Perangkat Dacrah terkait.

Hasil pelaksanaan BGS/BSG sebagaimana dimaksud
pada ayat (1} adalah bangunan beserta fasilitas yang
telah diserahkan oleh mitra setelah berakhirnya jangka
waktu yang diperjanjikan untuk BGS atau setelah
selesainya pembangunan untuk BSG.

Pasal 221

Mitra BGS atau mitra BSG yang telah ditetapkan, selama

jangka waktu pengoperasian:

a  wajib membayar kontribusi ke rekening Kas Umum
Daerah sctiap tahun sesuai besaran yang telah
ditetapkan;

b. wajib memelihara objek BGS/BSG; dan

c. diarang menjaminkan, menggadaikan, atau
memindahtanganizan:

1. tanah yang menjadi objek BGS/BSG;

2. hasil BGS vang digunakan langsung untuk
penyelenggaraan tugas dan fungsi Pemerintah
Kota; dan/atau

3. hasil BSG.

Mitra BGS barang pilik daerah harus menyerahkan

objek BGS kepada Walikota pada akhir jangka waktu

pengoperasian, setelah dilakukan audit oleh aparat
pengawasan intern pemerintah.

Paragraf Kedua
Pihak Pelaksana
Pasal 222

Pihak yang dapat melakukan BGS/BSG adalah Pengelola
Barang.
Pihak yang dapat menjadi mitre BGS/BSG meliputi:
a. Badan Usaha Milik Negara;
b. Badan Usaha Milik Daerah;
C. Swasta kecuali perorangan; dan/atau
d. Badan Hukum lainnya.
Dalam hal mitra BGS/BSG sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) membentuk konsorsium, mitra BGS/BSG harus
membentuk badan hukum Indonesia sebagai pihak yang

bertindak untuk dan atas nama mitra BGS/BSG dalam
perjanjian BGS /BSG.

SRV W
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Paragraf Ketiga
Objek BGS/BSG

Pasal 223

Objek BGS/BSG meliputi:

a. barang milik daerah berupa tanah yang berada pada
Pengelola Barang; atau

b. barang milik daerah berupa tanah yang berada pada
Pengguna Barang.

palam hal barang milik daerah berupa tanah yang status

penggunaannya berada pada Pengguna Barang

scbagaimana dimaksud pada ayat (1} huruf b telah

direncanakan untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi

Pengpuna Barang yang bersangkutan, BGS/BSG dapat

dilalcukan setelah terlebih dahulu diserahkan kepada

Walikota.

BGS/BSG sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

dilaksanakan oleh Pengelola Barang dengan

_ mengikutsertakan Pengguna Barang sesuai tugas dan

fungsinya.
Keikutsertaan Pengguna Barang dalam pelaksanaan
BGS/BSG, sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah
mulai dari tahap persiapan pembangunan, pelaksanaan
pembangunan sampai dengan penyerahan hasil
BGS/BSG.

Paragraf Keempat
Hasil BGS/BSG
Pasal 224

Gedung, bangunan, sarana, dan fasilitasnya yvang
diadakan oleh mitra BGS/BSG merupakan hasil
BGS/BSG. .

Sarana dan fasilitas hasil BGS/BSG sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), antara lain:

a. peralatan dan mesin;

b. jalan, irigasi dan jaringan,

¢. aset tetap lainnya; dan

d. asetlainnya.

Gedung, bangunan, sarana dan fasilitas sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) menjadi barang milik daerah
sejak diserahkan kepada Pemerintah Kota sesuai
perjanjian atau pada saat berakhirmya perjanjian.

Pasal 225

Dalam pelaksanaan BGS/BSG, mitra BGS/BSG dapat
melakukan perubahan dan/atau penambahan hasil
BGS/BSG.

Perubahan dan/atau penambahan hasil BGS /BSG
sebagaimana dimaksud pada ayat (11 dapat dilakukan
sesuai dengan penyelenggaraan tugas dan fungsi
Pemerintah Kota dan/atau untuk program-program
nasional sesuai ketentuan peraturan perundang-

undangan. N
% [
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(3) Perubahan dan/atau penambahan hasil BGS/BSG
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan
cara addendum perjanjian BGS/BSG.

(4) Addendum perjanjian BGS/BSG sebagaimana dimaksud
pada ayat (3}):

a. tidak melebihi jangka waktu paling lama 30 {tiga
puluh) tahun; dan

b. menghitung kembali besaran kontribusi yang
ditetapkan berdasarkan hasil perhitungan Tim yang
dibentuk oleh Walikota.

{S) Perubahan dan/atau penambahan hasil BGS/BSG
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2)
dilakukan setelah memperoleh persetujuan Walikota.

Paragraf Kelima
Bentuk BGS/BSG

Pasal 226
BGS/BSG barang milik daerah dilaksanakan dengan bentuk:

a BGS/BSG barang milik daerah atas tanah yang berada
pada Pengelola Barang; dan

b. BGS/BSG barang milik daerah atas tanah yang berada
pada Pengguna Barang.

Paragraf Keenam
Pemilihan Dan Penetapan Mitra BGS/BSG

: Pasal 227
(1) Pemilihan mitra BGS/BSG dilakukan melalui Tender.

{2) Tender sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan
dengan mekanisme sebagaimana dimaksud dalam Pasal
94 sampai dengan 110.

Fasai 2206
Hasil pemilihan mitra BGS/BSG sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 227 ditetapkan oleh Walikota.

Paragraf Ketujuh
Jangka Waktu BGS/BSG
Pasai 229

(1) Jangka waktu BGS/BSG paling lama 30 {tiga puluh)
tahun sejak perjanjian ditandatangani.

(2) Jangka waktu BGS/BSG sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) hanya berlaku untuk 1 (satu) kali perjanjian dan
tidak dapat dilakukan perpanjangan.

Paragraf Kedelapan
Perjanjian BGS/BSG
Pasal 230
(1) Pelaksanaan BGS/BSG dituangkan dalam perjanjan.

R A
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Perjanjian BGS/BSG sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) ditandatangani antara Walikota dengan mitra
BGS/BSG.
Perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
sekurang-kurangnya memuat:
dasar perjanjian;
identitas para pihak yang terikat dalam perjanjian;
objek BGS/BSG;
hasil BGS/BSG;
peruntukan BGS/BSG;
jangka waktu BGS/BS¢5;
besaran kontribusi tahunan serta mekanisme
pembayarannya,
besaran hasil BGS/BSG yang digunakan langsung
untuk tugas dan fungsi Pengelola Barang/Pengguna
Barang;
i hak dan kewajiban para pihak yang terikat dalam
perjanjan,
ketentuan mengenai berakhirnya BGS/ BSG;

g mm0eAanos

i
k. sanksi;
1.

penyelesaian perselisihan; dan .
m. persyaratan lain yang dianggap periu.
Perjanjian BGS/BSG sebagaimana dimaksud pada ayvat
(3) dituangkan dalam bentuk Akta Notaris.
Penandatanganan perjanjian BGS/BSG  dilakukan
setelah mitra BGS/BSG menyampai bukti setor
pembayaran kontribusi tahunan pertama kepada
Pemerintah Kota.
Bukti setor pembayaran kontribusi tahunan pertama
sebagaimana dimaksud pada ayat (5) merupakan salah
satu dokumen pada lampiran yang menjadi bagian tidak
terpisahkan dari petjanjian BGS/BSG.

Paragraf Kesembilan

Kontribusi Tahunan, Hasil BGS/BSG Yang Digunakan

Langsung Untuk Tugas Dan Fungsi Pemerintah Kota,
Penghitungan Dan Pembayarannya
Pasal 231

Mitra wajib membayar kontribusi tahunan melalui
penyetoran ke Rekening Kas Umum Daerah sebagai
penerimaan daerah dan pe}aksanaan BGS/BSG.

Besaran kontribusi tahunan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dihitung oleh Tim yang dibentuk oleh
Walikota. :

Pasal 232

Besaran kontribusi tahunan merupakan hasi! perkalian
dari besaran persentase kontribusi tahunan dengan nilai
wajar barang milik daerah yang akan dilakukan

BGS/BSG. |
R
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Besaran persentase kontribusi tahunan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh. Walikota
berdasarkan perhitungan Penilai.

Nilai wajar barang milik daerah sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) ditentukan berdasarkan hasil penilaian oleh
Penilai Pemerintah atau Penilai Publik yang ditetapkan
oleh Walikota.

Dalam hal nilai barang milik daerah berbeda dengan nilai
wajar hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat
(3), BGS/BSG barang milik daerah menggunakan nilai
wajar hasil penilaian scbagaimana dimaksud pada ayat
3).

Pasal 233

Besaran kontribusi tahunan pelaksanaan BGS/BSG
dapat meningkat setiap tahun dari yang telah ditetapkan
sebcgaimana dimaksud dalam Pasal 232 ayat (2)-
Peningkatan scbagaimana dimaksud pada ayat (1}
dihitung berdasarkan kontribusi tahunan tahun pertama
dengan memperhatikan tingkat inflasi. '

Besaran kontribusi tahunan ditetapkan dalam
persctujuan pelaksanaan BGS/BSG dan dituangkan
dalam perjanjian.

Dalam hal usulan besaran kontribusi tahunan yang
diajukan oleh calon mitra BGS/BSG lebih besar dari
hasil perhitungan yang dilakukan oleh Penilai
Pemerintah, besaran kontribusi tahunan yang ditetapkan
dalam persetujuan pelaksanaan BGS/BSG dan yang
dituangkan dalam perjanjan adalah sebesar usulan
besaran kontribusi tahunan dari caion mitra BGS/BSG.

Pasal 234
Pembayaran kontribusi tahunan pertama ke Rekening
Kas Umum Daerah oleh mitra BGS/BSG harus dilakukan
paling lambat 2 {dua) hari kerja sebelum
penandatanganan perjanjian BGS/BSG.
Pembayaran kontribusi tahunan tahun berikutnya ke
Rekening Kas Umum Daerah harus dilakukan sesuai
dengan tanggal yang ditetapkan dalam perjanjian.
Pembayaran kontribusi tahunan pada akhir tahun
perjanjian dibayarkan paling lambat 6 (enam) bulan
sebelum peranjian berakhir.
Pembayaran kontribusi tahunan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1)} dan ayat (2} dibuktikan dengan bukti setor.
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Pasal 235
Dalam jangka waktu pengoperasian BGS/BSG, paling
sedikit 10% (sepuluh persen) dari hasil BGS/BSG harus
digunakan langsung oleh Pengguna Barang untuk
penyelenggaraan tugas dan fungsi pemerintahan.
Besaran hasil BGS/BSG yang digunakan langsung
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh
Walikota berdasarkan hasil perhitungan yang dilakukan
rekomendasi oleh Timn yang dibentuk oleh Walikota.
Penyerahan bagian hasil BGS/BSG yang digunakan
iangsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
dilakukan sesuai dengan waktu yang ditentukan dalam
perjanjian BGS/BSG.
Penetapan penggunaan barang milik daerah hasil
BGS/BSG yang digunakan langsung sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh Walikota.

Paragraf Kesepuluh
Berakhirnys Jangka Waktu BGS/BSG

Pasal 236

BGS/BSG berakhir dalam hal:

a. berakhirmmya jangka waktu BGS/BSG sebagaimana
tertuang dalam perjanjian BGS/BSG;

b. pengakhiran perjanjian BGS/BSG secara sepihak
oleh Walikota ;

C. berakhirnya perjanjian BGS/BSG;

d. ketentuan lain sesuai peiaturan perundang-
undangan.

Pengakhiran BGS/BSG secara sepihak oleh Walikota

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dapat

dilakukan dalam hal mitra BGS/BSG tidak memenuhi

kewajiban sebagaimana tertuang dalam perjanjian dan

ketentua.l dalam Peraturan Menteri ini, antara laii.:

a. mitra BGS/BSG terlambat membayar Kkontribusi
tahunan sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut;

b. mitra BGS/BSG tidak membayar kontribusi
tahunan sebanyak 3 {tiga) kali berturut-turut; atau

C. mitra BGS/BSG belum memulai pembangunan
dan/atau tidak menyelesaikan pembangunan sesuai
dengan perjanjian, kecuali dalam keadaan force
majeure.

Pengakhiran BGS/BSG sebagaimana dimaksud pada

ayat (2) dapat dilakukan oleh Walikota secara tertulis.

Pasat 237

Pengakhiran perjanjian BGS/BSG secara sepihak oleh
Walikota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 236 ayat
(1) huruf b, dilaksanakan dengan tahapan:
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a. Walikota menerbitkan teguran tertulis pertama
kepada mitra BGS/BSG;

b. dalam hal mitra BGS/BSG tidak melaksanakan
teguran dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari
kalender sgjak diterbitkan teguran tertulis pertama,
Walikota menerbitkan teguran tertulis kedua;

c. dalam hal mitra BGS/BSG tidak melaksanakan
teguran kedua dalam jangka waktu 30 (tiga puluh)
hari kalender sejak diterbitkan teguran tertulis
kedua, Walikota menerbitkan teguran tertulis ketiga
yang merupakan teguran terakhir; dan

d. dalam hal mitra BGS/BSG tidak melaksanakan
teguran ketiga dalam jangka waktu 30 (tiga puluh)
hari kalender sejak diterbitkan teguran tertulis
ketiga, Walikota menerbitkan surat pengakhiran
BGS/BSG.

Setelah menerima surat pengakhiran BGS/BSG

scbagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka

waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari, mitra BGS/BSG
wajib menyerahkan objek BGS/BSG kepada Walikota.

Walikota meminta aparat pengawasan intern pemerintah

untuk melakukan audit atas objek BGS/BSG yang

diserahkan oleh mitra BGS/BSG. :

Audit sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditujukan

untuk memeriksa:

a. kesesuaian jumlah dan kondisi objek BGS/BSG
antara yang akan diserahkan dengan perjanjian
BGS/BSG;

b.  kesesuaian bangunan dan tasilitas hasil BGS /BSG
antara yang akan diserahkan dengan Perjanjian
BGS/BSG; dan

C. laporan pelaksanaan BGS/BSG.

Aparat pengawasan intern permerintah melaporkan hasil

audit kepada Walikota dengan tembusan kepada mitra

BGS/BSG. :

Mitra BGS/BSG menindaklanjuti seluruh hasil audit
yang disampaikan oleh aparat pengawasan intern
pPemerintah dan melaporkannya kepada Walikota.

Serah terima objek BGS/BSG dilakukan paling lambat
pada saat berakhirmya jangka waktu BGS/BSG dan
dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima .

Mitra tetap berkewajiban menindaklanjuti hasil audit
dalam hal terdapat hasil audit yang belum selesai
ditindaklanjuti oleh mitra setelah dilakukannya serah
terima sebagaimana dimaksud pada ayat {7).

Pengakhiran sepihak BGS/BSG tidak menghilangkan
kewajiban mitra BGS/BSG untuk memenuhi
kewajibannya sebagaimana tertuang dalam perjanjian

BGS/BSG.
¥ A
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Paragraf Kesebelas

Tata Cara Pelaksanaan BGS/BSG
Atas Barang Milik Daerah Berupa Tanah Yang Berada

Pada Pengelola Barang

Pasal 238

Tahapan pelaksanaan BGS/BSG atas barang milik daerah
yang berada pada Pengelola Barang, meliputi:

aoop

L X

inisiatif atau permohonan;

penelitian administrasi;

pembentukan Tim dan Penilaian;

perhiturigan besaran penerimaan daerah berupa
kontribusi tahunan dan persentase hasil BGS/BSG yang
digunakan langsung untuk tugas dan fungsi
pemerintahan;

pemilihan mitra;

penerbitan keputusan;

penandatanganan perjanjian; dan

pelaksanaan.

Pasal 239

BGS/BSG atas barang milik daerah yang berada pada
Pengelola Barang dapat dilakukan berdasarkan:

a.
b.

(1)

(2)

(1)

inisiatif Walikota ; atau
permohonan dari pihak lain.

Pasal 240

Inisiatif Walikota atas BGS/BSG Barang milik daerah
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 239 huruf a,
dituangkan dalam hentuk rekomendasi BGS/BSG barang
milik daerah.

Inisiatif Walilzota sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dapat berasal dari rencana kebutuhan yang disampaikan
oleh Pengguna Barang.

Pasal 241

Permohonan dari pihak lain sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 239 huruf b, diusulkan kepada Walikota
yvang memuat:

a. latar belakang permochonan;

b. rencana peruntukan BGS/BSG;

c. jangka waktu BGS/BSG; dan

d. usulan besaran kontribusi tahunan.

Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
dilengkapi dengan:

a. data barang milik daerah yang diajukan untuk
dilakukan BGS/BSG;
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b. data pemohon BGS/BSG;

c. proposal rencana usaha BGS/BSG;

informasi lainnya berkaitan dengan usulan

BGS/BSG, antara lain informasi mengenai:

1. Rencana Umum Tata Ruang Wilayah dan
penataan kota; dan

2. bukti kepemilikan atau dokumen yang
dipersamakan.

Pasal 242

Besaran kontribusi tahunan, dan persentase hasil
BGS/BSG yang digunakan langsung untuk tugas dan
fungsi pemerintahan dihitung oleh Tim BGS/BSG
berdasarkan dan/atau mempertimbangkan nilai wajar
barang milik daerah dan analisis dari Penilai.
Penghitungan hasil BGS/BSG yang digunakan langsung
untuk tugas dan fungsi pemerintahan, dilakukan oleh
Tim BGS/BSG.

Apabila diperlukan, Walikota melalui Pengelola Barang
dapat menugaskan Penilai untuk melakukan perhitungan
hasil BGS/BSG yang digunakan langsung untuk tugas
dan fungsi pemerintahan.

Besman kontribusi tahunan dan hasil BGS/BSG yang
digunakan langsung untuk tugas dan fungsi
pemerintahan merupakan nilai limit terendah dalam
pelaksanaan pemilihan mitra.

Besaran kontribusi tahunan dan hasil BGS/BSG jang
digunakan langsung untuk tugas dan fungsi
pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (4)
ditetapkan Walikota.

e

Pasal 243

Mitra BGS/BSG harus melaksanakan pembangunan
gedung dan fasilitasnya sesuai dengan yang telah
ditentukan dalam perjanjian BGS/BSG.

Apabila mitra BGS/BSG telah selesai melaksanakan

pembangunan gedung dan fasilitasnya sebagaimana

dimaksud pada ayat (1), maka:

a. mitra menyerahkan hasil BGS/BSG yang digunakan
langsung untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi
pemerintahan sebagaimana ditentukan dalam
perjanjian BSG/BGS,; )

b. mitra dapat langsung mengoperasionalkan hasil
BGS yang dibangun sesuai dengan perjanjian BGS;
dan

C. mitra menyerahkan hasil BSG kepada Walikota.

Hasil BSG sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf ¢
merupakan barang milik daerah.

(T T |
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Pasal 244

Ketentuan mengenai pelaksanaan KSP barang milik daerah
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 195 sampai dengan Pasal
206 mutatis mutandis berlaku untuk pelaksanaan BGS/BSG
yang berada pada Pengelola Barang.

Paragraf Keduabelas

Tata Cara Pelaksanaan BGS/BSG Atas Barang Milik Daerah
Berupa Tanah Yang Berada Pada Pengguna Barang

Pasal 245

(1) Barang milik daerah berupa tanah yang berada pada
Pengguna Barang dapat dilakukan BGS/BSG
berdasarkarn:

a  inisiatif Pengguna Barang; atau
b. permohonan dari pihak 1ain.
(2) Inisiatif Pengguna Barang atas pelaksanaan BGS/BSG
milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf a, disampaikan dalam bentuk surat permohonan
pelaksanaan BGS/BSG yang ditujukan kepada Walikota.
(3) Permohonan dari pihak lain sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf b, disampaikan dalam bentuk surat
permohonan pelaksanaan BGS/BSG yang ditujukan
kepada Pengguna Barang.
(4) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
memuat antara lain:
a. latar belakang permohonan;
b. rencana peruntukan BGS/BSG;
c. jangka waktu BGS/BSG;
d. usulan besaran kontribusi tahunan; dan

e. usulan persentase hasi BGS/ BSG yang digunakan
langsung untuk tugas dan fungsi pemerintanan.

Pasal 246

(1) Pengguna Barang mengajukan permohonan persetujuan
BGS/BSG terhadap permohonan pihak lain sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 245 ayat (3) kepada Walikota,
yang memuat:

latar belakang permohonan;

rencana peruntukan BGS/ BSG;

jangka waktu BGS/BSG;

usulan besaran kontribusi tahunan; dan

usulan persentase hasil BGS/BSG yang digunakan
langsung untuk tugas dan fungsi pemerintahan.

(2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
disertai:

60Ty

a. data barang milik daerah yang diajukan untuk
dilakukan BGS/BSG:
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b. data pemohon BGS/BSG;
c. proposal BGS/BSG;

d. data barang milik daerah yang akan dilakukan
BGS/BSG; dan

e. Informasi lainnya Dberkaitan dengan usulan
BGS/BSG.

(3) Data barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) huruf d, menegaskan bahwa:

a. barang milik daerah yang akan dilakukan BGS/BSG
tidak sedang digunakan dalam rangka
penyelenggaraan tugas dan fungsi pokok Perangkat

_ Daerah/unit kerja; dan

b. pelaksanaan BGS/BSG barang milik daerah tidak
akan mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi
Perangkat Daerah.

(4) Informasi lainnya yang berkaitan dengan usulan
BGS/BSG sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e,
antara lain informasi mengenai:

a. Rencana Umum Tata Ruang Wilayah dan penataan
kota; dan

b. bukti kepemilikan atau dokummen yang
dipersamakan.

{5) Apabila permohonan BGS/BSG yang diajukan oleh
Pengguna Barang bukan berdasarkan permohonan dari
pemochon BGS/BSG, maka permohonan BGS/BSG
kepada Walikota tdak perlu disertai data pemohon
BGS/BSG sebagaimana dimaksnd pada ayat {2) huruf b.

(6) Berdasarkan permohonan Pengguna Barang
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (5),
Penge'ola Barang melakukan penclitian administrasi atas
barang milik daerah yang akan dilakukan BGS/BSG.

(7) Pengelola Barang menyamnpaikan hasil penelitian
sebagaimana dimaksud pada ayat (6) kepada Walikota.

Pasal 247
(1) Berdasarkan hasil penelitian administrasi sebagaimana
dimaksud, dalam Pasal 246 ayat (7), Walikota dapat
memberikan persetujuan atau penolakan terhadap
permohonan BGS/BSG.

(2) Apabila Walikota tidak menyetujui permohonan
BGS/BSG, Walikota menerbitkan surat penolakan yang
disampaikan kepada Pengguna Barang dengan disertai
alasan.

(3) Apabila Walikota menyetujui permohonan BGS/BSG,
Walikota menerbitken surat persetujuan.

(4) Surat persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
memuat persetujuan Walikota dan kewajiban Pengguna
Barang untuk menyerahkan barang milik daerah yang
akan dijadikan sebaga! objek BGS/BSG kepada Walikota.

(4 l

e
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Penyerahan objek BGS/BSG kepada Walikota
sebagaimana dimaksud pada ayat (4}, dituangkan dalam
Berita Acara Serah Terima.

Pasal 248

Penentuan rincian kebutuhan bangunan dan fasilitas
yang akan dibangun di atas objek BGS/BSG ditentukan
Walikota berdasarkan pertimbangan bersama antara
Pengelola Barang dan Pengguna Barang.

Ketentuan pada pelaksanaan KSP sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 195 sampai dengan Pasal 206
berlaku mutatis mutandis terhadap pelaksanaan
BGS/BSG barang milik daerah atas tanah yang berada
pada Pengguna Barang yang sudah diserahkan oleh
Pengguna Barang kepada Walikota.

Bagian Kesembilan
KSPI
Paragraf Kesatu
Prinsip Umum
. Pasal 249
atas barang milik daerah dilakukan dengan

pertiunbangan:

a.

(1)

(2)

dalam rangka kepentingan umum dan/atau penyediaan
infrastruktur guna mendukung tugas dan fungsi
pemerintahan;

tidak tersedia atau tidak cukup tersedia dana dalam
APBD untuk penyediaan infrastruktur; dan

termasuk dalam daftar prioritas program penyediaan
infrastruktur yang ditetapkan oleh pemerintah.

Pasal 25C

Kewsjiban Mitra KSPI selama jangka waktu KSPI adalah:

a. dilarang menjaminkan, menggadaikan, atau
memindahtangankan barang milik daerah vang
menjadi objek KSPI;

b. wajib memelihara objek KSPI dan barang hasil
KSPI, dan

c. dapat dibebankan pembagian kelebihan keuntungan
sepanjang terdapat kelebihan keuntungan yang
diperoleh dari yang ditentukan pada saat perjannan
dimulai fclawback).

Mitra KSPI harus mepnyerahkan objek KSPI dan barang

hasil KSPI kepada Pemerintah Kota pada saat

berakhirnya jangka waitu KSPI sesuai perjanjian.

Barang hasil KSPI sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

menjadi barang milik daerah sejak diserahkan kepada

Pemerintah Kota sesuai perjanjian.




-107 -

(4) Penetapan mitra KSF1 dilaksanakan sesuai ketentuan
peraturan perundang-undangan.

Pasal 251

Jenis Infrastruktur yang termasuk dalam daftar prioritas
program penyediaan infrastruktur sebagaimana dimaksud
dalam pasal 249 huruf ¢ sesuai dengan ketentuan perundang-
undangan.

Paragraf Kedua
Pihak Pelaksana KSPI Atas Barang Milik Daerah

Pasal 252
{1) Pihak yang dapat melaksanakan KSPI adalah:

a. Pengelola Barang, untuk barang milik daerah yang
berada pada Pengelola Barang; atau

b. Pengguna Barang, untuk barang milik daerah yang
berada pada Pengguna Barang.

(2) KSPI atas barang milik daerah dilakukan antara
Pemerintah Kota dan badan usaha.

(3) Badan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
adalah badan usaha yang berbentuk:

Perseroan Terbatas;

Badan Usaha Milik Negara;

Badan Usaha Milik Daerah; dan/atau
Koperasi.

a0 o

Paragraf Ketiga
PJPK KSPI Atas Barang Milik Daerah
Pasal 253

PJPK KSF! atas barang milik dacrah adalah pihak yang
ditunjuk dan/atau ditetapkan sebagai PJPK dalam
rangka pelaksanaan kerja sarna Pemerintah Kota dengan
badan usaha.
(2} Pihak yang dapat ditunjuk dan ditetapkan sebagai PJPK

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempedomani

ketentuan perturan perundang-undangan.

—
i
S

Paragraf Keempat
Objek KSPI
Pasal 254
(1} Objek KSPI meliputi:
a. barang milik daerah yang berada pada Pengelola
Barang; atau

b. barang milik daerah yang berada pada Pengguna
Barang.

(2) Objek KSPI atas barang milik daerah meliputi:
a. tanah dan/atau bangunan;
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b. sebagian tanah dan/atau bangunan yang masih
digunakan; atau

c. selain tanah dan/atau bangunan.

Paragraf Kelima
Jangka Waktu KSPI
Pasal 255

(1) Jangka waktu KSPI atas barang milik daerah paling lama
50 (lima puluh) tahun sejak perjanjian ditandatangani
dan dapat diperpanjang.

(2) Jangka waktu KSPI atas barang milik daerah
sebagaimana dimaksud pada ayat (1} ditetapkan oleh
Walikota.

(3) Jangka waktu KSPl atas barang milik daerah dan

perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
dituangkan dalam perjanjian KSPl atas barang milik
daerah.

Pasal 256

(1) Perpanjangan jangka waktu KSPI atas barang milik
daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 255 ayat ({3)
hanya dapat dilakukan apabila terjadi government force
majeure, scperti dampak kebijakan pemerintah yang
disebabkan oleh terjadinya krisis ekonomi, politik, sosial,
dan keamanan.

(2) Perpanjangan jangka waktu KSPI atas barang milik
daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan
permohonannya paling lama 6 (enam) bulan setelah
government force majeure terjadi.

Paragraf Keenam
Hasil KSPI Atas Barang Milik Daerah
Posgal 257
(1} 1lasil dari KSPI atas barang milik daerah terdiri atas:
a. barang hasil KSPI berupa infrastruktur beserta
fasilitasnya yang dibangun oleh mitra KSPi; dan
b. pembagian atas kelebihan keuntungan yang
diperoleh dari yang ditentukan pada saat perjanjian
dimulai (clawback).
(2) Pembagian atas kelebihan keuntungan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan penerimaan

Pemerintah Kota yang harus disetorkan ke rekening Kas
Umume Daerah.

Pasal 258

(1) Formulasi dan/atau besaran pembagian kelebihan
keuntungan (clawback) ditetapkan oleh Waliketa.

(2) Penetapan besaran pembagian kelebihan keuntungan
{(clawwback}j sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan dengan mempertimbangkan hasil kajian dan

Tim KSPI yang dibentuk oleh Wahkota. -
% W
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Perhitungan pembagian kelebihan keuntungan
(clawback} sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan dengan mempertimbangkan antara lain:

nilai investasi Pemerintah Kota;

nilai investasi mitra KSPI;

risiko yang ditanggung mitra KSPI; dan
karakteristik infrastruktur.

& o gop

Paragraf Ketujuh
Infrastruktur Hasil Pemanfeatan Barang Milik Daerah
Dalam Rangka Penyediaan Infrastrukur

Pasal 259

Infrastruktur yang menjadi hasil kegiatan KSFI atas

barang milik daerah berupa:

a. bangunan konstruksi infrastruktur beserta sarana
dan prasarana;

b. pengembangan infrastruktur berupa penambahan
dan/atau peningkatan terhadap kapasitas,
kuantitas dan/atau kualitas infrastruktur; dan/atau

c. hasil penyediaan infrastruktur berupa penambahan
dan/atau peningkatan terhadap kapasitas,
kuantitas dan/atau kualitas infrastruktur lainnya.

Mitra KSP! menyerahkan infrastruktur yang menjadi

hasil kegiatan KSPI atas barang milik @ daerah

scbagaimana dimaksud pada ayat (1) sesvai perjanjian
atau pada saat berakhirnya perjanjian.

Penyerahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

dilakukan oleh mitra KSPl atas barang milik daerah

kepada PJPK.

Pasal 260

PJPK menyerahkan barang milik daerah yang diterima
dari mitra KSPI atas barang milik daerah sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 259 ayat (3) kepada Walikota.

Barang hasil KSPI atas barang milik daerah berupa
infrastruktur beserta fasilitasnya menjadi barang milik
daerah sejak diserahkan kepada Pemerintah Kota.

Paragraf Kedelapan

Tata Cara Pelaksanaan KSPI Atas Barang Milik Daerah

Pada Pengelola Barang

Pasal 261

Tahapan pelaksanaan KSFI atas barang milik daerah yang
berada pada Pengelola Barang meliputi:

a.
b.

permohonan; _
penelitian administrasi;

f T AL
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pembentukan Tim dan penilaian;

perhitungan besaran penerimaan daerah dari KSPI
berupa pembagian kelebihan keuntungan (clawback);
penerbitan keputusan;

penyerahan barang milik daerah dari Walikota kepada
Penanggung Jawab proyek KSPI;

pemilihan mitra;

penandatanganan perjanjian;

pelaksanaan;

pengamanan dan pemeliharaan;

pembayaran bagian atas kelebihan keuntungan
{cdlawback), jika ada; dan

pengakhiran.

Pasal 262

KSPl atas barang milik daerah yang berada pada

Pengelola Barang dapat dilakukan  berdasarkan

permohonan dari Pengelola Barang vang disampaikan

secara tertulis kepada Walikota.

Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

sekurang-kurangnya memuat data dan informasi

mengenai:

a. identitas PJPK, termasuk dasar penetapan/
penunjukkannya;

b. latar belakang permohonan;

¢c. barang milik daerah yang diajukan untuk dilakukan
KSPI, antara lain jenis, nilai, dan kuantitas barang
milik daerah;

d. rencana peruntukan KSFI;
e. jangka waktu KSPI; dan
f. estimasi besaran pembagian kelebihan keuntungan

(clawback).

Pasal 263

Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 262

ayat (2} dilengkapi dokumen pendukung berupa:

a. proposal pra kelayakan studi (pra feasibility study)
provek KSFI;

b. surat permyataan kesediaan menjadi PJPK KSPI; dan

c. surat kelayakan penyediaan infrastruktur darn
Kementerian/Lembaga dan/atau Dinas Teknis
sesuai kententuan peraturan perundang-undangan.

Surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf b paling sedikit memuat:

a. data dan informasi mengenai PJPK KSPI;

b. dasar penunjukan/penetapan;

C. barang milik daerah yang direncanakan untuk
dijadikan sebagai objek KSPI;

d. kesediaan dan Kesanggupan untuk menjadi PJPK
KSPI; dan

e. kesediaan melaksanakan proses KSPI sesua dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

¥ A
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Pasal 264

Walikota melakukan penelitian administrasi atas

permohonan KSPI yang diajukan oleh PJPK.

Apabila berdasarkan hasil penelitian administrasi

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menunjukkan

bahwa barang rmilik daerah dapat dilakukan KSPi,

Walikota :

a. membentuk Tim KSPI; dan

b. menugaskan Penilai untuk melakukan penilaian
barang milik daerah yang akan dilakukan KSPI
guna mengetahui nilai wajar atas barang milik
daerah bersangkutan.

Pasal 265

Tim KSPl sebagaimana dimaksud dalam Pasal 264 ayat

(2) huruf a berjumlah gasal dan beranggotakan antara

lain: .

a. Pengelola Barang;

b. Perwakilan dari Perangkat Daerah terkait; dan

C. Perwakilan dari Perangkat Daerah yang membidangi
pengelolaan barang milik daerah.

Tugas Tim KSPI sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

meliputi:

a. melakukan kajian atas barang milik daerah yang
diusulkan menjadi objek KSFI,;

b. melakukan kajian atas besaran penerimaan daerah
dari KSPI, sebagaimana dirmmaksud dalam Pasal 257
ayat (1) huruf b; dan

c. melaksanakan kegiatan lain yang ditugaskan oleh
Walikota.

Segala biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas
Tim: KEP! dibebankan pada APRD.

Tim KSPI dapat meminta masukan kepada Penilai atau
pihak yang berkompeten dalam rangka pelaksanaan

tugas.

Pasal 266
Perhitungan besaran pembagian kelebihan keuntungan
(clawback) dilakukan oleh Tim KSPI sesuai ketentuan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 258.

Walikota menetapkan besaran bagian Pemerintah dalam
pembagian kelebihan keuntungan (clawback] dengan
mempertimbangkan perhitungan Tim KSPI sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dalam surat persetujuan KSPL

Besaran bagian Pemerintah Kota dalam pembagian
kelebihan keuntungan {clawback}) vyang ditetapkan
Walikota  sebagaimana dimaksud pada ayat {2)
dicantumkan dalam dokumen tender.

| [ m

|
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Pasal 267
Walikota menerbitkan Keputusan KSPI apabila
perrnchonan KSPI dianggap layak, dengan

mempertimbangkan hasil pelaksanaan tugas Tim KSPL

Keputusan KSPI sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

sekurang-kurangnya memuat:

a. data barang milik daerah yang menjadi objek KSPI;

b. peruntukan KSPI, termasuk kelompok/jenis
infrastruktur;

c. besaran pembagian kelebihan keuntungan
(clawbaciy;

d. jangka waktu KSPI atas barang milik daerah; dan

e. penunjukan PJPK KSPI atas barang milik daerah.

Salinan Keputusan KSPl sebagaimana dimaksud pada

ayat (2) disampaikan kepada Pengelola Barang.

Apabilla  permohonan KSPI dianggap tidak layak,

Walikota memberitahukan kepada pemohon disertai

alasannya. ‘

Pasal 268

Walikota menyerahkan barang milik daerah yang menjadi
objek KSPi kepada PJPK penyediaan infrastruktur
berdasarkan keputusan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 267 ayat (1).

Penyerahan objek KSPl sebagaimana dimaksud pada ayat
{1) dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima yang
ditandatangani oleh Walikota dan PJPK penyediaan
infrastruktur atas barang milik daerah.

Penyerahan objek. KSPI kepada PJPK penyediaan
inrasuuktur sebagainiaua dunaksud pada ayat (1) hanya
dalam rangka KSP] atas barang milik daerah dan bukan
sebagai pengalihan kepemilikan barang milik daerah.

Pasal 269

PJPK penyediaan infrastrukturatas barang milik daerah
menetapkan mitra KSPl berdasarkan hasil tender dari
proyek kerjasama sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan di bidang kerja sama pemerintah
dalam penyediaan infrastruktur. .
Penetapan mitra KSPI dilaporkan oleh PJPK penyediaan
infrastruktur atas barang milik daerah kepada Walikota
paling lama 1 (satu) bulan setelah tanggal ditetapkan.

Pasal 270

PJPK Penvediaan Infrastruktur menandatangani
perjanjian KSPI dengan mitra KSPI yang ditetapkan darn

hasil tender.
EYyS
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Penandatanganan perjanjian KSPI dilakukan paling lama
2 {(dua) tahun terhitung sejak tanggal berlakunya
Keputusan KSPI.

Pasal 271

Berdasarkan perjanjian KSPl sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 270 ayat (1), PJPK Penyediaan Infrastruktur
menyerahkan barang milik daerah yang menjadi objek
KSPI kepada miitra KSPI.

Penyerahan barang milik daerah yang menjadi objek KSPI
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam
Berita Acara Serah Terima yang ditandatangani oleh
PJPK Penyediaan Infrastruktur dan mitra KSPIL.
Penyerahan barang milik daerah yang menjadi objek KSPI
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dalam
rangka pemanfaatan barang milik daerah dan bukan
sebagai pengalihan kepemilikan barang milik daerah.

Pasal 272

PJPK Penyediaan Infrastruktur melaporkan pelaksanaan
penandatanganan perjanjian KSPI sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 270 ayat (1) dan penyerahan
barang milik daerah kepada mitra KSPl sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 271 ayat (1) kepada Walikota
dengan melampirkan salinan perjanjian KSPI dan salinan
Berita Acara Serah Terima .
Dalam hal jangka waktu sudah terlewati dan perjanjian
belum ditandatangani, Keputusan KSPI sebagaimarna
dimaksud dalam Pasal 270 ayat (2) dinyatakan tidak
berlaku.
Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud
pada ayat {2), sepanjang lewat waktu tidak disebabkan
oleh hal vang dilakyuksan oleh  mita K3Fi,
penandatanganan perjanjian dilakukan paling lama 3
(tga) tahun terhitung sejak berlakunya keputusan KSPI
atas barang milik daerah.

Pasal 273

Perjanjian KSPI atas barang milik daerah sekurang-
kurangnya memuat:

a. dasar perjanjian;

b. identitas para pihak;

c. barang milik daerah vyang wmenjadi objek
pemaniaatan;

peruntukan pemanfaatan:

hak dan kewajiban;

Jjangka waktu pemanfaatan;

besaran penerimzan serta mekanisme pembayaran
ketentuan mengenai berakhirnya pemanfaatan;
sanksi; dan

penyelesaian perselisihan.

TTrmpete
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Perjanjian KSP! atas barang milik daerah sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam bentuk Akta
Notaris.

Pasal 274

Mitra KSPI atas barang milik daerah wajib melakukan
pengamanan dan pemeliharaan atas:

a. barang milik daerah yang menjadi objek KSPI; dan

b. barang hasil KSPI atas barang milik daerah
berdasarkan perjanjian.

Pengamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dituyjukan untuk mencegah terjadinya penurunan fungsi
dan hilangnya barang milik daerah yang menjadi objek
dan hasil KSPI atas barang milik daerah.

Pemeliharaan sebaga.una.na dimaksud pada ayat (1)
dituyjukan untuk menjaga kondisi dan memperbaiki
barang milik daerah yang menjadi objek KSPI dan hasil
KSPI atas barang milik daerah agar selalu dalam keadaan
baik dan siap untuk digunakan secara berdaya guna dan
berhasil guna.

Perbaikan barang milik daerah sebagaimana dimaksud

_pada ayat (3) harus sudah selesai dilaksanakan paling

lambat pada saat berakhirnya jangka waktu KSPL

Seluruh biaya  pengamanan dan pemeliharaan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi beban
mitra KSPI.

Pasal 275
Mitra -KSPl dilarang mendayagunakan barang milik
daerah yang menjadi objek KSPl selain untuk
peruntukan KSPI sesuai perjanjian.
Mitra KSFI dilarang menjaminkan atau menggadaikan
barang milik daerah objek KSPI.

Pasal 276

Bagian Pemerintah Kota atas pembagian Kkelebihan
keuntungan (clawback) disetorkan oleh mitra KSPI ke
rekening Kas Umum Daerah paling lambat 31 Maret.

Bagian Pemerintah Kota atas pembagian kelebihan
keuntungan (clawback]) yang terjadi pada tahun terakhir
dalam jangka waktu perjanjian KSPI disetorkan oleh
mitra KSPI ke rekening Kas Umum Daerah paling lambat
10 (sepuluh) hari sebelum berakhirnya jangka waktu
perjanjian.

Bagian Pemerintah Kota atas pembagian kelebihan
keuntungan (clawback) sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) - disetorkan oleh mitra KSPl sepanjang terdapat
kelebihan keuntungan (clawback) yang diperoleh dari
yvang ditentukan pada saat perjanjian KSPI dimulai.

RENELS
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Pasal 277

KSPI atas barang milik daerah berakhir dalam hal:

a.
b.

(1)

(2)

(1)

(2)

e |
i~

(4)

berakhirnya jangka waktu KSPI atas barang milik daerah;
pengakhiran perjanjian KSPI atas barang milik daerah
secara sepihak oleh Walikota ; atau

ketentuan lain sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

Pasal 278

Pengakhiran secara sepihak oleh Walikota sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 277 huruf b, dapat dilakukan

dalam hal mitra KSPI atas barang milik daerah:

a. tidak membayar pembagian kelebihan keuntungan
dari KSPI atas barang milik daerah yang ditentukan
pada saat perjanjian diiaulai {clawback); atau '

b. tidak memenuhi kewajiban selain dari sebagaimana

* dimaksud pada huruf a sebagaimana tertuang
ial saniian.

Pengakhiran KSPI sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dapat dilakukan oleh Walikota berdasarkan hasil
pertimbangan Pengelola Barang dan /atau Pengguna
Barang secara tertulis. .

Pasal 279
Pengakhiran Perjanjian KSPl secara septhak oleh

- Walikota sebagaimarna dimaksud dalam Pasal 278,

diawali dengan penterbitan teguran tertulis pertama
kepada mitra KSP] oleh Walikcta.

Apabila mitra KSPI tidak melaksanakan teguran pertama
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka
waktu 30 (tiga puluh) hari sejak teguran tertulis pertama
diterbitkan, Walikota menerbitkan teguran tertulis kedua.
Apabila mima KSP! tidak melaksanakan teguran kedua
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam Jangka
waktu 30 (tiza puluh) hari sejak teguran tertulis kedua
diterbitkan, Walikota menerbitkan teguran tertulis ketiga
yang merupakan teguran terakhir.

Apabila mitra KSPI tidak melaksanakan teguran ketiga
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dalam jangka
waktu 30 (tiga puluh} hari sejak teguran tertulis ketiga
diterbitkan, Walikota menerbitkan surat pengakhiran
KSPI.

Surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat
(2) dan ayat (3) serta surat pengakhiran sebagaimana
dimaksud pada ayat (4) ditembuskan kepada PJPK.

Mitra KSPlI harus menyerahkan objek KSPI kepada
Walikota dengan tembusan PJPK berdasarkan surat
pengakhiran KSI atas barang milik daerah sebagaimana
dimaksud pada ayat (4} dalam jangka waktu paling lama
30 (tga puluh) hari setelah menerima surat pengakhiran
perjanjian KSPI.
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Pasal 280

Mitra KSPI harus melaporkan akan mengakhiri XSPI
paling lambat 2 {(dua) tahun sebelum jangka waktu KSPI
berakhir kepada PJPK.

Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dilakukan audit oleh auditor independen/aparat
pengawasan intern pemerintah atas pelaksanaan KSPI
atas barang milik daerah berdasarkan permintaan PJPK.

Auditor independen/aparat pengawasan intern
pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
menyampaikan hasil audit kepada PJPK penyediaan
infrastruktur atas barang milik daerah.

PJPK menyampaikan hasil audit sebagaimana dimaksud
pada ayat (3) kepada mitra KSPL

Mitra KSPlI menindaklanjuti hasil audit sebagaimana
dimaksud pada ayat (4) dan melaporkannya kepada
PJPK.

Pasal 281

Mitra KSPl menyerahkan barang milik daerah yang
menjadi objek KSPI pada saat berakhimya KSPI kepada
PJPK dalam keadaan baik dan layak digunakan secara
optimal sesuai fungsi dan peruntukannya.

Dalam hal terdapat infrastruktur hasil KSPI atas barang
milik daerah, mitra KSPl wajib menyerahkannya
bersamaan dengan penyerahan objek KSPl sebagaimana
dimaksud pada ayat (1).

Peunyerahan sebagaimana dirmmaksud pada ayat (1) dan
ayat (2) dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima.

Pasal 282

Dalam hal masih terdapat hasil audit vang belum selesai
ditindaklanjuti oleh mitra KSPI setelah dilakukan serah terima
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 281, Mitra KSPI tetap
berkewajiban menindaklanjutinya sampai dengan selesai.

(1)

(2)

Pasal 283
PJPK melaporkan kepada Walikota :

a. berakhimya KSPl sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 277,

b. hasil audit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 280

: ayat (3); dan

C. hasil audit yang belum diselesaikan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 282.

PJPK menyerahkan kepada Walikota :

a. objek KSPI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 281
ayat (1); dan

b. hasil KSPI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 281
ayat (2).
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Paragraf Kesembilan
Penatausahaan

Pasal 284

Pengelola Barang melakukan penatausahaan atas
pelaksanaan KSPI atas barang milik daerah yang berada
pada Pengelola Barang.
Pengguna Barang melakukan penatausahaan atas
pelaksanaan KSPI atas barang milik daerah yang berada
pada Pengguna Barang.

Pasal 285

Mitra KSPf melaporkan secara tertulis hasil penyetoran
pendapatan daerah atas KSPl kepada Walikota sesuai
perjanjian dengan dilampiri bukti penyetoran pendapatan
daerah.

Bukti penyetoran pendapatan daerah sebagaimana
dimalesud pada ayat (1) merupakan dokumen sumber
pelaksanaan penatausahaan KSPI.

Paragraf Kesepuluh
Sanksi Dan Denda

Pasal 286

Dalain hal mitra KSPI terlambat melakukan pembayaran
atau melakukan pembayarun namun tidak sesuai dengan
ketentuan atas pembagian keuntungan KSPI
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 276, mitra KSPI atas
barang milik daerah wajib membayar denda sebagaimana
diatur dalam naskah perjanjian.

Pembayaran denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan melalui penyetoran ke Rekening Kas Umum
Daerah.

Pasal 287

Dalam hal barang milik daerah yang menjadi objek KSPI
tidak dipelihara dengan baik sesuai ketentuan pada
perjanjian, mitra KSPI memperbaiki sampai pada kondisi
sesuai dengan yang diperjanjikan.

Perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1} harus
sudah selesai dilaksanakan paling lambat pada saat
berakhirnya masa KSPI atas barang milik daerah.

Pasal 288

Dalam hal barang milik daerah yang menjadi objek KSPI
hilang selama pelaksanaan masa KSPI akibat kesalahan
atau kelalaian mitra KSPI, mitra wajib mengganti objek
dan hasil KSPI dengan barang yang sama atau barang
yang sejenis dan setara.

e A
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{2) Penggantian barang milik daerah sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) harus sudah selesai dilaksanakan paling
lambat pada saat berakhirmya KSPi. :

Pasal 289

(1) Dalam hal perbaikan dan/atau penggantian barang milik
daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 287 dan
Pasal 288 tidak dapat dilakukan, mitra KSPI membayar
biaya perbaikan dan/atau penggantan tersebut secara
tunai.

(2) Penentuan besaran biaya sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) ditetapkan oleh PJPK.

Pasal 290

Pembayaran biaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 289
ayat (1) dilakukan dengan cara menyetorkan ke Rekening Kas
Umum Daerah paling lama 1 (satu) bulan terhitung sejak
adanya penetapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 289
ayat (Z].

Pasal 291

Mitra dikenakan sanksi administratif berupa surat teguran
dalam hal:

a. belum melakukan perbaikan dan/atau penggantan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 289 dan Pasal 290
pada saat berakhirnya KSP]; atau .

b. belum menyerahkan barang milik daerah yang menjadi
objek KSFl dan/atau hasil pemanfaatan pada saat
berakhirnya KSPIL.

Pasal 292
(1) Dalam hal perbaikan, penggantian, dan/atau penyerahan
" barang milik daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal
290 belum dilakukan terhitung 1 (satu) bulan sejak
diterbitkannya surat teguran secbagaimana dimaksud
dalam Pasal 291, mitra dikenakan sanksi administratif
berupa surat peringatan.

{2) Dalam hal perbaikan, penggantian, dan/atau penyerahan
barang milik daerah belum dilakukan terhitung 1 (bulan)
sejak diterbitkannya surat peringatan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), mitra dikenakan sanksi
administratif berupa denda sebagaimana diatur dalam
naskah perjanjian.

Pasal 293

Dalam hal denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 292
ayat (2) tidak dilunasi mitra KSPI, maka penyelesaiannya
dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

& 4]
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Paragraf Kesebelas -
Tata Cara Pelaksanaan KSPI Atas Barang Milik Daerah
Pada Pengguna Barang

Pasal 294

Tata cara pelaksanaan KSPI pada pengelola dari Pasal 261
sampai dengan Pasal 293 berlaku mutatis mutandis terhadap
tata cara pelaksanaan KSPI pada Pengguna Barang.

Pasal 295

Walikota melakukan penelitian administrasi terhadap barang
milik daerah yang berada pada Pengguna Barang dengan
dilampiri surat pernyataan dari Pengguna Barang bahwa
barang milik daerah yang menjadi objek KSPI tidak sedang
digunakan atau tidak mengganggu pelaksanaan tugas dan
fungsi Pengguna Barang.

BAB VIII
PENGAMANAN DAN PEMELIHARAAN

Bagian Pertama
Pengamanan

Paragraf Kesatu
Prinsip Umum

Pasal 296

(1) Pengelola Barang, Pengguna Barang dan /atau kuasa
Pengguna Barang wajib melakukan pengamanan barang
milik daerah yang berada dalam penguasaannya.

(2) Pengamanan barang milik daerah sebagaimana dimaksud
nada ayat {1}, meliputi:

a. pengamanan fisik;
b. pengamanan administrasi; dan

¢. pengamanan hukum.

Pasal 297
(1) Bukti kepemilikan barang milik daerah wajib disinupan
dengan tertib dan aman.
(2) Penyimpanan bukti kepemilikan barang milik daerah
dilakukan oleh Pengelola Barang.

Pasal 298

Walikota dapat menetapkan kebijakan asuransi atau
pertanggungan dalam rangka pengamanan barang milik
daerah tertentu dengan mempertimbangkan kemampuan
keuangan daerah.

» M



Paragraf Kedua
Tata Cara Pengamanan Tanah
Pasal 299
(1) Pengamanan fisik tanah dilakukan dengan antara lain:

a. memasang tanda letak tanah dengan membangun
pagar batas;

b. memasang tanda kepemilikan tanah; dan
c. melakukan penjagaan.

(2) Pengamanan fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilaksanakan dengan mempertimbangkan kemampuan
keuangan Pemerintah Kota dan kondisi/letak tanah yang

bersangkutan
(3) Pengamanan administrasi tanah dilakukan dengan:
a. menghimpun, - mencatat, menyimpan, dan

menatausahakan dokumen bukti kepemilikan wanah
secara tertib dan aman.
b. melakukan langkah-langkah sebagai berikut:
1. melengkapi bukti kepemilikan dan/atau
menyimpan sertifikat tanah;
2. membuat kartu identitas barang;

3. melaksanakan inventarisasi/sensus barang
milik daerah sekali dalam 5 (lima) tahun serta
melaporkan hasilnya; dan

4. mencatat dalam Daftar Barang Pengelola/
Pengguna Barang/Kuasa Pengguna.
(4) Pengamanan hukum dilakukan terhadap:
a. tanah yang belun. memiliki sertifikat; dan
b. tanah yang sudah memiliki sertifikat namun belum
atas nama Pemerintah Kota.

Pagal 300

Pembangunaun pagar batas sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 299 ayat (1) huruf a belum dapat dilakukan
dikarenakan keterbatasan anggaran, maka pemasangan tanda
letak tanah dilakukan melalui pembangunan patok penanda
batas tanah.

Pasal 301
Tanda kepemilikan tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal
299 ayat (1) huruf b, dibuat dengsn ketentuan antara lain:
berbahan material yang tidak mudah rusak;
diberi tulisan tanda kepemilikan;
gambar lambang Pemerintah Kota; dan
informasi lain vang dianggap perlu.

aoop

Pasal 302
{1) Pengamanan hukum terhadap tanah vang belum
memiliki sertifikat sebagaimana dimaksud dalam Pasal
299 ayat (4) huruf a dilakukan dengan cara: e
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a. apabila barang milik daerah telah didukung oleh
dokumen awal kepemilikan, antara lain berupa
Letter C, akta jual beli, akte hibah, atau dokumen
setara lainnya, maka Pengelola Barang/Pengguna
Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang segera

' mengajukan permohonan penerbitan sertifikat atas
nama Pemerintah Kota kepada Badan Pertanahan
Nasional/Kantor Wilayah Badan Pertanahan
Nasional setempat/Kantor Pertanahan setempat
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan; dan ,

b. apabila barang milik daerah tidak didukung dengan
dokumen kepemilikan, Pengelola Barang/Pengguna
Barang danfatau Kuasa Pengguna Barang
mengupayakan untuk memperoleh dokumen awal
kepemilikan seperti riwayat tanah.

Pengamanan hukum terhadap tanah yang sudah

bersertifikat namun belum atas nama Pemerintah Kota

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 299 ayat (4) huruf b

dilakukan dengan cama Pengelola Barang/Pengguna

Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang sepgera

mengajukan permohonan perubahan nama sertifikat hak

atas tanah kepada kantor pertanahan setempat menjadi
atas nama Pemerintah Kota.

Paragraf Ketiga
Tata Cara Pengamanan Gedung dan/atau Bangunan

Pasal 303

Per.gamanan {isik gedung dan/atau bangunar dilakukan

dengan, antara lain:

a. membangun pager pembatas gedung dan/atau
bangunan; . .

b. memasang tanda kepemilikan berupa papan nama;

c. melakukan tindakan antisipasi untuk mencegah/
menanggulangi terjadinya kebakaran;

d. gedung dan/atau bangunan yang memiliki fungsi
strategis atau yang berlokasi tertentu dengan tugas
dan fungsi melakukan pelayanan langsung kepada
masyarakat dapat memasang  Closed-Circuit
Teleuvision (CCTV);

e. menyediakan satuan pengamanan dengan jumlah
sesuai fungsi dan peruntukkan gedung dan/atau
bangunan sesuai kondisi lokasi gedung dan/atau
bangunan tersebut.

Pengamanan fisik terhadap barang milik daerah berupa

gedung dan/atau bangunan sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan skala prioritas
dan kemampuan keuangan Pemerintah Kota.

Skala prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

antara lain:

a. fungsi penggunaan bangunan;

T H A
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(1)

(2)

(1)

b. lokasi bangunan; dan
c. unsur nilai strategis bangunan.

Pengamanan administrasi gedung dan/atau bangunan
dilakukan dengan menghimpun, mencatat, menyimpan,
dan menatausahakan secara tertib dan teratur atas
dokumen sebagai berikut:

a. dokumen kepemilikan berupa Surat Izin Mendirikan
Bangunan ,;

b. keputusan penetapan status penggunaan gedung
dan/atau bangunan;

c. daftar Barang Kuasa Pengguna berupa gedung
dan/atau bangunan;

d. daftar Barang Pengguna berupa gedung dan/atau
bangunan;

e. daftar Barang Pengelola berupa gedung dan/atau
bangunan,;

f. Berita Acara Serah Terima ; dan

g. dokumen terkait lainnya yang diperlukan.

Pengamanan hukum gedung dan/atau bangunan:
a. melakukan pengurusan Izin Mendirikan Bangunan ,
bagi bangunan yang belum memiliki Izin Mendirikan
- Bangunan ; dan
b. mengusulkan penetapan status penggunaan

Paragraf Keempat
Tata Cara Pengamanan Kendaraan Dinas

Pasal 304
Kendaraan dinas terdiri dari:

a. Kendaraan perorangan dinas, yaitu kendaraan
bermotor yang digunakan bagi pemangku jabatan:
1. Walikota;
2. Wakuil Walikota.

Kendaraan dinas jabatan  vaitu kendarsan vang
disediakan dan dipergunakan pejabat untuk
kegiatan operasional perkantoran;
C. Kendaraan dinas operasional disediakan dan
dipergunakan untuk pelayanan operasional khusus,
lapangan, dan pelayanan umum.

Pengamanan fisik kendaraan dinas dilakukan terhadap:

>

a. Kendaraan Perorangan Dinas;

b. Kendaraan Dinas Jabatan; dan

C. Kendaraan Dinas Operasional.
Pasal 305

Pengamanan fisik terhadap kendaraan perorangan dinas
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 304 ayat (2) huruf a
dilakukan dengan membuat Berita Acara Serah Terima
kendaraan antara Pengguna Barang/Kuasa Pengguna
Barang vang melakukan penatausahaan kendaraan
perorangan dinas dengan Pejabat yang menggunakan
kendaraan perorangan dinas.
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Berita Acara Serah Terima sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) berisi klausa antara lain:

a. pernyataan tanggung jawab atas kendaraan dengan
keterangan, antara lain nomor polisi, merek, tahun
perakitan kendaraan, kode barang kendaraan
dinas perorangan, dan rincian perlengkapan yang
melekat pada kendaraan tersebut;

b. pemyataan tanggung jawab atas kendaraan dinas
dengan seluruh risiko yang melekat atas kendaraan
dinas tersebut;

C. pernyataan untuk mengembalikan kendaraan
setelah berakhirnya jangka waktu penggunaan atau
masa jabatan telah berakhir kepada Pengguna
Barang/ Kuasa Pengguna Barang yang melakukan
penatausahaan kendaraan perorangan dinas;

d. pengembalian kendaraan perorangan dinas
diserahkan pada saat berakhirnya masa jabatan
sesuai yang tertera dalam berita acara serah terima
kendaraan.

Pengembalian kendaraan perorangan dinas dituangkan

dalam berita acara penyerahan.

Kehilangan Kendaraan Perorangan Dinas menjadi

tanggung jawab penanggung jawab kendaraan dengan
sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 306

Pengamanan fisik terhadap kendaraan dinas jabatan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 304 ayat (2) huruf b
dilakukan dengan membuat Berita Acara Serah Terima
kendaraan antara:

a. Pengelola Barang dengan Pengguna Barang yang
menggunakan kendaraan Dinas Jabatan Pengguna
Barang;

b. Pengguna Barang dengan Kuasa Pengguna Barang
yang menggunakan kendaraan jabatan Kuasa
Pengguna Barang; dan

C. Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang dengan
pciabat yang menggunakan kendaraan dinas
jabatan.

Berita Acara Serah Terima sebagaimana dimaksud pada

ayat {1) bernisi klausa antara lain:

a. permyataan tanggung jawab atas kendaraan dengan
keterangan antara lain: nomor polisi, merek, tahun
perakitan kendaraan, kode barang, dan rincian
perlengkapan yang rmelekat pada kendaraan
tersebut;

b. pernyataan tanggung jawab atas kendaraan dinas
dengan seluruh risiko yang melekat atas kendaraan
dinas jabatan tersebut;

C. pernyataan untuk mengembalikan kendaraan
setelah berakhirnya jangka waktu penggunaan atau
masa jabatan telah berakhir; dan
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d. pengembalian kendaraan dinas jabatan diserahkan
pada saat berakhimmya masa jabatan sesuai yang
tertera dalam berita acara serah terima kendaraan.

Pengembalian kendaraan dinas jabatan dituangkan
dalam berita acara penyerahan kembali.

Kehilangan Kendaraan Dinas Jabatan menjadi tanggung
jawab penanggung jawab kendaraan dengan sanksi
sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 307

Pengamanan fisik terhadap kendaraan dinas operasional
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 304 ayat (2) huruf ¢
dilakukan dengan membuat surat pernyataan tanggung
jawab atas kendaraan dinas operasional dimaksud dan
ditandatangani oleh Pengguna Barang/Kuasa Pengguna
Barang dengan penanggung jawab kendaraan dinas
operasional.
Surat pernyataan tanggung jawab sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) memuat antara lain: |
a. nomor polisi, merek, tahun perakitan kendaraan,
kode barang, dan perlengkapan kendaraan tersebut;
b. pernyataan tanggung jawab atas kendaraan dinas
operasional dengan seluruh risiko yang melekat atas
kendaraan dinas tersebut;
¢. pernystaan untuk mengembalikan kendaraan dinas
segera setelah jangka waktu penggunaan berakhir;
d. pengembalian kendaraan dinas operasional
dituangkan dalam berita acara penyerahan kembali;

dan
e. menyimpan kendaraan dinas operasional pada
tempat yang ditentukan.

Apabila kendaraan dinas yang hilang sebagai akibat dari
kesalahan atau kelalaian atau penyimpangan dari
Ketentuan, maka Pejabat/penanggung jawab yang
menggunakan kendaraan dinas sebagal penanggung
jawab kendaraan dinas dikenakail sanksi sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 308
Pengamanan administrasi kendaraan dinas dilakukan,
dengan menghimpun, mencatat, menyimpan, dan
menatausahakan secara tertib dan teratur atas dokumen
sebagai berikut:
bukti pemilik kendaraan bermotor);
fotokopi surat tanda nomor kendaraan;
Berita Acara Serah Terima ; '
kartu pemeliharaan;
data daftar barang;dan
dokumen terkait lainnya yang diperlukan.

Pengamanan hukum Kendaraan Dinas dilakukan, antara
lain;:
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(1)
(2)

(3)

(1)

(2)

(1)

(2)

a. melakukan pengurusari semua dokumen

kepemilikan kendaraan bermotor, seperti BPKB dan
STNK, termasuk pembayaran Pajak Kendaraan
Bermotor;

b. melakukan pemprosesan Tuntutan Ganti Rugi yang
dikenakar: pada pihak-pihak yang bertanggungjawab
atas kehilangan kendaraan dinas bermotor;

Paragraf Kelima
Tata Cara Pengamanan Rumah Negara

Pasal 309

Pengelola Barang/Pengguna Barang/Kuasa Pengguna
Barang dilarang menclantarkan rumah negara.

Pengamanan fisik rumah negara dilakukan, antara lain:
a. pemasangan patok; dan/atau
b. pemasangan papan nama.

1 papan nama scbagaimana dimaksud pada
ayat (2) huruf b meliputi unsur, antara lain:
a. logo Pemerintah Kota; dan
b. nama pemerintah daerah.

Pasal 310

Setiap rumah negara diberi patok dari bahan material
yang tidak mudah rusak, dengan ukuran panjang dan
tinggi disesuaikan dengan kondisi setempat.

Setiap rumah negara dipasang papan nama kepemilikan
Pemerintah Kota.

Pasal 311
Pengamanan fisik terhadap barang milik daerah berupa
rumah negara dilakukan dengan membuat Berita Acara
Serah Terima rumahn negara.
Berita Acara Serah Terima sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dilakukan oleh:

a. Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang yang
melakukan penatausahaan rumah negara dengan
pejabat negara atau pemegang jabatan tertentu yang
menggunakan rumah negara pejabat negara atau
pemegang jabatan tertentu;

b. Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang yang
melakukan penatausahaan rumah negara dengan
Pengelola Barang yang menggunakan rumah negara
jabatan Pengelola Barang;

C. Pengeloia Barang dengan Pengguna Barang yang
menggunakan rumah negara jabatan Pengguna
Barang,;

d. Pengguna Barang dengan Kuasa Pengguna Bafang

yang menggunakan rumah negara jabatan Kuasa
Pengguna Barang; dan
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(3)

(1)

(2)

Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang dengan
penanggung jawab rumah negara yang dalam
penguasaan Pengguna Barang/Kuasa Pengelola
Barang.

Berita Acara Serah Terima sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) memuat antara lain:

a.

pernyataan tanggung jawab atas rumah negara
dengan keterangan jenis golongan, luas, kode

barang rumah negara, dan kode barang
sarana/prasarana rumah negara dalam hal rumah
negara tersebut dilengkapt dengan

sarana/prasarana di dalamnya;

pernyataan tanggung jawab atas rumah negara
dengan seluruh risiko yang melekat atas ruraah
negara tersebut;

pernyataan untuk mengembalikan rumah negara
setelah berakhirnya jangka waktu Surat Izin
Penghunian atau masa jabatan telah berakhir
kepada Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang;

Pengembalian rumah negara yang diserahkan
kembali pada saat berakhirnva masa jabatan atau
berakhimya Surat Izin Penghunian kepada
Pengelola Barang/Pengguna Barang/Kuasa
Pengguna Barang;

Pengembalian sarana/prasarana apabila rumah
negara dilengkapi sarana/prasarana sesuai Berita
Acara Serah Terima dan diserahkan kembali pada
saat berakhirnya masa jabatan atau berakhirnya
Surat Izin Penghunian kepada Pengelola
Barang/Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang;
dan

Penyerahan kembali dituangkan dalam Berita Acara
Serah Terima.

Pasal 312

Kewajiban penghuni rumah negara, antara lain:

a.

memelihara rumah negara dengan baik dan
bertanggung jawab, termasuk melakukan perbaikan
ringan atas rumah negara bersangkutan; dan

menyerahkan rumah negara dalam kondisi baik
kepada pejabat yang berwenang paling lambat dalam
jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal
diterimanya keputusan pencabutan Surat Izin
Penghunian .

Penghuni rumah negara dilarang untuk:

a.

mengubah sebagian atau seluruh bentuk rumah
tanpa izin tertulis dari pejabat yang berwenang pada
Perangkat Daerah yang bersangkutan;
menggunakan rumah negara tidak sesuar dengan
fungsi dan peruntukkannya;

ENy



(1)
(2)

(3)

(4)

(5

(1)

c. meminjamkan atau menyewakan rumah negara,
baik sebagian maupun keseluruhannya, kepada
pihak lain;

d. menyerahkan rumah negara, baik sebagian maupun
keseluruhannya, kepada pihak lain;

e. menjaminkan rumah negara atau menjadikan
rumah negara sebagai agunan atau bagian dari
pertanggungan utang dalam bentuk apapun; dan

f. menghuni rumah negara dalam satu daerah yang
sama bagi masing-masing suami/istri yang
berstatus Pegawai Negern Sipil.

Pasal 313

Penetapan Status Penggunaan barang milik daerah
berupa rumah negara ditetapkan oleh Walikota.

-Hak penghunian rumah negara berlaku sebagaimana

ditetapkan dalam Surat Izin Penghunian , kecuali
ditentukan lain dalam keputusan pencabutan Surat lzin
Penghunian .

Surat Izin Penghunian untuk rumah negara golongan 1
ditetapkan oleh Pengelola Barang.

Surat Izin Penghunian untuk rumah negara golongan I
dan golongan Il ditetapkan oleh Pengguna Barang.

‘Surat Izin Penghunian sebagaimana dimaksud pada

ayat (3) dan ayat (4) sekurang-kurangnya harus
mencantumkan:

a. Nama pegawai/nama pejabat, Nomor Induk Pegawai

(NIP}, dan jabatan calon penghuni rumal. negara;

b. masa berlaku penghunian;

c. pernyataan bahwa penghuni bersedia memenuhi
kewajiban yang melekat pada rumah negara.

d. menerbitkan pencabutan Surat Izin Penghumnian
terhadap penginuni, yang dudkunaii.

1. paling lambat 1 (satu) bulan terhitung sejak
saat meninggal dunia, bagi penghuni yang
meninggal dunia;

2. paling lambat 1 (satu) bulan terhitung sejak
keputusan pemberhentian, bagi penghuni yang
berhenti atas keémauan sendiri atau yang
dikenakan hukuman disiplin pemberhentian;

3. paling lambat 2 (dua) minggu terhitung sejak
saat terbukti adanya pelanggaran, bagi
penghuni yang melanggar larangan penghunian
rumah negara yang dihuninya; dan

4. paling lambat 6 (enam) bulan sebelum tanggal
pensiun, bagi penghuni yang memasuki usia
pensiun.

Pasal 314

Penghuni rumah negara golongan | yang tidak lagi
menduduki jabatan harus menyerahkan rumah negara.
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(1)

(2)
(3}

(1)

(2)

Penghuni rumah negara golongan Il dan golongan IiI
tidak lagi menghuni atau menempati rumah negara
karena:

a. dipindahtugaskan;

b. izin penghuniannya berdasarkan Surat Izin
Penghunian telah berakhir;

C. berhenti atas kemauan sendiri;
d. berhenti karena pensiun; atau

e. diberhentikan dengan hormat atau tidak dengan
hormat.

Pasal 315

Suami/istri/anak/ahli waris lainnya dari penghuni
rumah negara Golongan I dan rumah negara golongan 11
yang meninggal dunia waiib menyerahkan rumah negara
yang dihuni paling lambat 2 (dua) bulan terhitung sejak
saat diterimanya keputusan pencabutan Surat Izin
Penghunian .

Pencabutan Surat Izin Penghunian rumah negara
Golongan 1 dilakukan oleh Pengelola Barang.

Pencabutan SIP rumah negara golongan Il dan Colongan
I dilakukan oleh Pengguna Barang yang
menatausahakan rumah negara bersangkutan atas
persetujuan Pengelola Barang.

Pasal 316

Apabila terjadi sengketa terhadap penghunian rumah
negara golongan I, rumah negara golongan Il dan rumah
negara golongan 1II, maka Pengelola Barang/Pengguna
Barang yang bersangkutan melakukan pcnyelesaian dan
melaporkan hasil penyelesaian kepada Walikota.

Dalam pelaksanaan penyelesajan sengketa sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), yang bersangkutan dapat
meminta  bantuan Perangkat Daerah/unit kena
Perangkat Daerah terkait.

Pasal 317

Pengamanan administrasi barang milik daerah berupa rumah
negara dilakukan dengan menghimpun, mencatat,
menyimpan, dan menatausahakan secara tertib dan teratur
atas dekumen, antara lain:

a.
b.
C.

SD

sertifikat atau surat keterangan hak atas tanah;
Surat Izin Penghunian ;

keputusan Walikota mengenai penetapan rumah negara
golongan [, golongan Il atau golongan IlI;

gambar/legger bangunan;
data daftar barang; dan

keputusan pencabutan Surat [zin Penghunian .




(1)

(2)

(3}
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Paragraf Keenam
Tata Cara Pengamanan Barang Milik Daerah
Berupa Barang Persediaan

Pasal 318

Pengamanan fisik barang persediaan dilakukan, antara
lain:

a. menempatkan barang sesuai dengan frekuensi
pengeluaran jenis barang;

b. menyediakan tabung pemadam kebakaran di dalam
gudang/tempat penyimpanan, jika diperlukan;

C¢. menyediakan tempat penyimpanan barang;

d. melindungi gudang/tempat penyimpanan;

¢. menambah prasarana penanganan barang di
gudang, jika diperlukan;

f. menghitung fisik persediaan secara periodik; dan

g- melakukan pengamanan persediaan.

Pengamanan administrasi barang persediaan dilakukan,

antara lain:

a. buku persediaan;

b. kartu barang;

C. Berita Acara Serah Terima ;

d. berita acara pemeriksaan fisik barang;

e. Surat Perintah Penyaluran Barang (SPPB);

f. laporan persediaan Pengguna Barang/Kuass
Pengguna Barang semesteran/tahunan;

g. dokumen pendukung terkait lainnya yang
diperiukan.

Pengamanan hukum barang persediaan dilakukan,
dengan melakukan pemprosesan tunrtutan gand rugi
yvang dikenakan pada pihak-pihak yang
bertanggungjawab atas kehilangan burang persediaan
akibat kelalaian, sesuai ketentuan peraturan perundang-
undangan.

Paragraf Ketujuh

Tata Cara Pengamanan Barang Milik Daerah Selain Tanah,

(1)

Gedung Dan/Atau Bangunan, Rumah Negara,
Dan Barang Persediaan Yang Mempunyai
Dokumen Berita Acara Serah Terima
Pasal 319

Pengamanan fisik barang milik daerah berupa selain
tanah, gedung dan/ataun bangunan, rumah negara, dan
barang persediaan yang mempunyai dokumen berita
acara scrah terima dilakukan dengan menyimpan barang
di tempat yang sudah ditentukan di lingkungan kantor.
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(3)

(1)

(2)

(1)
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Pengamanan administrasi barang milik daerah berupa
selain tanah, gedung dan/atau bangunan, rumah negara,
dan barang persediaan yang mempunyal dokumen
Berita Acara Serah Terima dilakukan, antara lain:

a. faktur pembelian;

b. dokumen Berita Acara Serah terima ;

c. dokumen pendukung terkait lainnya  yang
dipertukan.

Pengamanan hukum barang milik daerah berupa selain
tanah, gedung dan/atau bangunan, rumah negara, dan
barang persediaan yang mempunyai dckumen Berita
Acara Serah Terima dilakukan dengan melakukan
pemprosesan Tuntutan Ganti Rugi yang dikenakan pada
pihak-pihak yang bertanggungjawab atas kehilangan
barang sesuai ketentuan peraturan  perundang-
undangan.

‘ Paragraf Kedelapan
Tata Cara Pengamanan Barang Milik Daerah
Berupa Barang Tak Berwujud

Pasal 320

Pengamanan fisik barang milik daerah berupa barang tak

berwujud dilakukan dengan:

a. wmembatasi pemberian kode akses hanya kepada
pihak-pihak tertentu yang berwenang terhadap
pengoperasian suatu aplikasi;

b. melakukan penambahan security system terhadap
aplikasi yang dianggap strategis oleh Pemerintah
Kota.

Pengamanan adminstrasi barang milik daerah berupa

barang tak berwujud sebagaimana dimaksud pada ayat

(1, melalui:

a. menghimpun, mencatat, menyimpan, dan
menatausahakan secara tertib dan teratur atas
dokumer. sebagai berikut:

1. Berita Acara Serah Terima ;

2. lisensi; dan

3. dokumen pendukung terkait lainnya vang
diperiukan.

b. mengajukan hak cipta dan lisensi kepada instansi
atau pihak yang memiliki kewenangan.

Bagian Kedua
Pemeliharaan
Paragraf Kesatu
Prinsip Umum
Pasal 321

Barang yang dipelihara adalah barang milik daerah
dan/atau barang milik daerah dalam penguasaan
Pengelola Barang/Pengguna Barang/Kuasa Pengguna

Barang. L_—r J
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(1)

(2)
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(2)

(3)

(4)

(5)
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Pengelola Barang, Pengguna Barang dan kuasa Pengguna
Barang bertanggungjawab atas pemeliharaan barang
milik daerah yang berada dalam penguasaannya.

Tujuan dilakukan pemeliharaan atas barang milik daerah
sebagaimana dimakud pada ayat (2) adalah untuk
menjaga kondisi dan memperbaild semua barang milik
daerah agar selalu dalam keadaan baik dan layak serta
siap digunakan secara berdaya guna dan berhasil guna.
Dalam rangka tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat
(3), Pemerintah Kota harus memprioritaskan anggaran
belanja pemeliharaan dalam jumlah yang cukup,

Biaya pemeliharaan barang milik daerah sebagaimana
dimaksud pada ayat (4) dibebankan pada APBD.

Dalam hal barang milik daerah dilakukan pemanfaatan
dengan pihak lain, biaya pemeliharaan menjadi tanggung
jawab sepenuhnya dari mitra pemanfaatan barang milik
daerah.

Paragraf Kedua
Tata Cara Pemeliharaan Barang Milik Daerah
Pasal 322

Pemeliharaan sebagaimmana dimaksud dalam Pasal 321
berpedoman pada daftar kebutuhan pemeliharaan barang
mélik daerah.
Daftar kebutuhan pemeliharaan barang milik daerah

i dimalksud pada ayat (1) merupakan bagian
dari daftar kebutuhan barang milik daerah.

Fasal 323
Kuasa Pengguna Barang wajib membuat Daftar Hasil
‘Pemeliharaan Barang yvang berada dalam

kewenangannya.

Kuasa Pengguna Barang melaporkan hasil pemeliharaan
barang sebagaimana dimaksud pada ayat {1) secara
tertulis Lepada Pengguna Barang wuntuk dilakukan
penelitian secara berkala setiap enam bulan/per
semester.

Pengguna Barang atau pejabat yang ditunjuk meneliti
iaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan
menyusun daftar hasil pemeliharaan barang yang
dilakukan dalam 1 {satu) Tahun Anggaran.

Daftar Hasil Pemeliharaan Barang yang disusun

pengguna barang atau pejabat yang ditunjuk
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan bahan
untuk melakukan evaluasi mengenai efisiensi

pemeliharaan barang milik daerah.

Penelitian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2}

dilakukan terhadap:

a. anggaran belanja dan realisasi belanja
pemeliharaan; dan

b. target kinerja dan realisasi target kinerja

pemeliharaan.
b 1M
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(2)
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Pengguna Barang ‘melaporkan /menyampaikan Daftar
Hasil Pemeliharaan Barang tersebut kepada Pengelola
Barang secara berkala.

Pasal 324
Dalam rangka tertib pemeliharaan setiap jenis barang
milik daerah dilakukan pencatatan kartu
pemeliharaan/perawatan yang dilakukan oleh pengurus
barang/pengurus barang pembantu.
Kartu pemeliharaan/perawatan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) memuat:
nama barang;
spesifikasinya,
tanggal pemeliharaan;
jenis pekerjaan atau pemeliharaan;
barang atau bahan yang dipergunakan;
biaya pemeliharaan;
pihak yang melaksanakan pemeliharaan; dan
hal lain yang diperlukan.

SR me RO TP

BAB IX
PENILAIAN

Pasal 325
Penilaian barang milik daerah dilakukan daiam rangka

penyusunan neraca Pemerintah Kota, pemanfaatan, atau

pemindahtanganan.

Penijlaian barang milik daerah sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dikecualikan untuk:

a. pemanfaatan dalam bentuk pinjam pakai; dan

b. pemindahtanganan dalam bentuk hibah.

Penetapan nilai barang milik daerah dalam rangka
penyusunan neraca Pemerintah Kota dilakukan dengan
berpedoman pada Standar Akuntansi Pemerintahan
(2AP).
Biaya yang diperlukan dalam rangka penilaian barang
milik daerah dibebankan pada APBD.

Pasal 326
Penilaian barang milik daerah berupa tanah dan/atau
bangunan dalam rangka pemanfaatan atau

pemindahtanganan dilakukan oleh:

a. Penilai Pemerintah; atau

b. Penilai Publik yang ditetapkan oleh Walikota.

Penilai Publik, sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf b adalah Penilai selain Penilai Pemerintah yang
mempunyai izin praktik Penilaian dan menjadi anggota
asosiasi Penilai yang diakui oleh pemerintah.

Penilaian barang milik daerah sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dilaksanakan untuk mendapatkan nilai
wajar sesuali dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan.
RN



(4) Nilai wajar sebagaimana dimaksud pada ayat {3) yang
diperoleh dari hasil penilaian menjadi tanggung jawab
Pentilai.

Pasal 327

(1) Penilaian barang milik daerah selain tanah dan/atau
bangunan dalam rangka pemanfaatan atau
pemindahtanganan dilakukun oleh Tim yang ditetapkan
oleh Walikota, dan dapat melibatkan Penilai yang
ditetapkan Walikota.

(2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah panitia
penaksir harga yang unsurnya terdiri dari Perangkat
Daerah /Unit Kerja terkait.

(3) Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah
Penilai Pemerintah atau Penilai Publik.

(4) Penilaian barang milik daerah sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dilaksanakan untuk mendapatkan nilai
wajar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangarn.

{5)  Apabila penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (4)
dilakukan oleh Pengguna Barang tanpa melibatkan
Penilai, maka hasil penilaian barang milik daerah hanya
merupakan nilai taksiran.

(6) Hasil penilaian barang milik daerah sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Walikota.

Pasal 328

(1) Dalam kondisi tertentu, Walikota dapat melakukan
penilaian kembali dalam rangka koreksi atas nilai barang
milik daerah yang telah ditetapkan dalam neraca
Pemerintah Kota.

(2) Penilaian kembali, sebagaimana dimaksud pada ayat (1}
adalah proses revaluasi dalam rangka pelaporan
keuangan sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP)
yang metode penilaiannya dilaksanakan sesuai standar
penilaian.

(3) Keputusan mengenai penilaian kembali atas nilai barang
milik daerah dilaksanakan berdasarkan kebijakan vang
ditetapkan oleh Walikota dengan berpedoman pada
ketentuan pemerintah yang berlaku secara nasional.

(4) Ketentuan pemerintah yang berlaku secara nasional,
sebagaimana dimaksud pada ayat (3} adalah kebijakan
vang ditetapkan oleh pemerintah untuk seluruh entitas
Pemerintah Kota.
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BAB X
PEMINDAHTANGANAN

Bagian Kesatu

Prinsip Umum

Pasal 329
Barang milik daerah yang tidak diperlukan bagi
penyelenggaraan tugas pemerintahan daerah dapat
dipindahtangankan. :
Bentuk pemindahtanganan barang milik daerah meliputi:
a. penjualan;
b. tukar menukar;
d. Thibah; atau
e. penyertaan modal Pemerintah Kota.

Pasal 330
Dalam rangka pemindahtanganan barang milik daerah
Dikecualikan dari kctentuan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), untuk pemindahtanganan dalam bentuk
hibah.

Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilaksanakan untuk mendapatkan nilai wajar.

Bagian Kedua
Persetujuan Pemindahtanganan

Pasal 331

Pemindahtanganan barang milik daerah yang dilakukan
setelah mendapat persetujuan DPRD untuk:
a. tanah dan/atau bangunan; atau

1». selain tanah dan/aiau Gangunan yang Loinilai ebin
dari Rp5.000.000.000,- (lima miliar rupiah).

Pemindahtanganan barang milik daerah berupa tanah

dan/atau bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) huruf a tidak memerlukan persetujuan DPRD,

apabila:

a. sudah tidak sesuai dengan tata ruang wilayah atau
penataan kota;

b. harus dihapuskan karena  anggaran untuk
bangunan penggant sudah disediakan dalam
dokumen penganggaran;

c. diperuntukkan bagi pegawai negeri sipil Pemerintah
Kota yang bersangkutan; '

diperuntukkan bagi kepentingan umum; atau
dikuasai Pemerintah Kota berdasarkan keputusan
pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum
tetap dan/atau berdasarkan ketentuan perundang-
undangan, yang jika status kepemilikannya
dipertahankan tidak layak secara ekornomis.
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Pasal 332

(1) Tanah dan/atau bangunan yang sudah tidak sesuai
dengan tata ruang wilayah atau penataan kota
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 331 ayat (2) huruf a,
dimaksudkan bahwa lokasi tanah dan/atau bangunan
dimaksud terjadi perubahan peruntukan dan/atau fungsi
lkawasan wilayah.

(2) Tanah dan/atau bangunan yang tidak sesuai dengan
penataan kota sebagaimana dimaksud pada ayat {1).
perlu dilakukan penyesuaian yang berakibat pada
perubahan luas tanah dan/atau bangunan tersebut.

Pasal 333

Bangunan yang harus dihapuskan karena anggaran untuk
bangunan pengganti sudah disediakan dalam dokumen
penganggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 331 ayat
(2) huruf b, dimaksudkan bahwa yang dihapuskan adalah
bangunan yang berdiri di atas tanah tersebut dirobohkan
untuk selanjutnya didirikan bangunan baru di atas tanah
vang sama (rekonstruksi) sesuai dengdan alokasi anggaran
yvang telah disediakan dalam dokumen penganggaran.

Pasal 334

Tanah dan/atau bangunan diperuntukkan bagi pegawai

negeri sipil Pemerintah Kota yang bersangkutan sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 331 ayat (2) huruf ¢, adalah:

a. tanah dan/atau bangunan yang merupakan kategori
rumah negarafdaerah golongan I1I;

b. tanah yang merupakan tanah kavling yang menurut
percncanaan awalnya untuk pembangunan perumahan
pegawai negeri sipil Pemerintah Kota yang bersangkutan.

Pasal 335

(1) Tanah dan/atau opangunan yang diperuntukkan bagi
kepentingan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal
331 ayat {2} huruf d, adalah tanah dan/atau bangunan
yang digunakan untuk kegiatan yang menyangkut
kepentingan bangsa dan negara, masyarakat luas, rakyat
banyak/bersama, dan/atau kepentingan pembangunan,
termasuk diantaranya kegiatan Pemerintah Kota dalam
lingkup hubungan persahabatan antara negara/daerah
dengan negara lain atau masyarakat/lembaga
intermasional.

{2) Kategori bidang kegiatan sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) antara lain sebagai berikut:

a. jalan umum termasuk akses jalan sesual peraturan
perundangan, jalan tol, dan rel kereta api;

b. saluran air minum/air bersih dan/atau saluran
pembuangan air;

C. waduk, bendungan dan bangunan pengairan
lainnya, termasuk saluran ingasi,

[ S S
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d. rumah sakit umum dan pusat kesehatan

masyarakat;

e. pelabuhan, bandar udara, stasiun kereta api, atau
terminal;

f. tempat ibadah;

g  sekolah atau lembaga pendidikan non komersial

h. pasar umui;

i. fasilitas pemakaman umum;

j. fasilitas keselamatan umum, antara lain tanggul
penanggulangan bahaya banjir, lahar dan lain-lain
bencana;

k. sarana dan prasarana pos dan telekomunikasi;

1. sarana dan prasarana olahraga untuk umum,

m. stasiun penyiaran radio dan televisi beserta sarana
pendukungnya untuk lembaga penyiaran publik;

n. kantor pemerintah, Pemerintah Kota, perwakilan

negara asing, Perserikatan Bangsa-Bangsa, dan

lembaga intermasional di bawah naungan

Perserikatan Bangsa-Bangsa;

fasilitas Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian

Negara Republik Indonesia sesuai dengan tugas dan

fungsinya; -

rumah susun sederhana;

tempat pembuangan sampah untuk umum,;

cagar alam dan cagar budaya;

promosi budaya nasional,;

pertamanan untuk umum;

panti sosial;

lembaga pemasyarakatan; dan

pembangkit, turbin, transmisi, dan distribusi tenaga

listrik termasuk instalasi pendukungnya yang

merupakan satu kesatuan yang tidak dapat

terpisahkan.

°
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Pasal 336
Pemindahtanganan barang milik daerah berupa tanah
dan/atau bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 331
ayat (2) dilakukan oleh Pengelola Barang setelah mendapat
persetujuan Walikota.

Pasal 337
(1) Pemindahtanganan barang milik daerah selain tanah
dan/atau bangunan yang bernilai sampai dengan
Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dilakukan oleh
Pengelola Barang setelah mendapat persetujuan

Walikota.
(2) Pemindahtanganan barang milik daerah selain tanah
dan/atau bangunan yang bernilai lebih  dari

Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dilakukan oleh
Pengelola Barang setelah mendapat persetujuan DPRD.

ENL
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Nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2)
merupakan nilai wajar untuk pemindahtanganan dalam
bentuk penjualan, tukar menukar dan penyertaan modal.
Nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2)
merupakan nilai perolehan untuk pemindahtanganan
dalam bentuk hibah.

Usul untuk memperoleh persetujuan DPRD sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) diajukan oleh Walikota.

Usulan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1}
dan ayat (2) dilakukan per tiap usulan.

Bagian Ketiga
Penjualan

Paragraf Kesatu
Prinsip Umum
Pasal 338
Penjualan barang milik daerah dilaksanakan dengan
pertimbangan:
a. untuk optimalisasi barang milik daerah yang
beriebih atau tidak digunakan/ dimanfaatkan;
b. secara ekonomis lebih menguntungkan bagi daerah
apabila dijual; dan/fatau
c. sebagai pelaksanaan ketentuan peraturan
perundang-undangan.
Barang milik daerah yang tidak digunakan /dimanfaatkan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah
barang milik daerah yang tidak digunakan untuk
kepentingan penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat
Daerah atau tidak dimanfaatkan oleh pihak lain.

T 1 230
2 RADGL s

Penjualan barang milik daerah dilakukan secara lelang,

kecuali dalam hal tertentu.

Lelang, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah

penjualan barang milik daerah vang terbuka untuk

umum dengan penawaran harga secara tertulis dan/atau

lisan yang semakin meningkat atau menurun untuk

mencapai harga tertinggi.

Lelang sebagaimana dirnaksud pada ayat (2)

dilaksanakan setelah dilakukan pengumuman lelang dan

di hadapan pejabat lelang.

Pengecualian dalam hal tertentu sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) meliputi:

a. Barang mulik daerah yang bersifat khusus sesual
dengan peraturan perundang-undangan.

b. Barang milik daerah lainnya yang ditetapkan lebih
lanjut oleh Walikota.
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Barang milik daerah yang bersifat khusus, sebagaimana
dimaksud pada ayat (4} huruf a adalah barang-barang
yang diatur secara khusus sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan, antara lain yaitu:

a. Rumah negara golongan liI yang dijual kepada
penghuninya yang sah.

b. Kendaraan perorangan dinas yang dijual kepada:

1. Walikota ;

2. Wakil Walikota ;

3. mantan Walikota ; dan
4. mantan Wakil Walikota.

Barang milik daerah lainnya, sebagaimana dimaksud

pada ayat {(4) huruf b antara lain yaitu :

a. tanah dan/atau bangunan yang akan digunakan
untuk kepentingan umum,

b. tanah kavling yang menurut perencanaan awal
pengadaannya digunakan untuk pembangunan
perumahan pegawai negeri sipil Pemerintah Kota
yang bersangkutan, scbagaimana tercantum dalam
Dokumen Pelaksanaan Anggaran {DPA);

c. selain tanah dan/atau bangunan sebagai akibat darni
keadaan kahar (force majeure);

d. bangunan yang berdiri di atas tanah pihak lain yang
dijual kepada pihak lain pemilik tanah tersebut;

e. hasil bongkaran bangunan atau bangunan' yang
akan dibangun kembali; atau

f. selain tanah dan/atzu bangunan - yang tidak
memiliki bukti kepemilikan dengan nilai wajar paling
tinggi Rp1.000.000 (sztu juta rupiah) per unit.

Fasal 340

Dalam rangka penjualan barang milik aaerah dilakukan
penilaian untuk mendapatkan nilai wajar.

Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) adalah bagi penjualan barang milik daerah
berupa tanah yang diperlukan untuk pembangunan
rumah susun sederhana, yang nilai juainya ditetapkan
oleh Walikota berdasarkan perhitungan yang ditetapkan
sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 326 dan Pasal 327.

Penentuan nilai dalam rangka penjualan barang milik
daerah secara lelang sebagaimana dimaksud dalam Pasal

339 ayat (1) dilakukan dengan memperhitungkan faktor
penyesuaian.

Nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan

limit/batasan terendah yang disampaikan kepada
Walikota, sebagai dasar penetapan nilai limit.
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Nilai limit/batasan terendah sebagaimana dimaksud
pada ayat (S5) adalah harga minimal barang yang akan
dilelang.

Nilai lirnit scbagaimana dimaksud pada ayat (6}
ditetapkan oleh Walikota selaku penjual.

Pasal 341

Barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan
yang tidak laku dijual pada lelang pertama, dilakukan
lelang ulang sebanyak 1(satu) kali.

Pada pelaksanaan lelang ulang sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dapat dilakukan penilaian ulang.

Pengelola Barang dapat melakukan kegia
sebagaimana dimaiksud pada ayat (3) atas barang milik
daerah setelah mendapat persetujuan Walikota.

Pelaksanaan lelang ulang sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dapat dilakukan penilaian ulang.
Daiam hal setelah Pelaksanaan lelang ulang sebagaimana
i ud pada ayat (1) tidak laiu dijuai, Pengelola
menindaldanjut dengan penjualan tanpa lelang,
tukar menukar, hibah, atau Penyertaan modal.
Pengelola Barang dapat melakukan kegiatan
sebageimana dimaksud pada ayat {3) atas barang miiik
daerah selain tanah dan/atau bangunan setelah
mendapat persetujuan Walikota untuk masing-masing
kegiatan bersan_gkutan.
Dalam hal Penjualan tanpa lelang, tukar menukar, hibah,
atau penyertaan modal, sebagaimana dimaksud pada
ayat (3) tidak dapat dilaksanakan, maka dapat dilakukan
pemusnahan.

Pasal 343

Hasil penjualan barang milik daerah wajib disetorkan
seluruhnya ke rekening Kas Umum Daerah.

Dalam hal barang milik daerah berada pada Badan
Layanan Umum Daerah maka:

a. Pendapatan daerah dari penjualan barang milik
daerah dalam rarigka penyvelenggaraan pelayanan
umum  sesuai dengan tugas dan fungsi Badan
Layanan Umum Dsgerah merupakan penerimaan
daerah yang disetorkan seluruhnya ke rekening kas

Badan Layanan Umum Daerah.
& T AN,
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b. Pendapatan daerah dari penjualan barang milik
daerah dalam rangka selain penyelenggaraan tugas
dan fungsi Badan Layanan Umum Daerah
merupakan peneri daerah yang disetorkan
seluruhnya ke rekening Kas Umum Daerah.

Paragraf Kedua
Objek Penjualan

Pasal 344

Objek penjualan adalah barang milik daerah yang berada
pada Pengelola Barang /Pengguna Barang, meliput:

a. tanah dan/atau bangunan;
b. selain tanah dan/atau banguan.

Penjualan barang milik daerah berupa tanah dan/atau
bangunan setagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a
dilakukan dengan persyaratan sebagai berikut:

a. memenuhi persyaratan teknis:

b. memenuhi persyaratan ekonomis, yakni secara
ekonomis lebih menguntungkan bagi daerah apabila
barang milik daerah dijual, karena biaya operasional
dan pemeliharaan barang lebih besar dari pada
manfaat yang diperoleh; dan

c. memenuhi persyaratan yuridis, yakni barang milik

- daerah tidak terdapat permasalahan hukum.

Syarat teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf

a antara lain:

a. lokasi tanah dan/atau bangunan sudah tidak
sesuai dengan tata ruang wilayah;

b. lokasi dan/atau luas tanah dan /atau bangunan

tidak dapat digunakan dalam rangka pelaksanaan

tugas dan fungsi penyelenggaraan tugas
pemerintahan daerah;

tanah kavling yang menurut awal perencanaan

pengadaannya diperuntukkan bagi pembangunan

perumahan pegawali negeri Pemerintah Kota yang
bersangkutan;

d. bangunan berdiri di atas tanah milik pihak lain;
atau

e. barang milik daerah yang menganggur (idle) tidak
dapat dilakukan penetapan status penggunaan atau
pemanfaatan.

Penjualan barang milik daerah selain tanah dan/atau

bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b

dilakukan dengan persyaratan sebagai berikut:

a. memenuhi persyaratan teknis:

b. memenuhi persvaratan ekonomis, vakni secara
ekonomis lebih menguntungkan bagi Pemerintah
Kota apabila barang milik daerah dijual, karena
biava operasional dan pemeliharaan barang lebih
besar daripada manfaat yang diperoleh; dan
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c. memenuhi persyaratan yuridis, yakni barang milik
daerah tidak terdapat permasalahan hukum.
(5) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (4)
huruf a antara lain:

a. barang milik daerah secara fisik tidak dapat
digunakan karena rusak, dan tidak ekonomis

apabila diperbailki;

b. barang milik daerah secara teknis tidak dapat
digunakan lagi akibat modernisasi;

c. barang milik daemah tidak dapat digunakan dan
dimanfaatkan karena mengalami perubahan dalam
spesifikasi akibat penggunaan, seperti terkikis,
hangus, dan lain-lain sejenisnya; atau

d. barang milik daerah tidak dapat digunakan dan
dimanfaatkan karena mengalami pengurangan
dalam timbangan/ukuran disebabkan penggunaan
atau susut dalam perniyimpanan atau pengangkutan.

Pasal! 345
Penjualan barang milik daerah berupa tanah kavling yang
menurut awal perencanaan pengadaannya diperuntukkan
bagi pembangunan perumahan pegawai negeri Pemerintah
Kota yang bersangkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal
339 ayat {6) huruf b dilakukan dengan persyaratan:

a. pengajuan permwhonan penjualan disertai dengan bukti
perencanaan awal yang menyatakan bahwa tanah
wersebut axan digunakan untuk peinbangunan
perumahan pegawai negeri Pemerintah Kota yang
bersangkutan; dan

b. penjualan dilaksanakan langsung kepada masing-masing
pegawai negeri sipil Pemerintah Kota yang bersangkutan
yang ditetapkan oleh Wezlikota.

Pasal 346

(1} Penjualan barang milik daerah berupa kendaraan
bermotor dinas operasional dapat dilaksanakan apabila
telah memenuhi persyaratan, yakni berusia paling
singkat 7 (tujuh) tahun.

{2) Usia 7 (tujuh) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) adalah:

a. terhitung mulai tanggal, bulan, dan tahun
perolehannya sesuai dokumen kepemilikan, untuk
pervlehan dalam kondisi taru; atau

b. terhitung mulai tanggal, bulan, dan tahun
pembuatannya sesuai dokumen kepemilikan, untuk
perolehan tidak dalam kondisi baru.
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(3)

(4

Dalamm hal barang milik daerah berupa kendaraan
bermotor rusak berat dengan sisa kondisi fisik setinggi-
tingginya 30% (tiga puluh persen), maka penjualan
kendaraan bermotor dapat dilakukan sebelum berusia 7
(tujuh) tahun.

Penjualan kendaraan bermotor dilakukan sebelum
berusia 7 (tujuh) tahun sebagaimana dimaksud pada
ayat (3) berdasarkan surat keterangan tertulis dari
instansi yang berkompeten

Paragraf Ketiga
Tata Cara Penjualan Barang Milik Daerah
Pada Pengelola Barang

Pasal 347

Pelaksanaan penjualan barang milik daerah yang berada pada
Pengelola Barang dilakukan berdasarkan:

a.
b.

(1)

(2)

(1)
(2)

(3)

(1)

Inisiatif Walikota ; atau
Permohonan pihak lain.

Pasal 348

Penjualan barang milik daerah pada Pengelola Barang

diawali dengan membuat perencanaan penjualan yang

meliputi antara lain:

a. data barang milik daerah;

b. pertimbangan penjualan; dan

C. pertimbangan dari aspek teknis, ekonomis, dan
yuridis oleh Pengelola Barang.

Pengelola Barang menyampaikan usulan penj ualan
kepada Walikota disertai perencanaan peniualan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 349

Walikota melakukan penelitian atas usulan penjualan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 348 ayat (2).

Dalam melakukan penelitian sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), Walikota membentuk Tim untuk
melakukan penelitian.
Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
a. penelitian data administratif;
b. penelitian fisik.

Pasal 350
Penelitian administratif sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 349 ayat (3) huruf a dilakukan untuk meneliti:

a. status dan bukti kepemilikan, gambar situasi
termasuk lokasi tanah, luas, nilai perolehan tanah,
dan data identitas barang, untuk data barang milik
daerah berupa tanah;
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b. tahun perolehan, jenis konstruksi, luas, nilai
perolehan bangunan, nilai buku, dan data identitas
barang, untuk data barang milik daerah berupa
bangunan; dan

c. tahun perolehan, jumlah, nilai perolehan, nilai
buku, dan data identitas barang, untuk data barang
milik daerah berupa selain tanah dan/atau
bangunan.

Penelitian fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 349
ayat (3) huruf b dilakukan dengan cara mencocckkan
fisik barang milik daerah yang akan dijual dengan data
administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1}.

Hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan
(2) dituangkan oleh Tim dalam Berita Acara Penelitian
untuk selanjutnya disampaikan kepada Walikota melalui
Pengelola Barang.

Pasal 351

Berdasarkan Berita Acara Peneliian sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 350 ayat (3), Walikoia melalui
Pengelola Barang menugaskan Penilai untuk melakukan
penilaian atas barang milik daerah yang akan dijual.
Hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dijadikan sebagai dasar penetapan nilai limit penjualan
barang milik daerah.

Pasail 352

Pengelola Barang mengajukan permohonan persetujuan
penjualan barang milik daerah kenada Walikota.

Apabila penjualan barang milik daerah sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) memerlukan persetujuan DPRD,

Walikota terlebih dahulu mengajukan permohonan

persetujuan penjualan kepada DPRD.

Pengajuan permolidiiail persetujuan sebagalmiana

dimaksud pada ayat (2) dilakukan terhadap:

a. tanah dan/atau bangunan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 331 ayat (1) huruf a;

b. selain tanah dan/atau bangunan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 331 ayat (1) huruf b.

Apabila persetujuan Walikota sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) atau persetujuan DPRD sebagaimana

dimaksud pada ayat (2) melebihi batas waktu hasil

penilaian, maka sebelum dilakukan penjualan terlebih

dahulu harus dilakukan penilaian ulang.

Apabila hasil penilaian ulang sebagaimana dimaksud
pada ayat {4) lebih tinggi, atau sama, atau lebih rendah
dengan hasil penilaian sebelumnya yang diajukan kepada
DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat {2), Walikota
tidak perlu mengajukan permohonan baru nersetujuan
penjualan barang milik daerah kepada DPRD.

Walikota melaporkan hasil penilaian ulang sebagaimana
dimaksud pada ayat (5) kepada DPRD.
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Pasal 353

(1) Walikota menetapkan barang milik daerah yang akan
dijual berdasarkan hasil penelitan yang dituangkan
dalam Berita Acara Penelitian sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 350 ayat (3} dan persetujuan sebagaimana
dimaksud dalam 352 ayat (1) dan ayat (2).

(2) Keputusan penjualan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) paling sedikit memuat:

a. data barang milik daerah yang akan dijual;

b. nilai perolehan dan/atau nilai buku barang milik
daerah; dan

C. nilai limit penjualan dari barang milik daerah.

Pasal 354

(1) Apabila keputusan penjualan oleh Walikota sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 353 ayat (1) merupakan penjualan
barang milik daerah yang dilakukan secara lelang,
Pengelola Barang mengajukan permintaan penjualan
barang milik daerah dengan cara lelang kepada Kantor
Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang.

(2) Apabila keputusan penjualan oleh Walikota sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 353 ayat (1) merupakan penjualan
barang milik daerah yang dilakukan tanpa lelang,
Pengelola Barang melakukan penjualan barang "milik
daerah secara langsung kepada calon pembeli.

(3) Penjualan barang milik daerah sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan serah terima barang
berdasarkan:

a. Risalah lelang, apabila penjualan barang rilik
daerah dilakukan secara lelang; dan

b. Akta jual beli, apabila penjualan barang milik
daerah dilakukan tanpa lelang.

Pasal 355

(1} Serah terima barang sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 354 ayat (3) dituangkan dalam Berita Acara Serah
Terima.

{2} Berdasarkan Berita Acara Serah Terima sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), Pengelola Barang mengaiukan
usulan penghapusan barang milik daerah kepada
Walikota.

Paragraf Keembat
Tata Cara Penjualan Barang Milik Daerah Pada
Pengguna Barang

Pasal 356

(1) Perjualan barang milhik daerab pada Pengguna Barang
diawali dengan menyiapkan permohcnan penjualan,
antara lain:

a. data barang milik daerah;
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b. pertimbangan penjualan; dan
€. pertimbangan dari aspek teknis, ekonomis, dan
yuridis oleh Pengguna Barang. '
Pengguna Barang melalui Pengelola Barang mengajukan
usulan permohonan penjualan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) kepada Walikota.
Tata cara penjualan barang milik daerah pada Pengelola
Barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 349 sampai
dengan Pasal 354 berlaku mutatis dan mutandis pada
tata cara penjualan barang milik daerah pada Pengguna
Barang.

Pasal 357

Serah terima barang penjualan barang milik daerah pada
Pengguna Barang dituangkan dalam Berita Acara Serah
Terima.

Berdasarkan Berita Acara Serah Teiima sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), Pengguna Barang mengajukan
usulan penghapusan barang milik daerah kepada
Pengelola Barang.

Paragraf Kelima
Tata Cara Penjualan Kendaraan Perorangan Dinas
Kepada Pejabat Negara, Mantan Pejabat Negara

Pasal 358
Syarat kendaraan perorangan dinas yvang dapat dijual
tanpa melalui lelang kepada pejabat negara dan mantan
pejabat negara, adalah:
a. telah berusia paling singkat 4 (empat) tahun:
1.  terhitung mulai tanggal, bulan, tahun
perolehannya, untuk perolehan dalam kondisi
Daru; atau
2. terhitung mulai tanggal, bulan, tahun
pembuatannya, untuk perolehan selain tersebut
pada angka [.
b. sudah tidak digunakan lagi untuk pelaksanaan
tugas.

Pasal 359
Kendaraan perorangan dinas dapat dijual tanpa melalui
lelang kepada :
a. pejabat negara; atau
b. mantan pejabat negara.
Pejabat Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf a, yaitu:
a. Walikota ;
b. Wakii Walikota.

Mantan Pejabat Negara sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) hurufb , yaitu:
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a. mantan Walikota ;
b. mantan Wakil Walikota.

Pasal 360

Syarat Pejabat Negara yang dapat membeli kendaraan
perorangan dinas tanpa melalui lelang adalah:

a. telah memiliki masa kerja atau masa pengabdian
selama 4 (empat) tahun atau lebih secara berturut-
turut, terhitung mulai tanggal ditetapkan menjadi
Pejabat Negara;

b. tidak sedang atau tidak pernah dituntut tindak
pidana dengan ancaman hukuman pidana penjara
paling singkat 5 (lima) tahun.

Secara berturut-turut sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) huruf a adalah secara berkelanjutan menjalani masa

jabatan pada instansi yang scma atau pada instansi yang

berbeda. .

Pasal 361
Pejabat Negara mengajukan permohonan penjualan
kendaraan perorangan dinas pada tahun terakhir periode
jabatan Pejabat Negara.
Tahun terakhir periode jabatan Pejabat Negara
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tahun
terakhir pada periode jabatan Pejabat Negara sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Kendaraan perorangan dinas yang dijual tanpa melalui
lelang paling banyak 1 (satu) unit kendaraan bagi 1 (satu)
orarg Pejabat Negara, untuk tiap penjualan yang
dilakukan.

Pasal 362

Mantan Pejabat Negara yang dapat membeli kendaraan
perorangan dinas tanpa melalui lelang memenuhi
persyaratan:

a. telah memiliki masa kerja atau masa pengabdian
selama 4 (empat) tahun atau lebih secara berturut-
turut, terhitung mulai tanggal ditetapkan menjadi
Pejabat Negara sampai dengan berakhirnya masa
jabatan,;

b. belum pernah membeli kendaraan perorangan dinas
tanpa melalui lelang pada saat yvang bersangkutan
menjabat sebagai Pejabat Negara;

C. tidak sedang atau tidak pernah dituntut tindak
pidana dengan ancaman huluman pidana penjara
paling singkat 5 (lima) tahun; dan

d. tidak diberhentikan dengan tidak hormat dari
Jabatannya.

Secara berturut-turut sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf a adalah secara berkelanjutan menjalani masa
Jjabatan pada instansi yang sama atau pada instansi yang

berbeda.
Ty M




-147 -

Pasal 363
{1) Kendaraan perorangan dinas yang dijual tanpa melalui
lelang kepada mantan Pejabat Negara paling banyak 1
(satu} unit kendaraan bagi 1 (satu) orang mantan Pejabat
Negara, untuk tiap penjualan yang dilakukan.

(2) Mantan Pejabat Negara mengajukan permohonan
Penjualan kendaraan perorangan dinas paling lama 1
{satu) tahun sejak berakhirnya masa jabatan Pejabat
Negara yang bersangkutan.

Pasal 364

(1) Pegawai ASN yang dapat membeli kendaraan percrangan
dinas tanpa melalui lelang memenuhi persyaratan:

a. telah memiliki masa kerja atau masa pengabdian
selama 15 (lima belas) tahun atau lebih secara
berturut-turut, terhitung mulai tanggal ditetapkan
sebagai pegawai negeri sipil;

b. telah menduduki, Jabatan Pimpinan Tinggi Madya
paling singkat 5 (lima) tahun; dan

c. tidak sedang atau tidak permnah dituntut tindak
pidana dengan ancaman hukuman pidana penjara
paling singkat 5 (imna) tahun.

(2) Masa jabatan paling sedikit S (lima) tahun sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah masa jabatan
baik dalamr instansi yang sama atau pada instansi yang
berbeda sebagai Jabatan Pimpinan Tinggi Madya.

Pasal 365

Pengguna Barang menenruitan harga  jual  kendaraan
perorangan dinas yang dijual kepada Fejabat Negara atau
mantan Pejabat Negara yang dilakukan tanpa melalui lelang

dengan ketentuan sebagai berikut:

a. kendaraan dengan umur 4 (empat) tahun sampai dengan
7 {tujuh) tahun, harga jualnya adalah 40% (empat puluh
persen) dari nilai wajar kendaraan;

b. kendaraan dengan umur lebih dari 7 (tujuh} tahun, harga
jualnya adalah 20% (dua puluh persen) dari nilai wajar
kendaraan.

Pasal 366

Pembayaran atas penjualan barang milik daerah berupa
kendaraan perorangan dinas tanpa lelang bagi Pejabat
Negara/mantan Pejabat Negara dilakukan dengan cara
pembayaran sekaligus.
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Pasal 367

Pemmbayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 365
dilakukan melalui penyetoran ke rekening Kas Umum Daerah
paling lama 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal berlakunya
surat persetujuan penjualan, untuk pembayaran sekaligus.

Pasal 368

Apabila pembayaran atas penjualan kendaraan perorangan

dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 367 belum lunas

dibayar, maka:

a. kendaraan tersebut masih berstatus sebagai barang milik
daerah;

b. kendaraan tersebut tetap digunakan untuk keperiuan
dinas;
c. Dbiaya perbaikan/pemeliharaan menjadi tanggung jawab
- Pejabat Negara ataumantan Pejabat Negara; dan

d. kendaraan tersebut dilarang untuk dipindahtangankan,
disewakan, dipinjamkan, atau dijaminkan kepada pihak
lain.

Pasal 369
{1) Pejabat Negara dan mantan Pejabat yang tdak
memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal
3656, Pasal 367 dan Pasal 368, dicabut haknya untuk
membeli kendaraan perorangan dinas.

(2) Kendaraan perorangan dinas yang batsl dibeli oleh
Pejabat Negara/mantan Pejabat Negara sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), digunakan kembali untuk
pelaksanaan tugas.

Pasal 370

(1; Biaya yang telah dikeluarkan oleh Pemerintah Kota
untuk perbaikan kendaraan perorangan dinas yang akan
dibeli dalam jangka waktu 1 (satu} tahun sebelum
adanya persetujuan penjualan, menjadi tanggungan
Pejabat Negara yang wmembeli kendaraan perorangan
dinas tersebut dan harus dibayar sebagai tambahan
harga jual sebagaimanra dimaksud dalam Pasal 365.

(2) Biaya yang telah dikeluarkan oleh Pemerintah Kota
untuk perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
adalah biaya selain pemeliharaan rutin atas kendaraan
perorangan dinas.

Pasal 371

(1) Pejabat Negara yang permnah membeli Kkendaraan
perorangan dinas, dapat membeli lagi 1 (satu) unit
kendaraan perorangan dinas tanpa melalui lelang seteiah
jangka waktu 10 (sepuluh} tahun sejak pembelian yang
pertama.
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Pembelian kembali atas kendaraan perorangan dinas
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan
sepanjang Pejabat Negara tersebut masih aktif sebagai
Pejabat Negara secara berkelanjutan.

Pasal 372

Penjualan kendaraan perorangan dinas yang dijual tanpa
melalui lelang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 358,
diawali dengan pengajuan permohonan penjualan oieh:

Pejabat Negama, pada tahun terakhir periode jabatan

a.

b.

Pejabat Negara;

Mantan Pejabat Negara, paling lama 1 (satu) tahun
acjak berakhimya masa jabatan Pejabat Negara yang

bersangkutan;

Pengajuan permohonar. sebagaimana dimaksud pada

ayat
a.

. b

a.

b.

{1) disampaikan oleh:

Pejabat Negara kepada Pengguna Barang;

Mantan Pejabat Negara kepada Walikota ; dan

Surat Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
memuat antara lain:

data pribadi, berupa nama, jabatan, alamat, dan

tempat/tanggal lahir; dan

alasan permohonarn
perorangan dinas.
Pasal 373

pembelian

kendaraan

Surat Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal

372 ayat (3) dilampiri dokumen pendukung.

Dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat
{1) bag: Fejabat Negarasmantan pejabat negara, aniaia

lain:
a.

fotokopi surat keputusan pengangkatan bagi Pejabat
Negara atau surat keputusan pemberhentian bagi

mantan Pejabat Negara;
fotokopi kartu identitas;

surat pernyataan yang menyatakan belum pernah

membeli atau pernah

membeli

kendaraan

perorangan dinas tanpa lelang setelah jangka waktu
10 (sepuluh} tahun sejak pembelian pertama bagi

Pejabat Negara,;

dalam hal Pejabat Negara mengajukan pembelian
kembali kendaraan perorangan dinas tanpa lelang,
dilampirkan fotokopi surat keputusan pengangkatan
menjadi Pejabat Negara secara berkelanjutan dengan
jangka waktu 10 (sepuluh) tahun sejak pembelian
pertama kendaraan perorangan dinas sebagaimana

dimaksud pada huruf c;
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e. surat pernyataan yang menyatakan belum pernah
membeli kendaraan percrangan dinas tanpa melalui
lelang pada saat yang bersangkutan menjadi Pejabat
Negara bagi mantan Pejabat Negara; dan

f. surat pernyataan yang menyatakan tidak sedang
atau tidak pernah dituntut tindak pidana dengan
ancaman hukuman pidana penjara paling singkat 5

(lima) tahun.

Pasal 374

Berdasarkan Surat Permohonan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 372 ayat (3}, Pengguna Barang melakukan
persiapan permohonan penjualan, antara lain:

a. data administrasi kendaraan perorangan dinas; dan

b. penjelasan dan pertimbangan penjualan kendaraan
perorangan dinas tanpa melalui leiang.

Dalam hal persiapan permohonan penjualan

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah selesai,

Pengguna Barang melalui Pengelola Barang mengajukan

usulan penjualan kepada Walikota selaku pemegang

kekuasazn pengelolaan barang milik daerah disertai:

a. fotokopi Buku Pemilik Kendaraan Bermotor;

b. fotokopi Surat Tanda Nomor Kendaraan:

C. surat permohonan dan dokumen pendukung
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 373 ayat (2);

d. rincian biaya yang telah dikeluarkan oleh
Pemerintah Kota untuk perbaikan kendaraan
perorangan dinas yang akan dibeli dalam ijangka
waktu 1 (satu) tahun sebelum adanya persetujuan
penjualan; dan

e. surat pernyataan dari pengguna barang bahwa
sudah ada kendaraan penggant.

Walikota melakukan penelitian atas usulan permochonan

penjualan sebagaimana dimaksud pada ayat (2.

Daiam meilakukan penelitian sebagaimana dimnaksud

pada ayat (3), Walikota membentuk Tim untuk:

a. melakukan penelitian kelayakan alasan dan
pertimbangan permohonan penjualan barang milik
daerah;

b. melakukan penelitian fisik, dengan cara
mencocokkan fisik kendaraan perorangan dinas
yang akan dijual dengan data administratif.

'Hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (3}

dituangkan dalam berita acara hasil penelitian untuk
selanjutnya disampaikan kepada Walikota melalui
Pengelola Barang.

Walikota melalui Pengelola Barang menugaskan Penilai
untuk melakukan penilaian atas kendaraan perorangan
dinas yang akan dijual.

Hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (6)
dijadikan sebagai dasar penetapan nilai limit penjualan

barang milik daerah.
I BRI
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Pasal 375

Pengelola Barang mengajukan permohonan persetujuan

penjualan berdasarkan hasil peneliian dan penilaian

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 374 ayat (5) dan

ayat (7) kepada Walikota sesuai batas kewenangannya.

Apabila persetujuan Walikota sebagaimana dimaksud

pada ayat (1), melebihi batas waktu hasil penilaian, maka

sebelum dilakkukan penjualan terlebih dahulu harus

dilakukan penilaian ulang.

Walikota menyetujui dan menetapkan kendaraan

perorangan dinas yang akan dijual berdasarkan hasil

penelitian dan penilaian sebagaimana dimaksud pada

ayat {1) dan ayat (2), paling sedikit memuat:

a. data kendaraan perorangan dinas;

b. nilai perolehan;

' nilai buku;

d. harga jual kendaraan perorangan dinas; dan

e. rincian biaya yang telah dikeluarkan Pemerintah
Kota untuk perbaikan kendaraan perorangan dinas
yang akan dibeli dalam jangka waktu 1 (satu) tahun
sebelum adanya persetujuan penjualan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 370 ayat (1) untuk Pejabat
Negara.

Dalam hal Walikota tidak menyetujui penjualan

kendaraan perorangan dinas tanpa melalui lelang

Walikota memberitahukan secara tertulis kepada

pemohon melalui Penggelola Barang.

Berdasarkan penetaran sebageimana dimaksud peada
ayat (3), Pengelola Barang melakukan penjualan
kendaraan perorangan dinas kepada Pejabat
Negara/mantan Pejabat Negara.

Pasal 37S

Pejabat Negara melakukan pembayaran ke Kas Umum
Daerah, terdiri dari:

a. pembelian kendaran perorangan dinas sesuai harga
jual kendaraan perorangan dinas sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 365; dan

b. biaya yang telah dikeluarkan oleh Pemerintah Kota
untuk perbaikan kendaraan perorangan dinas yang
akan dibeli dalam jangka waktu 1 {satu) tahun
sebelum adanya persetujuan penjualan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 370 ayat (1).

Mantan Pejabat Negara melakukan pembayaran ke Kas
Umum Daerah sesuai harga jual kendaraan perorangan
dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 365.

Serah terima barang dilaksanakan setelah lunas dibayar
yvyang dibukdkan dengan surat keterangan pelunasan
pembayaran dari Pengelola Berang/Pengguna Barang.
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Pengelola Barang/Pengguna Barang mengajukan usulan
penghapusan barang milik daerah sebagai tindak lanjut
serah terima barang sebagairnana dimaksud pada ayat
(4).

Pengelola Barang dan Pengguna Barang melakukan
pengawasan dan pengendalian pelaksanaan penjualan
dan penghapusan kendaraan perorangan dinas sesuai
tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Kendaraan perorangan dinas yang tidak dilakukan
penjualan dengan mekanisme sebagaimana diatur dalam

Pasal 359 serta tidak digunakan untuk penyelenggaraan
tugas, dapat dilakukan penjualan secara lelang.

Bagian Keempat
Tukar Menukar

Paragraf Kesatu

Prinsip Umum

Pasal 377

Tukar menukar barang milik daerah dilaksanakan

dengan perdmbangan:

a. untuk memenuhi kebutuhan operasional
penyelenggaraan pemerintahan;

b. untuk optimalisasi barang milik daerah; dan

C. tidak tersedia dana dalam APBD.

Tukar merukar sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

ditempuh apabila Pemerintah Kota tidak . dapat

menyediakan tanah dan/atau bangunan pengganti.

Selain pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat

(1). tukar menukar dapat dilakukan:

a. apaoia barang milik daerah berupa tanah dan/atau
bangunan sudah tidak sesuai dengan tata ruang
wilayah atau penataan kota;

b. guna menyatukan barang milik daerah vyang
lokasinya terpencar;

C. dalamn rangka pelaksanaan rencana —strategis
pemerintah pusat/Pemerintah Kota;

d. guna mendapatkan/meinberikan akses  jalan,
apabila objek tukar menukar adalah barang milik
daerah berupa tanah dan/atau bangunan; dan/atau

e. telah ketinggalan teknologi sesuai kebutuhan,
kondisi, atau Kketentuan peraturan perundang-
undangan, apabila . objek tukar menukar adalah
barang milik daerah selain tanah dan/atau
bangunan.

Tukar menukar barang milik daerah dapat dilakukan
dengan pihak:

a. Pernerintah Pusat;
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¢

Pemerintah Kota lainnya;

¢c. Badan Usaha Milik Negara/Daerah atau badan
hukum milik pemerintah lainnya yang dimilikd

_ negara;
d. Pemerintah Desa; etau
e. Swasta;

{(5) Swasta sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf e
adalah pihak swasta, baik yang berbentuk badan hukum
maupun perorangan.

Pasal 378

{1} Tukar menukar barang milik daerah dapat berupa:

a. tanah dan/atau bangunan yang telah diserahkan
kepada Walikota ;

b. tanah dan/atau bangunan yang berada pada
Pengguna Barang; dan

c. selain tanah dan/atau bangunan.

(2) Tanah dan/atau bangunan yang berada pada Pengguna
Barang sebagaimana dimaksud pada ayat {1) huruf b
antara lain tanah dan/atau bangunan yang masih
dipergunakan untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi
Pengguna Barang, tetapi tidak sesuai dengan tata ruang
wilayah atau penataan kota.

(3) Tukar menukar sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilaksanakan oleh Pengelola Barang.

Pasal 379

Tukar menukar dilaksanakan setelah dilakukan kajian.

berdasarkan:
a. aspek teknis, antara lain:
1. kebutuhan Pengelola Barang /Pengguna Barang;
dan
2. spesifikasi barang yang dibutuhkan;
b. aspek ekonomis, antara lain kajian terhadap nilai barang
milik daerah yang dilepas dan nilai barang penggant;
¢. aspek yuridis, antara lain:
1. tata ruang wilayah dan penataan kota; dan
2. bukti kepemilikan.

Pasal 380

Berdasarkan kajian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 379
terhadap barang milik daerah berupa tanah dan/atau
~ bangunan, Walikota dapat memberikan alternatif bentuk lain
pengelolaan  barang milik daerah atas permohonan
persetujuan tukar menukar yvang diusulkan oleh Pengelola
Barang/Pengguna Barang.

Pasal 381
(1) Barang pengganti tukar menukar dapat berupa:

(R T A~
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a. barang sejenis; dan/atau

b. barang tidak sejenis.

Barang pengganti utama tukar menukar barang milik
daerah berupa tanah, harus berupa:

a. tanah; atau

b. tanah dan bangunan.

Barang penggant utama tukar menukar barang milik
daerah berupa bangunan, dapat berupa:

a. tanah;

b. tanah dan bangunan;

c. bangunan; dan/atau

d. selain tanah dan/atau bangunan.

Barang pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat {2)
dan ayat (3) harus berada dalam kondisi siap digunakan

pada tanggal penandatanganan perjanjian tukar
menukar atau Berita Acara Serah Terima .

. Pasal 382
Nilai barany pengganti atas tukar menukar paling sedikit
seimbang dengan nilai wajar barang milik daerah yang
dilepas. .
Apabila nilai barang pengganti lebih kecil daripada nilai
wajar barang wmilik dacrah yang dilepas, mitra tukar
menukar wajib menyetorkan ke rekening Kas Umum
Daerah atas sejumlah selisih nilai antara nilai wajar
barang milik daerah yang dilepas dengan nilai barang
pengganti.
Penyectoran selisih nilai sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) dilaksunakan paling lambat 2 (dua) hari kerja sebelum
Berita Acara Serah Terimma ditandatangani.
Selisih nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan
avat {3) dituangkan dalam perianiian tukar menukar.

Pasal 383

Apabila pelaksanaan tukar menukar mengharuskan
mitra tukar menukar membangun bangunan barang
pengganti, mitra tukar menukar menunjuk konsultan
pengawas dengan persetuyjuan Walikota berdasarkan
pertimbangan dari Perangkat Daerah terkait.

Konsultan pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) merupakan badan hukum yang bergerak di bidang
pengawasan konstruksi.

Biaya konsultan pengawas sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) menjadi tanggung jawab mitra tukar menukar.

Pasal 384
Tukar menukar dilaksanakan oleh Pengelola Barang setelah
mendapat persetujuan Walikota sesul dengan
kewenangannya.

¥ ]
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Paragraf Kedua

Tata Cara Pelaksanaan Tukar Menukar Barang Milik Daerah

Pada Pengelola Barang

Pasal 385

Pelaksanaan tukar menukar barang milik daerah yang berada
pada Pengelola Barang dilakukan berdasarkan:

a.

b.

(1)

(2)

(3}

(4)

kebutuhan dan Pengelola Barang untuk melakukan
tukar menukar; atau

permohonan tukar menukar dari pihak sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 377 ayat (4).

Pasal 386

Pelaksanaan tukar menukar barang milik daerah yang

didasarkan pada kebutuhan Pengelola Barang

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 384 huruf a, diawali

dengan pembentukan Tim oleh Walikota untuk

melakukan penelitian mengenai kemungkinan

melaksanakan tukar menukar yang didasarkan pada

pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 378

ayat (1) dan ayat (3).

Peneclitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a. penelitian kelayalkan tukar menukar, baik dari aspek
teknis, ekonomis, maupun yuridis;

b. penelitian data administratif; dan

~. penelitian fisik.

Penelitian administratif sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) huruf b dilakukan untuk meneliti:

a. status penggunaan dan bukti kepemilikan, gambar
situasi termasuk iokasi tanah, iuas, peruntukan.
kode barang, kode register, nama barang, dan nilai
perolehan, untuk data barang miiik daerah berupa

tanah;
b. tahun pembuatan, kode barang, kode register, nama
barang, konstruksi bangunan, luas, status

kepemilikan, lokasi, nilai perolehan, dan nilai buku,
untuk data barang milik daerah berupa bangunan;

tahun perolehan, kode barang, kode register, nama
barang, jumilah, nilai perolehan, nilai buku, kondisi
barang, dan bukti kepemilikan kendaraan untuk
data barang milik daerah berupa selain tanah
dan/fatau bangunan.

¢l

Penelitian fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
huruf ¢ dilakukan dengan cara mencocokkan fisik barang
milik daerah vang akan ditukarkan dengan data
administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
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Hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan
(4) dituangkan dalam berita acara penelitian.

Tim menyampaikan berita acara hasil peneliian
sebagaimana dimaksud pada ayat (5) kepada Walikota
untuk penetapan barang milik daerah menjadi objek
tukar menukar.

Pasal 387

Berdasarkan penectapan sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 386 ayat (6), Pengelola Barang menyusun rincian

rencana barang pengganti sebagai berikut:

a. tanah meliputi luas dan lokasi yang peruntukannya
sesuai dengan tata ruang wilayah;

b. bangunan meliputi: jenis, luas, dan konstruksi
bangunan serta sarana dan prasarana penunjang;

c. wselain tanah dan bangunan meliputi jumlah, jenis
barang, kondisi barang dan spesifikasi barang.

Pengelola Barang melakukan penilaian sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 326 dan Pasal 327 terhadap

_barang milik daeranh yang akan ditukarkan dan barang

pengganti.
Hasil Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
disampaikan Pengelola Barang kepada Walikota.

Pasal 388
Berdasarkan hasil penilaian sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 387 ayat (3), Walikota melakukan penetapan
mitra tukar menukar.

Walikota menerbitkan keputusan tukar menukar paling
sedikit mmemuat:

a. mitra tukar menukar;

h barang milik daerah vang akan dilepas:

c. nilai wajar barang milik dasrah yang akan dilepas
yang masih berlaku pada tanggal keputusan
diterbitkan; dan

d. rincian rencana barang pengganti.

Pengelola Barang mengajukan permohonan persetujuan
tukar menukar kepada Walikota.

Dalam hal tukar menukar memerlukan persetujuan
DPRD, Walikota teriebih dahulu mengajukan
permohonan persetujuan tukar menukar kepada DPRD.

Berdasarkan surat persetujuan tukar menukar
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4),
Walikota dan mitra tukar menukar menandatangani
perjanjian tukar menukar.

Setelah 1nenandatangani perjanjian tukar menukar

sebagaimana dimaksud pada ayat (5), mitra tukar
menukar melaksanakan:
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a. pekerjaan pembangunan/pengadaan barang
pengganti sesuai dengan perjanjian tukar menukar,
untuk tukar menukar atas barang milik daerah
berupa tanah dan/atau bangunan.

b. pekerjaan melaksanakan pekerjaan pengadaan
barang pengganti sesuai dengan perjanjian tukar
menukar termasuk inenyelesaikan penguiusan
dokumen administratif yang diperlukan, tukar
menukar atas barang milik daerah berupa selain
tanah dan/atau bangunan.

Pasal 389
Walikota membentuk Tim untuk melakukan monitoring
pelaksanaan pengadaan/pembangunan barang

pengganti berdasarkan laporan konsultan pengawas dan
penelitian lapangan.

Sebelum dilakukan penyerahan barang milik daerah yvang
dilepas, Pengelola Barang melakukan penilaian
scbagaimana dimaksud dalam Pasal 326 dan Pasal 327
terhadap kesesuaian barang pengganti sesuai dengan
yang tertuang dalam perjanjian tukar menukar.

Dalam hal hasil penilaian sebagaimana tersebut pada
ayat (2) menunjukkan bahwa terdapat ketidaksesuian
spesifikasi dan/atau jumlah barang pengganti dengan
perjanjian tukar menukar, mitra tukar menukar
berkewajiban melengkapi/memperbaiki ketidaksesuai
tersebut.

Dalam hal kewajiban mitra tukar menukar untuk
melengkapi/mempertaiki sebagaimana dimak%sud pada
ayat (3) tidak dapat dipenuhi, maka mitra tukar menukar
berkewajiban untuk menyetorkan selisih nilai barang
milik daerah dengan barang penggant ke rekening Kas
Umum Daerah.

Walikota membeniuk Tim untuk melakukan peneuuan
kelengkapan dokumen barang pengganti, antars lain
bukti kepemilikan, serta menyiapkan Berita Acara Serah
Terima wuntuk ditandatangani oleh Pengelola Barang dan
mitra tukar menukar.

Pasal 390

Berdasarkan perjanjian Tukar Menukar sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 388 ayat (5) Pengelola Barang
melakukan serah terima barang, yang dituangkan dalam
Berita Acara Serah Terima .

Berdasarkan Berita Acara Serah Terima sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), Pengelola Barang mengajukan
usulan penghapusan barang milik daerah yvang dilepas
dari daftar barang Pengelola kepada Walikota serta
Pengelola Barang mencatat dan mengajukan permohonan
penetapan status penggunaan terhadap barang
pengganti sebagai barang milik daerah.
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Pasal 391

Pelaksanaan tukar menukar barang milik daerah yang
didasarkan pada permohonan dari pihak sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 385 huruf b, diawali dengan
mengajukan permchonan secara tertulis kepada
Walikota.

Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
disertai data pendukung berupa:

a. rincian peruntukan;

b. jenis/spesifikasi;

c. lokasi/data tekmnis;

d. perkiraan nilai barang pengganti; dan
e. hal lain yang diperlukan.

Pelaksanaan tukar menukar barang milik daerah yang
didasarkan pada kebutihan Pengelola Barang
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 386 sampai dengan
Pasal 3900 berlaku mutatis mutandis pada Pelaksanaan
tukar menukar barang milik daerah yang didasarkan
pada permohonan dari pihak sebagcimana dimaksud
dalam Pasal 377 ayat (4).

Paragraf Ketiga
Tata Cara Pelaksanaan Tukar Menukar
Pada Penggzuna Barang

Iasal 392

Pengguna Barang mengajukan permohonan persetujuan
tukar menukar kepada Walikota melalui Pengelola
Barang, dengan disertai:

a. penjelasan /peirtimbangan tukar menukar;
b. surat pernyataan atas periunya dilaksanakan tukar

menukar vang ditandatangani oleh Pengguna
Barang;
C. Peraturan daerah mengenai tata ruang wilayah atau

penataan kota;

d. data administratf bayang milik daerah yang dilepas;
dan

e. rincian rencana kebutuhan barang pengganti.

Data administratif barang milik daerah yang dilepas
sebagaimana dimaksud pada avat (1) huraf 4d,
diantaranya:

a. status penggunaan dan bukti kepemilikan, gambar -
situasi termasuk lokasi tanah, luas, kode barang,
kode register, nama barang, dan nilai perolehan,
untuk barang milik daerah berupa tanah;

b. tahun pembuatan, kode barang, kode register, nama
barang, konstruksi bangunan, luas, status

kepemilikan, nilai perolehan, dan nilai buku, untuk
barang milik daerah berupa bangunan;

—
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C. tahun perolehan, kode barang, kode register, nama
barang, jumlah, nilai perolehan, nilai buku, kondisi
barang, dan bukti kepemilikan kendaraan, urntuk
barang milik daerah berupa selain tanah dan/atau
bangunan.

Rincian rencana kebutuhan barang penggant

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, meliputi:

a. luas dan lokasi yang peruntukannya sesuai dengan
tata rmuang wilayah, untuk barang milik daerah
berupa tanah;

b. jenis, luas, dan rencana konstruksi bangunan, serta
sarana dan prasarana penunjang, untuk barang
milik daerah beirupa bangunan; dan/atau

c. jumilah, jenis barang, kondisi barang dan
spesifikasi barang untuk barang milik daerah
berupe selain tanah dan/atau bangunan.

Pelaksanaan tukar menukar barang milik daerah pada

Pengelola Barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal

386 sampai dengan Pasal 390 ayat (1) berlaku mutatis

mutandis pada pelaksanaan tukar menukar barang milik

daerah pada Pengguna Barang.

Berdasarkan Berita Acara Serah Terima, Pengguna

Barang mengajukan usutan penghapusan barang milik

daerah yang dilepas dari Daftar Barang Pengguna kepada

Pengelola Barang serta Pengguna Barang mencatat dan

mengajukan permohonan penectapan status penggunaan

terhadap barang pengganti sebagai barang milik daerah.

Paragraf Keempat
Perjanjian dan Berita Acara Serah Terima
Pasal 393
Tukar menukar dituangkan dalam perjanjian.
Perjanjian sekurang-Kurangnya memuat:
a. identitas pihak;

b. jenis dan nilai barang milik daerah;

C. spcsiﬁkasi barang pengganti;

d. klausal bahwa dokumen kepemilikan barang
pengganti diatasnamakan Pemerintah Kota;

e. jangka waktu penyerahan objek t1-1kar menukar;

f. hak dan kewajiﬁan para pihak;

£ ketentuan dalam hal terjadi kahar (force majeurej;

h. sanksi; dan

penyelesaian perselisihan.

Perjanjian tukar menukar ditandatangani oleh mitra
tukar menukar denigan Walikota.

[y [
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Pasal 394

Penyerahan barang milik daerah dan barang pengganti
dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 390 ayat (1) -

Berita Acara Serah Terima sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) ditandatangani oleh mitra tukar menukar dan
Pengelola Barang.

Penandatanganan Berita Acara sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) dilakukan paling lambat 1 (satu) bulan
setelah tanggal penandatanganan perjanjian tukar
menukar untuk barang pengganti yang telah siap
digunakan pada tanggal perjanjian tukar menukar
ditandatangani.

Penandatanganan Berita Acara sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) dilakukan paling lama 2 (dua) tahun setelah
tanggal penandatanganan perjanjian tukar menukar
untuk barang pengganti yang belum siap digunakan
pada tanggal perjanjian tukar menukar ditandatangani.

Penandatanganan Berita Acara Serah Terima hanya
dapat dilakukan dalam hal mitra tukar menukar telah
memenuhi seluruh ketentuan dan seluruh klausul vang
tercantum dalam perjanjian tukar menukar. ‘

Pasal 395

Walikota berwenang membatalkan perjanjian Tukar Menukar
secara sepihak dalam hal Berita Acara Serah Terima tidak
ditandatangani sampai dengan batas waktu sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 394 ayat (3) dan ayat (4).

{1)

Bagian Kelima
Hibah

Paragraf Kesatu
Prinsip Umum

Pasal 396

Hibah barang milik daerah dilakukan dengan
pertimbangan untuk kepentingan:

sosial;

budaya;,

keagamaan,

kemanusiaan,

pendidikan yang bersifat non komersial;

penyelenggaraan pemerintahan pusat/
pemerintahan daerah.

~6a0Qgp
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Penyelenggaraan pemerintahan pusat/daerah
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f adalah
termasuk hubungan antar negara, hubungan antara
pemerintah pusat dan Pemnerintah Kota, hubungan
antara Pemerintah Kota dengan masyarakat/lembaga
internasional, dan pelaksanaan kegiatan yang menunjang
penyelenggaraan tugas dan fungsi pemerintah pusat atau
Pemerintah Kota.

Pasal 297
Barang milik daerah dapat dihibahkan apabila memenuhi
persyaratan:
a. bukan merupakan barang rahasia negara;
b. bukan merupakan barang yang menguasai hajat
hidup orang banyak; atau
c. tidak digunakan lagi dalam penyelenggaraan tugas
dan fungsi penyclenggaraan pemerintahan daerah.

Segala biaya yang timbul dalam proses pelaksanaan
hibah ditanggung sepenuhnya oleh pihak penerima
hibah.
Pasal 398

Barang milik daerah yang dihibahkan wajib digunakan
sebagaimana ketentuan yang ditetapkan dalarmn naskah
hibah.

Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan
oleh Pengelola Barang.

Pasal 399
Pihak yang dapat menerima hibah adalah:
a. lIembaga sosial, lembaga budaya, lernbaga

keagamaan, lembaga kemanusiaan, atau lembaga
pendidikan yang Dersiial non Komersiai Lo dasaikall
akta pendirian, anggaran dasar/rumah tangga, atau
pernyataan tertulis dari instansi teknis yang
kompeten bahwa lembaga yang bersangkutan adalah
sebagai lembaga dimaksud;

b. pemerintah pusat;

C. Pemerintah Kota lainnya;

d. pemerintah Kelurahan;

e. perorangan atau masyarakat yang terkena bencana
alam dengan kriteria masyarakat berpenghasilan
rendah (MBR) sesual ketentuan peraturan
perundang-undangan; atau

f. pihak lain sesuai ketentuan peraturan perundang-

undangan.

Pemberian  hibah kepada  pemerintah Kelirahan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilakukan
dalam hal:

e N_
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a. Barang milik daerah berskala local yang ada di
Kelurahan dapat dihibahkan kepemiklikannya
kepada Kelurahan;

b. Barang Milik kelurahan yang telah diambil darn
kelurahan/oleh Pemerintah kota dikembalikan

kepada kelurahan kecuali yang sudah digunakan
- untuk fasilitas umum. '

Pasal 400

(1) Hibah dapat berupa:

C. tanah dan/atau bangunan yang telah diserahkan
kepada Walikota;

d. tanali dan/atau bangunan yang berada pada
Pengguna Barang; dan

e. selain tanah dan/atau bangunan.

(2) Tanah dan/atau bangunan yang berada pada Pengguna
Barang sebagaimana dimaksud pada ayat {1) huruf b
antara lain tanah dan/atau bangunan yang dari awal
pengadaannya direncanakxan untuk dihibahkan sesuai
yvang tercantum dalam Dokumen Pelaksanaan Anggeran.

(3) Barang milik daerah selain tanah dan/atau bangunan

‘ sebagaiinana dimaksud pada ayat (1) huruf ¢ meliputi:

a. barang milik daerah selain tanah dan/atau
bangunan yang dari awal pengadaannya untuk
dihibahkan; dan

b. barang wmiiik daerah selain tanah dan/atau
bangunan yang lebih optirmal apabila dihibahkan.

(4) Penetapan barang milik daerah yang akan dihibahkan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh

Walikota.
Paragraf Kedua
Tata Cara Hibah Barang Milik Daerah Pada Pengelola Barang
Pasal 401

Pelaksanaan hibah barang milik daerah yang berada pada
Pengelola Barang dilakukan berdasarkan:

a. inisiatf Walikota ; atau

b. permohonan dari pihak yang dapat menerima Hibah
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 399.

Pasal 402
{1} Pelaksanaan hibah barang milik daerah pada Pengelola
Barang vang didasarkan pada inisiatif Walikota

sebagaimana dimaksud Pasal dalam 401 huruf a, diawali
dengan pembentukan Tim oleh Walikota untuk
melakukan penelitian.

(2) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a. penelitian data administratf; dan
b. penelitian fisik.

|
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penelitian data administratif sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) huruf a dilakukan untuk meneliti:

a. status dan bukti kepemijlikan, gambar situasi
termasuk lokasi tanah, luas, kode barang, kode
register, nama barang, nilai perolehan, dan
peruntukan, untuk data barang milik daerah berupa
tanah;

b. tahun pembuatan, konstruksi, luas, kode barang,
kode register, nama barang, nilai peroiehan, nilai
buku, dan status kepemilikan untuk data barang
milik daerah berupa bangunan;

c. tabun perolehan, spesifikasi/identitas teknis, bukt
kepemilikan, kode barang, kode register, mama
barang, milai perolehan, nilai buku, dan jumlah
untuk data barang milik daerah berupa selain tanah
dan/atau bangunan; dan

d. data calon penerima hibah.

Dalam melakukan peneliian terhadap data calon

penerima hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (3}

hurufd, Tim dapat melakukan klarifikasi kepada instansi

yang berwenang dan berkompeten mengenai kesesuaian
data calon penerima hibah.

‘Penelitian fisik secbagaimana dimaksud pada ayat (2)

huruf b dilakukan dengan cara mencocokkan fisik
barang milik daerah yang akan dihibahkan dengan data
administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

Hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (3),
ayat (4) dan ayat (5} dituangkan dalam berita acara
penelitian. '

Tim menyarmnpaikan berita acara hasil penelitian kepada
Walikota untuk menetapkan barang milik daerah
menjadi objek hibah

Dalam hel! herdasarkan berita acara nerelitian
sebagaimana dimaksud pada ayat (7) Hibah dapat
dilaksanakan, Walikota melalui Pengelola Barang
meminta surat pernyataan kesediaan menerima hibah
kepada calon penerima hibah.

Pasal 403

Pengelola Barang wmengajukan permohonan persetujuan
hibah kepada Walikota.

Dalam hal hibah memerlukan persetujuan DPRD,
Walikota terlebih dahulu mengajukan permchonan
persetujuan Hibah kepada DPRD.

Apabila permohonan hibah disetujui oleh Walikota
sebagaimana dimaksud ayat pada (1) atau disetujui oleh
DPRD sebagaimana aimaksud pada ayat (2), Walikota
menetapkan keputusan pelaksanaan hibah, vang
sekurang-kurangnya memuat:

a. penerima hibah;
b. objek hibah;




(1)

(2)

{3)

4

()

(2)
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c. nilai perolehan dan nilai buku terhadap barang yang
dapat dilakukan penyusutan, untuk tanah dan/atau
bangunan;

d. nilai perolehan dan nilai buku terhadap barang yang
dapat dilakukan penyusutan, untuk selain tanah
dan/atau bangunan; dan

e. peruntukan hibah.

Pasal 404

Berdasarkan keputusan pelaksanaan Hibah sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 403 ayat {3), Walikota dan pihak
penerima hibah menandatangani naskah hibah.

Naskah hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
memuat sekurang-kurangnya:

identitas para pihak;

jenis dan nilai barang yang dilakukan hibah;

tujuan dan peruntukan hibah;

hak dan kewajiban para pihak;

klausul beralihnya tanggung jawab dan kewajiban
kepada pihak penerima hibah; dan

R

f. penyelesaian perselisihan.

Berdasarkan naskah hibah sebagaimana dimaksud pada
ayat (2), Pengelola Barang melakukan serah terima
barang milik dacrah kepada penerima hibah yang
dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima .
Berdasarkan Berita Acara Serah Terima sebagaimana
dimaksud pada ayat (3), Pengelola Barang mengaiukan
usulan penghapusan barang milik daerah yang telah
dihibahkan.

Pasatl 405

Pelaksanaan hibah barang rmnilik daerah pada Pengelola
Barang vang didasarkan pada permohonan dari pihak
vang dapat menerima hibah sebagaimana dimaksud
Pasal 401 huruf b, diawali dengan penyampaian
permochonan oleh pihak pemohon kepada Walikota.

Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
memuat:

a. data pemohon;
alasan permohonan;
peruntukan hibah;

jenis/spesifikasi/nama barang milik daerah yang
dimohonkan untuk dihibahkan;

e. jumlah/luas/volume barang milik daerah yang di
mohonkan untuk dihibahkan;

f. lokasi/data tekiiis; dan

g. surat pernyataan kesedizan menerima hibah.

an o
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(2)

(3)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)
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Pasal 406

Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 405 ayat (1), Walikota membentuk Tim untuk
melakukan penelitian. :

Tata cara peneliian sampai dengan pelaksanaan serah
terima pada pelaksanaan hibah yang didasarkan pada
inisiatif Walikota sebagaimana dimaksud dalam Pasal
401 sampai dengan Pasal 404 berlaku mutatis mutandis
terhadap tata cara penelitian sampai dengan
pelaksanaan serah terima pada pelaksanaan hibah yang
didasarkan pada permohonan pihak pemohon
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 405.

Apabila permohonan hibah tidak disetujui, Walikota
melalui Pengelola Barang memberitahukan kepada pihak
yang mengajukan permohonan hibah, disertai dengan
alasannya.

Paragraf Ketiga
Tata Cara Pelaksanaan Hibah Barang Milik Daerah
Pada Pengguna Barang

Pasal 407
Pelaksanaan hibah barang milik daerah pada Pengguna
Barang diawali dengan pembentukan Tim Internal pada
Perangkat Daerah oleh Pengguna Barang untuk
melakukan penelitian.
Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1} meliputi:
a. penelitian data administratif; dan
b. penelitian fisik.
Penelitian data administratif sebagaimana Jimaksud
pada ayat (2) huruf a dilakukan untuk meneiiti:

a. status dan bukti kepemilikan, gambar situasi
termiasuk lokasi tanah, luas, kode barang, kode
register, nama barang, nilai nerglehan, dan
peruntukan, untuk data barang milik daerah berupa
tanah;

b. tahun pembuatan, konstruksi, luas, kode barang,
kode register, nama barang, nilai perolehan, nilai
buku, dan status kepemilikan untuk data barang
milik daerah berupa bangunan;

C. tahun perolehan, spesifikasi/identitas teknis, bukti
kepemilikan, kode barang, kode register, nama
barang, nilai perolehan, nilai buku, dan jumlah
untuk data barang milik daerah berupa selain tanah
dan/atau bangunan; dan

d. data calon penerima Hibah.

Penelitian fisik sebagaimana dimaksud pada ayvat (2)
huruf b dilakukan dengan cara mencocokkan fisik
barang milik daerah yang akan dihibahkan dengan data
administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

Hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada avat (3) dan
ayat (4) dituangkan dalam berita acara penelitian dan
selanjutnya disampaikan Tim kepada Pengguna Barang.

—
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Berdasarkan berita acara hasil peneliian sebagaimana
dimaksud pada ayat (3), Pengguna Barang mengajukan
permohonan hibah kepada Pengelola Barang yang
memuat:

data calon penerima hibah;

alasan untuk menghibahkan;

data dan dokumen atas tanah dan/atau bangunan,
peruntukan hibah,;

tahun perolehan;

status dan bukti kepemilikan;

nilai perolehan;

jenis/spesifikasi barang milik daerah yang
dimohonkan untuk dihibahkan; dan

i. lokasi.

Penyampaian surat permohionan sebagaimana dimaksud
pada ayat {6) disertai dengan surat pernyataan kesediaan
menerima hibah.

TR S0 A0 O

Pasal 408

Tata cara penelitian barang milik daerah yang akan
dihibahkan yang berada pada Pengelola Barang sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 4012 berlaku mutatis mutandis
terhadap tata cara peneliian atas permohonan yang diajukan

oleh Pengguna Barang kepadz Pengelola Barang sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 407.

(1)

(2)

(3)

(4)

Pasal 409

Pengelola Barang mengajukan permohonan persetujuan
hibah kepada Walikota.

Dalam hal hibah memerlukan persetujuan DPRD,
Walikota terlebih dahulu mengajukan permononan
persetujuan hibah kepada DPRD.

Apabiia permohonan Hiban disetujui oleh Walikota
scbagaimana dimaksud pada ayat (1) atan  disetujui

DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Walikota
menetapkan  pelaksanaan  hibah, yang sekurang-
kurangnya memuat:
a. penerima hibah;

b. objek hibah;

c. nilai perolehan dan nilai buku terhadap barang vang
dapat dilakukan penyusutan, untuk tanah dan/atau
bangunan;

d. nilai perolehan dan nilai buku terhadap barang yang

dapat dilakukan penyusutan, untuk selain tanah
dan/atau bangunan; dan

e. peruntukan hibah.
Apabila permohonan Hibah tidak disetujui, Walikota
melalui Pengelola Barang menerbitkan surat penolakan

kepada Pengguna Barang yang mengajukan permohonan
disertai dengan alasannya. :

§ I

d
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(S) Berdasarkan penetapan pelaksanaan Hibah sebagaimana
dimaksud pada ayat (3), Pengelola Barang dan pihak
penerima hibah menandatangani naskah hibah.

(6) Naskah hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (5)
memuat sekurang-kurangnya:

a. identitas para pihak;

b. jenis dan nilai barang yang dilakukan hibal;

c. tujuan dan peruntukan hibah;

d. hak dan kewajiban para pihak;

e. klausul beralihnya tanggung jawab dan kewajiban
kepada pihak penerima hibah; dan

f penyelesaian perselisihan.

(7) Berdasarkan naskah hibah sebagaimana dimaksud pada
ayat (5), Pengelola Barang melakukan serah terima
barang milik daerah kepada penerima hibah yang
ditnangkan dalam Berita Acara Serah Terima .

(8) Berdasarkan Berita Acara Serah Terima sebagaunana
dimaksud pada ayat (7), Pengguna Barang mengajukan

usulan penghapusan barang milik daerah yang telah
dihibahkan.

Pasal 410
Pelaksanaan hibah barang milik daerah berupa tanah
dan/atau bangunan dan selain tanah dan/atau bangunan
yang dari awal pengadaannya direncanakan untuk
dihibahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 400 ayat (2)
dan ayat (3) huruf a mengikuti ketentuan peraturan
perundang-undangan.

Bagian Keenam
Penyertaan Modal Pemerintah Kota

Paragraf Kesatu
Prinsip Umum

Pasal 411

(1) Penyertaan modal Pemerintah Kota atas barang milik
daerah dilakukan dalam rangka pendirian,
pengembangan, dan peningkatan kinerja Badan Usaha
Milik Negara/Daerah atau badan hukum lainnya yang
dimiliki Negara sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

(2) Penyertaan modal Pemerintah Kota sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan pertimbangan
sebagai berikut:

a. Barang milik daerah vang dari awal pengadaannya
sesual dokumen penganggaran diperuntukkan bagi
Badan Usaha Wilik Negara/Daerah atau badan
hukum lainnya yang dimiliki Negara dalam rangka
penugasan pernerintah; atau

[y N
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b. Barang milik daerah lebih optimal apabila dikelola
oleh Badan Usaha Milik Negara/Daerah atau badan
hukum lainnya yang dimiliki Negara baik yang
sudah ada maupun yang akan dibentuk.

(3) Penyertaan modal Pemerintah Kota ditetapkan dengan
Peraturan Daerah.

(4) Barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) yang telah disertakan dalam penyertaan modal
Pemerintah Kota kepada Badan Usaha  Milik
Negara/Daerah atau badan hukum lainnya yang dimilika
Negara menjadi kekayaan yang dipisahkan mengikuti
ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 412

(1) Penyertaan modal Pemerintah Kota atas barang milik
daerah dapat berupa:

a. tanah dan/fatau bangunan yang telah diset:ahkan
Walikota ;.

b. tanah dan/atau bangunan pada Pengguna Barang;
atau

c. selain tanah dan/atau bangunan.

(2) Penyertaan modal Pemerintah Kota atas barang milik
daerah sebagaimana dimaksud pada avat (1)
dilaksanakan oleh Pengelola Barang setelah mendapat
persetujuan Walikota, sesuai bztas kewenangannya.

Pasal 413

(1) Penetapan barang milik daerah berupa tanah dan/atau
bangunan yang akan disertakan sebagai modal
Pemerintah Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal
412 ayat (1) huruf a dilakukan oleh Walikota, sesuai
batas kewenangannya.

{2} Tanah daui;/afau bangunan yaiig serada pada Penggunc
Bar~ng sebagaimana dirnaksud dalam Fasal 412 ayat (1}
huruf b antara lain tanah dan/atau bangunan yang
sejak awal pengadaannya direncanakan untuk disertakan
sebagai modal Pemerintah Kota sesuai yang tercantum
dalam dokumen penganggaran, vaitu Dokumen
Pelaksanaan Anggaran.

(3) Barang milik daerah selain tanah dan/atau bangunan
vang berada pada Pengguna Barang sebagairnana
dimaksud dalam Pasal 412 ayat (1) huruf ¢ antara lain
meliputi:

a. ba_raﬁg milik daerah selain tanah dan/atau
bangunan yang dar awal pengadaannya untuk
disertakan sebagai modal Pemerintah Kota;

b. barang milik daerah selain tanah dan/atau
bangunan yang lebih optimal uniuk disertalian
sebagal modal Pemerintah Kota.

(4 /W
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Pasal 414

Penyertaan modal Pemerintah Kota dilaksanakan berdasarkan
analisa kelayakan investasi niengenai penyertaan modal
sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

(1)

2

(3)

(4)

(S}

(6}

(1)

Paragraf Kedua
Tata Cara Penyertaan Modal Pemerintah Kota
Atas Barang Milik Daerah pada Pengelola Barang

Pasal 415

Pengelola Barang melaksanakan penilaian dengan
menugaskan:

a. Penilai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 326,
untuk tanah dan/atau bangunan yang akan
dijadikan objek penyertaan modal,;

b. Tim yang ditetapkan oleh Walikota dan dapat
melibatkan Penilai sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 327, untuk selain tanah dan/atau bangunan
yang aksn dijadikan objek penyertaan modal.

Pengelola Barang menyampaikan hasil penilaian kepada

Walikota. :

Walikota membentuk Tim untuk melakukan penelitian

terhadap:

a. hasil analisis kelayakan investasi yang dilakukan
sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

b. data administratif, diantaranya: tahun perolehan,
spesifikasi/identitas teknis, bukti kepemilikan, kode
barang, kode register, nama barang, dan nilai
perolehan atau nilai buku;

c. kesesuaian tujuan penyertaan modal Pemerintah
Kota, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 411.

Timm melakukan kajian hereams dengan caion penerima
penyeriaan modal Pemerintah Kota dan/atau Perangkat
Daerah terkait, yang dituangkan dalam dokumen hasil
kajian.

Apabila berdasarkan hasil kajian sebagaimana dimaksud
pada ayat (), penyertaan modal Pemerintah Kota lavak
dilaksanakan, maka calon penerima penyertaan modal
Pemerintah Kota menyampaikan surat permyataan
kesediaan menerima penyertaan modal Pemerintah Kota
yang berasal dari barang milik daerah.

Tim menyampaikan dokumen hasil kajian sebagaimana
dimaksud pada ayat {4) dan surat pernyvataan kesediaan
menerima penyertaan modal Pemerintah Kota
sebagaimana dimaksud pada ayat (5) kepada Walikota.

Pasal <416

Pengelola Barang mengajukan permohonan persetujuan
penyertaan modal Pemerintah Kota kepada Walikota.

Y
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{2} Dalam hal penyertaan modal Pemerintah Kota
memeriukan persetujuan DPRI), Walikota terlebih dahulu
mengajukan permohonan persetujuan kepada DPRD.

(3) Apabila permohonan tidak disetujui oleh Wwalikota
sebagaimana dimaksud pada syat (1} atau tidak disetujui
oleh DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2),
Walikota melalui Pengelola Barang memberitahukan pada
calon penerima penyertaan modal disertai dengan alasan.

{(4) Apabila permohonan penyertaan modal Pemerintah Kota
atas barang milik daerah disetujui oleh Walikota
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau disetujui oleh
DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Walikota
menetapkan keputusan atas barang milik daerah yang
akan disertakan sebagai penyertaan modal.

(S} Pengelola Barang menyiapkan rancangan Peraturan
Daerah tentang penyertaan modal Pemerintah Kota
dengan melibatkan Perangkat Daerah terkait.

{6) Rancangan Peraturan Daerah tentang penyertaan modal
Pemerintah Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (5)
disampaikan kepada DPRD untuk dilakukan
pembahasan bersama dan selanjutnya ditetapkan
sebagai Peraturan Daerah tentang penyertaan modal.

Pasal 417

(1) Berdasarkan Peraturan Daerah tentang Penyertaan
Modal Pemerintah Kota sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 416 ayat (6), Pengelola Barang melaksanakan
penyertaan modal Pemerintah Kota berpedoman pada
keputusan Walikota sebagaimana dimaksud dalam Pasal
416 ayat (4).

(2} Berdasarkan peraturan daerah dan keputusan Walikota
sebagaimana dimaksud pada ayat (1}, Pengelola Barang
melakukan serah terima dengan penerima Penyertaan

Modal Pemerintah Kota vang dituangkan dalarmn Berita
Acara Serah Terima.

Pasal 418

Berdasarkan Berita Acara Serah Terima sebagaimana
dimaksud dJdalam Pasal 417 ayat (2), Pengelola Barang
mengajukan usulan penghapusan barang milik daerah yang
telah dijadikan penyertaan modal Pemerintah Kota.

Paragraf Ketiga
Tata Cara Penyertaan Modal Pemerintah Kota Atas Barang

Milik Daerah Pada Pengguna Barang
Pasal 419

{1} Penyertaan modal Pemerintah Kota vyang dari awal
vengadaannya direncanakan untuk dijadikan sebagai
penyertaan modal Pemerintah Kota, maka Pengguna
Barang melalui Pengelola Barang mengajukan wusul

kepada Walikota diseirtai pertimbangan dan kelengkapan
data berupa:




(2)

3)
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a. data administratif, antara lain:

1. dokumen anggaran dan/atau dokumen
perencanaannya;
2. nilai realisasi pelaksanaan anggaran; dan

3. keputusan penetapan status penggunaan.

b. dokumen  hasil analisis kelayakan investasi
mengenai penyertaan modal sesuai ketentuan
peraturan perundang-undangan.

Penyertaan modal Pemerintah Kota yang diarahkan
untuk optimnalisasi barang milik daerah, maka pengajuan
usul oleh Pengguna Barang melalui Pengelola Barang
kepada Walikota disertai pertimbangan dan kelengkapan
data berupa:

a. data administratif, antara lain tahun perolehan,
spesifikasi/identitas teknis, bukti kepemilikan, kode
barang, kode register, nama barang, dan nilai
perolehan atau nilai buku;

b. dokumen hasil analisa kelayakan investasi mengenai
penyertaan modal sesuai ketentuan peraturan
perundang-undangan.

Tata cara penyertaan modal Pemerintah Kota mengenai
penilaian sampai dengan serah terima barang yang
disertakan sebagai penyertaan rmodal Pemerintah Kota
yang berada pada Pengelola Barang sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 4714 sampai dengan Pasal 416
berlaku mutatis mutandis pada penilaian sampai dengan
serah terima barang yang akan disertakan sebagai
penyertaan modal Pemerintah Kota yang berada pada
pengguna barang.

Pasal 420

Berdasarkan Berita Acara Serah Terimma Pengguna Barang
mengajukan usulan penghapusan barang milik daerah yang
telah dijadikan penyvertaan modal Pemerintah Kota.

BAB XI
PEMUSNAHAN

Bagian Kesatu
Prinsip Umum

Pasal <21

Pemusnahan barang milik daerah dilakukan apabila:

a.

tidak dapat digunakan, tidak dapat dimanfaatkan,
dan/atau tidak dapat dipindahtangankan; atau




b. terdapat alasan lain sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

Pasal 422

{1) Pemusnahan dilaksanakan oleh Pengguna Barang
setelah mendapat persetujuan Walikota, untuk barang
milik daerah pada Pengguna Barang.

{2) Pemusnahan dilaksanakan oleh Pengelola Barang setelah
mendapat persetujuan Walikota, untuk barang milik
daerah pada Pengelola Barang.

(3) Pelaksanaan pemusnahan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dan (2) dituangkan dalam berita acara dan
dilaporkan kepada Walikota.

Pasal 423
Pemusnahan dilakukan dengan cara:
a. dibakar;
b dihancurkan;
C. ditimbun;
d ditenggelarmkan; atau
e cara lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan.
Bagian Kedua
Tata Cara Pemusnahan Pada Pengguna Barang
Pasal 424

(1) Pengajuan permohonan pemusnahan barang milik
daerah dilakukan oleh Pengguna Barang kepada
Walikota.

(2) Permohonan sebagaimana dirnaksud pada avat (1) paling
sedikit memuat:

a. pertimbangan dan alasan pemusnahan; dan

b. data barang milik daerah yang diusulkan
pemusnahan.

(3) Data barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) huruf b antara lain meliputi:

kode barang;

kode register;
nama barang;
tahun perolehan;
spesifikasi barang;
kondisi barang;
jumlah barang,

bukti kepemilikan untuk barang milik daerah yang
harus dilengkapi dengan buikti kepemilikan;

nilai perolehan; dan
. i |
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(3)
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j- nilai buku untuk barang milik daerah yang dapat
dilakukan penyusutan.

Pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) dilengkapi dokumen pendukung berupa:

a. Surat pernyataan dari Pengguna Barang/Kuasa
Pengguna Barang yang sekurang-kurangnya
memuat: '

1. identitas Pengguna Barang/Kuasa Pengguna
Barang; dan

2. pernyataan bahwa barang milik daerah tidak
dapat digunakan, tidak dapat dimanfaatkan,
dan/atau tidak dapat dipindahtangankan atau
alasan lain sesuai dengan ketentuan peraturan

. perundang-undangan.

b. fotokopi bukti kepemilikan, untuk barang milik
daerah yang harus dilengkapi dengan bukti
kepemilikan;

¢. kartu identitas barang, untuk barang milik daerah
yang harus dilengkapi dengan kartu identitas

baraiilg; dan
d. foto barang milik daerah yang diusulkan
pemusnahan.
Pasal 425
Pengelola Barang melakukan penelitian terhadap
permohonan usulan Pemusnahan sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 423.

Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat {1} raeliputi:
a. peneliian kelayakan pertimbangan dan alasan
permohonan peinusnahan barang milik daerah;

b.  peneliban data administratif; dan

wels ~ e
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Penelittia:: data administratif sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) huruf b dilakukan untuk meneliti antara
lain:

kode barang;

kode register;

nama barang;

tahun perolehan;

spesifikasi barang;

kondisi barang;

jumlah barang;

Tmme a0 op

bukti kepemilikan untuk barang milik daerah yang
harus dilengkapi dengan bukti kepemilikan;

nilai perolehan; dan,/atau
J- nilai buku, untuk ba

—

k. rang milik  daerah vang dapat dilakukan
penyusutan.
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Penelitian fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
huruf ¢ dilakukan dengan cara mencocokkan fisik barang
milik daerah yang akan dimusnahkan dengan data
administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

Pengelola Barang menyampaikan hasil penelitian
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Walikota
sebagai bahan pertimbangan persetujuan pemusnahan
barang milik daerah.

Pasal 426

Apabila permohonan pemusnahan barang milik dacrah
tidak disetujui, Walikota memberitahukan kepada
Pengguna Barang melalui Pengelola Barang yang
mengajukan permohcnan disertai dengan alasan.

Apabila permohonan pemusnalian barang milik daerah
disetujui, Walikota menerbitkan surat persetujuan
pemusnahan barang milik daerah.

Surat persetujuan pemusnahan barang milik daerah
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit
memuat:

a. data barang milik daerah yang disetujui untuk
dimusnahkan, yang sekurang-kurangnya meliputi
kode barang, kode register, nama barang, tahun
perolehan, spesifikasi barang, kondisi barang,
jumlah barang, nilai perolehan, dan nilai buku
untuk barang milik daerah yang dapat dilakukan
penyusutan; dan

b. kewajiban Pengguna Barang untuk melaporkan
peiaksanaan Pemusnahan kepada Walikota.

Pasal 427

Berdasarkan sural persetujuan pemusnahan barang
milik daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 426

ayat (2), Pengguna Barang melakukan pemusnahan
barang milik daerah.

Pelaksanaan pemusnahan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dituangkan dalam Berita Acara Pemusnahan dan
dilaksanakan paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal
penerbitan surat persetujuan pemusnahan barang mihk
daerah oleh Walikota sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 426 ayat (2).

Berdasarkan Berita Acara Pemusnahan sebagaimana
dimaksud pada avat (2), Pengguna Barang mengajukan
usulan penghapusan barang milik daerah.

Bagian Ketiga
Tata Cara Pemusnahan Pada Pengeiola Barang

Pasal 428

Pengajuan permochonan pemusnahan barang milik
daerah dilakukan oleh Pengelola Barang kepada
Walikota.
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Muatan materi surat permohonan pemusnahan pada
Pengguna Barang serta kelengkapan dokumen
pendukung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 424
ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) berlaku mutatis mutandis
terhadap muatan materi surat permohonan pemusnahan
dan serta kelengkapan dokumen dukung pada Pengelola
Barang.

Pasal 429

Walikota meiakukan penelitian terhadap permohonan
usulan pemusnahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal
428.

Tata cara penelitian terhadap permohonan pemusnahan
barang milik daerah pada Pengguna Barang sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 424 ayat (2), ayat (3), dan ayat (4}
berlakku mutatis mutandis terhadap tata cara penelitian
terhadap permohonan pemusnahan barang milik daerah
pada Pengelola Barang.

Apabila permohonan pemusnahan barang milik daerah

tidak disctujui, Walikota memberitahukan kepada

Pengelola Barang disertai dengan alasan.

Apabila permochonan pemusnahan barang milik daerah

disetujui, Walikota menerbitkan surat persetujuan

pemusnahan barang milik daerah.

Surat persetujuan pemusnahan barang milik daerah

sebagaimana dimaksud pada ayat {4) paling sedikit

memuat:

a. data barang milik daerah yYang disetujui untuk
dimusnahkan, yang sekurang-kurangnya meliput
kode barang, kode register, nama barang, tahun
perolehan, spesitkasi barang, kondisi barang,
jumlah barang, nilai perolehan, dan nilai buku
untuk barang milik daerah yang dapat dilakukan
penyusutan; dan

b. kewajiban Pengelola Barang untuk melaporkan
pelaksanaan pemusnahan kepada Walikota.

Pasal 430

Berdasarkan persetujuan pemusnahan barang milik
daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 429 avat (4),
Pengelola Barang melakukan pemusnahan barang milik
daerah.

Pelaksanaan pemusnahan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dituangkan dalam berita acara pemusnahan dan
dilaksanakan paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal
persetujuan permusnahan barang milik daerah dan
Walikota.
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(3} Berdasarkan berita acara pemusnahan sebagaimana
dimaksud pada ayat {2), Pengelola Barang mengajukan
usulan penghapusan barang milik daerah.

BAB XiI
PENGHAPUSAN

Bagian Kesatu
Prinsip Umum

Pasal 431
Penghapusan barang milik daerah meliputi:

a. penghapusan dari Daftar Barang Pengguna dan/atau
Daftar Barang Kuasa Pengguna;

b. penghapusan dari Daftar Barang Pengeloia; dan

€. penghapusan dari Daftar Barang Milik Daerah.

Pasal 432
(1) Penghapusan dari Daftar Barang Pengguna dan/atau
Daftar Barang Kuasa Pengguna sebagaimana dimaksud
dalamn Pasal 430 huruf a, dilakukan dalam hal barang
milik daerah sudah tidak berada dalam penguasaan
Pengguna Barang dan/atau Kuzsa Pengguna Barang.

(2) Penghapusan dari Daftar Barang Pengelola sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 430 huruf b, dilakukan dalam hal
barang milik daerah sudah tidak berada dalam
penguasaan Pengelola Barang. :

(3) Penghapusan dari Daftar Barang Milik Daerah
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 430 huruf c
dilakukan dalam hal terjadi penghapusan sebagaimana
dimaksud pada ayat {1) dan ayat (2) disebabkan karena:

a. pemindahtanganan atas barang milik daerah;

h Dutusan pengadilan yang telah berkekuatan hulknm
tetap dan sudah tidak ada upaya hukum lainnya;

C. menjalankan ketentuan undang-undang;

d. pemusnahan; atau

e sebab lain.

Pasal 433

(1) Barang milik daerah sudah tidak berada dalam
penguasaan Pengelola Barang, Pengguna Parang
dan/atau Kuasa Pengguna Barang disebabkan karena:

penyerahan barang milik daerah;

pengalihan status penggunaan barang milik daerah;
penmindahtanganan atas barang milik;

putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum
tetap dan sudah tidak ada upaya hukum lainnya;
menjalankan ketentuan peraturan perundang-
undangan;

pemusnahan; atau

g. sebab lain.
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Sebab lain sebagaimana dimaksud pada ayat {1} huruf g
merupakan sebab-sebab yvang secara normal
dipertimbangkan wajar menjadi penyebab penghapusan,
sepeiti, hilang karena kecurian, terbakar, susut,
menguap, mencair, kadaluwarsa, mati, dan sebagai
akibat dari keadaan kahar (force majeure). .

Pasal 434

Penghapusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 432
ayat (1) untuk barsng miilik daerah pada Pengguna
Barang dilakukan dengan menerbitkan keputusan
penghapusan oleh Pengelola Barang setelah mendapat
persetujuan Walikota.

Penghapusan sebagaimana dimzksud dalam Pasal 432
ayat (1) untuk barang milik daerah pada Pengelola
Barang dilakukan dengan menerbitkan keputusan
penghapusan oleh Walikota.

Dikecualikan dari ketemtuan mendapat persetujuan
usan Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) adalah untuk barang milik daerah yang dihapuskan

karena:

a. pengalihan status  penggunaan sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 54 sampai dengan Pasal 60;
b. pemindahtanganan: atau
C. pemusnahan.

Walikota dapat mendelegasikan persetujuan
pPenghapusan barang milik daerah beru pa barang
persediaan kepada Pengelola Barang untuk Daftar

Barang Pengguna dan/atau Daftar Barang Kuasa
Pengguna.

Pelaksanaan atas penghapusan barang milik daerah
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (4)
diiaporkan kepada Waiikota.

Bagian Kedua

Pelaksanaan Penghapusan Barang Milix Daerah
Pada Pengguna Barang Dan/Atau Kuasa
Pengguna Barang

Pasal 435

Penghapusan karena penyerahan barang milik daerah
kepada Walikota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 432
ayat (1) huruf a dilakukan oleh Pengguna Barang/Kuasa
Pengguna Barang.

Penghapusan sebagaimana dimaksud pada avat (1)
dilakukan setelah Pengelola Barang menerbitkan
keputusan penghapusan barang milik daerah.

Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat {2) paling
lama 1 (satu) bulan diterbitkan oleh Pengelola Barang
sejak tanggal Berita Acara Serah Terima penverahan
kepada Walikota.

[ A
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Pengguna Barang melaporkan penghapusan barang
milik daerah sebagaimana dimaksud pada avat (1)
kepada Walikota, dengan melampirkan:

a. keputusan penghapusan; dan

b. Berita Acara Serah Terima penyerahan kepada
Walikota.

Berdasarkan keputusan penghapusan sebagaimana
dimaksud pada ayat (3), Pengelola Barang melakukan
penyesuaian pencatatan barang milik daerah pada daftar
barang milik daerah.

Pasal 436

Perubahan Daftar Barang Pengguna dan/atau Daftar
Bamng Kuasa Pengguna sebagai akibat dari penyerahan
barang milik daerah kepada Walikota harus dicantumkan
dalam Laporan Semesteran dan Laporan Tahunan
Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang.

Perubahan Daftar Parang Milik Daerah sebagai akibat
dari penyerahan barang milik daerah dari Pengguna
Barang kepada Walikota harus dicantumkan dalam
laporan semesteran dan laporan tahunan.

Pasal 437

Penghapusan karena pengalihan status penggunaan
barang milik daerah kepada Pengguna Barang Ilain
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 432 ayat (1) huruf b
dilakukan oleh Pengguna Barang/Kuasa Pengguna
Barang. |

Penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan setelah Pengelola Barang menerbitkan
keputusan penghapusan barang milik daerah.

Keputusan penghapusan barang milik daerah
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lama 1 (satu)
bulan diterbitkan oleh Pengelola Barang sejak tanggal
Berita Acara Serah Terima pengalihan status
penggunaan barang milik daerah.

Pengguna Barang menyampaikan laporan penghapusan
kepada Walikota dengan melampirkan:

a. keputusan penghapusan; dan

b. Berita Acara Serah Terima pengalihan status
penggunaan barang milik daerah.

Berdasarkan keputusan penghapusan sebagaimana
dimaksud pada ayat (3), Pengelola Barang melakukan
penyesuaian pencatatan barang milik daerah pada daftar
barang milik daerah.
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Pasal 438

Perubahan Daftar Barang Pengguna dan/atau Daftar
Barang Kuasa Pengguna sebagai akibat dari pengalihan
status penggunaan barang milik daerah  harus
dicantumkan dalam laporan semesteran dan laporan
tahunan Pengguna Baraung dan/atau Kuasa Pengguna
Barang.

Perubahan daftar barang milik daerah sebagai akibat dari
pengalihan status penggunaan barang milik daerah
harus dicantumkan dalam laporan barang milikk daerah
semesteran dan laporan tahunan.

Pasal 439

Penghapusan karcna pemindahtanganan atas barang
milik daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 432
ayat (1) huruf c dilakukan oleh Pengguna Barang/Kuasa
Pengguna Barang

Penghapusan sebagairmnana dimaksud pada ayat (1)

dilakulkcan setelah Pengelola Barang menerbitkan

keputusan penghapusan barang milik daerah.

Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling

lama 1 (satu) bulan diterbitkan oleh Pengelola Barang

sejak tanggal Berita Acara Serah Terima .

Keputusan penghapusan barang milik daerah karena

pemindahtanganain atas barang milik daerah

disampaikan kepada Pengguna Barang disertai dengan:

a. Risalah Lelang dan Berita Acara Serah Tenma,
dalam hal pemindahtanganan dilakukan dalam
bentuk penjuulan secara lelang;

b. Berita Acara Serah Teiima, dalam hal
pemindahtanganan dilakukan dalam bentuk
penjualan tanpa lelang, tukar menukar, dan
penyertaan modal Pemerintal: Kota; dan

¢. Berita Acara Serah Terima dan naskah hibah. datam
hai pemindahtanganan diiakukan daiam bLentuk
hibah.

Pengguna Barang menyampaikan laporan penghapusan

sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kepada Walikota

dengan melampirkan:

a. Keputusan Penghapusan; dan

b. Berita Acara Serah Terima, Risalah Lelang, dan
Naskah Hibah.

Berdasarkan keputusan penghapusan sebagaimana

dimaksud pada ayat (3), Pengelola Barang menghapus

barang milik daerah dar Daftar Barang Milik Daerah.

Pasal 440
Perubahan Daftar Barang Pengguna dan/atau Daftar
Barang Kuasa Pengguna  cebagai akibat dan
penghapusan karena pemindahtanganan harus

dicantumkan dalam laporan barang Penggunan/laporan
barang Kuasa Pengguna semesteran dan tahunan
Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang.
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Perubahan Daftar Barang Milik Daerah sebagai akibat
dari penghapusan karena pemindahtanganan harus
dicantumkan dalam laporan semesteran dan laporan
tahunan.

Pasal 441

Penghapusan karena adanya putusan pengadilan yang
telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan sudah
tidak ada upaya hukum lainnya sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 432 ayat (1) huruf d dilakukan oleh
Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang.

Pengguna Barang mcengajukan permohonan

penghapusan barang milik daerah kepada Pengelola

Barang yang sedikitnya memuat:

a. pertimbangan dan alasan penghapusan; dan

b. data barang milhk daerah yang dimohonkan untuk
dihapuskan, diantaranya meliputi tahun peroliehan,
kode barang, kode register, nama barang, jenis,
identitas, kondisi, lokasi, nilai buku, dan/atau nilai
perolehan.

Permohonan penghapusan barang milik daerah

scbagaimana dimaksud pada avat (2) sekurang-

kurangnya dilengkapi dengan:

a. salinan/fotokopi putusan pengadilan yang telah
dilegalisasi/disahkan oleh pejabat berwenang; dan

b. fotokopi dokumen kepemilikan atau dokumen
setara.

Pengelola Barang melakukan penelitian terhadap

permohonan penghapusan barang milik daerah dari

Pengguna Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (2j.

Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) yang

meliputi:

a. penelitian data dan dokumen barang milik daerah;

b.  penelitian terhadap isi putusan pengadilan terkait
bareng milik daerah sebagai objek putusan
pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum
tetap dan sudah tidak ada upaya hukum lainnya;
dan

C. penelitian lapangan (on site visit}, jika diperlukan.

Penelitian lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (5)

huruf ¢ dilakukan untuk memastikan kesesuaian antara

barang milik daerah yang menjadi objek putusan
pengadilan dengan barang milik daerah yang menjadi
objek permohonan penghapusan.

Berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud

pada ayat (5), Pengelola Barang mengajukan permohonan
persetujuan kepada Walikota.

Pasal 442

Apabila permohonan penghapusan barang milik daerah
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 441 ayat (2) tidak
disetujui, Walikota melalui Pengelnla Barang
memberitahukan pada Pengguna Barang disertai dengan

alasan. e
| i {/Y\/
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(2) Apabila permohonan penghapusan barang milik daerah
disetujui, Walikota menerbitkan surat persetujuan
penghapusan barang milik daerah.

(3) Swurat persetujuan penghapusan barang milik daerah
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat data
barang milik daerah yang disetujui untuk dihapuskan,
diantaranya meliputi:

a. kode barang;

kode register;

nama harang;

tahun perolehan;
spesifikasi/identitas telmis;
kondisi barang;

jumiah;

nilai perolehan;

nilai buku untuk barang milik daerah yang dapat
dilakukan penyusutan; dan

i- kewajiban Pengguna Barang untuk melaporkan
pelaksanaan Penghapusan kepada Walikota melalui
Pengelola Barang.

FR S8 Q0

(o
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Pasal 443

(1) Berdasarkan persetujuan Walikota sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 422 ayat (2), Pengelola Barang
mensrbitkan keputusan penghapusan barang.

(2) Keputusan penghapusan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) menjadi dasar Pengguna Barang/Kuasa
Pengguna Barang melakukan penghapusan barang milik
daerah dari Daftar Barang Pengguna dan/atau Daftar
Rﬁ!ﬂnv Kiasa Penggillau

(3) Keputusan penghapusan barang milik daeran
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 1 (satu
bulan diterbitkan oleh Pengelola Barang sejak tangga]

persetujuan penghapusan barang milik daerah dar
Walikota.

(4) Pengguna Barang melaporkan penghapusan kepada
Walikota derigan melampirkan keputusan penghapusan
barang milik daerzh.

(5) Berdasarkan keputusan penghapusan sebagaimana
dimaksud pada ayat (3}, Pengelola Barang

menghapuskan barang milik daerah dari Daftar Barang
Milik Daerah.

Pasal 444

Penghapusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 441, Pasal
442 dan Pasal 443 hanya dilakukan karena adanya putusan
pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap
dan sudah tidak ada upaya hukum lainnva.

T T a1
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Pasal 445

Perubahan Daftar Barang Pengguna dan/atau Daftar
Barang Kuasa Pengguna sebagai akibat dari putusan
pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum
tetap harus dicantumkan dalam laporan semesteran dan
laporan tahunan Pengguna Barang dan/atau Kuasa
Pengguna Barang.

Perubahan Daftar Barang Milik Daerah sebagai akibat
dari putusan pengadilan yang telah memperoleh
kekuatan hukum tetap harus dicantumkan dalam
laporan semesteran dan laporan tahunan.

Pasal 4-i6

Penghapusan karena melaksanakan ketentuan peraturan

perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 432 ayat (1) huruf e diawali dengan pengajuan

permohonan penghapusan barang milik daerah oleh

Pengguna Barang kepada Walikota melalui Pengelola

Barang. .

Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling’

sedikit memuat:

a. pertimbangan dan alasan penghapusan; dan

b. data barang milik daerah yang dimohonkan untuk
dihapuskan, yang sekurang-kurangnya meliput
tahun perolehan, kode barang, kode register, nama
barang, jenis, identitas, kondisi, lokasi, nilai buku,
dan /atau nilai perolehan.

Pengelola Barang melakukan penelitian terhadap

permohonan penghapusan barang milik daerah dari

Pengguna Barang sebagaimana dimaksud pada avat (1).

Berdasarkan penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat
(3), Pengelola Barang mengajukan permohonan
persetujuan kepada Walikota.

Pasal 447

Apabila Walikota menyetu}ui permohonan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 445 ayat (4), Walikota
menerbitkan surat persetujuan penghapusan.

.Surat persetujuan penghapusan barang milik daerah

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit

memuat:

a. data barang milik daerah yang disetujui untuk
dihapuskan, yang sekurang-kurangnya meliputi
tahun perolehan, kode barang, kode register, nama
barang, spesifikasi/identitas teknis, jenis, kondisi,
jumlah, nilai buku, dan/atau nilai perolehan; dan

R
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b. kewajiban Pengguna Barang untuk melaporkan
pelaksanaan penghapusan kepada Walikota.

Berdasarkan persetujuan Walikota sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), Pengguna Barang melakukan
penghapusan barang milik daerah dari Daftar Pengguna
Barang dan/atau Daftar Barang Kuasa Pengguna dengan
berdasarkan keputusan penghapusan Pengelola Barang.

Keputusan penghapusan barang milik daerah
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diterbitkan paling
lama 1 (satu) bulan oleh Pengelola Barang sejak tanggal
persetujuan Walikota.

Pasal 448

Pengguna Barang mslaporkan penghapusan barang
milik daerah lkepada Walikota, dengan melampirkan
keputusar penghapusan yang dikeluarian oleh Pengelola
Barang scbagaimana dimaksud dalam Pasal 446 ayat {4).
Berdasarkan keputusan penghapusan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 446 ayat (4), Pengelola Barang
menghapuskan berang milik daerah dari Daftar Barang
Milik Daerah.

Pasal 449

Perubahan Dafiar Barang Pengguna dan/atau Daftar
Barang Kuasa Pengguna sebagai akibat dari
melaksanakan ketentuan peraturan perundang-
undangan harus dicantumkan dalam laporan semesteran
dan laporan tahunan Pengguna Barang dan/atau Kuasa
Pengguna Barang.

Perubahan Daftar Barang Milik Daerah sebagai akibat
dari melaksanakan ketentuan peraturan perundang-
undangan harus dicantumkan dalam laporan semesteran

Pasal 450

Penghapusan barang milik daerah karena pemusnahan
pada Pengguna Barang sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 432 ayat (1) huruf f dilakukan oleh Pengguna
Barang/Kuasa Pengguna Barang.

Penghapusan barang milik daerah sebagaimana
dimaksud pada ayat (1} dilakukan setelah Pengelola
Barang menerbitkan keputusan penghapusan barang
milik daerah.

Keputusan penghapusan barang milik daerah
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterbitkan oleh
Pengelola Barang paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal
berita acara pemusnahan.

Pengguna Barang menyampaikan laporan penghapusan
disampaikan kepada Walikota dengan melampirkan
keputusan penghapusan sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) dan berita acara pemusnahan sebagaimana
dimaksud pada ayat {3).
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Berdasarkan keputusan penghapusan sebagaimana
dimaksud pada ayat (3), Pengelola Barang
menghapuskan barang milik daerah pada Daftar Barang
Milik Daerah.

Pasal 451

Perubahan Daftar Barang Pengguna dan/atau Daftar
Barang Kuasa Pengguna sebagai akibat dari pemusnahan
harus dicantumkan dalam laporan semesteran dan
laporan tahunan pengguna barang atau kuasa pengguna
barang.

Perubahan Daftar Barang Milik Daerah sebagai akibat
dari pemusnahan harus dicantumkan dalam laporan
semesteran dan laporan tahunan.

Pasal 452

Penghapusan karena sebab lain sebagaimana dimaksud
dalam  Pasal 432 ayat (1) huruf g dilakukan oleh
Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang. ) )

Pengguna Barang mengajukan permohonsan

pPenghapusan barang milik daerah kepada Walikota

melalui Pengelola Barang Yang sedikithya memuat:

a. pertimbangan dan alasan penghapusan; dan

b. data barang milik daerzh yang dimochonkan untuk
dihapuskan, diantaranya meliputi tahun perolehan,
kode barang, kode register, nama barang, jenis,
identitas, kondisi, lokasi, nilai buku, dan/atau nilai
perolehan.

Permohonan penghapusan barang milik daerah

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diajukan

karena alasan:

a. hilang karena kecurian;

D. terbakar, susut, menguap, mencair, Kadaiuwarsa,
mati untuk hewan/ikan/tanaman; atau

¢.  keadaan kahar (force majeure).

Pasal 45}

Permohonan penghapusan barang milik daerah dengan
alasan hilang karena kecurian sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 451 ayat (3) huruf a harus dilengkapi:

a. surat keterangan dari Kepolisian; dan

b.  surat keterangan dari Pengguna Barang/Kuasa
Pengguna Barang yang sekurang-kurangnya

memuat:

1. identitas Pengguna Barang/Kuasa Pengguna
Barang;

2.  pernyataan mengenai atas kebenaran

permohonan dan barang milik daerah tersebut
hilang karena kecurian serta tidak dapat

diketernukan; dan
R
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3. pernyvataan apabila di kemudian hari
ditemnukan bukti bahwa penghapusan barang
milik daerah dimaksud diakibatkan adanya
unsur kelalaian dan/atau kesengajaan dari
Pejabat yang menggunakan/penanggung jawab
barang milik daerah/Pengurus Barang
tersebut, maka tidak menutup kemungkinan
kepada yang bersangkutan akan dikenakan
sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-
undangan.

Permohonan penghapusan barang milik daerah
dengan alasan terbakar, susut, menguap, Mencair,
kadaluwarsa, mati untuk hewan/ikan /tanaman

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 451 ayat {3)

huruf b harus dilengkapi:

a. identitas Pengguna Barang/Kuasa Pengguna
Barang;

b. pernyataan dari Pengguna Barang/Kuasa
Pengguna Barang mengenai kebenaran
permohonan yang diajukan.

C. pernyataan dari Pengguna Barang/Kuasa
Pengguna Barang bahwa barang milik daerah
telah terbakar, susut, menguap, mencair,
kadaluwarsa, mati untuk
hewan/ikan/tanaman; dan

d. surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada
huruf « dilampiri basil laporan pemeriksaan/
penelitian.

Permohonan penghapusan barang milik daerah

dengan alasan keadaan kahar (force majeure)

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 451 ayat (3}

huruf ¢ harus diiengkapi:

a. surat keterangan dari instansi yang berwenang:

1. mengenai terjadi keadaan kahar (force
majeure); atau
2. mengenai kondisi barang terkini karena

keadaan kahar (force majeure); dan
b. pernyataan bahwa barang milik daerah telah
terkena keadaan kahar (force majeure) dari
Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang.

Pasal 454

Pengelola Barang melakukan penelittan  terhadap
permohonan penghapusan barang milik daerah dari
Pengguna Barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal
451 ayat (3).

Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a.

penelitian kelayakan pertimbangan dan alasan
permohonan penghapusan;

g e
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b. penelitian data administratif sedikitnya terhadap
kode barang, kode register, nama barang, tahun
perolehan, spesifikasi/identitas barang milik daerah,
penetapan status penggunaan, bukt kepemilikan
untuk barang milik daerah yang harus dilengkapi
dengan bukti kepemilikan, nilai buku, dan/atau
nilai perolehan; dan

c. penelitian fisik untuk permohonan penghapusan
karena alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal
451 ayat {3) huruf b dan huruf ¢ jika diperlukan.

Berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), Pengelola Barang mengajukan permohonan
persetujuan kepada Walikota untuk penghapusan barang
milik daerah karena sebab lain.

Pasal 455

Apavila permohonan penghapusan  sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 451 ayat (3) tidak disetujui,
Walikota memberitahukan kepada Pengguna Barang
melalui Pengelola Barang disertai dengan alasan.

Apabila permohonan  penghapusan  sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 451 ayat (3) disetujui, Walikota

menerbitkan surat persetujuan penghapusan barang
milik daerah.

Surat persetujuan penghapusan barang milik daerah

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat data

barang milik daerah yang disetujui untuk dihapuskan,

yang sekurang-kurangnya meliputi:

kode barang;

kode register;

niama barang;

tahun perolehan;

spesifikasi/identitas teknis;

kondisi barang ;

jumlah;

nilai perolehan;

nilai buku untuk barang milik daerah yang dapat

dilakukan penyusutan; dan

j.  kewajiban Pengguna Barang untuk melaporkan
pelaksanaan penghapusan kepada Walikota.

Berdasarkan persetujuan Walikota sebagaimana

dimaksud pada ayat (3), Pengelola Barang menetapkan

keputusan penghapusan paling lama 1 (satu} bulan sejak

tanggal persetujuan.

MR th 0 A0 OR

Pengguna Barang melakukan penghapusan barang milik
daerah dari Daftar Barang Pengguna dan/atau Daftar
Barang Kuasa Pengguna berdasarkan Keputusan
Penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (4}.
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Pasal 456

(1) Pengguna Barang menyampaikan laporan penghapusan
kepada Walikota dengan melampirkan keputusan
penghapusan barang rilik daerah sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 454 ayat (4).

(2) Berdasarkan keputusan penghapusan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 454 ayat (4), Pengelola Barang

menghapuskan barang milik daerah dari Daftar Barang
Milik Daerah.

{3) Perubahan Daftar Barang Pengguna dan/atau Daftar
Barang Kuasa Pengguna sebagai akibat dari sebab lain
harus dicantumkan dalam laporan semesteran dan
laporan tahunan Pengguna Barang dan/atau Kuasa
Pengguna Barang.

(4) Perubahan Daftar Barang Milik Daerah sebagai akibat
dari sebab lain harus dicantumkan dalam laporan
semesteran dan laporan tahunan.

Bagian Ketiga
Pelaksanaan Penghapusan Barang Milik Daerah
Pada Pengelola Barang

Pasal 457

(1) Penghapusa.n karena penyerahan barang milik daerah
kepada Pengguna Barang sebagaimana dimaksud dalam

pasal 432 ayat (1) huruf a dilakukan oleh Pengelola
Barang.

(2) Penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan setelah Walikota menerbitkan keputusan
penghapusan barang milik daerah.

2} EKeputusan penghapusan barang mililc daerah
sebagaimana dimaksud ayat (2} paling lambat 1 (satu)
bulan diterbitkan oleh Walikota sejak tanggal Berita
Acara Serah Terima penyerahan kepada Pengguna
Barang.

-

(4) Pengelola Barang menyampaikan laporan penghapusan
kepada Walikota dengan melampirkan keputusan
penghapusan dan Berita Acara Serah  Terima
penyerahan kepada Pengguna Barang sebagaiamana
dimaksud pada ayat (3).

{5) Berdasarkan Kkeputusan penghapusan sebagaimana
dimaksud pada ayat (3}, Pengelola Barang melakukan
penyesuaian pencatatan barang milik daerah pada Daftar
Barang Milik Daerah.

Pasal 458

(1} Perubahan Daftar Barang Pengelola sebagai akibat dari
penyerahan barang milik daerah kepada Pengguna
Barang harus dicantumkan datam laporan semesteran
dan laporan tahunan Pengeloia Barang.

(% ]
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Perubahan Daftar Barang Milik Daerah sebagai akibat
dari penyerahan barang milik daerah kepada Pengguna
Barang harus dicantumkan dalam laporan semesteran
dan laporan tahunan.

Pasal 459

Penghapusan karena pemindahtanganan atas barang
milik daerah kepada Pihak Lain sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 432 ayat {l) huruf ¢ dilakukan oleh
Pengelola Barang.

Penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan setelah Walikota menerbitkan keputusan
penghapusan barang milik daerah.

Keputusan penghapusan barang milik daerah
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lambat 1
{satu) bulan diterbitkan oleh Walikota sejak tanggal
Berita Acarz Serah Terima .

Pengelola Barang menyampaikan laporan penghapusan
kepada Walikota dengan melampirkan keputusan
penghapusan yang disertai dengan:

a. Risalah Lelang dan Berita Acara Serah Terima,
apabila pemindahtanganan dilakukan dalam bentuk
Penjualan secara lelang;

b. Berita Acara Serah Terimna, apabila
pemindahtanganan dilakukan dalam bentuk
penjualan tanpa lelang, tukar menukar dan
penyertaan modal Pemerintah Kota; dan

C. Berita Acara Serah Terima dan naskah hibah,
apabila npemindahtanganan dilakukan dalam bentuk

hibah.
Berdasarkan keputusan penghapusan sebagaimana
dimaksud pada avat (3), Pengelola Barang

menghapuskan barang milik daerah dari Daftar Barang
wilik Daerah.

Pasal 460

Perubahan Daftar Barang Pengelola sebagai akibat dari
pemindahtanganan barang  milik daerah harus
dicantumkan dalam laporan barang semesteran dan
tahunan Pengelola Barang.

Perubahan Daftar Barang Milik Daerah sebagai akibat
dari pemindahtanganan barang milik daerah harus
dicantumkan dalam laporan barang milik daerah
semesteran dan tahunan.

Pasal 461

Penghapusan karena adanya putusan pengadilan vang
telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan sudah
tidak ada upaya hukum lainrya sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 432 ayat (1) huruf d dilakukan oleh
Pengelola Barang.
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Pengelola Barang mengajukan permohonan penghapusan

kepada Walikota yang sekurang-kurangnya memuat:

a. pertimbangan dan alasan penghapusan; dan

b. data barang milik daerah yang dimohonkan untuk
dihapuskan, sekurang-kurangnya meliputi tahun
perolehan, kode barang, kode register, nama barang,
jenis, identitas, kondisi, lokasi, nilai buku, dan/atau
nilai perolehan.

Permohonan  penghapusan barang milik daerah

sebagaimana dimaksnd pada ayat (2) sekurang-

kurangnya dilengkapi dengan:

a. salinan/fotokopi putusan pengadilan yang telah
dilegalisasi/disahkan oleh pejabat berwenang; dan

b. fotokopi dokumen kepemilikan atau dokumen
setara.

Walikota melakukan penelitian terhadap permohonan

penghapusan barang milik daerah dari Pengelola Barang

sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (4} meliputi:

a. penelitian data dan dokumen barang milik daerah;

b. penelitian terhadap isi putusan pengadilan terkait
barang milik daerah sebsgai objek putusan
pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum
tetap dan sudah tidak ada upaya hukum lainnya;
dan

c. penelitian lapangan (on site visit), jika diperiukan,
guna memastikan kesesuaian antara barang milik
daerah yang menjadi objek putusan pengadilan
dengan barang milik daerah yang menjadi objek
permcbonan penghapusan.

Dalam hal permohonan penghapusan barang milik

daerah tidak disetujui, Walikota memberitahukan kepada

Pengelola Barang disertai dengan alasan.

Dalam hal permohonan pengnapusan barang miiik
daerah diserujui, Walikota menerbitkan Syt
persetujuan penghapusan barang milik daerah.

Surat persetujuan penghapusan barang milik daerah

sebagaimana dimaksud pada ayat (7) sekurang-
kurangnva mernuat:

a. data barang milik daerah yang disetujui untuk
dihapuskan, sekurang-kurangnya meliputi kode
barang, kode register, nama barang, tahun
perolehan, spesifikasi/identitas teknis,  jenis,

kondisi, jumlah, nilai buku, dan/atau nilai
perolehan; dan
b. kewajiban Pengelola Barang untuk melaporkan

pelaksanaan penghapusan kepada Walikota.

Pasal 462

Berdasarkan persetujuan Walikota sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 460 ayat (7)), Walikota
menerbitkan keputusan penghapusan barang.

ERLG




(2)

(3)

(4)

(5)

- 190 -

Berdasarkan keputusan penghapusan barang
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pengelola Barang
melakukan penghapusan barang milik daerah dari Daftar
Barang Pengelola.

Keputusan penghapusan barang milik daerah diterbitkan
oleh Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal persetujuan.
Pengelola Barang menyamgpaikan laporan penghapusan
kepada Walikota dengan melampirkan keputusan
penghapusan barang milik daerah.

Berdasarkan keputusan penghapusan sebagaimana
dimaksud pada ayat (3}, Pengelola Barang
menghapuskan barang milik daerah dari Daftar Baranyg
Milik Daerah.

Pasal 463

Penghapusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 460 dan
Pasal 461 hanya dilakukan karena adanya putusan
pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap
dan sudah tidak ada upaya hukum lainnya.

(1)

(2)

m

(2)

(3)

(4

Pasal 464

Perubahan daftar barang Pengelola sebagai akibat dari
putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan
hukum tetap harus dicantumkan dalam laporan
semesteran dan laporan tahunan Pengelola Barang.

Perubahan Daftar Barang Milik Daerah sebagai akibat
dari putusan pengadil>*n yang telah memperoleh
kekuatan hukum tetap harus dicantumkan dalam
laporan semesteran dan laporan tahunan.

Pasal 465

Penghapusan barang milik daerah karena melaksanakan
ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 432 ayat (1) huruf e diawali
dengan mengajukan permohonan penghapusan barang
milik daerah dari Pengelola Barang kepada Walikota.
Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling
sedikit memuat:

a. pertimbangan dan alasan penghapusan; dan

b. data barang milik daerah yang dimohonkan untuk
dihapuskan, vang sekurang-kurangnya meliputi
tahun perolehan, kode barang, kode register, nama
barang, jenis, identitas, kondisi, lokasi, nilai buku
dan/atau nilai perolehan.

Walikota melakukan penelitian terhadap permochonan

penghapusan barang milik daerah dari Pengeiola Barang

sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Penelitian sebagaimana dimaksud pada avat (3) meliputi:

a. penehlitian data dan dokumen barang milik daerah;

kv
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b.  penelitian terhadap peraturan perundang-undangan
terkait barang milik daerah; dan

c. penelitian lapangan (on site visifj, jika diperlukan,
guna memastikan kesesuaian antara barang milik
daerah yang menjadi objek peraturan perundang-
undangan dengan barang milik daerah yang menjadi
objek permohonan penghapusan.

Pasal 466
Apabila Walikota menyetujui hasil penelitian
sebagaimana dimaksud dala Pasal 464 ayat (4), Walikota
menerbitkan surat persetujuan penghapusan.

Surat persetujuan penghapusan sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) paling sedikit memuat:

a. data barang milik daerah yang disetujui untuk
dihapuskan, yang sekurang-kurangnya meliputi
kode barang, kode register, nama barang,
spesifikasi/identitas teknis, kondisi, jumlah, nilai
buku, dan/atau nilai perolehan;

b. kewajiban Pengelola Barang untuk melaporkan
pelaksanaan penghapusan kepada Walikota.

Berdasarkan persetujuan Walikoia sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), Pengelola Barang melakukan
penghapusan barang milik daerah dari Daftar Pengelola
Barang berdasarkan keputusan penghapusan Walikota.
Keputusan penghapusan barang milik daerah
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diterbitkan oleh
Walikota paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal
persetujuan.

Pasal 467

Pengelola Barang menyampaikan laporan penghapusan
kepada Walikota dengan wmelampirkan keputusan

Berdasarkan kepwwtusan penghapusan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 455 ayat (4) Pengelola Barang
menghapuskan barang milik daerah dari Daftar Barang
Milik Daerah.

Pasal 468
Perubahan Daftar Barang Pengelola sebagai akibat dari
melaksanakan ketentuan peraturan perundang-

undangan harus dicantumkan dalam laporan semesteran
dan laporan tahunan Pengelola Barang.

Perubahan Daftar Barang Milik Daerah sebagai akibat
dari melaksanakan ketentuan peraturan perundang-

undangan harus dicantumkan dalam laporan semesteran
dan laporan tahunan.

Pasal 469

Penghapusan barang milik daerah karena pemusnahan
pada Pengelola Barang sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 432 ayat (1) huruf f dilakukan dengan ketentuan.

% [
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Penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat ({1}
dilakukan oleh Pengelola Barang setelah Walikota
menerbitkan keputusan penghapusan barang milik
daerah.

Keputusan penghapusan barang milik daerah
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterbitkan oleh
Walikota paling lambat 1 (satu) bulan sejak tanggal
berdasarkan berita acara pemusnahan.

Pengelola Barang menyampaikan laporan penghapusan
kepada Walikota dengan melampirkan keputusan
penghapusan sebagaimana dimaksud pada pada ayat (2)
dan berita acara pemusnahan sebagaimana dimaksud
pada ayat (3).

Berdasarkan keputusan penghapusan sebagaimana
dimaksud pada ayat (3}, Pengelola Barang
menghapuskan barang milik daerah dari Daftar Barang
Milik Daerah.

Pasal 47C

Perubahan Daftar Barang Pengelola sebagai akibat dan
Perausnahan harus dicantumkan dalam laporan
semesteran dan laporan tahunan Pengelola Barang.

Perubahan Daftar Barang Milik Daerah sebagai akibat
dari pemusnahan barang milik daerah  harus
dicantumkan dalam laporan semesteran dan laporan
tahunan.

Pasal 471
Penghapusan karena sebab lain sebagaimana dimaksud
dalam Pcsal 432 ayat (1) huruf g dilakukan oleh
Pengelola Barang.

Pengelola Barang mengajukan permohonan penghapusan

barang milik daerah kepada Walikota yang paling sedikit

mernugt:

a., perimbangan dan alasan penghapusan; dan

b. data barang milik daerah yang dimohonkan untuk
dihapuskan, yamng di antaranya meliputi kode
barang, kode register, nama barang, nomor register,
tahun perolehan, spesifikasi, identitas, kondisi
barang, lokasi, nilai buku, dan/atau nilai perolehan.

Permohonan penghapusan barang mmilik daerah

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diajukan

karena alasan:

a. hilang karena kecurian;

b. terbakar, susut, menguap, mencair, kadaluwarsa,
mati untuk hewan/ikan /tanaman; dan/atau

c. keadaan kahar (force majeure).

Permohonan penghapusan barang milik daerah dengan

alasan hilang karena kecurian sebagaimana dimaksud

pada ayat (3) huruf a harus dilengkapi:

a. Surau Keterangan dan Kepolisian,;

b. Surat Keterangan dari Pengelola Barang vang
sekurang-kurangnya memuat:
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1. identitas Pengelola Barang;

2. pernyataan mengenai  atas kebenaran
permohonan dan barang milik daerah tersebut
hilang karena kecurian serta tidak dapat

diketemukan; dan

3. pernyataan apabila di kemudian  han
ditemukan bukti bahwa penghapusan barang
milik daerah dimaksud diakibatkan adanya
unsur kelalaian dan/atau kesengajaan dari
Pejabat yang menggunakan/penanggung jawab
barang milik daerah/Pengurus Barang tersebut,
maka tidak menutup kemungkinan kepada
yang bersangkutan akan dikenakan sanksi
sesuai ketentuan  peraturan perundang-
undangan.

Permohonan penghapusan barang milik daerah dengan

alasan terbakar, susut, menguap, mencair, kadaluwarsa,

mati untuk hewan /ikan/tanaman sebagaimana
dimaksud pada ayat (3} huruf b harus dilengkapi:

a. identitas Pengelola Barang;

b. pernyataan dari Pengelola Barang mengenai
kebenaran permohonan yang diajukan;

c. pernyataan bahwa barang milik daerah telah,
terbakar, susut, menguap, mencair, kadaiuwarsa,
mati untuk hewan/ikan/tanaman; dan

d. surat permnmyataan sebagaimana dimaksud pada
huruf ¢ dilampiri hasil laporan pemeriksaan/
penelitian.

Permohonan penghapusan barang milik daerah dengan

alasan keadaan kahar (force majeure) sebagaimana

dimaksud pada ayat (3) huruf ¢ harus dilengkapi:

a. surat keterangan dari instansi yang berwenang:

1. mengenai teijadinya keadaan Kkahar (force
majeure);, atau

2. mengenai kondisi barang terkini karena
keadaan kahar (force majeure}; dan

b. pernyataan bahwa barang milik daerah telah terkena
keadaan kahar (force majeure).

Walikota melakukan penelitian terhadap permohonan
penghapusan barang milik daerah dari Pengelola Barang
sebagairmana dimaksud pada ayat (3).

Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (7) mehputi:

a. penelitian kelayakan pertimbangan dan alasan
permchonan penghapusan;

bh. penelitian data administratif sedikitnya terhadap
tahun perolehan, spesifikasi/identitas barang milik
daerah, penetapan status penggunaan, bukt
kepemilikaii untuk barang milik daerah yang harus
dilengkapi dengan bukti kepemilikan, nilai buku,
dan/atau nilai perolehan; dan

K
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C. penelitian fisik untuk permohonan penghapusan
karena alasan sebagairnana dimaksud pada ayat (3}
huruf b dan huruf c jika diperiukan.

Pasal 472

Apabila permohonan penghapusan sebagaimana
dimaksud dalamm Pasal 470 ayat (3) tidak disetujui,
Walikota memberitahukan kepada Pengelola Barang
disertzi dengan alasan.
Apabila permohonan penghapusan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 470 ayat {3) disetujui, Walikota
menerbitkan surat persetujuan penghapusan barang
milik daeral:.
Surat persetujuan penghapusan barang milik daerah
sebagaimana dimaksud pada ayat {2} memmuat datsa
barang milik daerah yvang disetujui untuk dihapuskan,
yang paling sedikit meliputi:
a. kode barang;
b. kode register;
c. nama barang;
d. tahun perolehan;
e. spesifikasi/identitas tekmis;
f. kondisi barang;
g Jumlah;
h. nilai perolehan;
i nilai buku untuk barang milik daerah yang dapat

dilakukan penyusutan; dan

3- kewajiban Pengelola Barang untuk melaporkan

pelaksanaan penghapusan kepada Walikota.

Serdasarkan persctuiuar: Walikota sebagaimana
dimaksud pada ayat (2), Walikota menetapkan keputusan
penghapusan paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal
persetujuan.

Pengelola Barang melakukan penghapusan barang milik
daerah dari Daftar Barang Pengeloia berdasarkan
keputusan penghapusan sebagaimana dimaksud pada
ayat (4).

Pasal 473

Pengelola Barang menyampaikan laporan penghapusan
kepada Walikota dengan melampirkan keputusan
penghapusan barang milik daerah.

Berdasarkan keputusan penghapusan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 471 ayat (4), Pengelcla Barang
menghapuskan barang milik daerah dari Daftar Barang
Milik Daerah.

kT
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(3) Perubahan Daftar Barang Milik Daerah sebagai aldbat
dari sebab lain harus dicantumkan dalam laporan
semesteran dan laporan tahunan.

BAB XII1
PENATAUSAHAAN
Bagian Kesatu
Pembukuan

Pasal 474
(1) Pengelola Barang harus melakukan pendaftaran dan
pencatatan barang milik daerah yang berada di bawah
penguasaannya ke dalam Daftar Barang Pengeloia
menurut penggolongan dan kodefikasi barang.

(2) Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang harus
melakukan pendaftaran dan pencatatan barang milik
daerah yang status penggunaannya berada pada
Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang ke dalam
Daftar Barang Penggunz/Daftar Barang Kuasa Pengguna
menurut penggolongan dan kodefikasi barang.

Pasal 475

(1) Pengelola Barang menghimpun daftar barang
Pengguna/daftar barang Kuasa Pengguna sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 473 ayat (2).

(2) Pengelola Barang menyusun daftar bareng milik daerah
berdasarkan himpunan daftar barang Pengguna/daftar
barang Kuasa Pengguna setagaimana dimaksud pada
ayat (1) dan daftar barang Pengelola menurat
penggolongan dan kodefikasi barang.

(3) . Dalam daftar barang milik daerah sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) termasuk barang milik daerah
yvang dimanfaatkan oleh pihak lain.

Bagian Kedua
Inventarisasi
Pasal 476
(1) Pengguna Barang melakukan inventarisasi barang milik
daerah paling sedikit 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.
{2) Dalam hal barang milik daerah sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) berupa persediaan dan konstruksi dalam
pengerjaan, inventarisasi dilakukan oleh Pengguna
Barang setiap tahun.

(3) Pengguna Barang menyampaikan laporan hasil
Inventarisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan
ayat (2) kepada Pengelola Barang paling lama 3 (tiga)
bulan setelah selesainya Inventarisasi.

Pasal 477
Pengelola Barang melakukan inventarisasi barang milik
daerah berupa tanah dan/atau bangunan yang berada dalam
penguasaannya paling sedikit 1 (satu} kali dalam 5 {(lima)

tahun.
Y
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Bagian Ketiga
Pelaporan
Pasal 478

{1) Kuasa Pengguna Barang harus menyusun laporan
barang Kuasa Pengguna Semesteran dan laporan barang
Kuasa Pengguna Tahunan untuk disampaikan kepada
Pengguna Barang.

(2} Pengguna Barang menghimpun laporan barang Kuasa
Pengguna Semesteran dan Tahunan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) sebagai bahan penyusunan
iaporan barang Pengguna semesteran dan tahunan.

(3) Laporan barang Pengguna sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) digunakan sebagai bahan untuk menyusun
neraca Perangkat Daerah untuk disampaikan kepada
Pengelola Barang.

Pasal 479

(1) Pengelola Barang harus menyusun laporan barang
Pengelola semesteran dan laporan barang Pengelola
tahunan.

(2) Pengelola Barang harus menghimpun laporan barang
Pengguna semesteran dan laporan barang Pengguna
tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 477 ayat (2}
serta laporan barang Pengelola sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) sebagai bahan penyusunan laporan barang
milik daerah.

(3) Laporan barang milik daerah sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) digunakan sebagai bahan untuk menvusun
neraca Pernerintah Kota.

BAB X1V
PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu
Pengavwasan dan Pengendalian

Pasal 480
Pegawasan dan pengendalian pengelolaan barang milik daerah
dilakukan oleh:
a. Pengguna Barang melalui pemantauan dan penertiban;
dan/atau
b. Pengelola Barang melalui pemantauan dan investigasi.

Pasal 481
(1) Pengguna Barang melakukan pemantauan dan
penertiban terhadap penggunaan, pemanfaatan,

pemindahtanganan, penatausahaan, pemeliharaan, dan
pengamanan barang milik daerah vang berada di dalam
penguasaannya.

(2} Pelaksanaan pemantauan dan penertiban sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) untuk Unit Kerja Perangkat
Daerah dilaksanakan oleh Kuasa Pengguna Barang .

(3) Pengguna Barang dan kuasa Pengguna Barang dapat
meminta aparat pengawasan intern pemerintah untuk
melakukan audit tindak lanjut hasil pemantauan dan
penertban sebagaimana dimaksud pada avat (1) dan
ayat (2).

——
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Pengguna Barang dan Kuasa Pengguna Barang
menindaklanjuti hasil audit sebagaimana dimaksud pada

ayat (3) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

Pasal 482
Pengelola Barang melakukan pemantauan dan investigasi
atas pelaksanaan penggunaan, pemanfaatan, dan
pemindahtanganan barang milik daerah, dalam rangka
penertiban penggunaan, pemanfaatan, dan
pemindahtanganan barang milik daerah sesuai dengan
Ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pemantauan dan investigasi sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dapat ditindaklanjuti oleh Pengelola Barang
dengan meminta aparat pengawasan intern pemerintah
untuk melakukan audit atas pelaksanaan Penggunaan,
pemanfaatan, dan pemindahtanganan barang milik
daerah.
Hasil audit sebagaimana dimaksud pada ayat (2}
disampaikan kepada - Pengelola Barang untuk
ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

BAB XV

PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH PADA PERANGKAT

(1)

(2)

DAERAH YANG MENGGUNAKAN POLA PENGELOLAAN
KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH

Pasal 483

Barang milik daerah yang digunakan oleh Badan
[ayanan Umum Daerah merupakan kekavaan daerah
yang tidak dipisahkan untuk menyelenggarakan kegiatan
Badan Layanan Umum Daerah yang bersangkutan.

Pengelolaan barang milik daerah sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) mempedomani ketentuan peraturan
perundang-undangan mengenai pengelolaan Barang
Milik Daerah, kecuali terhadap barang vang dikelola
dan/atau dimanfaatkaii sCponiuhinya untuk
menyelenggarakan kegiatan pelayanan umum sesuai
dengan tugas dan fungsi Badan Layanan Umum Daerah

mempedomani ketentuan peraturan perundang-
undangan mengenai Badan Layanan Umum Daerah.
BAB XVI

BARANG MILIK DAERAH BERUPA RUMAH NEGARA
Bagian Kesatu
Prinsip Umum
Pasal 484

Rumah negara merupakan barang milik daerah yang
diperuntukkan sebagai tempat tinggal atau hunian dan
sarana pembinaan serta menunjang pelaksanaan tugas
pejabat dan/atau negawai negeri sipil Pemerintah Kota yang
bersangkutan.

(1)

Pasal 485

Walikota menetapkan status penggunaan golongan
rumah negara.

;ﬁw\?\/‘f
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Rumah negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1}

dibagi ke dalam 3 (tiga) golongan, yaitu:

a. rumnah negara golongan I,

b. rumah negara golongan II; dan

€. rumah negara golongan II.

Penetapan status penggunaan sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) didasarkan pada pemohonan penetapan

status penggunaan yang diajukan oleh Pengguna Barang.
Pasal 486

Rumah negara golongan I sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 484 ayat (2) huruf a, adalah rumah negara

dipergunakan bagi pemegang jabatan tertentu dan

karena  sifat jabatannya harus bertempat tinggal di

rumah tersebut serta hak penghuniannya terbatas

selama pejabat yang bersangkutan masih memegang

jabatan tertentu tersebut.

Rumah negara golongan 1l sebagaimana dimaksud dalamn

pasal 484 ayat (2} huruf b, adalah rumah negara yang

mempunyai hubungan yang tidak dapat dipisahkan dari

suatu Perangkat Daerah dan hanya disediakan untuk

didiami oleh pegawai negeri sipil Pemerintah Kota yang

bersangkutan;

Termasuk dalam rumah negara golongan Il adalah rumah

negara yang berada dalam satu kawasan dengan

Perangkat Daerah atau Unit Kerja, rumah susun dan

mess/asrama Pemerintah Kota.

Rumah negara golongan Il sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 434 ayat (2) Luruf ¢, adalah rumah negara

yang tidak termasuk golongan | dan gclongan Il yang

dapat dijual kepada penghuninya.

Pasal 487
Barang milik daerah berupa rumah ncgara hanyz dapat
digunakan sebagai tempat tinggal pejabat atau pegawai
negeri sipil Pemerintah Kotz yang bersangkutan yang
memiliki Surat Izin Penghunian.
Pengguna Barang wajib mengoptimalkan penggunaan
barang milik daerah berupa rumah negara Golongan |
dan rumah negara golongan II dalam menunjang
pelaksanaan tugas dan fungsi.
Pengguna Barang rumah negara golongan | dan rumah
negara golongan II wajib menyerahkan barang milik
daerah berupa rumah negara yang tidak digunakan
kepada Walikota. '

rasal 488
Surat ljin Penghunian sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 486 ayat (1} untuk rumah negara golongan I
ditandatangani Pengelola Barang.
Surat ljin Penghunian sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 486 ayat (1) untuk rumah negara golongan il dan
golongan [l ditandatangani Pengguna Barang.

k[
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Pasal 489

Suami dan istri yang masing-masing berstatus pegawai

negeri sipil Pemerintah Kota yang bersangkutan, hanya

dapat menghuni satu rumah negara.

Pengecualian terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud

pada ayat (1} hanya dapat diberikan apabila suami dan

istri tersebut bertugas dan bertempat tinggal di daerah
yang berlainan.
Bagian Kedua
Penggunaan
Pasal 490

Barang milik daerah berupa rumah negara dapat

dilakukan alih status penggunaan.

Alih status penggunaan:

a. antar Pengguna Barang untuk rmmumah negara
goiongan [ dan rumah negara golongan 1I;

b. dari Pengguna Barang kepada Pengguna Barang
rurnahh negara golongan I, untuk rumah negara
golongan II yang akan dialihkan statusnya menjadi

, rumah negara golongan III; atau

c. dari Pengguna Barang rumah negara golongan 111
kepada Pengguna Barang, untux rumah negara
golongan III yang telah dikembalikan status
golongannya menjadi rumah negara golongan II.

Pengalihan status penggunaan sebagaimana dimaksud

pada ayat (2) dilakukan setelah terlebih dahulu

mendapatkan persetujuan dari Walikota.

Alih status penggunaan sebagaimana dimaksud pada

ayvat (2) huruf b, hanya dapat dilakukan apabila barang

milik daerah berupa rumah negara telah berusia paling
singkat 10 (sepuluh) tahun sejak dimilikd oleh Pemerintah

Kota atau sejak ditetapkan perubahan fungsinya sebagai

rumah negara.

Usulan alih status penggunaan sevagaimana dimaksud

pada ayat (2) huruf b, harus disertai sekuang-kurangnya

dengan:

a. persetuyjuan tertulis dari Walikota mengenai
pengaiinan status polongan rumah negara darni
rumah negara golongan I menjadi rumah negara
golongan Iil;

b. surat pernyataan bersedia menerima pengalihan dari
Pengguna Barang rumah negara golongan III;

C. salinan keputusan penetapan status rumah negara
golongan Il;

d. salinan Surat Izin Penghunian rumah negara
golongan II; dan

e. gambar ledger/gambar arsip berupa rumah dan

gambar situasi.
Pengguna Barang bertanggung jawab penuh atas
kebenaran damn keabsahan data dan dokumen yang
diterbitkan dalam rangka pengajuan usulan pengalithan

- status penggunaan.

Proses pengajuan dan pembernan persetujuan alih status
penggunaan mengikuti ketentuan mengenai alih status
pengguunaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54

sampai dengan Pasal 60.
T
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Pasal 491

Dalam hal diperlukan Walikota dapat melakukan alih
fungsi barang milik daerah berupa rumah negara
golongan | dan rumah negara golongan II, menjadi
bangunan kantor.

Alih fungsi barang milik daerah berupa rumah negara
golongan | dan rumah negara golongan [l sebagaimana
dimaksud pada ayat (1} ditetapkan oleh Walikota.

Bagian Ketiga
Tata Cara Pergalihan Hak Rumah Negara

Pasal 492
Pemindahtanganan dalam bentuk penjuaian rumah
Negara hanya dapat dilakukan terhadap barang milik
daerah berupa rumah negara golongan I1I.
Penjualan barang milik daerah berupa rurnah negara
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan kepada
penghuni yang sah.
Penjualan barang milik daerah berupa rumah negama
sebagaiinana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan
mekanisme tidak secara lelang.
Penjualan barang milik dzerah berupa rumah negara
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat
dilakukan terhadap rumah negara yang tidak dalam
keadaan sengketa. '

Pasal 493

.Penjualan rumah negara golongan Il dilakukan oleh

Pengelola Barang setelah terlebih dahulu mendapatkan
persetujuan dari Walikota.

Penjualan barang milik daerah berupa rumah negara
golongan IIl sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan dalam bentuk pengalihan hak rumah negara
golongan IIl.

Palam hal usulan penjualan barang milik daerah berupa
rumah mnegara golongan III disetujui, maka Walikota
menerbitkan surat perseiujuan peujuaian barang miiik
daerah berupa rumah negara goiongan iii.

Dalam hal usulan penjualan barang milik daerah berupa
rumah negara golongan 11l tidak disetujui, maka Walikota
menerbitkan surat penolakan usulan penjualan barang
milik daerah berupa rumah negara golongan Ul disertai
alasannya.

Pasal 494
Pengajuan usul penjualan barang milik daerah berupa
rumah negara golongan Il dilakukan oleh Pengguna
Barang mnimah negara golongan Il kepada Walikota, vang
sekurang-kurangnya disertai dengan data dan dekumen:
a. surat pernyataan dart Pengguna Barang rumah
negara golongan [II yang menyatakan bahwa rumah
negara vang diusulkan untuk dijual tidak dalam
keadaan sengketa;
b. keputusan penetapan status rumah negara golongan
[I;
C. persetujuan pengalihan dan penetapan status

penggunaan barang milik daerah;
4
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d. Surat ljin Penghunian rumah negara golongan IlI;

gambar/ ledger, lokasi, tahun perolehan, luas tanah,

dan bangunan rumah negara golongan III; dan

f. surat pernyataan kelayakan pengalihan hak rumah
negara golongan Ili dari Pengguna Barang rumah
negarsa golongan I1I.

Pengguna Barang rumah negara golongan lI1 bertanggung

jawab penuh atas kebenaran dan keabsahan data dan

dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 495
Rumah negara yang dapat dialihkan haknva adalah
rumah negara golongan Il yang telah berumur 10
(sepuluh) tahun atau lebih dan tidak dalam keadaan
sengketa.
Umur rumah negara sebagaimana dimaksud pada pada
ayat (1), diperhitungkan berdasarkan penetapan status
atau pengalihan status oleh Walikota.
Rumah negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan
ayat (2) hanya dapat dialihkan haknya kepada penghum
atas permohonan penghuni melalui Pengguna Barang/
Kuasa Pengguna Barang.
Penghuni rumah negara golongan III dapat mengajukan
permohonan pengalihan apabila yang bersangkutan telah
mempunyai masa kega 10 (sepuluh) tahun atau lebih
sebagai pegawai negeri sipil Pemerintah Kota yang
bersangkutan.
Dalam hal suami dan istri masing-masing mendapat
Surat Izin Penghunian untuk menghuni rumah negara
golongan III, maka pengalihan hak sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) hanya dapat diberikan kepada
salah satu dari suam dan istri yang bersangkutan dan
belum pernah membeli atau memperoleh fasilitas rumah
dan/atau tanah dari pemerintah berdasarkan ketentuan
perundang-undangan.
Pegawai negeri sipil Pemerintah Kota yang telah
memperoleh rumah dan/atau tanah dari pemerintah,
tidak dapat lagi mengaj''an permahonan pengalihan hak
atas rumah negara golongan (1L

o

Pengalihan hak rumah negara golongan 1II kepada
penghuninya ditetapkan oleh Walikota.
Pasal 496

Penghuni rumah negara golongan [ yang dapat
mengajukan permohonan pengalihan hak kepada

Pengguna Barang harus memenuhi syarat-syarat sebagai
berikut:

"a. Pegawai negenn sipil Pemerintah Kota vyang
bersangkutan:
1. mempunyai masa kepa sekurang-kurangnya 10

{(sepuluh) tahun;
2. memiliki Surat Izin Penghunian yang sah; dan
3. belum pernah membeli atau memperoleh
fasilitas rumah dan/atau tanah dari pemerintah
berdasarkan peraturan perundang-undangan
vang berlaku.
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b. Pensiunan pegawai negeri sipil Pemerintah Kota
vang bersangkutan;
1. menerima pensiun dari Negara,
2. memililkd Surat Izin Penghunian yang sah; dan
3. belum permah membeli atau memperoleh
fasilitas rumah dan/atau tanah dari
pemerintah, berdasarkan peraturan perundang-
undangan yang berlaku.
c. Janda/duda pegawai negeri sipil Pemerintah Kota
yang bersangkutan:
1., masih berhak menerima tunja.ngan pensiun
dari Negara, yang:
a) almarhum suaminya/isterinya sekurang-
kurangnya mempunyai masa kerja 10
{(sepuluh) tahun; atau
b} masa kerja almarhum suaminya/isterinya
ditambah dengan jangka waktu sejak yang
besangkutan menjadi janda/duda
berjumlah sekurang-kurangnya 10
(sepuluh) tahun;
2. memiliki Surat Izin Penghunian yang sah; dan
3. belum pernah membeli atau memperoleh
fasilitas rumah dan/atau tanah bcrdasarkan
peraturan perundang-undangan yang berlaku.
d. Janda/duda pahlawan, yang suaminya/isterinya
dinyatakan sebagai pahlawan berdasarkan
peraturan perundang-undangan yang berlaku:
1. masih berhak menerima tunjangan pensiun
dari Negara;
memiliki Surat Izin Penghunian yang sah; dan
belurn permah membeli atau memperoleh
fasilitas rumah dan/atau tanah dari pemerintah
berdasarkan peraturan perundang-undangan.
¢. Pejabat negara, janda/duda pejabat negara:

wN

1. masih berhak menerima tunjangan pensiun
dari Negara,
2. memiliki Surat Izin Penghuman yang san; dan

3. belum pemah membeli atau memperoleh
fasilitas rumah dan/atau tanah dari pemerintah
berdasarkan peraturan perundang-undangan
yang berlaku.

Apabila penghuni rumah negara  golongan II
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meninggal dunia,
maka pengajuan permohonan pengalihan hak atas
rumah negara dimaksud dapat diajukan oleh anak sah
dar penghuni yang bersangkutan.

Apabila pegawai negeri sipil Pemerintah Kota yang
bersangkutan/penghuni yang bersangkutan sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) meninggal dan tidak mempunyai
anak sah, maka rumah negara kembali ke Pemerintah
Kota.

Atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
Pengguna Barang mengajikan usulan penjualan rumah
negara golongan III Kepada Walikota.
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Walikota melakukan penelitian dan pengkajian sebagai
bahan pertimbangan  persetujuan Walikota atas
permohonan yang diajukan penghuni rumah negara
golongan 11l sebagaimana dimaksud pada ayat (4).

Pasal 497
Walikota melalui Pengelola Barang menugaskan Penilai
untuk melakukan penilaian atas rumah negara golongan
III yang akan dialihkan dan hasil penilaian dilaporkan
kepada Walikoia.
Dalam melakukan penelitian dan pengkajian
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 495 ayat (5),
Walikota dapat membentuk Tim.
Hasil penelitian dan pengkajian dituangkan dalam Berita
Acara dan disampaikan kepada Gubenur/Walikota /
Walikota sebagai bahan pertimbangan persetujuan
penjualan rumah ncgara golongan IiI.

‘'Walikota menyetujui dan menetapkan pengalihan hak

rumah negara golongan III berdasarkan pertimbangan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3).
Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayvat (4)
dilakukan dengan menerbitkan surat persetujuan dan
penetapan dengan menerbitkan surat keputusan.
Pelaksanaan penjualan barang milik daerah berupa
rumah negara golongan IIl dalam bentuk pengalihan hak
harus dilaporkan kepada Walikota dengan melampirkan
salinan keputusan pengalihan hak rumah negara dan
penetapan harga rumah negara golongan Il setelah
penerbitan keputusan sebagaimana dimaksud pada
ayat (5).
Dalam ha! Walikota tidak menyetujui atas pengajuan
permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 497
avat (1} Walikota memberitahukan kepada Pengguna
Barang rumah negara golongan !II disertai alasznnya
untuk disampaikan kepada pengguni rumah negara
golongan III.

Pasal 498
Berdasarkan persetujuan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 496 avat (5) Walikota .nenctapkan harga rumah
beserta tanahnya berdasarkan hasil penilaian.
Harga rumah negara golongan lII sebagaimana dimaksud
pada ayat (1} ditetapkan sebesar 50 % (lima puluh
persen) dari nilai wajar.

Pasal 499

Pengalihan rumah negara golongan llI dilakukan dengan
cara sewa beli.

Walikota menandatangani surat perjanjian sewa beli
rumah negara golongan Iill.

Pembayaran harga rumah negara golongan Ill dapat
dilaksanakan secara angsuran dan disetor ke Kas Umum
Daerah.

Apabila rumah yang dialihkan haknya terkena rencana
tata ruang sebagaimana dimaksud pada ayvat (1)
pembayarannya dapat dilakukan secara tunai.

Ky AV
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Pembayaran angsuran pertama ditetapkan paling sedikit
5% {lima pulvh persen) dari harga rumah negara
Golongan 1lI dan dibayar penuh pada saat perjanjian
sewa beli ditandatangani, sedang sisanya diangsur dalam
jangka waktu paling singkat 5 (lima) tahun dan paling
lama 20 (dua puluh) tahun dan sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

Pasal 500
Penghuni yang telah membayar lunas harga rumah
negara golongan Il beserta tanahnya, memperoleh:
a. penverahan hak milik rumah; dan
b. pelepasan hak atas tanah.
Penghuni yang telah memperoleh penyerahan hak milik
dan pelepasan hak atas tanah sebagaimana diinaksud
pada ayat (1), wajib mengajukan permohonan hzk atas
tanah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan yang berlaku.
Pelepasan hak atas tanah dan/atau penyerahan hak
milik rumah serta penghapusan dari daftar barang milik
daerah ditetapkan dengan keputusan Walikota.

Walikota menyerahkan surat feputusan penyerahan hak .

milik rumah dan pelepasan hak atas tanah kepada
penghuni yang telah membayar lunas harga runjah
beserta harga tanahnya sesuai perjanjian sewa beli
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 498 ayat (2).
Penghuni yang telah memperoleh surat keputusan
penyerahan hak milik rumah dan pelepasan hak atas
tanah sebaga‘mana dimaksud pada ayat (4} wajib
mengajukar permohonan hak untuk mempeioleh
sertifikat hak atas tanah kepada Kantor Pertanahan
setempat sesuai dengan ketenituan peraturan perundang-
undangan.

Surat keputusan penyverahan hak milik rumah dan

pelepasan hak atas tamah untuk ditindaklanjuti dengan
penghapusan dari Daftar Barang Milik Daerah.

Bagian Keempat
Tata Cara Penghapusan Rumah Negara

Pasal 501
Penghapusan tarang milik daerah berupa rumah negara
dilakukan berdasarkan keputusan penghapusan yang
diterbitkan oleh:

a. Pengelola Barang untuk penghapusan dari Daftar
Barang Pengguna/Kuasa Pengguna Barang; dan

b. Walikota untuk penghapusan dari Daftar Barang
Milik Daerah Pengelola Barang.

Penghapusan barang milik daerah berupa rumah negara
sebagaimana dimaksud pada avat (1) meliputi:

a. penghapusan barang milik daerah berupa rumah
negara golongan I dail rumah negara golongan 11 dani
Daftar Barang Pengguna/Kuasa Pengguna kepada
Walikota atau Pengguna Barang/ Kuasa Pengguna
Barang lainnya;

Ky

1
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b. penghapusan barang milik daerah berupa rumah
negara golongan Il dari daftar barang
Pengguna/Kuasa Pengguna kepada Walikota atau
Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang lain
rumah negara golongan IIf; atau

c. penghapusan barang milik daerah berupa rumah
negara dari Daftar Barang Milik Daerah.

Penghapusan barang milik daerah berupa rumah negara

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan

sebagai tindak lanjut darni:

a. penyerahan kepada Walikota ;

b. alih status penggunaan kepada Pengguna Barang
lain;

c. alih status penggunaan iaenjadi bangunan kantor;
atau

d. sebab-sebab lain yang secara normal dapat
diperkirakan wajar menjadi penyebab penghapusan,
antara lain terkena bencana alam atau terkena
dampak dari terjadinya force majeure.

Penghapusan barang milik daerah berupa rumah negara

sebagaimana dimaksud pada ayat (2} huruf b dilakukan

sebagai tindak lanjut dari:

a. penyerahan kepada Walikota ;

b. alih status penggunaan kepada Pengguna Barang/
Kuasa Pengguna Barang lain;

C. penjualan rumah negara golongan III;

d. sebab-sebab lain yang secara normal dapat
diperkirakan wajar menjadi penyebab penghapusan,
antara lain terkena bencana alam atau terkena
dampak dari terjadinya force majeure.

Penghapusan dari Daftar Barang Milik Daerah

sebagaimana dimaksud pada ayat (2} huruf ¢ dilakukan

sebagai undak lanjut aan:

a. penjualan rumah negara grlongan IlI; atau

b. sebab-sebab lain yang secara normal dapat
dipeiskirakan wajar menjadi penyebab penghapusan,
antara lain terkena bencana alam, atau terkena
dampak dan terjadinya force majeure.

Pasal 502

Penghapusan barang milik daerah berupa rumah negara
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 500 dilakukan setelah
keputusan penghapusan diterbitkan ocieh:

a.

Pengelola Barang untuk barang milik daerah berupa
rumah negara golongan | dan rumah negara golongan Il,

untuk penghapusan dari daftar barang Pengguna/Kuasa
Pengguna;

Pengelola Barang rumah negara golongan IlI, untuk
penghapusan dari Daftar Barang Pengguna/Kuasa
Pengguna rumah negara golongan {II; atau

R
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Walikota, untuk penghapusan dari daftar barang
Pengelola Barang.

Pasal 503
Pengelola Barang menyampaikan laporan pelaksanaan
penghapusan kepada Walikota dengan melampirkan
keputusan penghapusan dari daftar barang
Pengguna/Kuasa Pengguna sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 501 huruf a dan huruf b.
Pengelola Barang menyampaikan laporan pelaksanaan
penghapusan karena penjualan rurnah negara golongan
HI kepada Walikota dengan melampirkan:
a. keputusan penghapusan dari daftar barang
Pengguna/Kuasa Pengguna rumah negara golongan
m;
b. keputusan penyerahan hak milik rumah dan
pelepasan hak atas tanah rumah negara golongan
I; dan
€. perjanjian sews beli.
Pasal 504

Nilai barang milik daerah berupa rumah negara yang
dihapuskan sebesar nilaj yang tercantum dalam:

a.

b.

(1)

(2)

(3)

(1)

(2)

Daftar Barang Pengelola/daftar barang Pengguna/Daftar
Barang Kuasa Pengguna; atau
Daftar Barang Milik Daerah.

Bagian Kelima
Tata Cara Penatausahaan Rumah Negara
Pasal 505

Penatausahaan barang milik daerah "berupa rumah
negara meliputi kegiatan pembukuan, inventarisasi, dan
pelaporan.

Pengguna Barang/RKuasa Pengguna Barang dan Pengelola
Barang melakukan penatausahaan barang milik daerah
berupa rumah negara.

Penatausahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

merupakan pelengkap dari penatausahaan barang milik
daerah antara lain:

a. alih status penggunaan;

b. alih status golongan;

C. alih fungsi;

d. penjualan rumah negzra golongan 1II; dan
e. penghapusan.

Pasal 506

Inventarisasi dalam rangka penatausahaan barang milik
daerah berupa rumah negara dilakukan sekurang-
kurangnya sekali dalam 5 (lima) tahun.

Pelaksanaan Inventarisasi sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dilakukan untuk mengumpulkan data
administrasi dan fisik barang milik daerah berupa rumah
negara sekurang-kurangnya meliputi:

¥ |
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bukti kepemilikan tanah dan bangunan;

status penggunaan,;

status penghunian;

nilai dan luas tanah dan bangunan;

alamat, lokasi, dan tipe bangunan; dan

kondisi bangunan

Hael.l inventarisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilaporkan oleh Pengelola Barang dan/atau Pengguna
Barang/Kuasa Pengguna Barang kepada Walikota.

Pasal 507

Pelaporan dalam rangka penatausahaan barang milik
daerah berupa rumah negara dilaksanakan setiap
semesteran dan tahunan.

Pengguna Barang menyusun laporan semesteran dan
tahunan atas barang milik daerah berupa rumah negara
sebagai bagian dari pelaporan barang milik daerah.
Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
dilakukan terhadap kegiatan pembukuan dan

S

'inventarisasi barang milik daerah berupa rumah negara.

Bagian Keenam
Pengawasan dan Pengendalian Rumah Negara
Pasal 508

Pengguna Barang melakukan pengawasan dan pengendalian
barang milik daerah berupa rumah negara yang berada dalam

penguasaannya.
BAB XVII
GANTI RUGI DAN SANKSI
Pasal 509
{1} Setiap kerugian daerah akibat kelalaian,

(1)

(2)

penyalahgunaan/pelanggaran hukum atas pengelolaan
barang milik daerah diselesaikan melalui tuntutan ganti
rugi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

Setiap pihak yang mengakibatkan kerugian daerah
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikenakan
sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

BAB XVIII
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 510
Pemerintah Kota menerapkan lelang secara elektronik
dalam pelaksanaan :
a. Pengadaan Barang Milik Daerah.
b. Pemanfaatan Barang Milik Daerah oieh Pihak
Ketiga;dan
c. Penjualan Barang Mlhk Daerah vang dilakukan
secara terbuka.
Penerapan lelang secara elektronik sebagaimana
dimaksud pada ayat 1) dilaksanakan dengan

berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-
undangan.

4 v
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BAB I
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 80
Ketentuan mengenai:
a. Struktur pejabat Pengelola Barang milik daerah;
b. Format perencanaan kebutuhan barang milik daerah;
c. Format penggunaan barang milik daerah;
d. Format laporan hasil penelitian pemeliharaan barang
milik daerah;
e. Format penghapusan barang milik daerah;dan
f.  Format surat persetujuan

sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan

bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 81

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal

diundangkan.

Agar  setiap orang mengetahuinya,
pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya

dalam Lembaran Daerah Kota Bengkulu.

Ditetapkan di Bengkulu

pada tanggal 10 September 2020

Diundangkan di Bengkulu

pada tanggal

Pj. SEKRETARIS DAERAH KOTA BENGKULU,
Cap/dto

BUJANG HR

Salinan sesuai dengan aslinya
Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA BENGKULU

v X

¢ "ASNAWIR, SH

NIP.'196708221994021001

WALIKOTA BENGKULU,
Cap/dto

H. HELMI HASAN

LEMBARAN DAERAH KOTA BENGKULU TAHUN 2020 NOMOR ...5..

NOREG. PERATURAN DAERAH KOTA BENGKULU, PROVINSI BENGKULU :

(5/33/2020)

memerintahkan
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Petunjuk Pengisian :

H
(2)
(3
(4)
(3)
(6)
(7)
(8)
®

(10)
(11)
(12)

(13)

(14)
(15)
(16)
a7
(18)

(19)
(20)

21

(22)
(23)

(24)

Diisi nomor halaman.

Diisi nama Kuasa Pengguna Barang yang bersangkutan.

Diisi tahun anggaran RKBMD yang diusulkan.

Diisi nama Provinsi yang bersangkutan.

Diisi nama Kota yang bersangkutan.

Diisi nama Pengguna Barang.

Diisi nomor urut.

Diisi nama program/ kegiatan/ output berdasarkan rencana kerja
SKPD.

Diisi kode barang berdasarkarn. ketentuan penggolongan dan
kodecfikasi barang milik daerah yang berlaku.

Diisi nama barang sesuai kode pada kolom (9) berdasarkan

ketentuan penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang
berlaku.

Diisi kuantitas barang yang diusulkan. ‘
Diisi satuan barang yvang diusulkan sesuai ketentuan yang berlaku
yaitu: panjang (m), luas (mm?), unit, buah, set, dan sebagainya.

Diisi standart kebutuhan maksimum sesuai ketentuan yang
berlaku yaitu: panjang (m), luas (m?), unit, buah, set, dan
sebagainya.

Diisi satuan kebutuhan maksimum sesuai ketentuan yang berlaku
yaitu: panjang (m), luas (m?), unit, buah, set, dan sebagainya.

Diisi kode barang yang masih dimungkinkan untuk
dioptimalisasikan.

Diisi nama barang yang masih dimungkinkan untuk
dioptimalisasikan.

Diisi jumlah barang masih dimungkinkan untuk
dioptimalisasikan.
Diisi satuan barang yang masih dimungkinkan untuk

dioptimalisasikan sesuai ketentuan yvang berlaku yaitu: panjang
(m), luas (m?), unit, buah, set, dan sebagainya.

Diisi kuantitas kebutuhan riil yang dibutuhkan.

Diisi satuan kebutuhan riil yang dibutuhkan.

Diisi keterangan dan/atau informasipenting lainnya yan
diungkap.

Diisi tempat dan tanggal disahkan.
Diisi jabatan Kuasa Pengguna Barang yang melakukan
penandatanganan.

Diisi nama dan NIP pejabat yang mengesahkan.
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Petunjuk Pengisian :

(1)
(2)
(3)
%)
C)]
(6)
(7)
(8)

9)

(10)
(1)
(12)
(3
(14)
(15)
(16)
(an
(18)

(19)

(20)

(21}
(22)

(23)

Diisi nomor halaman.

Diisi nama Kuasa Pengguna Barang yang bersangkutan.

Diisi tahun anggaran RKBMD vang diusulkan.

Diisi nama Provinsi yang bersangkutan.

Diisi nama Kota yang bersangkutan.

Diisi nama Pengguna Barang.

Diisi nomor urut.

Diisi nama program/ kegiatan / output berdasarkan rencana kerija
SKFD.

Diisi kode Tbarang Yyang dipelihara berdasarkan ketentuan
penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang berlaku.
Diisi nama barang yang dipelihara sesuai kode pada kolom {9)
berdasarkan ketentuan penggolongan dan kodefikasi barang
milik daerah yang berlaku.

Diisi kuantitas barang yang dipelihara.

Diisi satuan barang yang dipelihara sesuai ketentuan yang berlaku
yaitu: panjang (m), luas (m?), unit, buah, set, dan sebagainya.

Diisi status barang milik daerah yang pemeliharaannya dapat
dibiayai APBD seperti digunakan sendiri atau pinjam pakai.

Diisi sesuai kondisi barang yang dipelihara jika Baik (B).

Diisi sesuai kondisi barang yang dipelihara jika Rusak Ringan (RR).
Diisi sesuai kondisi barang yang dipelihara jika Rusak Berat (RB ).
Diisi uraian nama pemeliharaan yang diusulkan untuk dilakukan
pemeliharaan.

Diisi kuantitas barang Yyang diusulkan untuk dilakukan
pemeliharaan.

Diisi satuan barang yang diusulkan untuk dilakukan pemeliharaan
sesuai ketentuan yang berlaku yaitu: panjang {m}, luas (m?), unit,
buah, set, dan sebagainya.

Diisi keterangan dan/ atau informasi penting lainnya yang perlu

diungkap-.

Diisi tempat dan tanggal disahkan.

Diisi jabatan Kuasa Pengguna Barang vang melakukan
penandatanganan.

Diisi nama dan NIP pejabat yang mengesahkan.
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3. FORMAT PENYAMPAIAN HASIL PENELAAHAN RKBM OLEH
PENGGUNA BARANG.
KOP SURAT ....... (1)
Tempat, Tanggal Bulan Tahun
Kepada
Nomor v 2) Y oo ()
Sifat : Sangat Segera = TUTTTmeeeeo
Lampiran T seserecesesnneenn, {3} Di -
Hal Hagwil Penelaahan RKBMD erreernnennaaa(6)
Tahun ..(4) pada.. .(5)
Sehubungan dengan surat Saudara Nomor: ...... (7)
tanggal .... (7) hal usulan Rencana Kebutuhan Barang Milik
Daerah (RKBMD) ‘lahun ..... {4) pada .... {5) pada prinsipnya

kami menyetujui RKBMD sebagaimana diuraikan pada

lampiran surat ini.

Untuk selanjutnya, Hasil Perielaahan RKBMD  dapat
dilaksanakan dengan ketentuan scbagai berikut:

1. Hasil Penelaahan usulan RKBMD menyajikaninformasi
berupa satuan barang milik daerah yang
dirckomendasikan untuk dilakukan pengadaan dan/
atau pemeiliharaan. '

2. Hasil Penelahaan usulan RKBMD pengadaan dan
RKBMD pemeliharaan dengan memperhatikan
ketersediaan anggaran.

3. Hasil Penelaahan usulan RKEMD dapat diusulkan oleh
Kuasa Pengguna Barang kepada Pengguna Barang
untuk dilakukan perubahan menjadi RKBMD Kuasa
Pengguna Barang.

4. Batas waktu penvampaian perubahan sebagaimana
dimaksud pada angka 3 diatas paling lambat Minggu
keempat bulan Mei.

Demikian untuk menjadi perhatian dan terima kasih.

Pengguna Barang

- Petunjuk Pengisian

1N

(2)
(3)
“4)
&)
(6)
@)

(8)

Kop surat resmi yang berlaku pada SKPD (Pengguna Barang)
vang bersangkutan.

Nomor surat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Diisi jumlah lampiran surat yang bersangkutan.

Diisi tahun anggaran RKBMD yang diusulkan.

Diisi nama Unit K erja (Kuasa Pengguna Barang) vang dikirim.

Diisi lokasi kedudukan Unit K erja { Kuasa Pengguna Barang).

Diisi nomor dan tanggal surat Usulan RKBMD yang dikirim oleh
Unit Kerja/ Kuasa Pengguna Barang yang bersangkutan.

Diisi nama, pangkat dan NIP pejabat yang menyetujui Hasil

Darmalamrla o PPIArT™isam—
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Petunjuk Pengisian:

1
(2
(3)
4)
(5)
{6)

(N
(8)
9
(10)
11)
(12)
(13}

(14)

(15)
(16)
an
(18)

(19)
(20)

[ar LR Y
(ViR

(22)
(23)
(24)

(25)
(26)

(27)

Diisi nomor halaman.

Diisi nama Kuasa Pengguns Barang yang bersangkutan.

Diisi tahun anggaran RKBMD yang diusulkan.

Diisi nama Provinsi yang bersangkutan.

Diisi nama Kota yang bersangkutan.

Diisi nama Pengguna Barang.

Diisi nomor urut. ]
Diisi nama program/ kegiatan/ output berdasarkan rencana kerja
SKPD.

Diisi kode barang berdasarkan ketentuan penggolongan dan
kodefikasi barang milik daerah yang berlaku.

Diisi nama barang sesuai kode pada kolom {9) berdasarkan

ketentuan penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang
berlaku.

Diisi kuantitas barang yang diusulkan.

Diisi satuan barang yang diusulkan sesuai ketentuan yang herlaku
yaitu: panjang (m), luas (m?), unit, buah, set, dan sebagainya.

Diisi standar kebutuhan maksimum dengan data input sesuai
ketentuan standar barang dan standar kebutuhan yang berlaku.
Diisi satuan kebutuhan maksimum sesuai ketentuan yang
berlaku yaitu: panjang {m), luas (m?), unit, buan, set, dan
sebagainya.

Diisi kode barang yang masih dimungkinkan untuk
dioptimalisasikan.

Diisi nama barang = yang masih dimun gkinkan untuk
dioptimalisasikan.

Diisi kuantitas barang masih dimungkinkan untuk
dioptimalisasikan.
Diisi satuan barang yvang masih dimungkinkan untuk

dioptimalisasikan sesuai ketentuan yang berlaku vaitu: panjang
(m), luas (m?), unit, buah, set, dan sebagainya.

Diisi kuantitas kebutuhan riil yang dibutuhkan.

Diisi satuan kebutuhan riil yang dibutuhkan.

Diisi jumlah barang pengadaan yang disetujii,

Diisi satuan barang pengadaan yang disetujul sesual kKetenituan
yang berlaku yaitu: panjang (m), luas (m?}, unit, buah, set, dan
sebagainya.

Diisi sesuai dengan cara pemenuhannya misalkan sewa atau
pembelian.

Diisi keterangan dan/ atauinformasi penting lainnya yang perlu
diungkap.

Diisi tempat dan tanggal disahkan.

Diisi jabatan Pengguna Barang vyang melakukan
penandatanganan.

Diisi nama dan NIP pejabat yang mengesahkan.
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Petunjuk Pengisian:

(1) -

(2)
3
(4)
£3)
®)
04
(8)

9)

(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
(15)
(16)
a7
(18)

(19)

Diisi nomor halaman.

Diisi nama Kuasa Pengguna Barang yang bersangkutan.

Diisi tahun anggaran RKBMD yang diusulkan.

Diisi nama Provinsi yang bersangkutan.

Diisi nama Kota yang bersangkutan.

Niisi nama Pengguna Barang.

Diisi nomor urut.

Diisi nama program/ kegiatan/ output berdasarkan rencana kerja
SKPD.

Diisi kode barang yang dipelihara berdasarkan ketentuan
penggolongan dan kodefikasi barang milik da erah yang berlaku.

Diisi nama barang yang dipe lihara sesuai kode pada kolom (9}
berdasarkan ketentuan penggoiongan dan kodefikasi barang milik
daerah yang berlaku.

Diisi kuantitas barang yang dipelihara.

Diisi satuan barang yang dipelihara sesuai ketentuan yang berlaku
yaitu: panjang (m), luas (m?*, unit, buah, set, dan sebagainya.

Diisi statusbarang milik daerah yang pemeliharaannya dapat
dibiayai APBD seperti digunakan sendiri atau pinjam pakai.

Diisi sesuai kondisi barang yang dipelihara jika Baik (B).

Diisi sesuai kondisi barang yang dipelihara jika Rusak Ringan (RR).
Diisi sesuai kondisi barang yang dipelihara jika Rusak Berat (RB).
Diisi uraian nama pemeliharaan yang diusulkan untuk dilakukan
pemeliharaan.

Diisi kuantitas barang yang diusulkan untuk dilakukan
pemeliharaan.

Diisi satuan barang Pemelihaan yang diusulkan sesuai ketentuan
vang berlaku yaitu: panjang (m), luas (m?, unit, buah, set, dan
sebagainya.

Diisi kuantitas barang yang disetujui untuk dipelihara.

Diisi satuan barang yang disetujui pemeliharaannya sesuai
ketentuan yang berlaku yaitu: panjang (m), luas (m?, unit, buah,
set, dan sebagainya. :

Diisi keterangan dan/ atau informasi p-oting lainnya yang periu
diungkap.

Diisi tempat dan tanggal disahkan.
Diisi jabatan Pengguna Barang yang melakukan penandatanganan.
Diisi nama dan NIP pejabat yang mengesahkan.
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Petunjuk Pengisian:

)
@)
(3)
(4)
(5)
(6)
0,
8

®)

(10)
(11)
(12)
(13)
(14)

(19)
(16)

(7

Diisi nomor halaman.

Diisi nama Kuasa Pengguna Barang yang bersangkutan.

Diisi tahun anggaran RKBMD yang diusulkan.

Diisi nama Provinsi yang bersangkutan.

Diisi nama Kota yang bersangkutan.

Diisi nama Pengguna Barang.

Diisi nomor urut.

Diisi nama program/kegiatan/output berdasarkan rencana Kerja
SKPD.

Diisi kode barang berdasarkan ketentuan penggolongan dan
kodefikasi barang milik daerah yang berlaku.

Diisi uraian nama barang sesuai kode pada kolom (9) berdasarkan
ketentuan penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang
berlaku.

Diisi kuantitas barang yang diusulkan.

Diisi satuan barang yang diusulkan sesuai keterituan yang berlaku
yaitu: panjang (m), luas (m?, unit, buah, set, dan sebagainya.

Diisi sesuai dengan cara pemenuhannya misalkan sewa atau
pembelian.

Diisi keterangan dan/atau informasi penting lainnya  yang periu
diungkap.

Diisi tempat dan tanggal disahkan.

Diisi jabatan Kuasa Pergguna Barang yang melakukan
penandatanganan.

Diisi nama dan NIP pejabat yang mengesahkan.
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Petunjuk Pengisian :

(1)
(2)
(3)
(4)
(D)
(6)
N
(8)

(9)

(10)
(11
(12)
(13)
(14)
(15)
(16)
Lr4
(18)
(19)
(20)

(21)
(22)

(23)

Diisi nomor halaman.

Diisi nama Kuasa Pengguna Barang yang bersangkutan.

Diisi tahun anggaran RKBMD yang diusulkan.

Diisi nama Provinsi yang bersangkutan.

Diisi nama Kota yang bersangkutan.

Diisi nama Pengguua Barang yang bersangkutan.

Diisi nomor urut.

Diisi nama program/ kegiatan/ output berdasarkan rencana kerja
SKPD.

Diisi kode barang yang dipelihara berdasarkan ketentuan
penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang beriaku.
Diisi nama barang yang dipelihara sesuai kode pada kolom (9)
berdasarkan ketentuan penggolongan dan kodefikasi barang milik
daerah yang berlaku.

Diisi kuantitas barang yang dipelihara.

Diisi satuan barang yang dipelihara sesuai ketentuan yang berlaku
yaitu: panjang (m), luas (m?), unit, buah, set, dan sebagainya.

Diisi statusbarang milik daerah yang pemeliharaannya dapat
dibiayai APBD seperti digunakan sendiri atau pinjam pakai.

Diisi sesuai kondisi barang yang dipelihara jika Baik (B}

Diisi sesuai kondisi barang yang dipelihara jika Rusak Ringan (RR).
Diisi sesuai kondisi barang yang dipelihara jika Rusak Berat (RB).
Diisi uraian nama RKBMD yang disetujui.

Diisi kuantitas barang pada RKBMD pemeliharaanyang disetujui .
Diisi satuan barang RKBMD pemeliharaan yang disetujui sesuai
ketentuan yang berlaku yaitu: panjang (mj, luas (m?3), unit, buah,
set, dan sebagainya.

Diisi keterangan dan/ atau informasi pJenting lainnya yang perlu
diungkap.

Diisi tempat dan tanggal disahkan.

Diisi jabatan Kuasa Pengguna Barang yang melakukan
penandatanganan.

Diisi nama dan NIP pejabat yang mengesahkan.
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Petunjuk Pengisian:

(1)
(2}
(3)
4
(5)
)
@

®)

@)

(10)
(1)
(12)
(13)
(14)
(15)
(16)
(17)
(18)
(19)
(20)
(243

(22)
(23)

Diisi nomor halaman

Diisi nama Pengguna Barang yang bersangkutan.

Diisi tahun anggaran RKBMD yang diusulkan.

Diisi nama Provinsi yang bersangkutan.

Diisi nama Kota yang bersangkutan.

Diisi nomor urut.

Diisi nama Kuasa Pengguna Barang/program/kegiatan / output
berdasarkan rencana kerja SKPD.

Diisi kode barang berdasarkan ketentuan penggolongan dan
kodefikasi barang milik daerah yang berlaku.

Diisi nama barang sesuai kode pada kolom (8) berdasarkan

ketentuan penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang
berlaku.

Diisi kuantita s barang yang diusulkan.

Diisi satuan barang yang diusulkan sesuai ketentuan yang berlaku
yaitu: panjang (m}, luas {m?), unit, buah, set, dan sebagainya.

Diisi standar kebutuhan maksimum dengan data input sesuai
ketentuan standar barang dan standar kebutuhan yang berlaku.
Diisi satuan kebutuhan maksimum sesuai ketentuan yang berlaku
yaitu: panjang (mj, luas (m?), unit, buah, set, dan sebagainya.

Diisi kode barang yang masih dimungkinkan untuk
dioptimalisasikan.
Diisi nama barang yang masih dimungkinkan untuk
dioptimalisasikan.
Diisi jumlah barang yang masih dimungkinkan untuk
dioptimalisasikan.
Diisi satuan barang yang masih dimungkinkan untuk

dioptimalisasikan sesuai ketentuan yang berlaku yaitu: panjang (m),
luas (m?), unit, buah, set, dan sebagainya.

Diisi kuantitas kebutuhan riil yang dibutuhkan.

Diisi satuan kebutuhan riil yang dibutuhkan.

Diisi keterangan dan/ atau informasi penting lainnya yang perlu
diungkap.

Diisi tempat dan tanggal disahkan.
Diisi jabatan Pengguna Barang yang melakukan penandatanganan.
Diisi nama dan NIP pejabat yang mengesahkan.
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Petunjuk Pengisian :

(1)
(2)
(3)
4)
(5)
(6)
(7)

(8)

9)

(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
(19)
(16)
7

(18)

(19)

{20)
(21)
(22)

Diisi nomor halaman.

Diisi nama Pengguna Barang yang bersangkutan.

Diisi tahun anggaran RKBMD yang diusulkan.

Diisi nama Provinsi yang bersangkutan.

Diisi nama Kota yang bersangkutan.

Diisi nomor urut.

Diisi nama Kuasa Penggun Barang/program/kegiatan/output
berdasarkan rencana kerja SKPD.

Diisi kode barang yang dipelihara berdasarkan ketentuan
penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang berlaku.
Diisi nama barang yang dipelihara sesuai kode pada kolom (8)
berdasarkan ketentuan penggolongan dan kodefikasi barang milik
daerah yang beriaku.

Diisi kuantitas barang yang dipelihara.

Diisi satuan barang yang dipelihara sesuai ketentuan yang berlaku
yaitu: panjang (m), luas (m?), unit, buah, set, dan sebagainya.

Diisi statusbarang milik daerahyang pemeliharaannyadapat dibiayai
APBD seperti digunakan sendiri atau pinjam pakai.

Diisi sesuai kondisi barang yang dipelihara jika Baik (B}.

Diisi sesuai kondisi barang yang dipelihara jika Rusak Ringan (RR).
Diisi sesuai kondisi barang yang dipelihara ji ka Rusak Berat (RB).
Diisi uraian nama pemeliharaan yang diusulkan untuk dilakukan
pemeliharaan.

Diisi kuantitas barang yang diusulkan untuk dilakukan
pemeliharaan.

Diisi satuainl barang yang diusulkan untuk dilakukan pemeliharaan
sesuai ketentuan yang berlaku yaitu: panjang (m), luas {m?3},unit,
buah, set, dan sebagainya.

Diisi keterangan dan/ atau inforinasi penting lainnya yang periu
diungkap.

Diisi tempat dan tanggal disahkan.

Diisi jabatan Pengguna Barang yang melakukan penandatanganan.
Diisi nama dan NIP pejabat vang mengesahkan.



10. FORMAT PENYAMPAIAN HASIL

PENELAAHAN RKBMD OLEH

PENGELOLA BARANG.

Nomor
Sifat
Lampiran
Hal

KOP SURAT ....... {1)
Tempat, Tanggal Bulan
Tahun
Kepada

....... {2y ...... Yth., ... (8) wenil
Sangat Segera 0 i
....... (3) berkas di -
Hasil Penelaahan RKBM ... ... ... 6) .........
D Tahun .... (4) pada ....
(5)

Sehubungan dengan surat Saudara Nomor: ...... (7)
tanggal ..... (7) hal usulan Rencana Kebutuhan Barang
Milik Daerah (RKBMD) Tahun ..... {4) pada .... (5) pada
prinsipnya kami menyetujui RKBMD sebagaimana

diuraikan pada lampiran surat ini.

Untuk selanjuitnya, Hasil Penelaahan RKBMD dapat
dilaksanakan dengan ketentuan sebagai beri kut:

1. Hasil Penelaahan usulan RKBMD menyajikan informasi
berupa satuan BMD yang direkomendasikan untuk
dilakukan pengadaan dan/ atau pemeliharaan.

2. Hasil Penelahaan usulan RKBMD pengadaan dan
RKBMD Pemeliharaan dengan memperhatikan
ketersediaan anggaran. '

3. Hasil Penelaahan usulan RKBMD dapat diusulkan oleh
Pengguna Barang kepada Pergelola Barang
untuk dilakukan perubahan menjadi RKBMD Pengguna
Barang.

4. Batas waktu penyampaian perubahan sebagaimana
dimaksud pada angka 3 di atas paling lambat Lil.ggu
ketiga bula n Juni.

Demikian untuk menjadi perhatian dan terima kasih.

Pengelola Barang

Petunjuk Pengisian:

Kop surat resmi yang berlaku.

Nomor surat sesuai ketentuan pera*uran perundang -undangan.
Diisi jumlah lampiran surat vang bersangkutan.

Diisi tahun anggaran RKBMD vang diusulkan.

Diisi nama SKPD.

Diisi lokasi kedudukan SKPD.

Diisi nomor dan tanggal surat Usulan RKBMD vang dikirim
cleh SKPD yang bersangkutan.

Diisi nama. pangkat dan NIP pejabat vang menvetujui
Hasil Penelaahan RKBMD.

(1)
(2)
3
(4)
(5}
(8)
(7)

(8)
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Petunjuk Pengisian :

(1}
(2)
3
4
(5)
(6)
7)
(8)
C)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
(15)
(16)
an
(18)
(19)
(20}
(21}
(22)
(23)
(24)

(25)
(26)

Diisi nomor halaman.

Diisi nama Pengguna Barang yang bersangkutan.

Diisi tahun anggaran RKBMD vang diusulkan.

Diisi nama Provinsi yang bersangkutan.

Diisi nama Kota yang bersangkutan.

Diisi nomor urut.

Diisi nama Kuasa Pengguna Barang/program/kegiatan/output
berdasarkan rencana kerja SKPD.

Diisi kode barang berdasarkan ketentuan penggolongan dan
kodefikasi barang milik daerah yang berlaku.

Diisi nama barang sesuai kode pada kolom (8) berdasarkan
ketentuan penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah
vang berlaku. '

Diisi kuantitas barang yang diusulkan.

Diisi satuan barang yang diusulkan sesuai ketentuan yang berlaku
yaitu: panjang (m), luas (m3}, unit, buah, set, dan sebagainya.

Diisi standar kebutuhan maksimum dengan data input sesuai
ketentuan standar barang dan stand ar kebutuhan yang berlaku.
Diisi satuan kebutuhan maksimum sesuai ketentuan yang berlaku
yaitu: panjang (m), luas {m?), unit, buah, =set, dan sebagainya.

Diisi kode barang yang masih dimungkinkan untuk
dioptimalisasikan.

Diisi nama barang - yang masih dimungkinkan untuk
dioptimalisasikan.
Diisi jumlah barang masih dimungkinkan untuk
dioptimalisasikan.
Diisi satuan barang yang masih dimungkinkan wuntuk

dioptimalisasikan sesuai ketentuan yang berlaku yaitu: panjang
(m), luas (m?). u nit, buah, set, dan sebagainya.

Diisi kuantitas kebutuhan riil yang dibutuhkan.

Diisi satuan kebutuhan riil yang dibutuhkan.

Diisi kuantitas barang pada RKBMD pengadaan yang disetujui.
Diisi satuan barang padaRKBMD pengadaan vang disetujui sesuai

ketentuan yvang herlaltu  vaitu: panjang {m}, luas (m?), unit, buah,
set, dan sebagainya.

Diisi sesuai dengan cara pemenuhannyamisalkan sewa atau
pembelian.

Diisi keterangan dan/ atau informasi penting lainnya vang

perlu diungkap.

Diisi tempat dan tanggal disahkan.

Diisi jabatan Pengelola Barang vang melakukan penandatanganan.
Diisi nama dan NIP pejabat vang mengesahkan.
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Petunjuk Pengisian:

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
7

{8)

(9)

{10)
(11)
(12)
(13)
(14)
(15)
(16)
(17)
(18)

(19)
(20)

(21)
(22}

(23)
(24)

Diisi nomor halaman.

Diisi nama Pengguna Barang yang bersangkutan.

Diisi tahun anggaran RKBMD yang diusulkan.

Diisi nama Provinsi yang bersangkutan.

Diisi nama Kota yang bersangkutan.

Diisi nomor urut.

Diisi nama Kuasa Pengguna Barang/program /kegiatan /output
berdasarkan rencana kerja SKPD.

Diisi kode barang yang dipelihara berdasarkan ketentuan penggolongan
dan kodefikasi barang milik daerah yang berlaku.

Diisi nama barang yang dipelihara sesuai kode pada kolom (8}
berdasaikan ketentuan penggolongan dan kodefikasi barang milik
daerah yang berlaku.

Diisi kuantitas barang yang dipelihara.

Diisi satuan barang yang dipelihara sesuai ketentuan yang berlaku
yaitu: panjang (m), luas (m?, unit, buah, set, dan sebagainya. -

Diisi statusbarang milik daerahyang pemeliharaannya dapat dibiayai
APBD seperti digunakan sendiri atau pinjam pakai.

Diisi sesuai kondisi barang'yang dipelihara jika Baik (B).

Diisi sesuai kondisi barang yang dipelihara jika Rusak Ringan (RR).
Diisi sesuai kondisi barang yang dipelihara jika Rusak Berat (RB}.

Diisi uraian nama pemeliharaan yang diusulkan untuk dilakukan
pem<liharaan.

Diisi kuantitas barang yang diusulkan untuk dilakukan pemeliharaan.
Diisi satuan barang pemeliharaan yang diusulkan sesuai ketentuan
yang berlaku yaitu: panjang (m), luas (m?), unit, buah, set, dan
sebagainya.

Diisi kuantitas RKBMD pemelihara an yang disetujui.

Diisi satuan barang RKBMD pemeliharaan yang disetujui sesuai
ketcntuan yarng berlaku vaitu: pacjang (m), luas (m?), unit, buah set,
dan sebagainya.

Diisi keterangan dan/atau informasi penting lainnya yang periu
diungkap.

Diisi tempat dan tanggal disahkan.

Diisi jabatan Pengelola Barang vang m elakukan penandatanganan.
Diisi nama dan NIP pejabat yang mengesahkan
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Petunjuk Pengisian:

(1)
2
(3)
4)
(5)
(6)
(7)

(8)

(9}

(10)
(11)
(12)
(13)
(14)

(15)
(16)

Diisi nomor halaman.

Diisi nama Pengguna Barang yang bersangkutan.

Diisi tahun anggaran RKBMD yang diusulkan.

Diisi nama Provinsi yang bersangkutan.

Diisi nama Kota yang bersangkutan.

Diisi nomor urut.

Diisi nama Kuasa Pengguna Barang/program/kegiatan/output
berdasarkan rencana kerja SKPD.

Diisi kode barang berdasarkan ketentuan penggolongan dan kodefikasi
barang milik daerah yang berlaku.

Diisi uraian nama barang sesuai kode pada kolom (8} berdasarkan
ketentuan penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang
berlaku.

Diisi kuantitas barang yang diusulkan.

Diisi satuan barang yang diusulkan sesuai ketentuan yang berlaku
yaitu: panjang (m), luas (m?), unit, buah, set, dan sebagainya.

Diisi° sesuai dengan cara pemenuhannya misalkan sewa atau
pembelian.

Diisi keterangan dan/atau informasi penting lainnya yang perlu
diungkap.

Diisi tempat dan taiiggal disahkan.

Diisi jabatan Pengguna Barang yvang melakukan penandatanganan.
Diisi nama dan NIP pejabat yang mengesahkan.
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Petunjuk Pengisian :

(1)
(2)
(3}
(4}
(5}
(6}
(7}

(8)

(9)

(10)
(11)

(12)

(13)
(14)
(15)
(16)
(17)
(18)

{(19)
(20)

{21)
(22)

Diisi nomor halaman.

Diisi nama Pengguna Barang yang bersangkutan.

Diisi tahun anggaran RKBMD yang diusulkan.

Diisi nama Provinsi yang bersangkutan.

Diisi nama Kota yang bersangkutan.

Diisi nomor urut.

Diisi nama Kuasa Pengguna Barang/program/kegiatan/output
berdasarkan rencana kerja SKPD.

Diisi kode barang yang dipelihara berdasarkan ketentuan
penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang berlaku.

Diis: nama barang yang dipe lihara sesuai kode pada kolom

(8) berdasarkan ketentuan penggolongan dan kodefikasi barang milik
daerah yang berlaku.

Diisi kuantitas barang yang dipelihara.

Diisi satuan barang yang dipelihara sesuai ketentuan yang berlaku
yaitu: panjang (m)}, luas {m?), unit, buah, set, dan sebagainya.

Diisi status barang milik daerahyang pemeliharaannya dapat dibiayai
APBD seperti digunakan sendiri atau pinjam pakai.

Diisi sesuai kondisi barang yang dipelihara jika Baik (B).

Diisi sesuai kondisi barang yang dipelihara  jika Rusak Ringan (RR).
Diisi sesuai kondisi barang yang dipelihara jika Rusak Berat (RB ).
Diisi uraian nama RKBMD pemeliharaan yang disetujui .

Diisi kuantitas barang pada RKBMD pem eliharaan yangdisetujui.
Diisi satuan barang milik daerah yang disetujui pemeliharaannya
sesuai ketentuan yang berlaku yaitu: panjang (m), luas {m3)}, unit,
buah, set, dan sebagainya.

Diisi keterangan dan/ atau informasi penting lainnya yang perlu
diungkap.

Diisi tempat dan tanggal disahkan.

Diisi jubatan Pergguna Barang yang nielakukan penandatanganan.
Diisi nama dan NIP pejabat yang mengesahkan.
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Petunjuk Pengisian:

)
(2)
(3)
4
C))

&
{7)
(8)
9)

(10)
(1)

(12)
(13)
(14)

(15)
(16)

Diisi nomor halaman.

Diisi nama Kota yang bersangkutan.

Diisi tahun anggaran RKBMD yang diusulkan.

Diisi nomor urut.

Diisi nama Pengguna Barang/program/kegiatan/output berdasarkan
rencana kerja SKPD.

Diisi kode barang berdasarkan ketentuan penggolongan dan
kodefikasi barang milik daerah yang berlaku.

Diisi uraian nama barang sesuai kode pada kolom (6) berdasarkan
ketentuan penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang
berlaku.

Diisi kuantitas barang vang diusulkan.

Diisi satuan barang yang diusulkan sesuai ketentuan yang berlaku
yaitu: panjang ( m), luas (m?), unit, buah, set, dsb.

Diisi kuantitas Barang pengadaan yang disetujui .

Diisi satu an barang pengadaanyang disetujuisesuai ketentuan yang
berlaku yaitu: panjang (m), luas (m?), unit, buah, set, dsb.

Diisi sesuai dengan cara pemenuhannya misalkan sewa atau
pembelian. :

Diisi keterangan dan/atau informasi penting lainnya yang perlu
diungkap.

Diisi temmpat dan tanggal disahkan.

Diisi jabatan Pengelola Barang yang melaikukan penandatanganan.
Diisi nama dan NIP pejabat yang mengesahkan.
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Petunjuk Pengisian:

(1)
(2)
(3)
(4)
&)

(6)
@)
8)
)]
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
(1)
(16)
(17)
(18)

(19)
(20)

Diisi nomor halaman.

Diisi nama Pemerintah Kota yang bersangkutan.

Diisi tahun anggaran RKBMD y ang diusulkan.

Diisi nomor urut.

Diisi nama Pengguna Barang/program/kegiatan/output berdasarkan
rencana kerja SKPD.

Diisi kode barang yang dipelihara berdasarkan ketentuan
penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang berlaku.
Diisi nama barang yang dipelihara sesuai kode pada kolom {6)
berdasarkan ketentuan penggolongan dan kodefikasi barang milik
daer ah yang berlaku.

Diisi kuantitas barang yvang dipelihara.

Diisi satuan barang yang dipelihara sesuai ketentuan yang
perlaku yaitu: panjang (m), luas (m?, unit, buah, set, dan
sebagainya.

Diisi status BMD yang pemeliharaannya dapat dibiayai APBD seperti
digunakan sendiri atau pinjam pakai.

Diisi sesuai kondisi barang yang dipelihara jika Baik (Bj).

Diisi sesuai kondisi barang yang dipelihara jika Rusak Ringan (RR]).
Diisi sesuai kondisi barang yang d ipeiihara jika Rusak Berat (RB).
Diisi wuraian nama pemeliharaan pada Rencana Kebutuhan
Pemeliharaan BMD yang disetujui.

Diisi kuantitas barang pada RKBMD Pcmelillaraan yang disetujui.
Diisi satuan barang pada RKBMDP Pemeliharaan yang disetujui
sesuai ketentuan yang berlaku yaitu: panjang (m), luas (m?), unit,
buah, set, dan sebagainya.

Diisi keterangan dan/atau informasi penting lainnya yang perlu
diungkap.

Diisi tempat dan tanggal disahkan.

Diisi jabatan Pengelola Barang yang melakukan penandatangan.
Diisi nama dan NIP pejabat vang mengesahkan.
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Petunjuk Pengisian:

(1)
2)
(3)
4)
)
(6)
@)
(8)

(9)
10

a1

(12)

(13)

(14)

Diisi nomor halaman.

Diisi nama Kuasa Pengguna Barang .

Diisi tahun anggaran RKBMD vang akan diusulkan.

Diisi nama Provinsi yang bersangkutan.

Diisi nama Kota yang bersangkutan.

Diisi nama Pengguna Barang.

Diisi nomor urut.

Diisi nama Kuasa Pengguna

Barang/program/kegiatan /output berdasarkan rencana kerja SKPD.
Diisi kode barang berdasarkan ketentuan penggolongan dan
kodefikasi barang milik dae rah yangberlaku.

Diisi nama barang sesuai kode pada kolom (9) berdasarkan ketentuan
penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang berlaku.

Diisi Kuantitas barang milik daerah yang tercantum pada hasil
penelashan RKBMD Pengadaan yang diusulkan untuk dilakukan
perubahan. :

Diisi satuan barang milik daerahyang diusulkan untuk dilakukan
perubahan sesuai ketentuan yang berlaku yaitu: panjang (m), luas
{m?), unit, buah, set, dan sebagainya

Diisi Kuantitas barang milik daerah yang diusulkan menggantikan
besarar satuan barang yang tercantum pada hasil penelaahan
RKBMD Pengadaan.

Diisi satuan barang milik daerahyang diusulkan untuk dilakukan
perubahan dan menggantikan besaran satuan barang yang tercantun
pada hasil penelashan RKBMD Pengadaan sesual ketentuan yang
berlaku yaitu: panjang (m), luas (m?), unit, buah, set, dan
sebagainva.

Diisi =zlasan yang menda sari dilakukannya perubahan pada
RKBMD Pengadaan yang sudah pernah diusulkan sebelumnya.

Diisi standar kebutuhan maksimum dengan data input sesuai
ketentuan standar barang dan standar kebutuhan yang berlaku.
Diisi satuan kebutuhan maksimum sesuai ketentuan yang berlaku
. yaitu: panjang (m), luas (m?), unit, buah, set, dan sebagainya.

Diisi lode barang yang masih dimungkinkan untuk
dioptimalisasikan.

Diisi nama barang vang masih dimungkinkan untuk
dioptimalisasikan.

Diisi jumlah barang masih dimungkinkan untuk dioptimalisasikan.
Diisi satuan barang yvang masih ditmungkinkan untuk

dioptimalisasikan sesuai ketentuan yang berlaku vaitu: panjang {m},
luas (m?), unit, buah, set, dan sebagainya.

Diisi kuantitas kebutuhan riil yang dibutuhkan

Diisi satuan kebutuhan riil yang dibutuhkan

Diisi keterangan dan/atau informasi penting lainnva yang perliu
diungkap. o

Diist tempat dan tanggal disahkan.

Diisi jabatan Kuasa _ Pengguna Barang yang melakukan
penandatanganan.

Diisi nama dan NIP pejabat vang mengesahkan.
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Petunjuk Pengisian:

(1)
(2
(3
(4)
(3)
(6)
M
®

(9)

(10)
(an
(12)
(13
(14)
(15)
(16)
(17)
(18)

(19)

(20)

PN
J

a
T g

(22)
(23)

(24)
(25)

(26}

Diisi nomor halaman.

Diisi nama Kuasa Pengguna Barang yang bersangkutan.

Diisi tahun anggaran RKBMD yang diusulkan.

Diisi nama Provinsi yang bersangkutan.

Diisi nama Kota yang bersangkutan.

Diisi nama Pengguna Barang.

Diisi nomor urut. .
Diisi nama program/kegiatan/output berdasarkan rencana kerja
SKPD.

Diisi kode barang yang dipelihara berdasarkan ketentuan
penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang berlaku.
Diisi nama barang yang dipelihara sesuai kode pada kolom (9)
berdasarkan ketentuan penggolongan dan kodefikasi barang milik
daerah yang berlaku.

Diisi kuantitas barang yang dipelihara.

Diisi satuan barang yang dipelihara sesuai ketentuan Yyang
berlaku yaitu: panjang (m), luas (m¥?), unit, buah, set, dan
sebagainya.

Diisi status barang milik daerah yang pemeliharaannya dapat
dibiayai APBD seperti digunakan sendiri atau pinjam pakai.

Diisi sesuai kondisi barang yang dipelihara jika Baik (B).

Diisi sesuai kondisi barang yang dipelihara jika Rusak Ringan {RR).
Diisi sesuai kondisi barang yang dipelihara jika Rusak Berat (RB).
Diisi uraian nama pemeliharaan yang diusulkan untuk dilakukan
pemeliharaan.

Diisi kuantitas barang yang diusulkan untuk dilakukan
pemeliharaan.

Diisi satuan barang vang diusulkan untuk dilakukan
pemeliharaan sesuai ketentuan yang berlaku vaitu: panjang (m),
luas (m?), unit, buah, set. dan sebagainya.

Diisi Kuantitas barang milik daerah yang diusulkan
menggantikan besaran satuan barang yang tercantum pada hasil
penelaahan RKBMD pemeliharaan.

Diisi satuan barang yang diusulkan untuk dilakukan peru
Aan menggantikan besaran satuan barang vang tercantum pada
hasil penelaahan RKBMD pemeliharaan sesuai ketentuan yang
berlaku vyaitu: panjang (m), luas (m?. unit, buah, set, dan
sebagainya.

Diisi alasan yang mendasari dilakukannya perubahan pada
RKBMD pemeliharaan yang sudah pernah diusulkan sebelumnya.
Diisi keterangan dan/atau informasi penting lainnya yang perlu
diungkap.

Diisi tempat dan tanggal disahkan.

Diisi jabatan Kuasa :Pengguna Barang yang melakukan
penandatanganan.

Diisi nama dan NIP pejabat yang mengesahkan.
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19. FORMAT PENYAMPAIAN HASIL PENELAAHAN USULAN PERUBAHAN
RKBMD OLEH PENGGUNA BARANG.

KOP SURAT .......... (1)

Tempat, Tanggal Bulan Tahun

Kepada
Nomor D eeensaaees (2) Yth. .............. {5).....
Sifat : Sangat Segera =0 ... e
Lampiran : _.......... {3) berkas di - :
Hali : Penyampaian Hasil (6)

Tahun .. {4) pada .. (5)

Sehubungan dengan surat Saudara Nomor: ....... {7}
tanggal ...... (7} hal Usulan Perubahan Rencana
Kebutuhan Hasil Penelaahan Rencana Kebutuhan Barang
Milik Daerah (RKBMD) Tahun ..... (4) pada ...... (5) pada
prinsipnya kami menyetujui dengan hasil Penelaahan
Perubahan RKBMD sebagaimana diuraikan pada lampiran
surat ini.

Untuk selanjutnya, perubahan RKBMD dapat dilaksanakan
dengan mempertimbangkan ketersediaan anggaran.

Demikian atas perhatiannya, terima kasih.

Pengpguna Barang

Petunjuk Pengisian :

M

(2)
3
(4)
(3)
(6)
(7)

(8)

Kop surat resmi yang berlaku pada SKPD (Pengguna Barang)
yang bersangkutan.

Nomor surat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Diisi jumlah lampiran surat yang bersangkutan.

Diisi tahun anggaran RKBMD yang diusulkan.

Diisi Unit Kerja (Kuasa Pengguna Barang) yvang dikirim.

Diisi lokasi kedudukan Kuasa Pengguna Barang.

Diisi nomor dan tanggal surat usulan RKBMD vangdikirim oleh
Kuasa Pengguna Barang vang bersangkutan.

Diisi nama, pangkat dan NIP pejabat yang mengesahkan
Hasil Penelaahan RKBMD.
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Petunjuk Pengisian:

(1)
(2
(3)
4)
(5)
)
7
®)
9)
(10)

a1

(12)

(13)

(14)

(15)
(16)
(17)
(18)
(19)
(20)
(21)
(22)
(23)
(24)
(25)
(26)
(27)
(28)

(29)
(30)

Diisi nomor halaman.

Diisi nama Kuasa Pengguna Barang.

Diisi tahun anggaran RKBMD yang diusulkan.

Diisi nama Provinsi yang bersangkutan.

Diisi nama Kota yangbersangkutan.

Diisi nama Pengguna Barang.

Diisi nomor urut.

Diisi nama program/kegiatan/output berdasarkan rencana kerja SKPD.
Diisi kode barang berdasarkan ketentuan penggolongan dan kodefikasi
barang milik daerah yang berlaku.

Diisi nama barang sesuai kode pada kolom (9) berdasarkan ketentuan
penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang berlaku.

Diisi kuantitas barang milik daerzh yang tercantum pada hasil
penelaahan RKBMD Pengadaan yang diusulkan untuk dilakukan
perubahan

Diisi satuan barang pengadaan yang diusulkan untuk dilakukan
perubahan aesuai ketentuan yang berlaku yaitu: panjang (m), luas (m?,
unit, buah, set, dan sebagainya.

Diisi kuantitas barang milik daerah yang diusulkan menggantikan
besaran satuan barang yang tercantum pada hasil penelaahan RKBMD
FPengadaan.

Diisi satuan barang pengadaan yang diusulkan untuk dilakukan
perubahan dan menggantikan besaran satuan barang yang tercantum
pada hasil penelaahan RKBMD Pengadaan sesuai ketent'ian -vang
berlaku yaitu: panjang (m), luas (m?*, unit, buah, set, dan sebagainya.
Diisi alasan yang mendasari dilakukannya perubahan pada RKBMD
Pengadaan yang sudah pernah diusulkan sebelumnya.

Diisi standar kebutuhan maksimum dengan data input sesual
keientuan standar barang dan standar kebutuhan yang berlaku.

Diisi satuan kebutuhan maksimum sesuai ketentuan yang berlaku
yaitu: panjang (m), luas (m?), unit, buah, set, dan sebagainya.

Diisi kode barang pengadaan yang masih dimungkinkan untuk
dioptimalisasikan.

Diisi nama barzng pengadaan yang masih dimungkinkan untuk
dioptimalisasikan.
Diisi jumianh barang pengadaan masih dimungkinkan untuk
dioptimalisasikan.

Diisi satuan barang pengadaan yang masih dimungkinkan untuk
dioptimalisasikan sesuai ketentuan yang berlaku yaitu: panjang (m],
luas (m?), unit, buah, set, dan sebagainya.

Diisi kuantitas kebutuhan riil yang dibutuhkan.

Diisi satuan kebutuhan riil yang dibutuhkan.

Diisi kuantitas barang pengadaan yang disetujui untuk dilakukan
perubahan.

Diisi satuan barang pengadaan vang disetujui untuk dilakukan
perubahan sesuai ketentuan yang berlaku yaitu: panjang {m), luas (m?,
unit, buah, set, dan sebagainya.

Diisi sesuai dengan cara pemenuhannya misalkan sewa atau pembelian.
Diisi keterangan dan/atau informasi penting lainnya yang perlu
diungkap.

Diisi tempat dan tanggal disahkan.

Dns jabatan Pengguna Barang yang melakukan penandatanganan
Diisi nama dan NIP pejabat vang mengesahkan.
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Petunjuk Pengisian :

(1)
(2)
(3)
(4)
(3)
©)
(7}
(8)

)

(10}
(11)
(12)
(13)
(14)
{15)
(16)
Qa7
(18}

(19)

(20)

(21)

(22)

(23)
(24)
(25)

(26)
27)
(28)

Diisi nomor halaman.

Diisi nama Kuasa Pengguna Barang yang bersangkutan.

Diisi tahun anggaran RKBMD yang diusulkan.

Diisi nama Provinsi vang bersangkutan.

Diisi nama Kota yang bersangkutan.

Diisi nama Pengguna Barang yang bersangkutan.

Diisi nomox urut.

Diisi nama program/kegiatan/output berdasarkan rencana kerja
SKPD.

Diisi kode barang yang dipelihara berdasarkan ketentuan
penggolongan dan kodefikasi barang milik d aerah yang berlaku.

Diisi nama barang yang dipelihara sesuai kode pada kolom (9)
berdasarkan ketentuan penggolongan dan kodefikasi barang milik
daerah yang berlaku.

Diisi kuantitas barang yang dipelihara.

Diisi satuan barang yang dipelihara sesuai ketentuan yang beriaku
yaitu: panjang (m), luas {m?), unit, buah, set, dan sebagainya.

Diisi statusbarang milik daerah yang pemeliharaannya apat dibiayai
APBD seperti digunakan sendiri atau pinjam pakai.

Diisi sesuai kondisi barang yang dipelihara jika Baik (B).

Diisi sesuai kondisi barang yeng dipelihara jika Rusak Ringan (RR).
Diisi sesuai kondisi barang yang dipelihara jika Rusak Berat {(RB}.
Diisi uraian nama pemeliharaan yang diusulkan untuk dilakukan
pemeliharaan.

Diisi kuantitas barang yang diusulkan untuk dilakukan
pemeliharaan.

Diisi satuan barang yang diusulkan pemeliharaannya sesuai
ketentuan yang berlaku yaitu: panjang (mj, luas (m?), unit, buah,
set, dan sebagainya.

Diisi kuantitas barang yang diusulkan menggantikan besaran satuan
barang yang tercantum pada hasil penelaahan RKBMD pemeliharaan.
Diisi satuan barang yang ciusulkan untuk dilakukan perubahan dan
menggantikan besaran satuan barang yang tercantum pada hasil
penelaahan RKBMD sesuai ketentuan yang berlaku yaitu : panjang
{m)}, luas {=*), unit, buah, set, dan sebagainya.

Diisi alasan yang mendasari perubahan RKBMD pemeliharaan yang
sudah diusulkan sebelumnya.

Diisi kuantitas Perubahan RKBMD Pem eliharaan yang disetujui.
Diisi satuan Perubahan RKBMD Pemeliharaanyang disetujui.

Diisi keterangan dan/atau informasi penting lainnya vyang periu
diungkap.

Diisi tempat dan tanggal disahkan.

Diisi jabatan Pengguna Barang vang melakukan penandatanganan.
Diisi nama dan NIP pejabat yang mengesahkan.
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Petunjuk Pengisian

(L)
(2)
(3)
)
(5)
(6)
{7)
8)
{9)
{10}

(11)

{12)

(13)

(14)

(15)
116)

(17)

(18)
(19)

(20)
(21}

(22)

Diisi nomor halaman.

Diisi nama Kuasa Pengguna Barang .

Diisi tahun anggaran RKBMD yang diusulkan.

Diisi nama Provinsi yang bersangkutan.

Diisi nama Kota yang bersangkutan.

Diisi nama Pengguna Barang.

Diisi nomor urut.

Diisi nama program/kegiatan/output berdasarkan rencana kerja
SKPD.

Diisi kode barang berdasarkan ketentuan penggolongan dan
kodeiikasi barang milik daerah vang berlaku.

Diisi nama barang sesuai kode pada kolom (9) berdasarkan ketentuan
penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang berlaku.
Diisi Kuantitas barang milik daerah yang tercantum pada hasil
penclaahan RKBMD Pengadaan yang diusulkan untuk dilakukan
perubahan. ,

Diisi satuan barang pengadaan yang diusulkan untuk dilakukan
perubahan sesuai ketentuan yang berlaku yaitu: panjang {(m), luas
(m?), unit,buah, set, dan sebagainya. }

Diisi Kuantitas barang pengadaan yang diusulkan menggantikan
besaran satuan barang yang tercanium pada hasil penelaahan
RKBMD Pengadaan .

Diisi satuan barang pengadaan yang diusulkan untuk dilakukan
perubahan dan menggantikan besaran satuan barang yang
tercantum pada hasil penelaahan RKBMD Pengadaan
sesuai ketentuan yang berlaku yaitu: panjang (m), luas (m?®), unit,
buah, set, dan sebagainya.

Ciisi alasan yang mendasari dilakukannya perubahan pada
RKBMD Pengadaan yang sudah pernah diusulkan sebelumnya.

Diisi perubahan kuantitas barang pada RKBMD pengadaan yang
disetujui.

Diisi perubahan satuan barang pada RKBMD pengadaan yang
disetujui sesuai ketentuan yang berlaku vaitu: panjang (m}, luas
(m?), anit, buah, set, dan sebagainya. .

Diisi s?suai dengan cara pemenuhannya misalkan sewa = atau
pembeiian.

Diisi keterangan dan/ atau informasi penting lainnya yang perlu
diungkap.

Diisi tempat dan tanggal disahkan.

Diisi jabatan Kuasa Pengguna Barang vang melakukan
penandatanganan.

Diisi nama dan NIP pejabat yang mengesahkan.
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Petunj uk Pengisian:

Q)
(2)
(3
(4)
&)
(6)
(7)
(8)
©)
(10
(1)
(12)
(13)
(14)
(15)
(16)
a7
{18)

(19)

(20)

(21)

(22)
(23)

(24)

(25)

(26)
(27)

(28)

Diisi nomor halaman.

Diisi nama Kuasa Pengguna Barang yang bersangkutan.

Diisi tahun anggaran RKBMD yang diusulkan.

Diisi nama Provinsi yang bersangkutan.

Diisi nama Kota yang bersangkutan.

Diisi nama Pengguna Barang yang bersangkutan.

Diisi nomor urut. .
Diisi nama program/kegiatan/output berdasarkan rencana kerna
SKPD.

Diisi kode barang yang dipelihara berdasarkan ketentuan
penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang berlaku.

Diisi nama barang yang dipelihara sesuai kode pada kolom -(?)
berdasarkan ketsntuan penggolongan dan kodefikasi barang milik
daerah yang berlaku.

Diisi kuantitas barang yang dipelihara.

Diis: satuan barang yang dipelihara sesuai ketentuan yang berlaku
yaitu: panjang (m), luas (m?) unit, buah, set, dan sebagainya.

Diisi status barang milik daerah yang pemeliharaannya dapat
dibiayai APBD seperti digunakan sendiri atau pinjam pakai.

Diisi sesuai kondisi barang yang dipelihara jika Baik (B). ,
Diisi sesuai kondisi barang yang dipelihara jika Rusak Ringan (RR].
Diisi sesuai kondisi barang yang dipelihara jika Rusak Berat (RB).
Diisi uraian nama pemeliharaan yang diusulkan untuk dilakukan
pemeliharaan.

Diisi kuantitas barang yang diusulkan untuk dilakukan
pemeliharaan. _
Diisi satuan barang yang diusulkan pemeliharaannya sesuai
ketentuan yang berlaku yaitu: panjang (m), luas {m?%, unit, buah,
set, dan sebagainya

Diisi kuantitas barang milik Daerah yang diusulkan menggantikan
besaran satuan barang yang tercantum pada hasil penelaahan
RKBMD pemeliharaan.

Diisi satuan barang yang diusulkan untukdilakukan perubahan
pemeliharaannyadan menggantikan besaran satuan oarang yang
tercantum pada hasil penelaahan RKBMD pemelinaraan sesuai
ketentuan yang berlaku yaitu: panjang {(m), luas (m?), unit, buah,
set, dan sebagainya.

Diisi alasan yang mendasari dilakukannya perubahan pada
RKBMD pemeliharaan yang sudah pernah diusulkan sebelumnya.
Diisi kuantitas barang pada perubahanRKBMD pemeliharaan yang
disetujui.

Diisi satuan barang pada RKBMD pemeliharaan yang disetujui
pemeliharaanva sesual ketentuan yang berlaku vyaitu: panjang (m),
luas {m?), unit, buah, set, dan sebagainya.

Diisi keterangan dan/ atau informasi penting lainnya vyang perlu
diungkap.

Diisi tempat dan tanggal disahkan.

Diisi jabatan Kuasa Pengguna  Barang vang melakukan
penandatanganan.

Diisi nama d an NIP pejabat yang mengesahkan.
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Petunjuk Pengisian:

)
(2)
3
(4)
(S)
®)
(7}
&)
(9)

(10)

(1)

(12)

(13)

(14)
5
(16)
n
(18)
(19
(20}
(21)
(22)
(23)
(24)

(25)
(26)

Diisi nomor halaman.

Diisi nama Pengguna Barang yang bersangkutan.

Diisi tahun anggaran RKBMD yang diusulkan.

Diisi nama Provinsi yang bersangkutan.

Diisi nama Kota yang bersangkutan.

Diisi nomor urut.

Diisi nama Kuasa Pengguna Barang/program/kegiatan Joutput
berdasarkan rencana kerja SKPD.

Diisi kode barang berdasarkan ketentuan penggolongan dan
kodefikasi barang milik daerah yang berlaku.

Diisi nama barang sesuai kode pada kolom (8) berdasarkan ketentuan
penggolongan dan kodefikasi barung milik daerah yang berlaku. )
Diisi kuantitas barang milik daerah yang tercantum pada hasil
penelaahan RKBMD Pengadaan yang diusulkan untuk dilakukan
perubahan.

Diisi satuan barang pengadaan yang diusulkan untuk dilakukan
perubahan sesuai ketentuan yang berlaku yaitu: panjang (), luas
(m?), unit, buah, set, dan sebagainya.

Diisi kuantitas barang milik daerah yang diusulkan menggantikan
besaran satuan barang yang tercantum pada hasil penelaahan
RKBMD Pengadaan.

Diisi satuan barang pengadaan yang diusulkan untuk dilakukan
perubahan dan menggantikan besaran  satuan barang yang
tercantum pada  hasil penelaahan RKBMD Pengadaan sesuai
ketentuan yang berlaku yaitu: panjang (m), luas (m?2), unit, buah, set,
dan sebagainya.

Diisi alasan yang mendasari dilakukannya perubahan pada
RKBMD Pengadaan yang sudah pernah diusulkan sebelumnya.

Diisi standar kebutuhan maksimum dengan data input sesuail
ketentuan standar barang dan standar kebu tuhan yang berlaku.

Diisi satuan kebutuhan maksimum sesuai ketcntuan yang berlaku
yvaitu: panjang (m), luas (m?), unit, buah, set, dan sebagainya.

Diisi kode barang pengadaan yang masih dimungkinkan untuk
dioptimalisasikan.

Diisi nama barang pengadaan yang masih dimungkinkan untuk
dioptimalisasikan.

Diisi jumliah barang pengadaan masih dimungkinkan untuk
dioptimalisasikan.

Diisi satuan barang pengadaan yang masih dimungkinkan untuk
dioptimalisasikan sesuai ketentuan yang pberlaku vaitu: panjang {(m).
luas (m?), unit, buah, set, dan sebagainya.

Diisi kuantitas xebutuhan riil yang dibutuhkan.

Diisi satuan kebutuhan riil yang dibutuhkan.

Diisi keterangan dan/atau informasi penting lainnya yang perlu
diungkap.

Diisi tempat dan tanggal disahkan.

Diisi jabatan Pengguna Barang yang melakukan penandatanganar.
Diisi nama dan NIP pejabat yang mengesahkan.
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Petunjuk Pengisian:

(1)
(2)
(3)
(4)
)
- (6)
7
)
(9)
(10
an
(12)
(13)
(14)
(15)
(16)
(17)

(18)

(19)

(20)

(21)
(22)
(23)

(24)
(25)

Diisi nomor halaman.

Diisi nama Pengguna Barang yang bersangkutan.

Diisi tahun anggaran RKBMD yang diusulkan.

Diisi nama Provinsi yang bersangkutan.

Diisi nama Kota vang bersangkutan.

Diisi nomor urut.

Diisi nama Kuasa Pengguna Baerang/program/kegiatan/output
berdasarkan rencana kerja SKPD.

Diisi kode barang yang dipelihara berdasarkan ketentuan
penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang berlaku.

Diisi nama barang yang dipelihara sesuai kode pada kolom (8)
berdasarkan ketentuan penggolongan dan kodefikasi barang milik
daerah yang berlaku.

Diisi kuantitas barang vang dipelhhara.

Diisi satuan barang yang dipelihara sesual ketentuan yang
berlaku yaitu: panjang (m), luas {(m?), unit, buah, set, dar sebagainya.
Diisi statusbarang milik daerah yang pemeliharaannya dapat
dibiayai APBD seperti digunakan sendiri atau pinjam pakai.

Diisi sesuai kondisi barang yang dipelihara jika Baik (B).

Diisi sesuai kondisi barang yang dipelihara jika Rusak Ringan (RR).
Diisi sesuai kondisi barang yang dipelihara jika Rusak Berat {RB).

Diisi uraian nama pemeliharaan yang diusulkan untuk dilakukan
pemeliharaan.

Diisi kuantitas barang yang diusulkan untuk dilakukan
pemeliharaan. ‘

Diisi satuan barang yang diusulkan untuk dilakukan pemeliharaan
sesuai ketentuan yang berlaku yaitu: panjang (m), luas (m?, unit,
buah, set, dan sebagainya.

Diisi kuanrtitas barang milikdaerah yanrng diusulkan menggantikan
besaran * satuan barang yang tercantum pada hasil penelaahan
RKBMD pemeliharaan.

Diisi satuan barang yang diusulkan untuk dilakukan perubahan dan
menggantlkan besaran satuan barang yang tercantum pada hasil
penelaahq.. RKBMD pemelihoronn sesuai ketentuan yang berlaku
yaita: .,a.._;ang {zx}, luas {m?}, unit, buah, set, dan sebagainva.

Diisi alasan yang mendasari dilakukannya perubahan pada
RKBMD pemeliharaan yang sudah pernah diusulkan sebelumnya.
Diisi keterangan dan/atau informasi penting lainnyva yang perlu
diungkap.

Diisi tempat dan tanggal disahkan.

Diisi jabatan Pengguna Barang yang melaknukan penandatanganan.
Diisi nama dan NIP pejabat yang mengesahkan.
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26. FORMAT PENYAMPAIAN HASIL PENELAAHAN USULAN RKBMD
OLEH PENGELOLA BARANG.
KOP SURAT .... ..(1D
Tempat, Tanggal Bulan Tahun

NOMOT & iiiiiimiecaareceanans Kepada
(2) Yth. e (5)
Sifat : Sangat segera di-
Hal Penyampaian hasil e (6}

penelahaan usulan

perubahan RKBMD

tahun ...(4) ... pada....

(3)

Sehubungan dengan surat Saudara Nomor: ....... (7) tanggal

...... (7) hal Usulan Perubahan. Rencana Kebutuhan Hasil
Penelaahan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah (RKBMD)
Tahun ..... (4) pada ...... (5) pada prinsipnya kami menyetujui
dengan hasil Penelaahan Perubahan RKBMD sebagaimana
diuraikan pada lampiran surat ini.

Untuk selanjutnya perubahan RKBMD dapat dilaksanakan
dengan mempertimbangkan ketersediaan anggaran.

Demikian atas perhatiannya, teritna kasih

PENGELOLA BARANG

Petunjuk Pengisian:

(1)
2)
(3)
(4)
S))
AB)
(7)

(®

Kop surat resmi vang berlaku.

Nomor surat sesuai Ketentuan peraturan perundang-undangarn.
Diisi jumlah lampiran surat yang bersangkutan.

Diisi tahun anggaran RKBMD yang diusulkan.

Diisi SKPD { Pengguna Barang) yang dikirim.

Diisi lokasi kedudukan SKPD.

Diisi nomor dan tanggal surat Usulan RKBMD vang dikirim
oleh SKPD vang bersangkutan.

Diis.i nama, pangkat dan NIP pejabat vang mengesahkan
Hasil Penelaahan RKBMD.
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Petunjuk Pengisian:

(1)
(2)
(3)
4
(%)
(6)
)

(8)
&)

(10)

(11)

(12}

3

(14)
(15
(16)
(7
(18)
(19)
(20)
(21)
(22)
(23)

(24)

(25)
(26}
(27)

(28)
(29)

Diisi nomor halaman.

Diisi nama Pengguna Barang.

Diisi tahun anggaran RKBMD yang diusulkan.

Diisi nama Provinsi yang bersangkutan.

Diisi nama Kota yang bersangkutan.

Diisi nomor urut. ]

Diisi nama Kuasa Pengguna Barang/program/kegiatan/output
berdasarkan rencana kerja SKPD. )
Diisi kode barang berdasarkan ketentuan penggolongan dan kodefikasi
barang milik daerah yang berlaku.

Diisi nama barang sesuai kode pada kolom (8) berdasarkan ketentuan
penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang berlaku. )
Diisi kuantitas barang milik daerah yang tercantum pada hasil
penelaahan RKBMD Pengadaan yang diusulkan untu dilakukan
perubahan.

Diisi satuan barang pengadaan yang diusulkan untuk dilakukan
perubahan sesuai ketentuan yang berlaku yaitu: panjang (m), Iuas
(m?), unit, buah, set, dan sebagainya. } )
Diisi kuantitas barang milik daerah yang diusulkan menggantikan
besaran satuan barang yang tercantum pada hasil penelaahan

" RKBMDPengadaan .

Diisi satuan barang pengadaan yang diusulkan untuk dilakukan
perubahan dan menggantikan besaran satuan barang yang tercantum
pada hasil penelaahan RKBMD Pengadaan sesuai ketentuan yang
berlaku yaitu: panjang (m), luas {(m?), unit, buah, set, dan sebagainya.
Diisi alasan yang mendasari dilakukannya perubahan pada RKBMD
Pengadaan yvang sudah pernah diusulkan sebelumnya. '
Diisi standar kebutuhan maksimum dengan data input sesua
ketentuan standar barang dan standar kebutuhan yang berlaku.

Diisi satuan xebutuhan maksimum sesuaiketeniuan yang berlaku
yvaitu: panjang (m), luas (m?}, unit, buah, set, dan sebagainya. _
Diisi kode barang pengadaan yang masih dimungkinkan untuk-
d:optimalisasikan. :

Diisi nama barang pengadaan yang masih dimungkinkan untuk
dioptimalisasikan.

Diisi kuantitas barang pengadaan masih dimungkinkan untuk
dioptimalisasikan.

Diisi satuan barang pengadaan yang masih dimungkinkan untuk
dioptimalisasikan sesuai ketentuan yang berlaku yaitu: panjang (m),
luas (m?), unit, buah, set, dan sebagainya.

Diisi kuantitas kebutuhan riil yang dibutuhkan.

Diisi satuan kebutuhan riil yang dibutuhkan.

Diisi kuantitas barang RKBMD Pengadaan vang disetujui untuk
dilaku kan perubahan.

Diisi satuan barang RKBMD Pengadaan vang disetujui untuk dilakukan
perubahan sesuai ketentuan vang berlaku vaitu: panjang (m}, iuas (m?,
unit, buah, set, dan sebagainya.

Diisi sesuai dengan cara pemenuhannya misalkan sewa atau
pembelian.

Diisi keterangan dan/ atau informasi penting lainnya vang periu
diungkap.
Diisi tempat dan tanggal disahkan.

Diisi jabatan Pengelola Barang yang melakukan penandatanganan.
Diisi nama dan NIP pejabat vang mengesahkan.
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Petunjuk Pengisian:

(1)
2
(3)
(4)
)
&
7)

(8)

9)

(10)
v
(12)
(13)
(14}
(15)
(16)
Qan

(18)

(19)

(20)

-
4V
-l

e

(22)
(23)

(24)
(25)

(26)
{27)

Diisi nomor halaman.

Diisi nama Pengguna Barang yang bersangkutan.

Diisi tahun anggaran RKBMD yang diusulkan.

Diisi nama Prowvinsi yang bersangkutan.

Diisi nama Kota yang berf-zanglcu tan.

Diisi nomor urut.

Diisi nama Kuasa Pengguna Barang/program/kegiatan/output
berdasarkan rencana kerja SKPD.

Diisi kode barang yang dipelihara berdasarkan ketentuan
penggolongan dan kodefikasi barang milik dae rah yang berlaku.

Diisi nama barang yang dipelihara sesuai kode pada kolom (38)
berdasarkan ketentuan penggolongan dan kodefikasi barang milik
daerah yang berlaku.

Diisi kuantitas barang yang dipelihara.

Diisi satuan barang yang dipelihara sesuai ketentuan yang berlaku
yaitu: panjang (m), luas {m?), unit, buah, set, dan sebagainya.

Diisi status barang milik daerahyang pemehharaannya dapat dibiayai
APBD sepertx digunakan sendiri atau pinjam pakai.

Diisi sesuai kondisi barang yang dipelihara jika Baik (B}.

Diisi sesuai kondisi barang yang dipelihara jika Rusak Ringan (RR).
Diisi sesuai kondisi barang yang dipelihara jika Rusak Berat (RB).

Diisi uraian nama pemeliharaan yang diusulk an untuk dilakukan
pemeliharaan .

Diisi kuantitas barang yang diusulkan untuk dilakukan
pemeliharaan.

Diisi satuan barang yang diusulkan pemeliharaanya sesuai ketentuan
vyang berlaku yaitu: panjang (m), luas (m?), unit, buah, set, dan
sebagainya.

Diisi kuantitas harang yang diusulkan menggantikan besaran satuan
barang yang tercantum pada hasil penelaahan RKPMD pemeliharaan.
Diisi satuan barang yang diusulkan untuk dilakukan perubahan dan
menggantikan besaran satuan barang yang tercantum pada hasil
penelaahan RKBMD sesuai ketentuan yang berlaku yaitu: panjang {(m),
luas (m?); unit, buah, set, dan sebagainya

Ciiei alasan vang mendasari nermhahanRKBMD pemeliharaan vang
sudah diusulikan sebelumnya.

Diisi kuantitas perubahan KKBMD pemehharaan vang disetujui.

Diisi satuan perubahan RKBMD pemeliharaan yang disetujui sesuai
Ketentuan yang berlaku yaitu: panjang (imn), luas (m?), unit, buah,
set, dan sebagainyva

Diisi keterangan dan/atau informasi penting lainnya yang perlu
diungkap.

Diisi tempat dan tanggal disahkan.

Diisi jabatan Pengelola Barang yang melakukan penandatangan.

Diisi nama dan NIP pejabat yang mengesahkan.
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Petunjuk Pengisian:

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
@

(€)
(®)

(10)

( 1).

(12)

(13)

Diisi nomor halaman.

Diisi nama Pengguna Barang.

Diisi tahun anggaran RKBMD yang diusulkan.

Diisi nama Provinsi yang bersangkutan.

Diisi nama Kota yang bersangkutan.

Diisi nomor urut.

Diisi nama Kuasa Pengguna Barang program/kegiatan /output
berdasarkan rencana kerja SKFD.

Diisi kode barang berdasarkan ketentuan penggolongan dan
kodefikasi barang milik daerah yang berlaku.

Diisi nama barang sesuai kode pada kolom (8) berdasarkan ketentuan
penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang berlaku.
Diisi kuantitas barang milik daerah yang tercantum pada hasil
pencianhan RKBMD Pengadaan yang diusulkan untuk dilakukan
perubahan.

Diisi satuan barang pengadaan yang diusulkan untuk dilakukan
perubahan sesuai ketentuan yang berlaku yaitu: panjang (m), luas
(m3), unit, buah, set, dan sebagainya.

Diisi Kuantitas barang pengadaan yang diusulkan menggantikan
besaran satuan bzrang yang tercantum pada hasil penelaahan
RKBMD Pengadaan.

Diisi satuan barang pengadaan yang diusulkan untuk dilakukan
peru bahan dan menggantikan besaran satuan barang yang
tercantum pada hasil penelaahan RKBMD Pengadaan
sesuai ketentuan yang berlaku yaitu: panjang (m}, luas (m?), unit,

- buah, set, dan sebagainya.

Diisi alasan yang mendasari dilakukannya perubahan pada
RKBMD Pengadaan yang sudah pernah diusulkan sebelumnya.

Diisi perubahan kuantitas barang pada RKBMD pengadaan yang
disetujui.

Diisi perubahan satuan barang pada RKBMD pengadaan yang
disetujui sesuai ketentuan yang berlaku yaitu: panjang (mj, luas (m?),
unit, buah, set, dan sebagainya. '

Diisi sesuai dengan cora pemenuhannya misalkan sewa atau
pembelian.

Diisi keterangan dan/atau informasi penting lainnya yang perlu
diungkap.

Diisi tempat dan tanggal disahkan.

Diisi jabatan Pengguna Barang yang melakukan penandatanganan.
Diisi nama dan NIP pejabat yang mengesahkan.
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Petunjuk Pengisian:

(1)
(2)
(3)
(4
5
(6)
@)

(8)

9

(10}
(1)
(12)
(13)
(14)
(15)
(16)
Qa7

(18)

(19}

(20)

-
N
-

—

(22)
(23)

(24)
(25)

(26)
(27)

Diisi nomor halaman.

Diisi nama Pengguna Barang yang bersangkutan.

Diisi tahun anggaran RKBMD yang diusulkan.

Diisi nama Provinsi yang bersangkutan.

Diisi nama Kota yang bersangkutan.

Diisi nomor urut.

Diisi nama Kuasa Pengguna Barang/program/kegiatan/output
berdasarkan rencana kerja SKPD.

Diisi kode barang yang dipelihara berdasarkan ketentuan
penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang bertaku.
Diisi nama barang yang dipelihara sesuai kode pada kolom (8}. _
berdasarkan ketentuan penggolongan dan kodefikasi barang milik
daerah yang berlaku.

Diisi kuantitas barang yang dipelihara.

Diisi satuan barang yang dipelihara sesuai ketentuan yang berlaku
yaitu: panjang (m), luas (m?), unit, buah, set, dan sebagainya.

Diisi status barang milik daerahyang pemeliharaannya dapat dibiayai
APBD seperti digunakan sendiri atau pinjam pakai.

Diisi sesuai kondisi barang yang dipelihara jika Baik (B).

Diisi sesuai kondisi barang vang dipelihara jika Rusak Ringan (RR]j.
Diisi sesuai kondisi barang yang dipelihara jika Rusak Berat (RB.

Diisi uraian nama pemehharaan yang diusulkan untuk dilakukan
pemeliharaan.

Diisi kuantitas barang vyang diusulkan wuntuk dilakukan
pemeliharaan.

Diisi satuan barang yang diusulkan pemeliharaanya sesuai
ketentuan yang berlaku yaitu: panjang {m), luas (m?), unit, buah,
set, dan sebagainya.

Diisi kuantitas barang yang diusulkan menggantikan besaranr satuan
barang yang tercantum pada hasil penelaahan RKBMD pemeliharaan.
Diisi satuan barang yang diusulkan untuk dilakukan perubahan dan
menggantikan besaran satuan barang yang tercantum pada hasil
penelaaban RKBMD sesuai ketentuan yang berlaku yvaitu: panjang
(m,, Iuas {(m?}, unit, buah, set, dan sebagainya.

Diisi alasan yang iwucuuasati perubahan RRBMD pemeliharaan yang
sudah diusulkan sebelumnya.

Diisi kuantitas perubahan RKBMD pemeliharaan vang disetuiui.
Diisi satuan perubahan RKBMD pemeliharaan yang disetujui
sesuai ketentuan yang berlaku yaitu: panjang (m}, luas (m?3), unit,
buah, set, dan sebagainya.

Diisi keterangan dan/ atau informasi penting lainnya yanp perlu
diungkap.

Diisi tempat dan tanggal disahkan.

Diisi jabatan Pengguna Barang vang melakukan penandatanganan.
Diisi nama dan NIP pejabat yang mengesahkan.
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Petunjuk Pengisian:

1
(2)
3
(4)
(5
(6)
@)

(8

)

(10)

(11)

(12
(13)

(14)

(15}

o~ -~
o =y
0w~ N
o L]

Diisi nomor halaman.

Diisi nama Provinsi/ Kota.

Diisi tahun anggaran RKBMD yang diusulkan.

Diisi nomor urut.

Diisi nama Pengguna Barang/ program/kegiatan/output berdasarkan
rencana kerja SKPD.

Diisi kode barang berdasarkan ketentuan penggolongan dan
kodefikasi barang milik daerah yvang berlaku.

Diisi nama barang sesuai kode pada kolom (6) berdasarkan ketentuan
penggolongan dan kodefikast barang milik daerah yang berlaku. .
Diisi kuantitas barang milik daerah yang tercantum pada hasil
penelaahan RKBMD Pengadaan yang diusulkan untuk dilakukan
perubahan.

Diisi satuan barang pengadaan yang diusulkan untuk dilakukan
perubahan sesuai ketentuan yang berlaku yaitu: panjang (m), luas
{m?), unit, buah, set, dan sebagainya.

Diisi Kuantitas barang pengadaan yang diusulkan menggantikan
besaran satuan barang yang tercantum pada hasil penelaahan
RKBMD Pengadaan . -

Diisi satuan barang pengadaar vang diusulkan untuk dilakukan
perubahan dan menggantikan besaran satuan barang yang
tercantum pada hasil penelaahan RKBMD pengadaan
sesuai ketentuan yang berlaku yaitu: panjang {m], luas (m?), unit,
buah, set, dan sebagainya. .

Diisi alasan yang mendasari dilakukannya perubahan pada
RKBMD pengadaan yang sudah pernah diusulkan sebelumnya.

Diisi perubahan kuantitas barangpada RKBMD pengadaan yang
disetujui.

Diisi perubahan satuan barang pada RKBMD pengadaan yang
disetujui sesuai ketentuan yang berlaku yaitu: panjang (m), luas (m?),
unit, buah, set, dan sebagainva.

Diisi sesuai dengan cara pemenuhannya misalkan sewa atau
pembelian.

Diigi Leterangan dan/atau informasi penting lainnya yang nerin
diungkap.

Diisi tempat dan tanggal disahhanmn.

Diisi jabatan Pengelola Barang yang melakukan penandatanganan.
Diisi nama dan NIP pejabat yang mengesahkan.
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letunjuk Pengisian:

1
2)
3)
4)
5)
6)
)

8)
9)

10)
11)
12)
13)
14)
15)
(16)
(17)

(18)

(19)
(20)
21}
(22)
(23)

(24)
(25)

Diisi nomor halaman.

Diisi nama Pemerintah Kota yang bersangkutan.

Diisi tahun anggaran RK BMD yang diusuikan.

Diisi nomor urut.

Diisi nama Pengguna Barang/program/kegiatan/output berdasarkan
rencana kerja SKPD . )
Diisi kode barang berdasarkan ketentuan penggolongan dan kodefikasi
barang milik daerah yang berlaku.

Diisi nama barang sesuai kode pada kolom {6) berdasarkan ketentuan
penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang berlaku.

Diisi kuantitas barang yang dipelihara. ]
Diisi satuan barang yang dipelihara sesuai ketentuan yang berlaku yaitu:
panjang (m), luas {m?), unit, buah, set, dan sebagainya. L ]
Diisi status barang milik daerah yang pemeliharaannva dapat dibiayai
APBD seperti digunakan sendiri atau pinjam pakai.

Diisi sesuai kondisi barang yvang dipelihara jika Baik (B).

Diisi sesuai kondisi barang yang dipelihara jika Rusak Ringan (RR).

Diisi sesuai kondisi barang yang dipelihara jika Rusak Berat (RB).

Diisi uraian nama pemeliharaan yang diusulkan untuk dilakukan
pemeliharaan. i

Diisi kuantitas barang yang diusulkan untuk dilakukan pemeliharasn.
Diisi satuan barang yang diusulkan pemeliharaanya sesuai ketentuan
yang berlaku yaitu: panjang (m), luas (m?, unit, buah, set, dan
sebagainya. :

Diisi kuantitas barang yang diusulkan menggantikan besaran Satuan
barang yang tercantum pada hasil penelaahan RKBMD pemeiliharaan.
Diisi satuan barang yang diusulkan untuk dilakukan perubahan dan
menggantikan besaran satuan barang yang tercantum pada hasil
penelaahen RKBMD sesuai ketentuan yang berlaku yaitu: panjang (mj),
luas (m?), unit. buah, set, dan sebagainya.

Diisi alasan yang mendasari perubahan RKBMD pemeliharaan yang
sudah diusulkan sebelumnya.

Diisi kuantitas perubahan RKBMD pemeliharaan yang disetujui. _
Diisi satuan perubahan RKBMD pemeliharaan yang disetujui sesuai
ketentuan vang berlaku vaitu: panjang (m), luas (m?}, unit. buah, set,
dan sebagainvya.

Diisi keterangan dJdan/atau informasi penting lainnva vang perlu
diungkap.

Diisi tempat dan tanggal disahkan.

Diisi jabatan Pengelola Barang yang melakukan penandatanganan,

Diisi nama dan NIP pejabat yang mengesahkan.
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FORMAT PENGGUNAAN BARANG MILIK DAERAH

1. FORMAT PENETAPAN STATUS PENGGUNAAN BARANG MILIK

DAERAH OLEH WALIKOTABERUPA:

1) TANAH DAN/ ATAU BANGUNAN ;

2) SELAIN TANAH DAN/ ATAU BANGUNAN YANG MEMPUNYAI
BUKTI KEPEMILIKAN;DAN

3) TANAH DAN/ ATAU BANGUNAN, SERTA SELAIN TANAH
DAN/ATAU BANGUNAN, APABILA TIDAK DIDELEGASIKAN
WALIKOTA KEPADA PENGELOLA BARANG.

TENTANG
PENETAPAN STATUS PENGGUNAAN BARANG MILIK

DAERAH PADA SKPD (3)

WALIKOTA ..o (1)

Menimbang : bahwa dalam rangke penggunaan barang milik daerah yang

menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi penyelenggaraan
Pemerintah Daerah.............. (1), perlu ditetapkan Keputusan
Tentang Penctapan Status Penggunaan Barang Milik Daerah
Pada SKPD..... (3) Tahun....{4} .

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir

dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 rentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia.

Nomor 5679);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang
Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5533);

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor ... Tahun ...
tentang Pedoman PengelolaanBarang Milik Daerah
Berita Negara Republik Indonesia Tahun
Nomor..... );

4. Peraturan Daerah Nomor ... Tahun .... tentang .. ...

5. ...dst.
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MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN WALIKOTA  ....... (1) TENTANG
PENETAPAN STATUS PENGGUNAAN BARANG MILIK
DAERAH PADA SKPD ...... (3) TAHUN ...... (4).

KESATU . Menetapkan status penggunaan barang milik daerah
pada SKPD ........ (3) untuk Tahun ... (4} sebagaimana
tercantum dalam lampiran keputusan ini .

KEDUA : Penetapan status penggunaan sebagaimana dimaksud

pada Diktum Kesatu adalah barang milik daerah
vang wajib dilakukan pengelolaan oleh SKPD selaku
pengguna barang sesual ketentuan yang berlaku.

KETIGA : SKPD ....... (3) dapat melakukan pemanfaatan atau
pemindahtanganansesuai dengan ketentuan peraturan
perundang -undangan.

KEEMPAT : Pengguna Barang wajib melakukan monitoring dan
evaluasi atas optimal isasi penggunan barang milik
daerah.

KELIMA . Rincian terhadap status penggunaan barang milik

daerah dalam lampiran keputusan ini diuraikan
dalam daftar barang milik daerah pada Pengguna

Barang.
KEENAM : Keputusan Walikota ini mulai berlaku sejak tanggal
ditetapkan.
Ditetapkan di......... (S)
pada tanggal .......... (6)

WALIKOTA BENGKULU,
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LAM PIR AN:

KEPUTUSAN PENETAPAN  STATUS
PENGGUNAAN BARANG MILIK
DAERAH PADA SKPD....(3 )
TAHUN......{4).

NOMOR...... (2)TAHUN... (4).

PENETAPAN STATUS PENGGUNAAN BARANG MILIK DAERAH
PADA SKPD .... (3) TAHUN ... {4)

No. Kode Nama Jumlabhb Nilai Ket .
Barang Barang Perolehan
(Rp)
(8) (9) (10) {(11) (12} (13)
JUMLAH
WALIKOTA......... .

Petunjuk Pengisian:

(1)
(2)
(3)
4
(35)
(®)
(7
(8)
(9)

(10)
{11)

(12)
(13)

Diisi nama kota yang bersangkutan.

Diisi nomor surat keputusan.

Diisi nama SKPD.

Diisi tahun penetapan status penggunaan.

Diisi sesuai tempat ditetapkan.

Diisi tanggal, bulan, tahun ditetapkan.

Diisi nama walikota vyang menetapkan status penggunaan.

Diisi nomor urut,

Diisi kode barang berdasarkan ketentuan penggolongan dan
kodefikasi barang milik Jdaerah yang berlaku.

Diisi nama baran g sesuai kode pada kolom (9)berdasarkan ketentuan
penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang berlaku.
Diisi jumlah barang.

Diisi nilai perolehan barang.

Diisi keterangan sesuai kebutuhan.



FORMAT PENETAPAN STATUS PENGGUNAAN BARANG MILIK

DAERAH

OLEH PENGELOLA BARANG BERDASARKAN

PENDELEGASIAN DARI WALIKOTA BERUPA SELAIN TANAH DAN/
ATAU BANGUNAN DENGAN KONDIS! TERTENTU.

KEPUTUSAN PENGELOLA BARANG

NOMOR.....ccoevvmernneee (1)
, TENTANG
PENETAPAN STATUS FENGGUNAAN BARANG MILIK DAERAH
PADA SKPD...coooeemmeeeeeeeemeeseiaennnnmaaasnnns (2)
TAHUN. .. oo eiame e eaeee e emeamenaanes (3)

Menimbang

Menginga t

Menetapkan:

PENGELOLA BARAMNG

bahwa dalam rangka penggunaan barang milik daerah

yvang menunjang pelaksanaan  tugas dan fungsi
penyelenggaraan Pemerintah Daerah ............ (4), perlu
ditetapkan Keputusan tentang Penetapan Status
Penggunaan Barang Milik Daerah Pada SKPD .... (2) Tahun
. (3}).

1. Undang -Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah {Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589)
sebagaimana telah diubah beberapa kaliterakhir
cdengan Undang-Undangz Nomor 9 Tahun 2915
tentang Perubahan Kedua Atas Undang -Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lcmbaran Negara Republik Indonesia Tahun
2015 WNomor 58, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5679 );

2. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014
tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5533);

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
Tahun ... tentang Pedoman PengelolaanBarang
Milik Daerah {Berita Negara Republ ik Indonesia
Tahun ... Nomor ..},

4. Peraturan Daerah Nomor ... Tahun .... tentang ;

5. ...dst.

MEMUTUSKAN.
KEPUTUSAN PENGELOLA BARANG TENTANG
PENETAPAN STATUS PENGGUNAAN BARANG MILIK

DAERAH PADA SKPD ...... (2) TAHUN ...... (3).



KESATU

KEDUA

KETIGA

KEEMPAT

KELIMA

KEENAM

L]

e

Menetapkan status penggunaan barang milik daerah
pada SKPD ........ (2) untuk Tahun ... (3) sebagaimana
tercantum dalam lampiran keputusan ini.

Penetapan status penggunaan sebagaimana dimaksud
pada Diktum Kesatu adalah barang milik daerah yang
wajib dilakukan pengelolaan oleh SKPD selaku pengguna
barang sesuai ketentuan yang berlaku.

SKPD....... (2 } dapat melakukan pemanfaatan atau
pemindahtanganan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang -undangan.

Pengguna Barang wajib melakukan monitoring dan
evaluasi atas optimali sasi penggunan barang milik
daevah.

Rincian terhadap status penggunaan barang milik
daerah dalam lampiran keputusan ini diuraikan dalam
daftar barang milik daerah pada Pengguna Barang.
Keputusan Seckretaris Daerah Kota ini mulai berlaku
sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di .......... (5)

pada tanggal ............ (6)
PENGELOLA BARANG ,
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LAMPIRAN :

KEPUTUSAN PENETAPAN STATUS
PENGGUNAAN BARANG MILIK DAERAH
PADA SKPD.......(2) TAHUN (3)

NOMOR .....(1}) TAHUN ....(3)

PENETAPAN STATUS PENGGUNAAN BARANG MILIK DAERAH

PADA SKPD .... (2) TAHUN ... (3]

No. | Kode Nama Jumlah Nilai Ket.
| Barang Barang Perolehan
(Rp)
(8) {9) (10) (11) (12) (13)
Jd
UMLAH

Ditetapkan di ........ (S}
pada tanggal........... (6)

PENGELOLA BARANG ,

Petunjuk Pengisian:

(1)
(2)
(3}
(4)
(9)
(6) -
(7)
(8)
(9)

(10)
{11)

(12)
(13)

Diisi
Diisi
Niisi
Diisi
Diisi
Diisi
Diisi
Diisi
Diisi

nomor Surat keputusan.
nama SKPD.

tahun penetapan status penggunaan.
nama Pemerintah Dacrah.

sesuai tempat ditetapkan.

tanggal, bulan, tahun ditetapkan.

nama Pengelola Barang yang menetapkan status penggunaan
nomor urut.

kode barang berdasarkan ketentuan penggolongan dan

kodefikasi barang milik daerah yang berlaku.

Diisi

nama barang sesuai kode pada kolom (9} berdasarkan

ketentu an penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang
berlaku.

Diisi jumlah barang.

Diisi

nilai perolehan barang.

Diisi keterangan sesuai kebutuhan.
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6. FORMAT PENETAPAN STATUS PENGGUNAAN SEMENTARA
BARANG MILIK DAERAH OLEH WALIKOTA BERUPA:

M

TANAH DAN/ATAU BANGUNAN;

2) SELAIN TANAH DAN/ATAU BANGUNAN YANG MEMPUNYAI
BUKTI KEPEMILIKAN;DAN
3} TANAH DAN/ATAU BANGUNAN, SERTA SELAIN TANAH
DAN/ATAU BANGUNAN, APABILA TIDAK DIDELEGASIKAN
WALIKOTA KEPADA PENGELOLA BARANG.
KEPUTVJSAN WALIKOTA ... (1}
NOMOR.....ccooiiaaeen. (2)
TENTANG
PENETAPAN STATUS PENGGUNAAN SEMENTARA
BARANG MILIK DAERAH PENGGUNA BARANG/KUASA
PENGGUNA BARANG ...... (3)
WALIKOTA oo aeeneeeee e (1)
Menimbang : bahwa dalam rangka penggunaan barang milik daerah
: 'yang wmenunjang pelaksanaan tugas dan fungsi
penyelenggaraan Pemerintah Daerah pada Pengguna
Barang/Kuasa Pengguna Barang ............. {3), perlu
ditetapkan Keputusan tentang Penetapan Status
Penggunaan Sementara Barang Milik Daerah Pengguna
Barang/Kuasa Pengguna Barang ..... (3).
Mengingat 1. UndangUndang Nomor 23 Tahun 2014 T tentang

Pemerintahan Daerah (Lembarar. Negara Republk
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir

dengan Undang-Undang Nomor © Tahun 2015
tentang Ferubahau Kedua Aias Undang -Undang

Nomor 23 Tabun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5679);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014
tentang PengelolaanBarang Milik Negara/Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5533);

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor... Tahun ...
tentang Pedoman BPengelolaan Barang MilikDaerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun ... Nomor
)

4. Peraturan Daerah Nomor ... Tahun ..., tentang,

5. ...dst.



Menetapkan

KESATU

KEDUA

KETIGA

KEEMPAT

KELIMA
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MEMUTUSKAN:
KEPUTUSAN WALIKOTA .. it e (1)
TENTANG PENETAPAN STATUS PENGGUNAAN

SEMENTARA BARANG MILIK DAERAH PENGGUNA
BARANG/KUASA PENGGUNA BARANG ... (3).

Menetapkan status penggunaan sementara barang milik
daerah pada Pengguna Barang/ Kuasa Pengguna Barang
..... (3).

Objek barang yang digunakan sementara oleh Pengguna

Barang/Kuasa Pengguna Barang ... (3) yang telah
ditetapkan status penggunaannya pada Pengguna
Barang/Kuasa Pengguna Barang ...... (4) dengan rincian

sebagaimana dalam lampiran keputusan ini.

Pengguna bararng sementara sebagaimana pada Diktum

Kesatu berkewajiban:

a. Melakukan pengamanan dan pemeliharaan barang
milik daerah yang digunakan sementara;

b. Melakukan pengawasan dan pengendalian barang
milik daerah yang digunakan sementara,

¢. Menyerahkan pada pengguna barang setelah jangka
waktu penggunaan sementara berakhir;

d. ...dst.

Jangka waktu penggunaan sementara selama ...... (5)

Tahua. .

Keputusan Walikota ini mulai berlaku sejak tanggal

ditetapkan.

Ditetapkan di......... (6}
pada tanggal............ (7)

WALIKOTA BENGKULU ,
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Petunjuk Pengisian:

(1)
(2)
&Y

4)

(5)
(6)
(7
(8)
9)
(10)

(1)
(12)

(13)
(14)
(15)
(16)
a7

Diisi nama Kota yangbersangkutan.

Diisi nomor Surat Keputusan.

Diisi nama Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang yvang
menggunakan sementara.

Diisi nama Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang yang mencatat
terhadap objek barang milik daerah (telah ditetapkan

status penggunaannya).

Diisi jangka waktu penggunaan sementara.

Diisi sesuai tempat ditetapkan.

Diisi tanggal, bulan, tahun ditetapkan.

Diisi nama Walikota yang menetapkan status. penggunaar.

Diisi nomor urut.

Diisi kode barang berdasarkan ketentuan penggolongan dan
kodefikasi barang milik dacrah yang berlaku

Diisi kode register barang.

Diisi nama barang sesuai kode pada kolom (10) berdasarkan
ketentuan penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yvang
berlaku.

Diisi spesifikasi barang seperti seperti merk, type, ukuran / cc dll.
Diisi tahun perolehan barang.

Diisi jumlah barang dalam bentuk unit, luas, panjang, iebar, dli.
Diisi kondisi barang seperti baik, rusak ringan atau rusak berat.
Diisi keterangan sesuai kebutuhan.



FORMAT PENETAPAN STATUS PENGGUNAAN SEMENTARA BARANG
MILIK DAERAH OLEH PENGELOLA BARANG BERDASARKAN
PENDELEGASIAN DAR!I WALIKOTA BERUPA SELAIN TANAH
DAN/ ATAU BANGUNAN DENGAN KONDISI TERTENTU.

KEPUTUSAN PENGELOLA BARANG
NOMOR ........... (1)

TENTANG

PENETAPAN STATUS PENGGUNAAN SEMENTARA BARANG MILIK
DAERAH PENGGUNA BARANG/ KUASA PENGGUNA BARANG...... (2)

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

PENGELOLA BARANG

bahwa dalam rangka penggunaan barang milik daerah.
yang menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi
penyelenggaraan Pemerintah Daerah pada Pengguna

Barang/ Kuasa Pengguna Barang ....... 2), perlu
ditetapkan Keputusan tentang Penetapan Status
Penggunaan Sementara Barang Milik Daerah
Pengguna Barang/ Kuasa Pengguna Barang ...... {2).

1. Undang —Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerabh {Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
LLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589)
sebagaimana telah diubah beberapa kaliterakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015
tentang Perubahan Kedua Atas Undang -Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Repubiik indonesia
Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indornesia Nomor 5679 ),

2. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014

tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomar 5533);

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor ... Tahun
tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik
Daerah (Berita Negara Republ ik Indonesia

Tahun ... Nomor ...},

4, Peraturan Daerah Nomor ... Tahun .. .. tentang;
5. ...dst.

MEMUTUSKAN:

KEPUTUSAN PENGELOLA BARANG TENTANG
PENETAPAN STATUS PENGGUNAAN SEMENTARA

BARANG MILIK DAERAH PENCGUNA BARANG/ KUASA
PENGGUNA BARANG




KESATU :

KEDUA

KETIGA

KEEMPAT

KELIMA

Menetapkan status penggunaan sementara barang milik
daerah pada Pengguna Barang/ Kuasa Pengguna Barang

..... (2).

Objek barang yang digunakan sementara oleh Pengguna

Barang/ KuasaPengguna Barang .......... (2) yang telah
ditetapkan status penggunaannya pada Pengguna
Barang/ Kuasa Pengguna Barang ....... (3} dengan

rincian sebagaimana dalam lampiran keputusan ini.
Pengguna barang sementara sebagaimana padaDiktum
Kesatu berkewajiban:
a. Melakukan pengamanan dan pemeliharaan barang
milik daerah yang digunakan sementara;
b. Melakukan pengawasan dan pengendalian barang
milik daerah yang digunakan sementara;
c. Menyerahkan pada pengguna barang setelah
jangka waktu penggunaan sementara berakhir;
d. ...dst
Jangka waktu penggunaan sementara selama ...... (4)
Tahun.
Keputusan Pengelola Barang ini mulai berlaku sejak
tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di..............coooooaaooen 15)
pada tanggal ... (6)

PENGELOLA BARANG ,
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Petunjuk Pengisian:

(1}
{2)

3)

{4)
(5)
(6)
(7}
(8)
(9)

(10}
(11)

(12)
(13)
(14)
(15)
(16)

Diisi nomor Surat Keputusan.

Diisi nama Pengguna Barang/ Kuasa Pengguna Barang yang
menggunakan sementara

Diisi nama Pengguna Barang/ Kuasa Pengguna Barang yang
mencatat terhadap objek barang milik daerah (telah ditetapkan
status penggunaannya)j.

Diisi jangka waktu penggunaan sementara.

Diisi sesuai tempat ditetapkan.

Diisi tanggal, bulan, tahun ditetapkan.

Diisi nama Pengelola Barang yang menetapkan status penggunaan.
Diisi nomor urut.

Diisi kode barang berdasarkan ketentuan penggolongan dan
kodefikasi barang milik daerah yang berlaku

Diisi kode register barang.

Diisi nama Barang sesuai kode pada kolom (9 ) berdasarkan
ketentuan penggolongan dan kodefikesi barang milik daerah yang
berlaku.

Diisi spesifikasi barang seperti seperti merk, type, ukur an/ ccdll
Diisi tahun perolehan barang.

Diisi jumlah barang dalam bentuk unit, Juas, panjang, lebar, dll.
Diisi kondisi barang seperti baik, rusak ringan atau rusak berat.
Diisi keterangan sesuai kebutuhan.



7. FORMAT PENETAPAN STATUS PENGGUNAAN BARANG MILIK

DAERAH UNTUK DIOPERASIKAN OLEH PIHAK LAIN OLEH
WALIKOTA.

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

KESATU

KEDUA

NOMOR....ccovmnveeernnn (2)
TENTANG :
PENETAPAN STATUS PENGGUNAAN BARANG MILIK
DAERAH UNTUK DIOPERASIKAN OLEH........ (3)
WALIKOTA oo eeeeeeaaeaaaeeanns (1)

bahwa dalam rangka menjalankan pelayanan umum sesuai
tugas dan fungsi SKPD ...... (4), perlu ditetapkan Keputusan
tentang Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Daerah
Untuk Dioperasikan oleh (3).

1. Undang -Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah {(Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Rcpublik Indonesia Nomor 5589) sebagaimana

" telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
Atas Undang -Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negar a Republik Indonesia Nomor 5679 );

2. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang
Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

5533);

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor ... Tahun ....
Tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah
(Berita Negara Repubiik indonesia Tahun .... Nomor j;

4. Peraturan Daerah Nomor ... Tahun ..... tentang....... ;

5 dst.

MEMUTUSKAN:

KEPUTUSAN WALIKOTA ...(1) TENTANG PENETAPAN STATUS
PENGGUNAAN BARANG MILIK DAERAH UNTUK
DIOPERASIKAN OLEH ... (3).

: Menetapkan status penggunaan barang milik daerah Untuk

Dioperasikan Oleh (3).
Objek barang yang digunakan oleh ......... {3) yang telah

ditetapkan status penggunaannya pada Pengguna Barang
........ (4) dengan rincian sebagai berikut:

a Kode Barang S (5)
b Kode Register D (6)
c. Nama Barang D (7)
d. Kondisi Barang e {8)
e Jumlah Do (9)
{ Lokasi : {10)
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LETIGA . Jangka waktu penggunaan barang milik daerah yang
Dioperasikan oleh ...... (3) selama ..... {..... ) (11) tahun.
KEEMPAT . Pihak sebagaimana dimaksud pada Diktum  Kesatu
berkewajiban: _
a. Memelihara dan mengamankan barang milik daerah

yang dioperasikan;

b. Menggunakan objek sebagaimana dimaksud pada
Dikturn Kedua dalam rangka menjalankan pelayanan
umnum sesuai tugas dan fungsi SKPD ....... (4);

C. Menyerahkan barang milik daerah sesuai berakhirnya
pada Diktum Ketiga, pengakhiran secara sepihak oieh
SKPD atau ketentuan lain sesuai dengan peraturan
perundang -undangan;

d. Menanggung seluruh biaya pemeliharaan barang milik
‘daerah yang timbul selama jangka wa ktu pengoperasian
barang milik daerah;

e. ...dst

KELIMA : SKPD...... {4) berkewajiban :

a. - Menindaklanjuti Penggunaan Barang Milik Daerah
untuk Dioperasikan Sesuai Diktum Kesatu;

b. Melakukan Pengawasan Dan Pengendalian Terhadap
Barang Milik Daerah Yang Dioperasikan Sesuai Diktum

Kesatu;
c. Membuat Perjanjian Penggunaan Barang milik Daerah
untuk Dioperasikan Sesuai Diktum Kesatu;
d. dst.
KEENAM : Keputusan Walikota ini mulai berlaku sejak tanggal
ditetapkan.
Ditetapkan di.......... (12}
pada tanggal............ (13)

WALIKOTA BENGKULU ,

Petunjuk Pengisian:

(1) Diisi nama Kota yang bersangkutan.

{2) Diisi nomor Surat Keputusan.

(3) Diisi oleh nama pihak lain.

4) Diisi nama SKPD selaku Pengguna Barang.

(5) Diisi kode barang berdasarkan ketentuan penggolongan dan
kodefikasi barang milik daerah yang berlaku.

(6) Diisi kode register barang.

(7) Diisi nama barang sesuai kode pada kolom {5) berdasarkan
ketentuan penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang

berlaku.
(8) Diisi kondisi barang seperti baik, rusak ringan atau rusak berat.
(9 Diisi juml ah barang milik daerah yang dioperasikan oleh pihak lain

{10) Diisi lokasi barang vang diperasionalkan pihak lain.

(11) Diisi jangka waktu dioperasikan oleh pihak lain vaitu angka dan huruf.
{(12) Diisi tempat ditetapkan.

(13) Diisi tanggal, bulan, tahun ditetapkan.

(14} Diisi nama Walikota yang menetapkan.
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8. FORMAT SURAT PERNYATAAN YAMNG MENYATAKAN BARANG
MILIK DAERAH BERUPA TANAH DIGUNAKAN DAN DIKUASAI
PENGGUNA BARANG/ KUASA PENGGUNA BARANG.

KOP SURAT ..........(1)

SURAT PERNYATAAN
NOIROT :..cccciieiieiiniincnn e (2)

Yang bertanda tangan di bawah ini:

| =T o o - N PP (3)
4 1 4 S DU OO {4)
B - o 1=k - o T U (5)

dengan ini menyatakan bahwa tanah dengan rincian data:

NO Nama Luas Tanah Lokas
Barang (m?) i
..16).. -A7).. .-(8).. (9}

adalah barang milik daerah yang dikuasai dan digunakan untuk

penyelenggaraan tugas dan fungsi Pengguna Barang/Kuasa Pengguna
Barang ..... (10) .

Demikian pernyataan ini kami buat dengan sebenar-benarnya
dalam rangka permohonan penetapan status penggunaan barang
milik daerah.

..................................... (3)
NIP .. (4)
Petunjuk Pengisian:
{1 Diisi kop surat sesuai peraturan perundang-undangan.
(2) Diisi nomor surat pernyataan.
(3) Diisi nama pejabat yang menandatangani.
{4) Diisi NIP pejabat yang menandatangani.
(5) Diisi jabatan pejabat yang menandatangani.
{6) Diisi nomor urut.
(7 Diisi nama barang.

{8) Diisi luas tanah.

{9) Diisi tempat/lokasi barang.

(10) Diisi Pe ngguna Barang/ Kuasa Pengguna Barang.
(11) Diisi tempat penandatanganan.

(12) Diisi tanggal penandatanganan.
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FORMAT SURAT PERNYATAAN YANG MENYATAKAN BARANG
MILIK DAERAH BERUPA BANGUNAN DIGUNAKAN PENGGUNA
BARANG/KUASA PENGGUNA BARANG.

KOP SURAT......... (1}

SURAT PERNYATAAN
NOMOr ©..iiiiiirnrnanenneens (2)

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama I (3}
NIpP e eere e sseaeeeessaee ()
Jabatan L i eeieevmemesvassessireasranaareranes (5)

dengan ini menyatakan bahwa bangunan dengan rincian data:

NO Nama Luas bangunan Lokasi
Barang (m?)
.-{6).. -{7)-. -.(8).. -.{9)-. ]
1 |

Adalah barang milik daerah yang dikuasai dan digunakan
untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi Pengguna Barang/Kuasa
Pengguna Barang ...... (10)

Demikian pernyataan ini kami buvat dengan sebenar-
benarnya dalam rangka permohonan penetapan status penggunaan
barang milik daerah .

Barang..(10)

Petunjuk Pengisian

(1) Diisi kop surat sesuai peraturan perundang-undangan.
{2) Diisi nomor surat pernyataan. _

(3) Diisi nama pejabat yang menandatangani.

(4) Diisi NIP pejabat yang menandatangani.

(5) Diisi jabatan pejabat yang menandatangani.

(6) Diisi nomor urut. '

(7) Diisi nama barang.

(8) Diisi luas bangunan.

(9) Diisi tempat/lokasi barang.

(10} Diisi nama Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang.
{(11) Diisi tempat penandatanganan.

(12) Diisi tanggal pena ndatanganan. -
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FORMAT SURAT PERNYATAAN YANG MENYATAKAN BARANG
MILIK DAERAH BERUPA SELAIN TANAH DAN/ ATAU BANGUNAN
DIGUNAKANDAN DIKUASAI PENGGUNA BARANG/KUASA

PENGGUNA BARANG .

KOP SURAT.......... (1}

SURAT PERNYATAAN

NOmMOTr & .t ceeene e (2)
Yang bertanda tangan di bawah ini:
Nama 2 e eeeeertaseeaneaeeteeemasesenteimmassesceresseseseanteavatasaaransasirrentns (3)
NIP L ettt taeeeeeeemeennaneanm—ieismanssaemmmeeessestttetenrmeecaeeeeatennares (4)
I -0 7= % 2 0 o A P {5)

dengan ini menyatakan bahwa barang milik daerah berupa
selain tanah dan/ atau bangunan dengan rincian data:

NO Nama Jumilah Satuan Nilai I
Barang (Unit/ Bh) Perolehan
-.(6}.. {7}-. .-(8}.. .-(9).. .{10)..

adalah barang milik daerah yang dikuasai dan digunakan untuk
penyelenggaraan tugas dan fungsi Pengguna Barang/Kuasa
Pengguna Barang(11)

Demikian pernyataan ini kami buat dengan <sebenar-
benamya dalam rangka permohionan penetapan status
penggunaan barang milik daerah.

Petunjuk Pengisian

(1) Diisi kop surat sesuai peraturan perundang-undangan.
(2) Diisi nomor surat pernyataan.

(3) Diisi nama pejabat yang menandatangani .

(4) Diisi NIP pejabat yang menandatangani .

(5) Diisi jabatan pejabat yang menandatangani.

(6) Diisi nomor urut.

{7) Diisi nama barang.

(8) Diisi jumiah barang.

(¢} Diisi satuan barang sepe«ti unit, buah dil.

(10) Diisi nilai perolehan barang.

(11) Diisi nama Pengguna Barang/ Kuasa Pengguna Barang
(12) Diisi tempat penandatanganan.

(13) Diisi tanggal penandat anganan .
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11. FORMAT SURATPERNYATAAN YANG MENYATAKAN BARANG
MILIK DAERAH BERUPA SELAIN TANAH DAN/ ATAU BANGUNAN
DENGAN KONDISI TERTENTU YANG DIGUNAKAN DAN
DIKUASAI PENGGUNA BARANG/ KUASA PENGGUNA.

KOP SURAT .......... (1)

SURAT PERNYATAAN
|\ £03 ¢ o Lo ) oI (2)

U 3)
Nama L e eereeae e eae e ———aaann e aaera——————anaan ‘
 y' | § S P {4}
Jabatan ..ot et aaieteeaarieaaaran- (S)

dengan ini menyatakanbahwa barang milik daerah berupa selain
tanah dan/ atau bangunan yang tidak memiliki dokumen
kepemilikan dengan nilai perolehan diatas Rp. ............ ST )
(6) per unit/ satuan dengan rincian data:

[ NO Nama : Jumlah Satuan Nilai
Barang {Unit/ Perolehan

Bh) (Rp)
-(7).. ..(8).. ..(9).. ..(10).. {11})..

adalah barang milik daerah yang dikuasai dan digunakan untuk
penyelenggaraan tugas dan fungsiPengguna Barang/
KuasaPengguna Barang ...... (12).

Demikian pernyataan ini kami buat dengansebenar-benarnya

dalam rangka permohonan penetapan status penggunaan barang
milik daerah.

Pengguna Barang/ Kuasa Pengguna Barang

o
cee L]

Petunjuk Pengisian

(1) Diisi dengan kop surat sesuai peraturan perundang -undangan
(2) Diisi dengan nomor surat pernyataan.

(3) Diisi dengan nama pejabat yang menandatangani.

(4) Diisi dengan NIP .

(5) Diisi dengan jabatan pejabat yang menandatangani.

(6) Disi dengan angka dan huruf sebesar nilai vang telah

ditetapkan dalam pendelegasian dari Walikota kepada Pengelola
Barang.

(7) Diisi nomor urut.

(8) Diisi nama barang.

(9) Diisi j umlah barang.

(10} Diisi satuan barang.

(11) Diisi nilai perolehan barang.

(12} Diisi nama Penggun Barang/ Kuasa Pengguna Barang.
(13) Disi tempat penandatanganan.

{(14) Diisi dengan tanggal penandatanganan.
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FORMAT SURAT PERNYATAAN YANG MENYATAKAN BARANG

MILIK DAERAH BERUPA TANAH DAN/ATAU BANGUNAN
YANGDARI AWAL PENGADAANNYA DIRENCANAKAN UNTUK
DILAKUKAN PEMINDAHTANGANAN DENGAN CARA PENYERTAAN
MODAL PEMERINTAH DAERAH.

KOP SURAT ......... (1)

SURAT PERNYATAAN
Nomor.................... {2)

Yang bertanda tangan di bawah ini:

JADA AT C e e (B)
dengan ini menyatakan bahwa bangunan dengan rincian data:
No. Narna Luas Lokasi | Luas Lokasi
Barang Tana Tanah bangunan Bangunan
h (mm?) (m?)
--(6 A7).. .-{8).. - (9).. .{10).. (11)..
)..
adalah barang milik daeranh yang dikuasai Pengguna Barang/
Kuasa Pengguna Barang.......... {12) vang dari awal pengadaannyva

direncanakan untuk dilakukan pemindahtanganan dengan
cara Penyertaan Modal Pemernintah Daerah.

Demikian pernyataan ini kami buat dengan sebcnammya
dalam rangka permohonan penetapan status penggunaan barang
milik daerah.

............... 13). 1LY
Pengguna Barang, Wuasa Penggun
Barang...(12)

%]

Petunjuk Pengisian

(1)
(2
(3)
(4)
(9
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(i
(12)
(13)
(14)

Diisi kop surat sesuai peraturan perundang -undangan.
Diisi nomor surat pernyataan.

Diisi nama pejabat yang menandatangani.

Diisi NIP pejabat yang menandatangani.

Diisi jabatan pejabat yang menandatangani.

Diisi nomor urut.

Diisi nama barang.

Diisi luas tanah.

Diisi tempat/lokasi tanah.

Diisi luas bangunan.

Diisi tempat/lokasi bangunan.

Diisi nama Pengguna Barang/KuasaPengguna Barang.
Diisi tempat penandatanganan.

Diisi tanggal penandatanganan.
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FORMAT SURAT PERNYATAAN YANG MENYATAKAN BARANG
MILIK DAERAH BERUPA SELAIN TANAH DAN/ATAU BANGUNAN
YANG DARI AWAL PENGADAANNYA DIRENCANAKAN UNTUK

DILAKUKAN PEMINDAHTANGANAN DENGAN CARA PENYERTAAN
MODAL PEMERINTAH DAERAH.

KOP SURAT ......... i1)
SURAT PERNYATAAN
NOINOT «ccvunaniaaannnannss 2)

INBTITIA % eoonneeoceeccemceaeosssasemsascsssesassrsnsnssesnssannmsasnmsannsasnsesnarssases (3)
NIP 7 it eeeeessccameessmsasmamentessmssnnnmasrnsaanatanasmatasstoo st (4)
R s TP PRSP PPPPETEEEEL R N {5}

dengan ini menyatakan bahwa barang milik daerah dengan rincian
data: :

No. | Nama Jumla Satuan I Nilai
Barang " h (1Jnit/ Bh) Perolehan
(Rp)
..(6).. A7)-. ..{8).. -.(9).. --(10).. |

adalah barang milik daerah yang dikuasai Pengguna Barang/
Kuasa Pengguna Barang................ (11) yang dari awal
pengadaannya direncanakan untuk dilakuvkan pemindahtangan
dengan cara Penyertaan Modal Pemerintah Daerah.

Demikian pernyataan ini kami buat dengar. sebenar-benamya

dalam rangka permohonanpenetapan status penggunaan barang
milik daerah .

..................... (12).eeeiiiiniee(13)
Pengguna Barang/ Kuasa Pengguna
Rarang . (11}

Petunjuk Pengisian

(1) Diisi kop surat sesuai peraturan perundang-undangan.
(2) Diisi nomor surat pernyataan.

{3) Diisi nama pejabat yvang menandatangani

(4) Diisi NIP pejabat yang menandatangani.

{5) Diisi jabatan pejabat yang menandatangani.

(6) Diisi nomor urut.

{7) Diisi nama barang.

8 Diisi jumlah barang. :

€] Diisi satuan barang seperti unit, buah, dll.

(10) Diisi nilai perolehan.

{11) Diisi nama Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang.
(12) Diisi tempat penandatanganan.

(13) Diisi tanggal penandatanganarn.
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Petunjuk Pengisian :

)
)
1)
4)
)
(8)
@)
8
)

(10)
(1)
(12)
(13)
(14)
(15)
(16)
Qa7

(18)
(19)

Diisi tahun.

Diisi nama Provinsi.

Diisi nama Kota.

Diisi nama Pengguna Barang.

Diisi nomor urut.

Diisi nama belanja pemeliharaan.

Diisi jumlah Pagu Anggaran Belanja Pemeliharaan.

Diisi jumlah Realisasi Anggaran Belanja Pemelihaaan.

Diisi Tingkat Realisasi Anggaran Belanja Pemeliharaan atau
5=(4/ 3)x100%.

Diisi Tingkat Efisiensi Pelaksanaan Belanja Pemeliharaan atau
6= (4/ 9)/ (3/ 8). .

Diisi efisien jika % (prosentase) Tingkat Efisiensi Pelaksanaan
Belanja Pemeliharaan < 100% tidak efisien dan jika tingkat efisiensi
Pelaksanaan Belanja Pemeliharaan > 100 %.

Diisi Target Kinerja Belanja Pemeliharaan (Tahunan).

Diisi Realisasi Target Kinerja Belanja Pemeliharaan (Tahunan).

Diisi Tingkat Realisasi Target Kinerja Belanja Pemeliharaan (%)
atau (9/ 8)x100%.

Diisi efektif jika Tingkat Realisasi Target Kinerja Belanja
Pemeliharaan =100 % dan tidak efektf jika % (prosentase) Tingkat

_Realisasi Target Kinerja Belanja Pemeliharaan <100 %.

Diisi penjelasan penyebab tidak efisien dan penyebab tidak efektif.
Diisi tempat dan tanggal disahkan.

Diisi jabatan Pengguna Barang.

Diisi nama dan NIP pejabat yang mengesahkan.
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6. FORMAT PENGHAPUSAN BARANG MILIK DAERAH;

1. FORMAT SURAT KEPUTUSAN PENGHAPUSAN DARI DAFTAR
BARANG PENGELOLA BARANG OLEH WALIKOTA.
KEPUTUSAN WALIKOTA .....coovmirmrimeannnnaanaaaeeeees (1)
NOMOR ......covvnnnnn (2)
TENTANG

Menimbang

Mengingat

vienetapkan

KESATU

KEDUA

KETIGA

KEEMPAT
KELIMA

PENGHAPUSAN BARANG MILIK DAERAH
DARI DAFTAR BARANG PENGELOLA BARANG

WALIKOTA ............. (1)
bahwa dalam rangka menghapus daftar barang Pengelola
Barang dikarenakan alasan....... (3), perlu ditetapkan

Keputusan Tentang Penghapusan Barang Milik Daerah Dari
Daftar Barang Pengelola Barang.
1. Undang -Undang Nomor 23Tchun 2014 tentang
" Pemerintahan Daerahh (Lembaran Negara Republk
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589}
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 9  Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun
2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan
Lembaran Negara Republik Inclonesia Nomor 5679);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang
Pengelolaan Barang Milik Negara/ Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor ... Tahun
tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Centa
Negara Republik Indonesia Tahun ... MNomor %

4q. Peraturan Daerah Nomor ... Tahun .... tentang ;

5. dst.

wMieMUTUSKAN:

KEPUTUSAN WALIKOTA it s (i

TENTANG PENGHAPUSAN BARANG MILIK DAERAH DARI

DAFTAR BARANG PENGELOLA BARANG.

Menetapkan Penghapusan Barang Milik Daerah Dari Daftai

Barang FPengelola Barang, sebagaimana tercantum dalam

lampiran keputusan ini.

Penetapan Penghapusan Barang Milik Daerah Dari Daftar

Barang Pengelola Barang sebagaimana dimaksud dalam Diktum

Kesatu dilaksanakan kaerena alasan membebaskan Pengelolan

Barang dari tanggu ng jawab administrasi dan fisik atas barang

vang penguasaan pengelola barang

Pengelola barang untuk melakukam penghapusan dari barang

daftar pengelola barang.

Pengelola barang melaporkan hasil pelaksanaan penghapusan.

Keputusan Walikota ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkam.

Ditetapkan di ....... e {4
Pada tanggal
WALIKOTA BENGKULU,
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2. FORMAT SURAT KEPUTUSAN PENGHAPUSAN DARI DAFTAR BARANG
PENGGUNA

PENGELOLA BARANG.

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

BARANG/KUASA PENGGUNA BARANG OLEH

KEPUTUSAN PENGELOLA BARANG

TENTANG
PENGHAPUSAN BARANG MILIK dAERAH

DARI DAFTAR BARANG PENGGUNA BARANG/

KUASA PENGGUNA BARANG....(2)
PENGELOLA BARANG,

bahwa dalam rangka menghapus dari daftar barang
Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang...... (2)
dikarenakan alasan....... {3), perlu ditetapkan Keputusan
Tentang Penghapusan Barang Milik Daerah Dari
Daftar Barang Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang.

1.

Undang —Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015
tentang Perubahan Kedua Atas Undang -Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3679) ;

2. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014
tentang Pengeiviaan Barang Milik Negara/ Daerah
‘{Lembaran Negara Rcpublik Indonesia Tahun 2014
Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5533);

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor ... Tahun ....
tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun

Nomor.... );
4. Peraturan Daerah Nomeor ... Tahun .... tentang..... ;
5. ...dst.

MEMUTUSKAN:

KEPUTUSAN PENGELOLA BARANG TENTANG
PENGHAFUSAN BARANG MILIK DAERAH DAERI DSAFTAR

BARANG PENGGUNA BARANG KUASA PENGGUNA
BARANG ... . (2)



RKESATU

KEDUA

KETIGA

KEEMPAT

KELIMA

Meenetapkan Penghapusan Barang Milik Daerah dari Daftar
Barang Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang,
sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
Penetapkan Penghapusan Barang Milik Daerah dari Daftar
Barang Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang ..... (2)
sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu dilaksanakan
karena alasan .... (3] dan membebaskan Pengguna
Barang/Kuasa Pengguna Barang ..... (2) dari tanggung jawab
administrasi dan fisik atas barang yang berada dalam
penguasaan Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang
...... (2)

Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang ...... (2) untuk
melakukan penghapusan dari daftar Barang Pengguna
Barang/Kuasa Pengguna Barang ....... {2)

Pengguna  Bamang/Kuasa Pengguna Barang  ...--- (2)

. melaporkan hasil pelaksanaan penghapusan.

Keputusan Sekretaris Kota ini mulai berlaku sejak tanggal
ditetapkan.

Ditetapkan di ..........oooioiiiieiiinn (4)
Pada tanggal .............ccoiiiiiiiii {3

PENGELOLA BARANG,
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Petunjuk Pengisian:

(1) Diisi nomor surat.

(2) Diisi nama Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang.

(3) Diisi alasan penghapusan.

(4) Diisi tempat ditetapkan.

(5) Diisi tanggal ditetapkan.

{6) Diisi nama Pengelola Barang.

(7) Diisi nomor urut.

(8) Diisi nomor penggolongan dan kodefikasi barang.

(9) Diisi nomor kode register harang diisi jumlah barang.

(10} Diisi nama barang sesuai penggolongan dan kadefik asi barang {(8).

(11) Diisi tahun perolehan barangyang akan diusulkan penghapusan.

(12) Diisi jumlah barang dalam bentuk sepert unit, luas,

(13) Diisi nilai harga satuan perolehan.

(14) Diisi total nilai perolehan merupakan perkalian jumiah barang
perunit dan harga satuan barang perunit.

(13) Diisi nilai penyusutan untuk barang milik daerah yang dapat
disusutkan. ‘

(16) Diisi nilai buku merupakan total nilai perolehan dikurangi nilai
penyusutan, untuk barang milik daerah yang dapat disusutkan.

(17} Diisi spesifikasi barang seperti merk, type, ukuran atau lokasi
tempat untuk tanah dan/atau bangunan .dii.

(18) Diisi kondisi barang baik, rusak ringan atau rusak berat

(19) Diisi keterangan lainnya yang dianggap perlu.




7. FORMAT SURAT PERSETUJUAN

FORMAT SURAT PERSETUJUAN OLEH WALIKOTA

- 300 -

KOP SURAT
....................... TR & §
Kepada
Nomor D eeeeeameeremsamesann 2) Yth . .
Sifat D eeriiriireeieresaaa. (B} (5)
Lampiran :© ... ...eeeiiennnn (4) di -
Hal e = 2 J OO (7)
Sehubungan dengan surat saudara nomor ........ tanggal
........ hal ....... (B), dengan ini diberitahukan bahwa
permohionan....... {6) sebagaimana tercantum dalam lampiran

surat ini, pada prisnipnya dapat disetujui.

Guna tertib administrasi pengelolaan barang milik
daerah, untuk berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam

Negeri Nomor ...... Tahun ...... tentang Pedoman Pengelolaan
Barang Milik daerah, dengan ketentuan sebagai berikut :

|

2 i .. (9) dst.

Demikian untuk menjadi perhatian

WALIKOTA............

Petunjuk Pengisian :

Diisi nama Kota dan tanggal surat persetujuan diterbitkan.
Diisi nomor surat.

Diisi sifat surat.

Dusi jumilah lampiran.

Diisi Pengelola Barang/ Pengguna Barang yang mengajukan
permohonan usulan persetujuan.

Diisi jenis persetujuan

Diisi tempat Pengelola Barang/Pengguna Barang vang
mengajukan usulan persetujuan

Diisi nomor, tanggal, hal pengajuan usulan persetujuan dari
Pengelola Barang/Pengguna Barang,.

Diisi hal-hal yang perlu dituangkan dalam surat persetujuan.
Diisi nama Wali kota.
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Petunjuk Pengisian:

(1) Diisi nomor surat.

(2) Diisi tanggal surat.

(3) Diisi jenis persetujuan.

4) Diisi nomor urut.

(5) Diisi nomor penggolongan dan kodefikasi barang.

(6) Diisi nomor kode register barang.

(7) Diisi nama barang sesuai pengg olongan dan kodefikasi barang (5).
(8) Diisi tahun perolehan barang yang akan diusulkan penjualan.

9) Diisi jumlah barang dalam bentuk seperti unit, luas, dll.

(10) Diisi nilai harga satuan perolehan.

(11) Diisi t otal nilai perolehan merupakan perkalian jumlah barang
per unit dan harga satuan per unit.

(12) Diisi nilai penyusutan untuk barang milik daerah yang dapat
disusutkan.

(13) Diisi nilai buku merupakan total nilai perolehan dikurangi nilai
penyusutan, untuk barang milik daerah yang dapat disusutkan.

(14) Diisi spesifikasi barang seperti merk, type, ukuran atau lokasi
tempat untuk tanah dan/atau bangunan.

(15) Diisi kondisi barang baik, rusak ringan atau rusak berat.

(16) Diisi hal-hal sesuai kebutuhan surat persetujuan.

(17) Diisi keterangan lainnya yang dianggap perlu.

(18) Diisi nama jabatan Walikota.

WALIKOTA BENGKULU,
Cap/dto

H. HELMI HASAN



